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DIREKTUR PASCASARJANA 
 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabaraakatuh 
 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Kuasa atas keberhasilan Pascasarjana Universitas Lampung 
menerbitkan “Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas 
Lampung Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021” ini. Melalui penerbitan ini, 
diharapkan dapat menjadi informasi dan membuka jalan interaksi 
yang lebih intens antara Pascasarjana Universitas Lampung dengan 
stakeholders di luar kampus. Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana 
ini dimaksudkan sebagai upaya penyebarluasan hasil penelitian 
mahasiswa Magister (S2) sehingga pemanfaatan hasil-hasil 
penelitian tersebut dapat dioptimalkan dalam meningkatkan 

kontribusi Universitas Lampung terhadap pembangunan daerah, bangsa, negara, serta 
bagi kemanusiaan, dan peradaban. 

Saat ini, Pascasarjana sedang bertransformasi baik pada aspek kelembagaan, 
penjaminan mutu maupun aspek tridarma perguruan tinggi sebagai core business 
utamanya. Pada aspek kelembagaan, Pascasarjana sedang berupaya untuk meningkatkan 
status menjadi sekolah yang secara teknis berimplikasi terhadap skenario pembukaan 
program studi baru baik pada jenjang magister maupun jenjang doktor. Pada aspek 
penjaminan mutu, Pascasarjana sedang mendesain sistem penjaminan mutu internal yang 
lebih relevan dan aplikatif sehingga target peningkatan jumlah program studi magister 
dan doktor yang terakreditasi unggul dapat dicapai. Adapun pada aspek tri darma, sistem 
pembelajaran yang relavan dengan dunia kerja terus dikembangkan termasuk di dalamnya 
penelitian, pengabdian, dan publikasi ilmiah dosen maupun mahasiswa. 

Atas nama pimpinan Pascasarjana Universitas Lampung, saya menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada Tim Penelaah, para mahasiswa Pascasarjana di lingkungan 
Universitas Lampung, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras 
sehingga Katalog Katalog Jurnal Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Volume 1 
Nomor 2 Tahun 2021 ini dapat diterbitkan. Semoga Allah SWT; Tuhan Yang Maha kuasa 
senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya untuk kita semua. 
 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 
  
 
                Bandar Lampung, 30 November 2021 
                  Direktur. 

 
Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, ST, MT 
NIP. 197104151998031005 
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 PENEGAKAN HUKUM PIDANA MELALUI KEBIJAKAN 
PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN  

KEADILAN RESTORATIF 
(Studi pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu) 

 
Afrhezan Irvansyah 

irvansyahafrhezan@gmail.com 
 

Abstrak 
Penegakan hukum pidana diharuskan memperhatikan nilai keadilan, kemanfaatan, dan 
kepastian hukum, akan tetapi dalam penerapannya ketiga nilai tersebut tidak selalu 
diperhatikan.  Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif merupakan salah satu sarana 
untuk dapat memenuhi ketiga nilai dasar hukum tersebut khususnya nilai kemanfaatan 
dan keadilan dalam dilakukannya penegakan hukum pidana.  
Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilakukan 
pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu dengan jenis data berupa data sekunder 
dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, Kejaksaan 
Negeri Pringsewu telah melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif terhadap perkara yang telah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam 
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Upaya penghentian penuntutan juga didasari 
pada penilaian Jaksa terhadap perkara yang hendak dihentikan penuntutannya dengan 
mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. 
Upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri 
Pringsewu telah dilakukan dengan memperhatikan segala ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 serta telah tercapai kesepakatan 
perdamaian antara korban dengan tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu telah 
melaporkan dan meminta persetujuan penghentian penuntutan tersebut kepada Kepala 
Kejaksaan Tinggi Lampung, akan tetapi Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menentukan 
sikap untuk tidak memberikan persetujuan penghentian penuntutan. Hal tersebut 
dikarenakan terdapat beberapa pertimbangan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yang 
menyatakan bahwa perkara tersebut belum memenuhi syarat yang ditentukan dalam 
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 untuk dihentikan penuntutannya. 
Tidak berhasilnya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang 
dilaksanakan pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor penghambat yaitu belum diaturnya beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020,  terdapat perbedaan pemahaman antara Jaksa 
Penuntut Umum dengan Kepala Kejaksaan Tinggi terhadap perkara maupun terhadap 
substansi dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, serta belum memadainya 
sarana dan prasarana pendukung terhadap adanya upaya penghentian penuntutan 
berdasarkan keadilan restoratif.  
Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Penghentian Penuntutan, Keadilan Restoratif. 
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A. Pendahuluan 
Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dalam pengendalian 

penegakan hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan Kejaksaan diberi kewenangan untuk 
menentukan dapat atau tidaknya seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana 
untuk dihadapkan pada sidang di pengadilan. Adanya kewenangan tersebut menjadikan 
Kejaksaan RI sebagai penyandang asas dominus litis dalam sistem hukum di Indonesia1. 
Asas dominus litis tersebut diaplikasikan oleh Kejaksaan RI dengan melaksanakan 
kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan2. Dalam 
melaksanakan kewenangannya Kejaksaan RI telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan RI 
Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif sebagai bentuk respon terhadap adanya sebuah permasalahan krusial 
dalam penegakan hukum pidana di masyarakat yang mengaburkan makna dari hukum3.  

Permasalahan dalam penegakan hukum di masyarakat tersebut yaitu terkait 
adanya perkara-perkara kecil yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa harus melalui 
proses hukum akan tetapi perkara tersebut terus berlanjut hingga tahap peradilan. 
Beberapa penyelesaian terhadap perkara-perkara kecil tersebut bahkan menghasilkan 
putusan pengadilan yang dirasa tidak berkeadilan dan bertentangan dengan hati nurani. 
Perkara-perkara tersebut diantaranya yaitu kasus pengambilan 1,9 (satu koma sembilan) 
kilogram getah karet oleh kakek Samirin yang dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan 4 
hari4, kasus penebangan 3 pohon mangrove oleh kakek Busrin yang jatuhi pidana berupa 
pemenjaraan selama 2 (dua) tahun serta denda Rp2.000.000.000 (dua miliyar rupiah)5, 
kasus nenek Minah yang mencuri 3 (tiga) buah kakao yang dijatuhi pidana penjara 
selama 1 (satu) tahun 15 (lima belas) bulan, dan kasus pencurian sepasang sandal jepit 
oleh Aal yang pada akhirnya dijatuhi pidana dikembalikan kepada orang tuanya6. 

Penyelesaian terhadap perkara-perkara serupa haruslah mengutamakan pada 
pemenuhan kebutuhan korban dan masyarakat dengan suatu upaya yang melibatkan 
kedua pihak tersebut, yang selama ini tersisihkan oleh mekanisme penegakan hukum 
pidana7. Perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian 
hukum luar pengadilan dengan hasil kesepakatan yang bersifat win-win solution, tidak 
lambat akibat dari prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara 
komprehensif secara bersama-sama dengan tetap menjaga hubungan baik8. Proses 
penyelesaian hukum tersebut yang dinamakan pendekatan keadilan restoratif dimana 
pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana, berupaya 
untuk mencari suatu pemecahan masalah serta upaya antisipasi terhadap akibat yang 
akan timbul di masa mendatang secara bersama-sama9.  

                                                           
1 Nike Dian Pertiwi, “PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MENANGGAPI INDONESIA DARURAT NARKOBA SEBAGAI PIHAK 
YANG MELAKUKAN PENUNTUTAN DAN MENGAJUKAN UPAYA HUKUM DEMI MENCAPAI TUJUAN MEMBERANTASAN 
NARKOBA (Studi putusan pengadilan pengadilan tinggi Yogyakarta No:12/PID.SUS/2015/PT YYK)”, Jurnal Verstek Vol.5 No.2, (2016). 
2 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 
3 Mukhidin, “HUKUM PROGRESIF SEBAGAI SOLUSI HUKUM YANG MENSEJAHTERAKAN RAKYAT”, Jurnal Pembaharuan 
Hukum, Volume 1 No. 3, (2014). 
4 http://pn-simalungun.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 20.11. 
5 http://pn-probolinggo.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 20.24. 
6 http://pn-palu.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 21.07. 
7 Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, (Jakarta : FHUI), hlm. 3 
8 Afrik Yunari, “ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI”, Jurnal 
Inovatif Vol.2 No.1, (2016). 
9 Apong Herlina, “RESTORATIVE JUSTICE”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. 3, (2004). 
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5 http://pn-probolinggo.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 20.24. 
6 http://pn-palu.go.id/detil_perkara, diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 21.07. 
7 Eva Achjani Zulfa, 2009, Keadilan Restoratif, (Jakarta : FHUI), hlm. 3 
8 Afrik Yunari, “ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI”, Jurnal 
Inovatif Vol.2 No.1, (2016). 
9 Apong Herlina, “RESTORATIVE JUSTICE”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 3 No. 3, (2004). 

Pendekatan tersebut bertujuan untuk melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku 
untuk berupaya memperbaiki kondisi di masyarakat terhadap akibat yang ditimbulkan 
dari suatu tindak pidana yang telah terjadi dengan menekankan pada kesadaran serta 
keinsyafan sebagai landasan dalam upaya tersebut10. Ukuran keadilan menurut 
pendekatan restorative justice bukan lagi berfokus pada pembalasan oleh korban 
terhadap pelaku, melainkan berfokus terhadap adanya pertanggungjawaban pelaku 
tindak pidana untuk menyembuhkan rasa sakit yang dialami oleh korban dengan 
partisipasi masyarakat bila diperlukan11. Ukuran keadilan bukan lagi menitik beratkan 
pada keadilan retributif  berupa balas dendam ataupun pemenjaraan melainkan 
berdasarkan pemaafan serta keinsyafan12. Konsep keadilan restoratif tersebut haruslah 
diterapkan, hal tersebut dikarenakan pemidanaan bukanlah sekedar upaya pembalasan, 
melainkan suatu bimbingan dan pengayoman terhadap pelaku pidana maupun 
masyarakat untuk menimbulkan adanya keinsyafan sehingga dapat menciptakan 
lingkungan yang baik di masyarakat. Konsep tesebut berupaya untuk memberikan suatu 
rehabilitasi serta reintegrasi sosial sebagai perwujudan fungsi baru pemidanaan13.  

Bahwa dengan adanya Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020, perkara-
perkara kecil yang tersebut akan dapat selesaikan dengan memberikan rasa keadilan 
yang sebenar-benarnya kepada korban maupun kepada pelaku tindak pidana. Hingga 
akhir tahun 2020 baru terdapat 222 (dua ratus dua puluh dua) perkara yang berhasil 
dilakukan penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif14. Berikut 
perbandingan jumlah perkara pidana umum pada Kejaksaan RI sebelum dan sesudah 
adanya Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020  : 
 

Tabel .1 
No Tahun Jumlah Perkara Pidana Umum sebelum 

Peraturan Kejaksaan RI  No.15 Tahun 2020 
Jumlah Perkara Pidana Umum Setelah  

Peraturan Kejaksaan RI  No.15 Tahun 2020 
1. 2020 73.284 73.062 
2. 2021 26.210 26.198 
Jumlah 99.494 99.260 

Sumber : Data Perkara Kejaksaan RI 
 
Jumlah perkara yang telah berhasil dihentikan penuntutannya tersebut terlihat cukup 
banyak mengingat Peraturan Kejaksaan tersebut baru diundangan pada bulan Juli 2020. 
Akan tetapi apabila dilihat dari total keseluruhan jumlah perkara yang ditangani oleh 
Kejaksaan RI maka angka tersebut dapat dikatakan sedikit. Hal tersebut dikarenakan 
dalam praktek penerapan peraturan Kejaksaan tersebut masih ditemui banyak 
hambatan yang muncul baik dari institusi Kejaksaan itu sendiri maupun hambatan-
hambatan dari luar institusi Kejaksaan RI sehingga tidak semua upaya penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dapat berhasil.  Hambatan-hambatan 
                                                           
10 Nikmah Rosidah, 2014, Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia (Sebuah Pendekatan Hukum Progresif), (Semarang: Pustaka Magister), 
hlm. 103.  
11 Marlina, 2007, Peradilan Anak Indonesia, (Bandung: Pustaka Abadi), hlm. 91. 
12 Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41, Nomor 2 April 2012, Nikmah Rosidah, “Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implementasi Sistem 
Peradilan Anak Di Indonesia”, halaman 187. 
13 Rena Yulia, “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PUTUSAN HAKIM : UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK 
MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA”, Jurnal Yudisial Vol.5 No.2, (2012). 
14 https://www.hukumonline.com/berita/baca/, diakses pada 03 Maret 2021 
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tersebut juga terjadi pada upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif yang dilakukan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu. 
 
B. Pembahasan 
1. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu. 
Penegakan hukum pidana haruslah memperhatikan kepastian hukum 

(rechtssicherheit), manfaat (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit)15. Gustav 
Radbruch berpendapat bahwa ketiga hal tersebut merupakan tiga nilai identitas yang 
harus dimiliki hukum16. Ketiga nilai tersebut dapat dicapai dalam upaya penghentian 
penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mempertemukan pihak korban dan 
juga pelaku tindak pidana untuk bersama-sama berupaya memulihkan kondisi sebelum 
terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 
Tahun 2020 merupakan bentuk penegakan hukum yang telah berada pada tahap 
penegakan hukum in concreto yang merupakan tahap pengaplikasian atau penerapan 
undang-undang oleh aparat penegak hukum atau yang juga biasa dikenal dengan tahap 
judisial atau tahap eksekusi17. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
tersebut pada dasarnya merupakan pengaplikasian kewenangan Jaksa untuk melakukan 
penutupan perkara demi hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 14 dan 
Pasal 140 Ayat (2) huruf a. Perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan 
apabila ternyata terdapat vervolgingsuitsluitingsgenden, sehingga dengan adanya dasar-
dasar tersebut menjadikan tertutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk 
melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang telah disangka melakukan tindak 
pidana oleh penyidik18. 

Kejaksaan Negeri Pringsewu sebagai salah satu unit kerja pada Kejaksaan RI yang 
menjalankan kewenangan penuntutan pada daerah yang menjadi wilayah hukumnya 
juga turut berupaya untuk melakukan penegakan hukum pidana melalui kebijakan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan 
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Upaya penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif tersebut dilakukan terhadap perkara pidana yang telah memenuhi 
syarat-syarat untuk dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif 
sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Syarat tersebut 
tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) yang mengatur bahwa perkara tindak pidana dapat 
ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif 
apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang hanya diancam 
dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), dan terhadap 
nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 
rupiah). Selanjutnya Pasal 5 Ayat (6) juga mengatur syarat yang harus dipenuhi yaitu 

                                                           
15 Sudikno Mertokusumo. 2012, Teori Hukum, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka)., hlm. 145. 
16 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana), hlm. 58. 
17 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 13. 
18 Daniel Ch. M. Tampoli, “PENGHENTIAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA”, 
Jurnal Lex Privatum Vol.4 No.2, (2016). 
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tersebut juga terjadi pada upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif yang dilakukan pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu. 
 
B. Pembahasan 
1. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Penghentian Penuntutan Berdasarkan 

Keadilan Restoratif Pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Pringsewu. 
Penegakan hukum pidana haruslah memperhatikan kepastian hukum 

(rechtssicherheit), manfaat (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit)15. Gustav 
Radbruch berpendapat bahwa ketiga hal tersebut merupakan tiga nilai identitas yang 
harus dimiliki hukum16. Ketiga nilai tersebut dapat dicapai dalam upaya penghentian 
penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan mempertemukan pihak korban dan 
juga pelaku tindak pidana untuk bersama-sama berupaya memulihkan kondisi sebelum 
terjadinya tindak pidana. Penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 
Tahun 2020 merupakan bentuk penegakan hukum yang telah berada pada tahap 
penegakan hukum in concreto yang merupakan tahap pengaplikasian atau penerapan 
undang-undang oleh aparat penegak hukum atau yang juga biasa dikenal dengan tahap 
judisial atau tahap eksekusi17. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
tersebut pada dasarnya merupakan pengaplikasian kewenangan Jaksa untuk melakukan 
penutupan perkara demi hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 14 dan 
Pasal 140 Ayat (2) huruf a. Perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan 
apabila ternyata terdapat vervolgingsuitsluitingsgenden, sehingga dengan adanya dasar-
dasar tersebut menjadikan tertutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk 
melakukan suatu penuntutan terhadap seseorang yang telah disangka melakukan tindak 
pidana oleh penyidik18. 

Kejaksaan Negeri Pringsewu sebagai salah satu unit kerja pada Kejaksaan RI yang 
menjalankan kewenangan penuntutan pada daerah yang menjadi wilayah hukumnya 
juga turut berupaya untuk melakukan penegakan hukum pidana melalui kebijakan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang diatur dalam Peraturan 
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Upaya penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif tersebut dilakukan terhadap perkara pidana yang telah memenuhi 
syarat-syarat untuk dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif 
sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Syarat tersebut 
tercantum dalam Pasal 5 Ayat (1) yang mengatur bahwa perkara tindak pidana dapat 
ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif 
apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang hanya diancam 
dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), dan terhadap 
nilai kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu 
rupiah). Selanjutnya Pasal 5 Ayat (6) juga mengatur syarat yang harus dipenuhi yaitu 

                                                           
15 Sudikno Mertokusumo. 2012, Teori Hukum, Edisi Revisi, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka)., hlm. 145. 
16 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana), hlm. 58. 
17 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung : Citra Aditya Bakti), hlm. 13. 
18 Daniel Ch. M. Tampoli, “PENGHENTIAN PERKARA PIDANA OLEH JAKSA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA”, 
Jurnal Lex Privatum Vol.4 No.2, (2016). 

telah ada pemulihan keadaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban, telah ada 
kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, dan terdapat respon positif 
masyarakat terhadap penghentian penuntutan yang dilakukan. 

Selain telah memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 5 tersebut penghentian 
penuntutan juga dilakukan terhadap suatu perkara dengan memperhatikan nilai 
kemanfaatan dan keadilan baik pada korban maupun pada tersangka. Pada upaya 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, nilai kemanfaatan akan dapat 
tercapai dengan mempertemukan korban dan tersangka agar korban dapat langsung 
menuntut kembali apa yang menjadi haknya kepada tersangka, sehingga korban dapat 
langsung merasakan manfaat berupa pemenuhan kembali haknya yang telah terenggut 
dari terjadinya tindak pidana. Tehadap adanya tuntutan korban tersebut, tersangka 
dapat langsung berupaya untuk memenuhinya, dan apabila tuntutan tersebut dapat 
dipenuhi oleh tersangka maka proses penuntutan oleh Jaksa akan dihentikan, sehingga 
tersangka akan merasakan manfaat yaitu terhindar dari pemidanaan. Terhadap 
pemenuhan tuntutan oleh tersangka kepada korban, akan dibuat suatu kesepakatan 
perdamaian sehingga tercapai nilai keadilan dimana kedua belah pihak telah 
memperoleh kembali apa yang menjadi haknya. Adanya upaya penghentian penuntutan 
tersebut selain berdasarkan pada teori keadilan restoratif juga sejalan dengan teori 
relatif atau teori tujuan (utilitarian theory) yang menyatakann bahwa pidana bukan 
sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang melakukan 
suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat19.  

Upaya untuk melakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, diterapkan oleh Tri Yulianto Satyadi selaku Jaksa 
Penuntut Umum yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut 
Umum Untuk Penyeleisaiaan Perkara Pidana (P-16A) Nomor: Print-
55/L.8.20/Epp.2/10/2020 terhadap perkara penadahan barang hasil kejahatan dengan 
Nomor Regiter Perkara Tahap Penuntutan : PDM-55/PSWEpp.2/10/2020 atas nama 
tersangka Yunizar bin Samsulhak yang diancam dengan Pasal 480 ke-1 KUHP. 
Berdasarkan fakta dalam berkas perkara Nomor: BP/18/VIII/2020/RESKRIM tanggal 20 
Agustus 2020, diketahui bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana penadahan 
barang hasil kejahatan dengan cara membeli 7 (tujuh) ekor burung dara dari saudara Joni 
dan saudara Untung dengan total uang yang dibayarkan untuk burung-burung tersebut 
seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Berdasarkan berkas perkara juga 
diketahui bahwa 7 (tujuh) ekor burung dara tersebut merupakan barang hasil kejahatan 
dari pencurian yang dilakukan saudara Joni dan saudara Untung yangmana hingga saat 
ini keduanya masih dalam pencarian atau belum tertangkap20. 

Dilakukannya upaya penghentian penuntutan dalam perkara tersebut didasari 
atas telah terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan 
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Berdasarkan berkas perkara penadahan tersebut 
diketahui fakta bahwa tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh tersangka Yunizar 
bin Samsulhak merupakan pertama kalinya tersangka melakukan tindak pidana, 
                                                           
19 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni), 
hlm. 16. 
20 Tri Yulianto Satyadi, Wawancara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, (Pringsewu : 05 April 2021) 
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sehingga perkara tersebut telah memenuhi syarat suatu perkara untuk dapat dihentikan 
penuntutannya dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 
2020 yang menyatakan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana21. 
Berdasarkan fakta dalam berkas perkara juga diketahui bahwa bukti permulaan yang 
diperoleh dari hasil penyidikan terhadap tersangka Yunizar bin Samsulhak mengarah 
pada perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 480 ke-1. Perbuatan 
pidana tersebut diancam dengan penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda 
maksimal Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) sehingga menjadikan perkara tersebut 
memenuhi syarat dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b bahwa penghentian penuntutan hanya 
dapat dilakukan terhadap perkara dengan ancaman pidana denda atau pidana penjara 
tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 

Fakta selanjutnya diketahui bahwa kerugian yang dialami korban atas nama 
Syakirin terhadap dijualnya 7 (tujuh) ekor burung dara hasil pencurian tersebut kepada 
tersangka ditaksir sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Melihat 
adanya fakta tersebut maka syarat penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 5 
Ayat (1) huruf c menjadi tidak terpenuhi. Akan tetapi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu mengaplikasikan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) 
yang menyatakan bahwa apabila terdapat keadaan yang bersifat kasuistik maka Jaksa 
Penuntut Umum atas seizin Kepala Kejaksaan Negeri tetap dapat melakukan upaya 
penghentian penuntutan dengan tetap menggunakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a 
dengan salah satu ketentuan antara huruf b dan c. Atas dasar tersebut Jaksa Penuntut 
Umum hanya mengunakan syarat yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b22.  

Adapun keadaan yang bersifat kasuistik tersebut yaitu telah adanya perdamaian 
antara korban atas nama Syakirin bin Hafidin dan tersangka berserta orang tua 
tersangka atas nama Samsulhak, yang difasilitasi oleh Muhyidin selaku Kepala Pekon 
Tanjung Anom yang juga telah dituangkan keadalam surat Peraturan Kejaksaan RI njian 
perdamaian23. Adanya surat perdamaian juga menjadikan perkara penadahan tersebut 
memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (6), (7), dan (8) Peraturan 
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Atas dasar telah dipenuhinya syarat-syarat tersebut 
Jaksa peneliti berkas pada Kejaksaan Negeri Pringsewu berpendapat bahwa perkara 
tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif24.  

Seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya dilaporkan 
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk mendapat persetujuan. Setelah 
mendapat persetujuan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi 
Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-
175/L.8.20/Epp.1/10/2020 yang memerintahkan Tri Yulianto Satyadi, S.H. selaku Jaksa 
Penuntut Umum dalam perkara tersebut untuk menjadi fasilitator antara korban 
Syakirin bin Hafidin dan tersangka Yunizar bin Samsulhak dalam tindak pidana 
penadahan barang hasil kejahatan Pasal 480 ke-1 KUHP.  

                                                           
21 Ibid. 
22 Tri Yulianto Satyadi, Wawancara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, (Pringsewu : 05 April 2021) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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sehingga perkara tersebut telah memenuhi syarat suatu perkara untuk dapat dihentikan 
penuntutannya dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 
2020 yang menyatakan bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana21. 
Berdasarkan fakta dalam berkas perkara juga diketahui bahwa bukti permulaan yang 
diperoleh dari hasil penyidikan terhadap tersangka Yunizar bin Samsulhak mengarah 
pada perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP yaitu pada Pasal 480 ke-1. Perbuatan 
pidana tersebut diancam dengan penjara maksimal 4 (empat) tahun atau denda 
maksimal Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) sehingga menjadikan perkara tersebut 
memenuhi syarat dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b bahwa penghentian penuntutan hanya 
dapat dilakukan terhadap perkara dengan ancaman pidana denda atau pidana penjara 
tidak lebih dari 5 (lima) tahun. 

Fakta selanjutnya diketahui bahwa kerugian yang dialami korban atas nama 
Syakirin terhadap dijualnya 7 (tujuh) ekor burung dara hasil pencurian tersebut kepada 
tersangka ditaksir sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah). Melihat 
adanya fakta tersebut maka syarat penghentian penuntutan yang diatur dalam Pasal 5 
Ayat (1) huruf c menjadi tidak terpenuhi. Akan tetapi dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu mengaplikasikan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (2) 
yang menyatakan bahwa apabila terdapat keadaan yang bersifat kasuistik maka Jaksa 
Penuntut Umum atas seizin Kepala Kejaksaan Negeri tetap dapat melakukan upaya 
penghentian penuntutan dengan tetap menggunakan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a 
dengan salah satu ketentuan antara huruf b dan c. Atas dasar tersebut Jaksa Penuntut 
Umum hanya mengunakan syarat yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan b22.  

Adapun keadaan yang bersifat kasuistik tersebut yaitu telah adanya perdamaian 
antara korban atas nama Syakirin bin Hafidin dan tersangka berserta orang tua 
tersangka atas nama Samsulhak, yang difasilitasi oleh Muhyidin selaku Kepala Pekon 
Tanjung Anom yang juga telah dituangkan keadalam surat Peraturan Kejaksaan RI njian 
perdamaian23. Adanya surat perdamaian juga menjadikan perkara penadahan tersebut 
memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (6), (7), dan (8) Peraturan 
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Atas dasar telah dipenuhinya syarat-syarat tersebut 
Jaksa peneliti berkas pada Kejaksaan Negeri Pringsewu berpendapat bahwa perkara 
tersebut dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif24.  

Seluruh pertimbangan Jaksa Penuntut Umum tersebut selanjutnya dilaporkan 
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk mendapat persetujuan. Setelah 
mendapat persetujuan selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi 
Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print-
175/L.8.20/Epp.1/10/2020 yang memerintahkan Tri Yulianto Satyadi, S.H. selaku Jaksa 
Penuntut Umum dalam perkara tersebut untuk menjadi fasilitator antara korban 
Syakirin bin Hafidin dan tersangka Yunizar bin Samsulhak dalam tindak pidana 
penadahan barang hasil kejahatan Pasal 480 ke-1 KUHP.  

                                                           
21 Ibid. 
22 Tri Yulianto Satyadi, Wawancara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, (Pringsewu : 05 April 2021) 
23 Ibid. 
24 Ibid. 

Bahwa setelah adanya surat perintah tersebut, Jaksa Penunutut Umum 
melakukan pemanggilan kepada pihak korban untuk menghadiri upaya perdamaian 
dengan pelaku tindak pidana. Pemanggilan tersebut dilakukan dengan menyebutkan 
alasan pemanggilan secara patut dan sah melalui Surat Panggilan Korban (RJ-2) Nomor : 
124/L.8.20/Euh.1/10/2020 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) Peraturan 
Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Adapun waktu pelaksanaan upaya perdamaian 
tersebut dilakukanan pada saat diserahkannya tanggungjawab atas tersangka berserta 
barang bukti dari penyidik Kepolisian Sektor Pringsewu Kota kepada Kejaksaan Negeri 
Pringsewu pada tanggal 14 Oktober 2020 yang berlokasi di kantor Kejaksaan Negeri 
Pringsewu, sebagaimana hal tersebut telah diatur pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 
15 Tahun 2020 yaitu pada Pasal 7 Ayat (3)25. 

Bahwa pemanggilan juga dilakukan terhadap beberapa pihak lainnya yang akan 
menjadi saksi dalam upaya perdamaian tersebut melalui proses pemanggilan yang sama. 
Pemberitahuan dan undangan upaya perdamaian juga disampaikan kepada Kapolsek 
Pringsewu Kota selaku penyidik dalam perkara tersebut melalui Surat Nomor: B-
1427/L.8.20/Epp.1/10/2020 (RJ-3). Terhadap upaya perdamaian tersebut pihak korban 
dan tersangka memiliki hak untuk menerima maupun menolak upaya perdamaian yang 
dilakukan Jaksa Penuntut Umum tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi sesuai 
ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan RI  Nomor 15 Tahun 2020. Pada 
pelaksanaannya pihak korban memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 
14 Oktober 2020 di Kejaksaan Negeri Pringsewu dan menerima dengan baik upaya 
perdamaian yang difasilitasi Jaksa Penuntut Umum. 

Setelah korban dan tersangka menerima upaya perdamaian maka selanjutnya 
dilakukan proses perdamaian yang dalam pelaksanaannya baik pihak korban maupun 
tersangka sepakat untuk berdamai tanpa terdapat syarat untuk melakukan perdamaian 
tersebut dikarenakan sebelumnya telah dilakukan perdamaian antara korban dan 
tersangka yang difasilitasi oleh Kepala Pekon Tanjung Anom.  Tercapainya perdamaian 
tanpa syarat tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam dokumen-dokumen administrasi 
sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. 
Dokumen-dokumen tersebut ditanda tangani oleh korban, tersangka, dan para saksi 
dihadapan Jaksa Penuntut Umum yang juga ikut menandatangani dokumen-dokumen 
tersebut. Proses perdamaian yang telah berhasil tersebut selanjutnya dilaporkan oleh 
Jaksa Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk diteruskan 
kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yaitu Pasal 12 Ayat (2). 

Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu melaporkan proses perdamaian yang telah 
berhasil tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung melalui laporan tentang 
pelaksanaan perdamaian diterima dan meminta persetujuan penghentian penuntutan 
berdasarkan Keadilan Restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung melalui Surat 
Nomor : R-39/L.8.20/Epp.1/10/2020. Pada pelaporan tersebut Kepala Kejaksaan 
Negeri Pringsewu dengan didampingi Jaksa Penunutut Umum juga melakukan 

                                                           
25 Ibid. 
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pemaparan pada tanggal 15 Oktober 2020 di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 
yang didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung. 

Bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tidak memberikan 
persetujuan terhadap upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, yangmana hal tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 
R-324/L.8/Eoh.2/10/2020 (RJ-13) tanggal 19 Oktober 2020.  Bahwa dalam surat 
tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung mencantumkan beberapa pertimbangan 
yang mendasari tidak disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif, sebagai berikut : 
1) Kerugian saksi korban adalah sebesar Rp 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah), akibat kehilangan 10 (sepuluh) ekor burung dara yang 
sudah biasa dilombakan yang dicuri oleh sdr. Joni (DPO) dan sdr. Untung (DPO), tidak 
sebagaimana dimohonkan senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); 

2) Bahwa masih diperlukan keterangan dari pelaku pencurian 10 (sepuluh) ekor burung 
dara milik saksi korban yaitu terhadap sdr. Joni (DPO) dan sdr. Untung (DPO) yang 
saat ini belum tertangkap; 

3) Belum adanya uraian atas keterangan dari tokoh masyarakat atau aparat desa 
setempat dalam permasalahan tersebut yang mendukung untuk dilakukan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 

 
Bahwa dalam surat tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung juga meminta 

Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk melimpahkan perkara tersebut beserta 
barang bukti ke pengadilan melalui acara pemeriksaan singkat.  

Terhadap adanya perintah tersebut Kepala Kejaksaa Negeri Pringsewu telah 
melakukan tindak lanjut dengan melimpahkan perkara penadahan barang hasil 
kejahatan atas nama tersangka Yunizar bin Samsulhak ke Pengadilan Negeri Kota Agung 
melalui Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat Nomor: 
01/L.8.20/PSW.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Selanjutnya perkara tersebut telah 
disidangkan menggunakan proses sidang acara pemeriksaan singkat dan telah diputus 
dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 01/Pid.S/2020/PN.Kot tanggal 
03 November 2020. Bahwa putusan pengadilan tersebut menyatakan  Terdakwa Yunizar 
bin Samsulhak telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP 
pada Pasal 480 ke-1 dan selanjutnya dijatuhi sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan 
dikurangi masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa. Dalam putusan 
tersebut majelis hakim menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada 
Syakirin bin Hafidin selaku korban dalam tindak pidana tersebut.  

Terhadap adanya upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dapat diketahui bahwa upaya penghentian 
penuntutan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 
berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Hal tersebut dapat 
dilihat sejak awal proses ditentukannya suatu perkara untuk dihentikan penuntutannya 
hingga pada proses perdamaian yang dilakukan antara korban dengan tersangka, serta 
pada proses pelaporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Meskipun demikian 
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pemaparan pada tanggal 15 Oktober 2020 di hadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung 
yang didampingi oleh Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Lampung. 

Bahwa selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tidak memberikan 
persetujuan terhadap upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, yangmana hal tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 
R-324/L.8/Eoh.2/10/2020 (RJ-13) tanggal 19 Oktober 2020.  Bahwa dalam surat 
tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung mencantumkan beberapa pertimbangan 
yang mendasari tidak disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif, sebagai berikut : 
1) Kerugian saksi korban adalah sebesar Rp 28.250.000,- (dua puluh delapan juta dua 

ratus lima puluh ribu rupiah), akibat kehilangan 10 (sepuluh) ekor burung dara yang 
sudah biasa dilombakan yang dicuri oleh sdr. Joni (DPO) dan sdr. Untung (DPO), tidak 
sebagaimana dimohonkan senilai Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); 

2) Bahwa masih diperlukan keterangan dari pelaku pencurian 10 (sepuluh) ekor burung 
dara milik saksi korban yaitu terhadap sdr. Joni (DPO) dan sdr. Untung (DPO) yang 
saat ini belum tertangkap; 

3) Belum adanya uraian atas keterangan dari tokoh masyarakat atau aparat desa 
setempat dalam permasalahan tersebut yang mendukung untuk dilakukan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 

 
Bahwa dalam surat tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung juga meminta 

Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu untuk melimpahkan perkara tersebut beserta 
barang bukti ke pengadilan melalui acara pemeriksaan singkat.  

Terhadap adanya perintah tersebut Kepala Kejaksaa Negeri Pringsewu telah 
melakukan tindak lanjut dengan melimpahkan perkara penadahan barang hasil 
kejahatan atas nama tersangka Yunizar bin Samsulhak ke Pengadilan Negeri Kota Agung 
melalui Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat Nomor: 
01/L.8.20/PSW.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020. Selanjutnya perkara tersebut telah 
disidangkan menggunakan proses sidang acara pemeriksaan singkat dan telah diputus 
dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor: 01/Pid.S/2020/PN.Kot tanggal 
03 November 2020. Bahwa putusan pengadilan tersebut menyatakan  Terdakwa Yunizar 
bin Samsulhak telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP 
pada Pasal 480 ke-1 dan selanjutnya dijatuhi sanksi penjara selama 3 (tiga) bulan 
dikurangi masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa. Dalam putusan 
tersebut majelis hakim menetapkan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada 
Syakirin bin Hafidin selaku korban dalam tindak pidana tersebut.  

Terhadap adanya upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, dapat diketahui bahwa upaya penghentian 
penuntutan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu 
berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Hal tersebut dapat 
dilihat sejak awal proses ditentukannya suatu perkara untuk dihentikan penuntutannya 
hingga pada proses perdamaian yang dilakukan antara korban dengan tersangka, serta 
pada proses pelaporan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Meskipun demikian 

tujuan dari konsep keadilan restoratif itu sendiri belum dapat dikatakan sepenuhnya 
tercapai dikarenakan meskipun konsep dari keadilan restoratif telah diterapkan dengan 
mempertemukan korban dengan tersangka untuk bersama-sama mencari upaya 
pemulihan terhadap akibat dari tindak pidana yang terjadi, akan tetap pada akhirnya 
upaya tersebut tidak mencapai tujuan akhir dari konsep keadilan restoratif yaitu berupa 
pemulihan kembali kondisi sebelum terjadinya tindak pidana. Adapun tidak tercapainya 
tujuan dari konsep keadilan restoratif dalam upaya penghentian tersebut dikarenakan 
tidak disetujuinya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepala 
Kejaksaan Tinggi Lampung atas dasar beberapa pertimbangan dari Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung. 

 
2. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Wilayah Hukum 
Kejaksaan Negeri Pringsewu 

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal-hal yang dapat 
menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum26. Berikut adalah faktor-faktor 
yang dapat menghambat penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri 
Pringsewu : 
 
a. Faktor Substansi Hukum  

Kebijakan diartikan sebagai rangkaian asas dan konsep yang dijadikan dasar atau 
acuan dalam suatu pekerjaan, cara bertindak maupun cara kepemimpinan. Kebijakan 
tersebut diaplikasikan dengan penuh kesadaran dan tersistematis untuk mencapai suatu 
tujuan dengan memanfaatkan sarana-sarana yang sejalan dengan tujuan tersebut secara 
bertahap. Kebijakan dalam hal ini terkait penegakan hukum pidana27. Kebijakan hukum 
dalam dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif diatur 
dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Peraturan Kejaksaan tersebut 
merupakan dasar hukum yang memuat substansi hukum terhadap dilakukannya upaya 
penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu namun juga menjadi faktor 
yang dapat menghambat penghentian penuntutan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan 
dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 masih belum mengatur beberapa 
ketentuan yang seharusnya diatur dalam peraturan tersebut.  

Pada Pasal 12 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 diketahui bahwa 
Kepala Kejaksaan Tinggi memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan ataupun 
menolak adanya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang 
dilakukan pada wilayah hukumnya. Kewenangan tersebut adalah mutlak dimiliki oleh 
Kepala Kejaksaan Tinggi meskipun dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri telah tercapai kesepakatan perdamaian antara 
korban dan tersangka. Meskipun diatur demikian, akan tetapi dalam Peraturan 

                                                           
26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc.Cit. 
27 Heni Siswanto, “PEMBANGUNAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG MENGEFEKTIFKAN KORPORASI SEBAGAI 
SUBJEK TINDAK PIDANA KORUPSI”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 1, (2015). 
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Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 itu sendiri tidak termuat ketentuan yang mengatur 
lebih lanjut mengenai bentuk peran aktif dari Kepala Kejaksaan Tinggi maupun unsur 
pembantunya dalam melakukan pengawalan serta pemantauan terhadap proses 
berjalannya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri sejak awal dimulainya 
upaya penghentian penuntutan tersebut. 

Tidak adanya bentuk peran tersebut menyebabkan Kepala Kejaksaan Tinggi 
selaku pihak yang diberikan wewenang untuk menentukan sikap terhadap adanya upaya 
penghentian penuntutan, menjadi tidak dapat sepenuhnya mengetahui maupun 
memahami kondisi yang terjadi antara korban dan tersangka meskipun telah 
dilakukannya pelaporan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat 
maupun pandangan antara Kepala Kejaksaan Negeri selaku pelaksana dari penghentian 
penuntutan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi selaku pengambil keputusan terhadap 
perkara yang sedang diupayakan penghentian penuntutannya. Perbedaan pendapat 
tersebutlah yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak tercapainya penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa perbedaan pendapat tersebut telah 
terjadi dalam upaya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri Pringsewu 
dikarenakan tidak terdapat peran aktif yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi 
Lampung maupun oleh perwakilannya sejak awal dilakukan upaya penghentian 
penuntutan pada Kejaksaan Negeri Pringsewu. Adapun perbedaan pendapat tersebut 
yaitu mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan yang menurut Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung belum terpenuhi.  

Akibat dari adanya perbedaan pendapat tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi 
Lampung tidak memberikan persetujuan penghentian penuntutan yang tertuang dalam 
Surat Nomor: R-324/L.8/Eoh.2/10/2020 (RJ-13) tanggal 19 Oktober 2020. Atas dasar 
hal tersebut penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kota 
Agung sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (10) Peraturan Kejaksaan RI 
Nomor 15 Tahun 2020. Adanya perbedaan pendapat tersebut merupakan imbas dari 
tidak adanya ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang 
mengharuskan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung maupun perwakilannya untuk turut 
berperan aktif dalam upaya penghentian penuntutan yang dilakukan pada Kejaksaan 
Negeri Pringsewu. Tidak adanya peran aktif tersebut menjadikan Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung memiliki persepsi yang berbeda terhadap perkara yang sedang 
diupayakan penghentian penuntutannya sehingga berakhir dengan tidak diberikannya 
persetujuan terhadap upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan 
Negeri Pringsewu. 

Untuk dapat menghindari terjadinya perbedaan pendapat tersebut maka perlu 
dimuat ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur 
mengenai bentuk peran aktif dari Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pengawalan 
maupun pemantauan terhadap berjalannya penghentian penuntutan pada Kejaksaan 
Negeri. Adanya ketentuan tersebut akan menjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi maupun 
unsur pembantunya memiliki kewajiban dalam memantau dan mengawasi secara 
langsung proses penghentian penuntutan yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri 
sehingga terjadinya perbedaan pendapat dapat terhindari. Adanya ketentuan yang 
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Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 itu sendiri tidak termuat ketentuan yang mengatur 
lebih lanjut mengenai bentuk peran aktif dari Kepala Kejaksaan Tinggi maupun unsur 
pembantunya dalam melakukan pengawalan serta pemantauan terhadap proses 
berjalannya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri sejak awal dimulainya 
upaya penghentian penuntutan tersebut. 

Tidak adanya bentuk peran tersebut menyebabkan Kepala Kejaksaan Tinggi 
selaku pihak yang diberikan wewenang untuk menentukan sikap terhadap adanya upaya 
penghentian penuntutan, menjadi tidak dapat sepenuhnya mengetahui maupun 
memahami kondisi yang terjadi antara korban dan tersangka meskipun telah 
dilakukannya pelaporan. Hal tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat 
maupun pandangan antara Kepala Kejaksaan Negeri selaku pelaksana dari penghentian 
penuntutan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi selaku pengambil keputusan terhadap 
perkara yang sedang diupayakan penghentian penuntutannya. Perbedaan pendapat 
tersebutlah yang pada akhirnya dapat menyebabkan tidak tercapainya penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Bahwa perbedaan pendapat tersebut telah 
terjadi dalam upaya penghentian penuntutan pada Kejaksaan Negeri Pringsewu 
dikarenakan tidak terdapat peran aktif yang dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi 
Lampung maupun oleh perwakilannya sejak awal dilakukan upaya penghentian 
penuntutan pada Kejaksaan Negeri Pringsewu. Adapun perbedaan pendapat tersebut 
yaitu mengenai syarat-syarat penghentian penuntutan yang menurut Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung belum terpenuhi.  

Akibat dari adanya perbedaan pendapat tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi 
Lampung tidak memberikan persetujuan penghentian penuntutan yang tertuang dalam 
Surat Nomor: R-324/L.8/Eoh.2/10/2020 (RJ-13) tanggal 19 Oktober 2020. Atas dasar 
hal tersebut penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Kota 
Agung sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Ayat (10) Peraturan Kejaksaan RI 
Nomor 15 Tahun 2020. Adanya perbedaan pendapat tersebut merupakan imbas dari 
tidak adanya ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang 
mengharuskan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung maupun perwakilannya untuk turut 
berperan aktif dalam upaya penghentian penuntutan yang dilakukan pada Kejaksaan 
Negeri Pringsewu. Tidak adanya peran aktif tersebut menjadikan Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung memiliki persepsi yang berbeda terhadap perkara yang sedang 
diupayakan penghentian penuntutannya sehingga berakhir dengan tidak diberikannya 
persetujuan terhadap upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan 
Negeri Pringsewu. 

Untuk dapat menghindari terjadinya perbedaan pendapat tersebut maka perlu 
dimuat ketentuan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengatur 
mengenai bentuk peran aktif dari Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melakukan pengawalan 
maupun pemantauan terhadap berjalannya penghentian penuntutan pada Kejaksaan 
Negeri. Adanya ketentuan tersebut akan menjadikan Kepala Kejaksaan Tinggi maupun 
unsur pembantunya memiliki kewajiban dalam memantau dan mengawasi secara 
langsung proses penghentian penuntutan yang dilakukan pada Kejaksaan Negeri 
sehingga terjadinya perbedaan pendapat dapat terhindari. Adanya ketentuan yang 

mengatur mengenai peran aktif Kepala Kejaksaan Tinggi dalam upaya penghentian 
penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri juga diharapkan dapat menjadi salahsatu 
solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada penegakan hukum 
pidana melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 
 
b. Faktor Penegak Hukum  

Aparat penegak hukum secara luas mecakup pengertian mengenai aparat 
penegak hukum  atau orang perorangan yang menegakan hukum dan institusi penegak 
hukum. Secara sempit penegak hukum dipahami dengan pengklasifikasikan berdasarkan 
tugasnya dalam proses penegakkan hukum. Pengklasifikasian tersebut meliputi 
penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi, prapenuntutan dan penuntutan hingga eksekusi 
oleh Jaksa, proses sidang di pengadilan pembuatan ketetapan hingga penjatuhan 
putusan oleh Hakim, pelaksanaan pidana serta resosialisasi oleh petugas 
pemasyarakatan28.  

Dalam perkara pidana Jaksa mengemban tugas untuk mewakili negara dalam 
melakukan penuntutan terhadap pelaku kriminal. Sebagai pelaksana tugas tersebut 
Jaksa berlaku sebagai penuntut umum dalam persidangan, eksekutor terhadap putusan 
hakim, serta menjalankan wewenang lainnya yang ditentukan oleh undang-undang29. 
Jaksa Penuntut Umum selaku pihak yang meneliti berkas perkara merupakan salah satu 
faktor penentu keberhasilan penghentian penuntutan yang dilakukan. Hal tersebut 
dikarenakan Jaksa Penuntut Umum yang akan meneliti suatu perkara dan memberikan 
pertimbangan terkait dapat atau tidaknya suatu perkara diupayakan penghentian 
penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dengan mengacu pada ketentuan-
ketentuan pada Peraturan Kejaksaan RI  Nomor 15 Tahun 2020.  Hasil penelitian 
tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui nota pendapat 
sebagai pertimbangan untuk kemudian dilakukannya penghentian penuntutan. 
Terhadap penghentian penuntutan tersebut selanjutnya akan dilaporkan dan 
dimintakan persetujuan penghentian penuntutannya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.  

Adanya kewenangan Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menetukan sikap menyetujui 
atau tidak menyetujui suatu upaya penghentian penuntutan tersebut, menjadikan 
Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan penghentian 
penuntutan yang dilakukan. Dalam hal upaya penghentian penuntutan yang dilakukan 
pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara 
penadahan barang hasil kejahatan dengan tersangka atas nama Yunizar bin Samsulhak 
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 
Tahun 2020 pada Pasal 5 Ayat (1), (2), dan (6) untuk dihentikan penuntutannya. Meskipun 
demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tidak menyetujui dilakukannya 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan pertimbangan-
pertibangan yang tertuang dalam Surat Nomor : R-324/L.8/Eoh.2/10/2020 (RJ-13) 
tanggal 19 Oktober 2020 sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.  

                                                           
28 Faizal Liky, “PERILAKU PENEGAK HUKUM MENUJU PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF DALAM PERSPEKTIF 
PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL”, Asas Jurnal Volume 4 Nomor.1, (2012). 
29 Achmad Sulchan & Muchammad Gibson Ghani, “MEKANISME PENUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK 
PIDANA ANAK”, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Vol.1 No.1, (2017). 
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Pertimbangan-pertimbangan dalam surat tersebut menunjukan adanya 
perbedaan pendapat dan juga pemahaman antara Jaksa Penuntut Umum bersama 
Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi mengenai perkara 
yang diupayakan penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dan juga 
terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pada surat tersebut Kepala 
Kejaksaan Tinggi berpendapat bahwa perkara yang hendak dihentikan penuntutannya 
tidak memenuhi syarat mengenai maksimal jumlah kerugian sebagaimana diatur dalam 5 
Ayat (1) huruf c. Hal tersebut berlainan dengan pemahaman Jaksa Penuntut Umum yang 
menggunakan ketentuan pada Pasal 5 Ayat (2) untuk mengesampingkan syarat mengenai 
jumlah maksimal kerugian.  

Pada pertimbangan selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan 
bahwa masih diperlukan keterangan dari pelaku pencurian 10 (sepuluh) burung dara 
yaitu saudara Joni dan saudara Untung yang saat ini belum tertangkap. Terhadap hal 
tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kejahatan pencurian dengan 
pemberatan yang dilakukan oleh Joni dan Untung tersebut merupakan tindak pidana 
yang berbeda dengan penadahan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka 
Yunizar bin Samsulhak dan tidak tergolong kedalam tindak pidana yang dilakukan 
secera bersama-sama (deeleneming). Beracuan pada Surat Nomor: B-
4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 mengenai pentunjuk pelaksanaan 
Peraturan Kejaksaan RI  Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kondisi tersebut, Jaksa 
Penuntut Umum dapat tetap melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif.  

Pertimbangan terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu bahwa belum 
adanya uraian atas keterangan dari tokoh masyarakat yang mendukung untuk 
dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan 
Negeri Pringsewu. Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki pemahaman 
bahwa telah tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka yang difasilitasi oleh 
Kepala Pekon Tanjung Anom merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap 
penegakan hukum, sehingga tidak lagi diperlukan uraian maupun keterangan dari tokoh 
masyarakat.  

Pemahaman terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 maupun 
terhadap kondisi korban dan tersangka, menjadikan Jaksa selaku penegak hukum 
sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dari penghentian penuntutan 
berdasarkan keadilan restoratif. Untuk dapat menjamin keberhasilan penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, para Jaksa diharuskan untuk memiliki 
pemahaman yang baik mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif. Adanya pemahaman tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya 
perbedaan persepsi diantara para Jaksa yang dapat mengakibatkan tidak berhasilnya 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 
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Pertimbangan-pertimbangan dalam surat tersebut menunjukan adanya 
perbedaan pendapat dan juga pemahaman antara Jaksa Penuntut Umum bersama 
Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi mengenai perkara 
yang diupayakan penghentian penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dan juga 
terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pada surat tersebut Kepala 
Kejaksaan Tinggi berpendapat bahwa perkara yang hendak dihentikan penuntutannya 
tidak memenuhi syarat mengenai maksimal jumlah kerugian sebagaimana diatur dalam 5 
Ayat (1) huruf c. Hal tersebut berlainan dengan pemahaman Jaksa Penuntut Umum yang 
menggunakan ketentuan pada Pasal 5 Ayat (2) untuk mengesampingkan syarat mengenai 
jumlah maksimal kerugian.  

Pada pertimbangan selanjutnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung menyatakan 
bahwa masih diperlukan keterangan dari pelaku pencurian 10 (sepuluh) burung dara 
yaitu saudara Joni dan saudara Untung yang saat ini belum tertangkap. Terhadap hal 
tersebut Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa kejahatan pencurian dengan 
pemberatan yang dilakukan oleh Joni dan Untung tersebut merupakan tindak pidana 
yang berbeda dengan penadahan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh tersangka 
Yunizar bin Samsulhak dan tidak tergolong kedalam tindak pidana yang dilakukan 
secera bersama-sama (deeleneming). Beracuan pada Surat Nomor: B-
4301/E/EJP/9/2020 tanggal 16 September 2020 mengenai pentunjuk pelaksanaan 
Peraturan Kejaksaan RI  Nomor 15 Tahun 2020 terhadap kondisi tersebut, Jaksa 
Penuntut Umum dapat tetap melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif.  

Pertimbangan terakhir Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu bahwa belum 
adanya uraian atas keterangan dari tokoh masyarakat yang mendukung untuk 
dilakukannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan 
Negeri Pringsewu. Terhadap hal tersebut Jaksa Penuntut Umum memiliki pemahaman 
bahwa telah tercapainya perdamaian antara korban dan tersangka yang difasilitasi oleh 
Kepala Pekon Tanjung Anom merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap 
penegakan hukum, sehingga tidak lagi diperlukan uraian maupun keterangan dari tokoh 
masyarakat.  

Pemahaman terhadap Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 maupun 
terhadap kondisi korban dan tersangka, menjadikan Jaksa selaku penegak hukum 
sebagai faktor yang menentukan keberhasilan dari penghentian penuntutan 
berdasarkan keadilan restoratif. Untuk dapat menjamin keberhasilan penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, para Jaksa diharuskan untuk memiliki 
pemahaman yang baik mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif. Adanya pemahaman tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya 
perbedaan persepsi diantara para Jaksa yang dapat mengakibatkan tidak berhasilnya 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 
 
 
 
 

c. Faktor Sarana dan Fasilitas  
Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mulai berlaku pada saat 

diundangkan yaitu tanggal 22 Juli 2020, sehingga dalam pelaksanaannya masih 
mengalami banyak hambatan dikarenakan belum terdapat sarana dan fasilitas yang 
memadai. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor tidak berhasilnya upaya 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan 
Negeri Pringsewu. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terjadi beberapa perbedaan 
pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dalam 
memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 
Tahun 2020 maupun terhadap kondisi korban dan juga tersangka pada upaya 
penghentian penuntutan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pringsewu. Adanya 
perbedaan pendapat antara keduanya tersebut, dikarenakan belum terdapatnya doktrin 
yang dapat memberikan keseragaman dalam memahami konsep keadilan berdasarkan 
restoratif, khususnya dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif itu sendiri.    

Adapun penyeragaman pemahaman tesebut dapat diciptakan melalui suatu 
upaya berupa bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan mengenai penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Diselenggarakan bimbingan teknis, 
pendidikan, dan pelatihan tersebut akan menjadikan para Jaksa memiliki pemahaman 
yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum melalui pendekatan keadilan 
restoratif. Adanya bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan tersebut juga dapat 
memberikan keseragaman pemahaman kepada para Jaksa dalam memaknai konsep 
keadilan restortatif sehingga dapat memperkecil terjadinya potensi perbedaan pendapat 
dalam melakukan upaya penghentian penunututan berdasarkan keadilan restoratif.  

Bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan tersebut pada dasarnya telah diatur 
dalam Pasal 16 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang mengharuskan 
diselenggarakannya bimbingan teknis dan pendidikan pelatihan. Akan tetapi dalam 
praktek pelaksanaannya hingga saat ini belum terdapat bimbingan teknis, pendidikan, 
dan pelatihan mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang 
dapat mendukung keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Bahwa selain hal tersebut hingga saat 
ini juga belum terdapat sarana yang dapat memudahkan pelaksanaan proses 
penghentian penuntutan. Sarana yang dimaksud yaitu dalam hal dilakukannya pelaporan 
upaya penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri pada Kepala Kejaksaan 
Tinggi.  

Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 
Tahun 2020, Kepala Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah 
kesepakatan perdamaian tercapai, diharuskan untuk melapor kepada Kepala Kejaksaan 
Tinggi Lampung untuk meminta persetujuan penghentian penuntutan. Ketentuan 
tersebut belum diiringi dengan mekanisme pelaporan dan juga sarana pendukungnya. 
Adapun mekanisme pelaporan yang dimaksud yaitu dapat dilakukan dengan 
memanfaatkan sarana-sarana digital yang ada seperti pengiriman berkas-berkas 
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administrasi pelaporan melalui e-mail serta menggunakan sarana video conference 
untuk melakukan pemaparan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal meminta 
persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.  
 
d. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum pidana yang tidak adil dan tidak benar selalu mengkambing 
hitamkan aparat penegak hukum yang kemudian menuntut mereka untuk menjadi 
aparat yang adil dan benar.  Sementara penegakan hukum bekerja dan terjadi di tengah-
tengah pola perilaku masyarakat, bukan pada wilayah yang hampa, sehingga berkerjanya 
penegakan hukum dapat terpengaruh oleh kondisi serta interaksi sosial yang ada di 
masyarakat30. Konsep keadilan restorastif menekankan pentingnya peran anggota 
masyarakat bersama dengan korban kejahatan untuk mendorong pelaku 
bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian material maupun emosional, 
mendorong dialog dan juga negosiasi untuk menyeleisaikan masalah yang telah terjadi 
sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik yang berkepanjangan31. Kondisi 
yang sedemikian rupa menjadikan masyarakat sebagai faktor yang harus diperhatikan 
dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, seperti halnya yang 
diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan RI 15 Tahun 2020 yang menjadikan 
respon positif masyarakat juga dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melakukan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 

Pada upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu, masyarakat bukan menjadi faktor yang 
mengagalkan penghentian penuntutan, dikarenakan masyarakat telah memberikan 
dukungan dan respon positif. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah adanya 
perdamaian antara Syakirin selaku korban dan Yunizar selaku tersangka yang difasilitasi 
oleh Kepala Pekon Tanjung Anom yang juga disaksikan oleh beberapa warga pada Pekon 
Tanjung Anom. Perdamaian yang difasilitasi oleh Kepala Pekon Tanjung Anom tersebut 
dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum 
khususnya dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 
Meskipun demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tetap berpendapat bahwa dalam 
upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu belum 
memiliki respon positif dari masyarakat32. 

Perdamaian yang difasilitasi aparatur pekon beserta masyarakat tersebut 
dilakukan tanpa berdasarkan pada konsep keadilan restoratif melainkan lebih 
mengedepankan nilai-nilai budaya yang telah hidup di masyarakat, dikarenakan 
masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif itu sendiri. Konsep keadilan 
restoratif pada dasarnya merupakan bentuk penyeleisaian masalah sebagai variasi dari 
model dialog musyawarah dan mufakat yangmana model tersebut telah dikenal dalam 

                                                           
30 Heni Siswanto, “TELAAH KRITIS : KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG”, 
Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid.42 No.4, (2013). 
31 Hariman Satria, “RESTORATIVE JUSTICE : PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA”, Jurnal Media Hukum Volume 25 Nomor 
1, (2018). 
32 Tri Yulianto Satyadi, Wawancara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, (Pringsewu : 05 April 2021) 
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administrasi pelaporan melalui e-mail serta menggunakan sarana video conference 
untuk melakukan pemaparan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal meminta 
persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.  
 
d. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum pidana yang tidak adil dan tidak benar selalu mengkambing 
hitamkan aparat penegak hukum yang kemudian menuntut mereka untuk menjadi 
aparat yang adil dan benar.  Sementara penegakan hukum bekerja dan terjadi di tengah-
tengah pola perilaku masyarakat, bukan pada wilayah yang hampa, sehingga berkerjanya 
penegakan hukum dapat terpengaruh oleh kondisi serta interaksi sosial yang ada di 
masyarakat30. Konsep keadilan restorastif menekankan pentingnya peran anggota 
masyarakat bersama dengan korban kejahatan untuk mendorong pelaku 
bertanggungjawab kepada korban, memulihkan kerugian material maupun emosional, 
mendorong dialog dan juga negosiasi untuk menyeleisaikan masalah yang telah terjadi 
sehingga dapat menyelamatkan masyarakat dari konflik yang berkepanjangan31. Kondisi 
yang sedemikian rupa menjadikan masyarakat sebagai faktor yang harus diperhatikan 
dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, seperti halnya yang 
diatur dalam Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Kejaksaan RI 15 Tahun 2020 yang menjadikan 
respon positif masyarakat juga dijadikan sebagai salah satu syarat dalam melakukan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 

Pada upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang 
dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu, masyarakat bukan menjadi faktor yang 
mengagalkan penghentian penuntutan, dikarenakan masyarakat telah memberikan 
dukungan dan respon positif. Hal tersebut dapat dilihat dengan telah adanya 
perdamaian antara Syakirin selaku korban dan Yunizar selaku tersangka yang difasilitasi 
oleh Kepala Pekon Tanjung Anom yang juga disaksikan oleh beberapa warga pada Pekon 
Tanjung Anom. Perdamaian yang difasilitasi oleh Kepala Pekon Tanjung Anom tersebut 
dapat dikatakan sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum 
khususnya dalam upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 
Meskipun demikian, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung tetap berpendapat bahwa dalam 
upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu belum 
memiliki respon positif dari masyarakat32. 

Perdamaian yang difasilitasi aparatur pekon beserta masyarakat tersebut 
dilakukan tanpa berdasarkan pada konsep keadilan restoratif melainkan lebih 
mengedepankan nilai-nilai budaya yang telah hidup di masyarakat, dikarenakan 
masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif itu sendiri. Konsep keadilan 
restoratif pada dasarnya merupakan bentuk penyeleisaian masalah sebagai variasi dari 
model dialog musyawarah dan mufakat yangmana model tersebut telah dikenal dalam 

                                                           
30 Heni Siswanto, “TELAAH KRITIS : KEGAGALAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG”, 
Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid.42 No.4, (2013). 
31 Hariman Satria, “RESTORATIVE JUSTICE : PARADIGMA BARU PERADILAN PIDANA”, Jurnal Media Hukum Volume 25 Nomor 
1, (2018). 
32 Tri Yulianto Satyadi, Wawancara, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pringsewu, (Pringsewu : 05 April 2021) 

sistem peradialn perdata sebagai mediasi yang sangat melembaga33. Kondisi dimana 
masyarakat belum memahami konsep keadilan restoratif tersebut dikarenakan belum 
digalakannya kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum terkait konsep keadilan restoratif di 
masyarakat begitu pula pada Pekon Tanjung Anom. Meskipun demikian ketidak 
pahaman masyarakat mengenai keadilan restoratif tidak menjadi suatu permasalahan 
dikarenakan adanya nilai-nilai budaya dalam menyeleisaikan permasalahan yang ada 
dengan menggunakan musyawarah dan pencapaian mufakat yang masih dipegang teguh 
oleh masyarakat pada Pekon Tanjung Anom.  

Adapun yang akan menjadi permasalahan yaitu apabila terdapat lingkungan 
masyarakat dengan pemahaman mengenai keadilan restoratif yang masih minim yang 
juga disertai dengan memudarnya nilai-nilai budaya tidak lagi menjadikan musyawarah 
sebagai sarana penyeleisaian masalah. Kondisi yang sedemikian rupalah yang akan 
menjadikan masyarakat sebagai salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum 
khususnya dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. 
Terhadap kondisi masyarakat yang sedemikian rupa, perlu diadakannya suatu sosialisasi 
dan edukasi mengenai konsep keadilan restoratif. Dilakukannya edukasi dan sosialisasi 
tersebut dilaksanakan dengan tujuan menanamkan pemahaman kepada masyarakat 
mengenai bentuk penyelesaian perkara pidana dengan lebih mengutamakan 
musyawarah antara korban, pelaku tindak pidana, dan juga masyarakat untuk 
memulihkan kondisi sebelum terjadinya tindak pidana.  
 
e. Faktor Budaya  

Freiderich Karl von Savigny berpendapat bahwa apabila nilai-nilai hukum yang 
ada di masyarakat terkandung dalam hukum, maka hukum tersebut adalah hukum yang 
baik.  Adanya pemikiran tersebut menunjukan akan pentingnya mempertahankan living 
law dalam orientasi dan pembentukan hukum34. Hingga saat ini di Indonesia masih 
mengenal istilah hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan, nilai-nilai hukum dan keadilan 
di masyarakat, yangmana semua istilah tersebut merupakan sebutan kajian secara 
normatif, teoritis, maupun praktik terhadap eksistensi hukum adat35.  

Pada penegakan hukum pidana faktor budaya menjadi salah satu hal yang dapat 
menentukan keberhasilan, termasuk pada upaya penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pringsewu.  Hal tersebut 
dikarenakan budaya yang ada di masyarakat dapat mempengaruhi pola fikir pihak 
korban tindak pidana yang ada pada lingkungan masyarakat tersebut. Pada penghentian 
penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, pola fikir dari korban menjadi salah satu 
unsur penting yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya penghentian penuntutan 
tersebut, sehingga budaya yang telah mempengaruhi pola fikir korban juga menjadi 
faktor yang menentukan keberhasilan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif. 

                                                           
33 Endi Arofa, “PENGHENTIAN PENUNTUTAN DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF”, Jurnal 
Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol.7 No.2, (2020) 
34 Ibnu Artadi, “HUKUM ANTARA NILAI-NILAI KEPASTIAN, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN”, Jurnal Hukum dan Dinamika 
Masyarakat Edisi Oktober, (2006). 
35 Lilik Mulyadi, “EKSISTENSI HUKUM PIDANA ADAT DI INDONESIA : PENGKAJIAN ASAS, NORMA, TEORI, PRAKTIK DAN 
PROSEDURNYA”, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 2 Nomor 2, (2013). 
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Dalam upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri 
Pringsewu budaya bukan menjadi faktor yang menghambat dilakukannya penghentian 
penuntutan. Hal tersebut dikarenakan budaya masyarakat Pekon Tanjung Anom masih 
menghendaki musyawarah untuk mecari penyeleisaian masalah yang dapat dilihat dari 
adanya perdamaian antara korban dan tersangka difasilitasi oleh Kepala Pekon Tanjung 
Anom. Adapun budaya yang dapat menjadi penghambat penghentian penuntutan 
berdasarkan keadilan restoratif yaitu budaya-budaya di masyarakat yang selalu 
berupaya untuk memberikan penjeraan ataupun pembalasan terhadap pelaku tindak 
pidana. Beberapa contoh budaya tersebut yaitu seperti pengeroyokan oleh warga 
terhadap pelaku pencurian maupun tindakan persekusi terhadap pelaku perzinahan 
dengan cara memaksa pelaku perzinahan tersebut untuk menggelilingi lingkungan 
masyarakat tanpa busana dengan diiringi oleh warga. 

Budaya - budaya tersebutlah yang akan menjadi penghambat bagi penegakan 
hukum khususnya dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal 
tersebut dikarenakan konsep keadilan restoratif sendiri menitik beratkan pada 
pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan terhadap korban 
oleh pelaku tindak pidana dengan bantuan masyarakat. Adanya budaya pembalasan 
tersebut merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan tujuan pemulihan pada 
konsep keadilan restoratif sehingga dapat mengagalkan pemenuhan keadilan melalui 
konsep keadilan restoratif. Terhadap adanya budaya masyarakat yang demikian, perlu 
diadakannya edukasi dan sosialisasi mengenai konsep keadilan restoratif secara 
bertahap sebagai langkah preventif terhadap adanya tindakan-tindakan masyarakat 
yang mengarah pada perbuatan main hakim sendiri. 
 
C. Penutup 
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan yaitu : 
1. Penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pringsewu diterapkan terhadap perkara 
pendahanan barang hasil kejahatan yang diancam denggan Pasal 480 ke-1 KUHP. 
Penghentian penuntutan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan tersebut akan tetapi penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tidak berhasil dilaksanakan 
dikarenakan tidak memperoleh persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, 
sehingga terhadap perkara tersebut tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota 
Agung dengan proses peradilan acara singkat. 

2. Faktor penghambatan yang timbul dalam penegakan hukum pidana melalui kebijakan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri 
Pringsewu meliputi Faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, dan faktor saran 
fasilitas. Pada faktor substabsi hukum dikarenakan Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 belum mengatur adanya peran aktif dari Kepala 
Kejaksaan Tinggi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau 
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Dalam upaya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri 
Pringsewu budaya bukan menjadi faktor yang menghambat dilakukannya penghentian 
penuntutan. Hal tersebut dikarenakan budaya masyarakat Pekon Tanjung Anom masih 
menghendaki musyawarah untuk mecari penyeleisaian masalah yang dapat dilihat dari 
adanya perdamaian antara korban dan tersangka difasilitasi oleh Kepala Pekon Tanjung 
Anom. Adapun budaya yang dapat menjadi penghambat penghentian penuntutan 
berdasarkan keadilan restoratif yaitu budaya-budaya di masyarakat yang selalu 
berupaya untuk memberikan penjeraan ataupun pembalasan terhadap pelaku tindak 
pidana. Beberapa contoh budaya tersebut yaitu seperti pengeroyokan oleh warga 
terhadap pelaku pencurian maupun tindakan persekusi terhadap pelaku perzinahan 
dengan cara memaksa pelaku perzinahan tersebut untuk menggelilingi lingkungan 
masyarakat tanpa busana dengan diiringi oleh warga. 

Budaya - budaya tersebutlah yang akan menjadi penghambat bagi penegakan 
hukum khususnya dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal 
tersebut dikarenakan konsep keadilan restoratif sendiri menitik beratkan pada 
pemulihan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan terhadap korban 
oleh pelaku tindak pidana dengan bantuan masyarakat. Adanya budaya pembalasan 
tersebut merupakan suatu hal yang sangat bertentangan dengan tujuan pemulihan pada 
konsep keadilan restoratif sehingga dapat mengagalkan pemenuhan keadilan melalui 
konsep keadilan restoratif. Terhadap adanya budaya masyarakat yang demikian, perlu 
diadakannya edukasi dan sosialisasi mengenai konsep keadilan restoratif secara 
bertahap sebagai langkah preventif terhadap adanya tindakan-tindakan masyarakat 
yang mengarah pada perbuatan main hakim sendiri. 
 
C. Penutup 
Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan yaitu : 
1. Penegakan hukum pidana melalui kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan 

keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pringsewu diterapkan terhadap perkara 
pendahanan barang hasil kejahatan yang diancam denggan Pasal 480 ke-1 KUHP. 
Penghentian penuntutan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian 
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan tersebut akan tetapi penghentian penuntutan berdasarkan 
keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tidak berhasil dilaksanakan 
dikarenakan tidak memperoleh persetujuan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, 
sehingga terhadap perkara tersebut tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota 
Agung dengan proses peradilan acara singkat. 

2. Faktor penghambatan yang timbul dalam penegakan hukum pidana melalui kebijakan 
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri 
Pringsewu meliputi Faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, dan faktor saran 
fasilitas. Pada faktor substabsi hukum dikarenakan Peraturan Kejaksaan Republik 
Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 belum mengatur adanya peran aktif dari Kepala 
Kejaksaan Tinggi sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menyetujui atau 

tidaknya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam mengawal 
dan memantau secara langsung adanya upaya penghentian penuntutan pada 
Kejaksaan Negeri. Adapun pada faktor penegak hukum dikarenakan dalam 
penghentian penuntutan tersebut terjadi perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut 
Umum bersama Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu dengan Kepala Kejaksaan Tinggi 
Lampung terhadap perkara yang hendak dihentikan penuntutannya berdasarkan 
keadilan restoratif dan juga terhadap aturan yang mendasarinya. Pada faktor sarana 
dan fasilitas yaitu dikarenakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif pada Kejaksaan Negeri Pringsewu tidak didukung dengan diadakannya 
bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan mengenai penghentian penuntutan 
berdasarkan keadilan restoratif yang dapat memberikan pemahaman terhadap para 
Jaksa yang melakukan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan 
restoratif. 
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Abstrak 
Typefaces memiliki arti sekumpulan rancangan huruf dengan entitas karakteristik 
berbentuk unik, agar dapat dibedakan antara kelompok suatu huruf/font dengan 
kelompok font lainnya. Penciptaan typefaces di Indonesia sering kali di adaptasi dari 
suatu kebudayaan, salah satunya adaptasi dari aksara Lampung, namun pencipta belum 
mempublikasikan karyanya dikarenakan adanya kekhawatiran terhadap karya cipta 
tersebut digunakan tanpa sepengetahuan pencipta, oleh karenanya typefaces yang di 
adaptasi dari aksara Lampung menjadi tujuan peneliti dalam mengkaji perlindungan 
hukum terhadap hak cipta terhadap typefaces huruf latin yang diadaptasi dari aksara 
Lampung dan bagaimana pemanfaatan dari karya cipta typefaces huruf latin yang 
diadaptasi dari aksara lampung.  Jenis penelitian berupa penelitian normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan, tipe penelitian ini berupa deskriptif dengan analisis 
data kualitatif. Perlindungan yang diberikan berupa perlindungan preventif dengan 
dilaksanakannya pendaftaran karya cipta sesuai dengan Undang-undang hak Cipta 
Nomor 28 Tahun 2014 yang berguna sebagai pembuktian apabila terjadi suatu sengketa 
meskipun Indonesia menganut sistem deklaratif dan perlindungan represif yang berlaku 
saat terjadinya suatu sengketa dengan penyelesaiannya menggunakan arbitrase dan 
penyelesaian sengketa alternatif maupun lingkup pengadilan. Dalam hal 
pemanfaatannya apabila pihak lain ingin menggunakan typefaces font tersebut maka 
haruslah tunduk pada kesepakatan perjanjian berupa lisensi yang tersedia pada 
penyedia jasa pengunduhan maupun market place font seperti dalam website dafont, 
fontsquirrel, google fonts, myfonts dan lain sebagainya, yang secara umum lisensi 
tersebut terdiri dari lisensi 100% free, free personal use, commercial, donationware, 
demo, shareware, dan public domain. 
Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan, Typefaces 
 
A. Pendahuluan 

Tipografi merupakan seni teknik menata huruf agar menciptakan kesan tertentu 
dan menjadi pembeda antara huruf satu dengan yang lainnya. Dalam tipografi terdapat 
istilah typefaces, yang memiliki arti kumpulan karakter dalam huruf yang memiliki 
kesamaan ciri-ciri visual dan membentuk karakter huruf menjadi sebuah kesatuan (unity 
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A. Pendahuluan 

Tipografi merupakan seni teknik menata huruf agar menciptakan kesan tertentu 
dan menjadi pembeda antara huruf satu dengan yang lainnya. Dalam tipografi terdapat 
istilah typefaces, yang memiliki arti kumpulan karakter dalam huruf yang memiliki 
kesamaan ciri-ciri visual dan membentuk karakter huruf menjadi sebuah kesatuan (unity 

typeface).36 Typefaces merupakan salah satu perwujudan dari suatu karya cipta yang 
merupakan ide yang sudah diimplementasikan dalam bentuk nyata. 

Di era zaman modern seperti saat ini, untuk mempermudah kita dalam 
mengerjakan suatu laporan, karya tulis, bahkan karya ilmiah, kita menggunakan 
perangkat komputer yang sudah terprogram, salah satunya program penulisan dalam 
bentuk ketikan. Sudah jarang bahkan hanya sedikit sekali yang masih menggunakan 
mesin ketik manual. 

Salah satu program dalam pengetikan di komputer yaitu ada sekumpulan 
typefaces yang telah terbentuk dalam kumpulan font digunakan untuk pengetikan, 
seperti Times New Roman, Arial, Helvetica, Calibri, dan huruf lainnya yang telah tersedia 
pada komputer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        
              
 
 

  Gambar 1.1 Ragom Typefaces 
 

Typefaces font yang dirancang oleh Sigit Yudi Prasetyo, merupakan karya tugas 
akhir jenjang sarjana jurusan desain komunikasi visual di Universitas Pasundan Bandung. 
Karya yang dihasilkan perancang dalam proses penyelesaian menggunakan proses 
eksperimen kreatif untuk menghasilkan desain rupa huruf latin baru yang terinspirasi 
dari bentuk aksara Lampung. Ragom Type menjadi pilihan nama yang memiliki arti huruf 
beragam. Ragom Type memiliki keluarga huruf besar dan kecil dan sudah menjadi 
kumpulan font. Selain typefaces huruf latin yang di adaptasi dari aksara Lampung, ada 
beberapa typefaces yang di adaptasi dari aksara maupun kebudayaan lain, seperti dari 
aksara Batak Toba, Aksara Sunda, Aksara Lontara, batik Parang, dan lain sebagainya. 

Pada dasarnya, perlindungan hak cipta berlaku pada suatu karya yang sesuai 
dengan unsur-unsur dari hak cipta itu sendiri, seperti hak cipta berlaku pada ciptaan 
dalam lingkup seni, sastra, ilmu pengetahuan, hak cipta berlaku saat ciptaan tersebut 
sudah berwujud dan tidak hanya berupa ide gagasan, karya cipta yang dihasilkan 

                                                           
36 Dian Cahyadi, “PERANCANGAN TYPEFACES AKSARA LATIN BERDASARKAN AKSARA LONTARA BUGIS-MAKASAR”, 

Jurnal Scientific Pinisi, Vol. 2 No.2, (2016), Hlm 106. 
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memiliki kebaharuan. Terkait dengan typefaces Ragom Type, telah terpenuhinya unsur-
unsur tersebut, selain itu Typefaces Ragom Type sendiri telah lulus uji pada tanggal 21 
Januari 2020, namun pencipta belum melakukan publikasi terkait huruf yang dirancang, 
dikarenakan ada kekhawatiran huruf hasil kreasi tersebut disalah gunakan tanpa 
sepengetahuan pencipta. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis menjabarkan bagaimana perlindungan hukum 
terhadap karya cipta typefaces yang diadaptasi dari aksara Lampung dan bagaimana 
bentuk pemanfaatan yang diperoleh dari karya cipta tersebut. 

Tujuan dari penulisan ini sebagai upaya dalam memahami dan mengetahui 
bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karya ciptaan typefaces yang 
diadaptasi dari aksara Lampung dan pemanfaatan yang diperoleh dengan adanya karya 
cipta tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif dengan 
pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian 
deskriptif, berupa penjelasan lebih lanjut mengenai deskripsi lengkap tentang 
keberlakuan hukum saat ini. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bermanfaat dan 
juga memberikan informasi secara rinci dengan pasti mengenai karya cipta berupa 
typefaces yang diadaptasi dari aksara Lampung, dan menjadi acuan dalam hal 
perlindungan hak cipta apabila ada karya cipta lain yang mengadaptasi dari kebudayaan 
daerah. Analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan 
menginterpretasikan data ke dalam bentuk kalimat secara sistematis, sehingga 
diperoleh gambaran yang cukup jelas guna menarik suatu kesimpulan. 
 
B. Pembahasan 
1. Perlindungan Hukum Hak Cipta Typefaces Huruf Latin (Ragom Type) Yang 

Diadaptasi Dari Aksara Lampung 
Hak kepemilikan muncul dari suatu karya, karsa, dan cipta yang hadir dari 

manusia atas kemampuan intelektualitas. Hak kepemilikan tersebut berlaku dimana saat 
hasil karya kreasi tersebut telah berwujud sehingga dapat dilihat, dirasakan, didengar 
maupun dibaca.37 Hak kekayaan intelektual (HKI) ditempatkan berpusat pada pemikiran 
otak manusia, seperti desain, gagasan, puisi, dan lain-lain. Perihal pembahasan 
mengenai hal kekayaan intelektual, akan juga membahas perihal hak dan perlindungan. 
Hak-hak tersebut memberikan kebebasan pada pencipta sebagai upaya dalam 
menguasai dan menikmati manfaatnya atas hasil karya ciptanya tersebut dalam kurun 
waktu tertentu serta biaya yang telah dikeluarkannya dalam menciptakan karya cipta 
tersebut.38 Hak dari penggunaan karya cipta tersebut antara lain berupa kegiatan 
produksi dan juga komersialisasinya.39 

Sejarah awal HKI dengan dibentuknya konvensi Paris tahun 1883 (The Paris 
Convention for Protection of Industrial Property 1883) mengenai merek, paten, dan 
                                                           
37 Kadek Julia Mahadewi,“BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG 

HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 2, (2015), Hlm 206. 
38 Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Bandung: Nusa Media 2014), Hlm 335. 
39 M. Zulfa Aulia, “PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI KREATIF MANUSIA: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14 No. 3, (2007), 
Hlm 362. 
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Hak-hak tersebut memberikan kebebasan pada pencipta sebagai upaya dalam 
menguasai dan menikmati manfaatnya atas hasil karya ciptanya tersebut dalam kurun 
waktu tertentu serta biaya yang telah dikeluarkannya dalam menciptakan karya cipta 
tersebut.38 Hak dari penggunaan karya cipta tersebut antara lain berupa kegiatan 
produksi dan juga komersialisasinya.39 

Sejarah awal HKI dengan dibentuknya konvensi Paris tahun 1883 (The Paris 
Convention for Protection of Industrial Property 1883) mengenai merek, paten, dan 
                                                           
37 Kadek Julia Mahadewi,“BUDAYA HUKUM DALAM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG 

HAK CIPTA PADA PENGRAJIN PERAK DI BALI”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 2, (2015), Hlm 206. 
38 Arthur Lewis, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, (Bandung: Nusa Media 2014), Hlm 335. 
39 M. Zulfa Aulia, “PERLINDUNGAN HUKUM EKSPRESI KREATIF MANUSIA: TELAAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK 

KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 14 No. 3, (2007), 
Hlm 362. 

desain. Lalu muncul Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 
1886 (Konvensi Bern), untuk mengatur tentang hak cipta, yang menjadi permulaan 
Konvensi Hak Cipta.40 Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu, terciptanya 
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Including Trade in 
Counterfeit Goods (TRIPs) pada tahun 1994 merupakan bagian dari General Agreement on 
Tariffs and Trade (GATT) di dalam putaran Uruguay serta perundingan World 
Intellectual Property Organization (WIPO).41 

Perlindungan hukum hak cipta di Indonesia telah diatur sejak zaman penjajahan 
Belanda, yaitu Staatsblad 1912 Nomor 600 atau yang lebih dikenal dengan Auteurswet 
1912 mengatur perihal ciptaan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.42 Undang-Undang 
Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 menggantikan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600, 
setelah lima tahun berjalan, terjadi perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 
Cipta, dengan mengubah sebagian pasal sehingga tidak sampai terjadi pergantian 
Undang- Undang. Terjadi perubahan Kembali menjadi Undang-Undang Nomor 12 tahun 
1997 karena negara Indonesia tergabung dalam Agreement on Trade Related Aspect of 
Intellectual Property rights, Including Trade Counterfeit Goods/TRIPs, Indonesia juga 
meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works dan World 
Intellectual Property Organization Copyright Treaty. Perubahan Undang-Undang Hak 
Cipta kembali terjadi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 
dan terakhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berlaku 
hingga sekarang. 

Hak Cipta sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2014 yaitu Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan timbul 
secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah diwujudkan ciptaan nya dalam 
bentuk nyata. Hak Eksklusif yang dimaksud diberikan untuk penciptanya, sehingga pihak 
lain tidak memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya. Hak eksklusif ini 
dilakukan tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan dari suatu hak cipta,43 Bahwa 
perlindungan HKI memiliki peran penting dengan perlindungan perihal ekonomi, dilihat 
dari sudut pandang internasional. Perlindungan sudah tidak lagi menjadi masalah teknis 
hukum, namun sudah menyangkut pertikaian bisnis dalam mencapai keuntungan dan 
memiliki nilai.44 

Dalam Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 pasal 40 ayat (1) 
dijabarkan ulasan tentang ciptaan apa saja yang dilindungi, pada dasarnya lingkup hak 
cipta diantaranya ciptaan yang berbentuk karya seni, ilmu pengetahuan, program 
komputer, dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya mengenai klasifikasi objek karya cipta 
yang dilindungi antara lain pamflet, buku, perwajahan karya tulis, kuliah, ceramah, 

                                                           
40 Abdul Bari Azed, Kompilasi Konvensi Internasional HKI yang Diratifikasi Indonesia, (Jakarta: Ditjen HKI dan Badan Penerbit FHUI 

2006), Hlm 2.  
41 Dina Widyaputri Kariodimedjo, “PERLINDUNGAN HAK CIPTA, HAK TERKAIT, DAN DESAIN INDUSTRI”, Mimbar Hukum, Vol. 

22 No.2, (2010), Hlm 266. 
42 Prawitra Thalib, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA”, Jurnal Yuridika, Vol. 28 No.3, (2013), Hlm 356. 
43 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT. Rineka Cipta 2010), Hlm 9. 
44 Suyud Margono, Hak Kekayaan Intelektual. Komentar atas Undang- undang Rahasia Dagang Desain Industri Desain Tata Letak Sirkuit 

Terpadu, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri 2001), Hlm 3. 
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pidato, alat peraga,  musik, lagu, drama, tari, koreografi, pewayangan,  karya seni rupa, 
pantomim, lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, , arsitektur,  atau 
kolase, karya seni terapan, peta, fotografi, potret, sinematografi, terjemahan, tafsir, 
saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari 
hasil transformasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, 
kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya tersebut merupakan masih asli, 
permainan video dan juga program komputer. 

Menurut pencipta, perkembangan yang terjadi saat ini memungkinkan aksara 
semakin terlupakan. Penggunaan huruf latin yang dikenal lebih praktis dalam hal 
berkomunikasi menjadikan aksara semakin tersingkirkan. Huruf latin dianggap sebagai 
huruf modern dengan memiliki karakteristik yang terlihat lebih konsisten dan umum 
sehingga terasa lebih efektif dalam penggunaannya.45 Berdasarkan Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Sebagai 
Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang artinya 
mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung terhenti dan tidak berlanjut ke tingkat 
Pendidikan atas, dan pada kenyataannya Bahasa dan aksara Lampung jarang 
diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari di wilayah Lampung sendiri, aksara dianggap 
kurang terbuka untuk dijadikan alat komunikasi secara global karena  dipakai hanya 
pada wilayah dimana aksara tersebut tercipta46, hanya beberapa daerah di Lampung saja 
yang masih menggunakannya yang mayoritas masyarakatnya merupakan penduduk asli 
Lampung.47 

Dalam hal upaya melestarikan kebudayaan aksara Lampung, salah satu Tindakan 
yang dilakukan berupa adanya inovasi terhadap aksara nusantara khususnya aksara 
Lampung sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, yang mana diciptakannya suatu 
karya modern dalam bidang huruf latin dengan mengadaptasi bentuk dari aksara 
Lampung. Inovasi ini merupakan bentuk dari sebuah explorasi yang mana tidak merubah 
Aksara Lampung itu sendiri.48 Kegiatan eksplorasi yang dilakukan dengan berupa 
adaptasi turunan (derivatif) dan melahirkan bentuk baru dengan memiliki nilai orisinil 
tersendiri sehingga dapat dijaminkan pengakuan dari hak ciptanya.49 

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pasal 1 nomor 3 menyatakan 
bahwa bentuk ciptaan yang dalam kajian hak cipta berupa ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra yang telah ada bentuk nyatanya, sehingga ini yang menjadi pembeda dan penanda 
antara hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya. Karya cipta typefaces tersebut 
atau yang bisa disebut dengan Ragom Type berbentuk karya seni yang berbentuk 
program komputer karena typefaces yang menjadi bentuk tampilan kumpulan font huruf 
latin tersebut merupakan sebuah produk digital. Font dikategorikan sebagai program 
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pidato, alat peraga,  musik, lagu, drama, tari, koreografi, pewayangan,  karya seni rupa, 
pantomim, lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, , arsitektur,  atau 
kolase, karya seni terapan, peta, fotografi, potret, sinematografi, terjemahan, tafsir, 
saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari 
hasil transformasi, modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, 
kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya tersebut merupakan masih asli, 
permainan video dan juga program komputer. 

Menurut pencipta, perkembangan yang terjadi saat ini memungkinkan aksara 
semakin terlupakan. Penggunaan huruf latin yang dikenal lebih praktis dalam hal 
berkomunikasi menjadikan aksara semakin tersingkirkan. Huruf latin dianggap sebagai 
huruf modern dengan memiliki karakteristik yang terlihat lebih konsisten dan umum 
sehingga terasa lebih efektif dalam penggunaannya.45 Berdasarkan Peraturan Gubernur 
Lampung Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Mata Pelajaran Bahasa dan Aksara Sebagai 
Muatan Lokal Wajib Pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, yang artinya 
mata pelajaran bahasa dan aksara Lampung terhenti dan tidak berlanjut ke tingkat 
Pendidikan atas, dan pada kenyataannya Bahasa dan aksara Lampung jarang 
diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari di wilayah Lampung sendiri, aksara dianggap 
kurang terbuka untuk dijadikan alat komunikasi secara global karena  dipakai hanya 
pada wilayah dimana aksara tersebut tercipta46, hanya beberapa daerah di Lampung saja 
yang masih menggunakannya yang mayoritas masyarakatnya merupakan penduduk asli 
Lampung.47 

Dalam hal upaya melestarikan kebudayaan aksara Lampung, salah satu Tindakan 
yang dilakukan berupa adanya inovasi terhadap aksara nusantara khususnya aksara 
Lampung sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, yang mana diciptakannya suatu 
karya modern dalam bidang huruf latin dengan mengadaptasi bentuk dari aksara 
Lampung. Inovasi ini merupakan bentuk dari sebuah explorasi yang mana tidak merubah 
Aksara Lampung itu sendiri.48 Kegiatan eksplorasi yang dilakukan dengan berupa 
adaptasi turunan (derivatif) dan melahirkan bentuk baru dengan memiliki nilai orisinil 
tersendiri sehingga dapat dijaminkan pengakuan dari hak ciptanya.49 

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 pasal 1 nomor 3 menyatakan 
bahwa bentuk ciptaan yang dalam kajian hak cipta berupa ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra yang telah ada bentuk nyatanya, sehingga ini yang menjadi pembeda dan penanda 
antara hak cipta dan hak kekayaan intelektual lainnya. Karya cipta typefaces tersebut 
atau yang bisa disebut dengan Ragom Type berbentuk karya seni yang berbentuk 
program komputer karena typefaces yang menjadi bentuk tampilan kumpulan font huruf 
latin tersebut merupakan sebuah produk digital. Font dikategorikan sebagai program 
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49Nina Fajri Risky & Sanusi Bintang, “PERLINDUNGAN KARYA DERIVATIF FANFIKSI DI INTERNET BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA” Jurnal Ilmiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan, 
Vol. 3 No.1, (2019),  Hlm 168. 

komputer didasari oleh putusan pengadilan, yaitu kasus Bitstream Inc. v Swfte 
International Ltd dan Adobe Inc. v Southern Software Inc tentang pelanggaran hak cipta 
font.50 

Hasil karya cipta yang telah dibuat secara otomatis tercantum hak moral dan hak 
ekonominya. Namun pencipta belum melakukan publikasi terkait huruf yang dirancang, 
dikarenakan ada kekhawatiran huruf hasil kreasi disalahgunakan, sehingga diperlukan 
arahan untuk pencipta agar dapat memanfaatkan hasil karyanya dengan sebagaimana 
mestinya. 

Perlindungan hukum merupakan konsep dari negara hukum, dengan 
dilakukannya upaya pemerintah guna menciptakan kepastian hukum untuk memberikan 
perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai upaya 
guna melindungi kepentingan seseorang dengan diberikan kekuasaan untuk memenuhi 
segala kepentingan hak dan kewajibannya.51 Perlindungan hukum dapat dikatakan 
sebagai cerminan terhadap tujuan dan fungsi hukum itu sendiri, perlindungan hukum 
didapatkan apabila tujuan dan fungsi dari hukum terealisasikan dengan sebagaimana 
mestinya.52 Perlindungan yang diberikan merupakan sebuah jaminan terhadap hak dan 
kewajiban para pencipta, sehingga ciptaan tersebut bisa dinikmati dan dimanfaatkan 
oleh khalayak luas tidak hanya sampai pada penciptanya saja, dengan ada pembatasan-
pembatasan tertentu pada segi moral dan ekonominya.53 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap karya cipta typefaces 
Ragom Type berupa perlindungan preventif dan represif. Undang-Undang Hak Cipta 
adalah perwujudan nyata dari mekanisme preventif. Didalam Undang-Undang tersebut 
membahas perihal klasifikasi, pemahaman, serta batasan tentang kewajibannya.54 
Mekanisme preventif diberikan guna memberikan pencegahan terhadap terjadinya 
suatu pelanggaran. 

Sesuai dengan arahan Undang-Undang Hak Cipta, hal pertama yang harus 
dilakukan oleh pencipta selaku pemilik karya yaitu mendaftarkan hasil karya ciptanya. 
Pendaftaran karya cipta dapat dilakukan melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual (Dirjen HKI), Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, ataupun melalui 
konsultan hukum kekayaan intelektual. Meskipun hak cipta di Indonesia menganut 
sistem deklaratif, yang berarti hak cipta berlaku dimana saat karya cipta tersebut 
pertama kali diumumkan, tetapi dengan didaftarkannya karya cipta tersebut semakin 
memperkuat terhadap kepemilikan karya tersebut dan menjadi pembuktian apabila 
terjadi suatu sengketa. 

Pendaftaran karya cipta dilakukan dengan mekanisme pencatatan. Pada dasarnya 
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tidak diwajibkan untuk dilakukan karena meskipun tanpa dilakukannya pencatatan, 
perlindungan hak cipta timbul saat ciptaan tersebut sudah terwujud (deklarasi) dan 
telah diumumkan (first to announce) yang merupakan bentuk bukti kepemilikan yang 
lebih kuat.55 Hanya saja jika saat terjadi sengketa hak cipta dan ciptaan tersebut belum 
atau tidak dicatatkan akan menyulitkan dalam pembuktiannya, sehingga pencatatan 
merupakan pembuktian hukum apabila terjadi permasalahan mengenai hak cipta serta 
memudahkan prosedur pengalihan haknya. 

Pencipta dapat mengajukan permohonan secara offline melalui tiga alternatif, 
yaitu melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), melalui Kanwil 
Hukum dan HAM dan juga dapat melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar. 

Pengajuan permohonan karya cipta Ragom Type dapat diajukan oleh pencipta 
secara tertulis. Pengajuan tersebut berisikan data diri dari pencipta, perihal ciptaan apa 
yang diajukan dalam hal ini font Ragom Type, lokasi dan waktu font Ragom type 
diumumkan pertama kali, serta uraian singkat tentang font Ragom Type. Diperlukan juga 
lampiran berupa contoh bentuk dari font Ragom Type, surat kepemilikan font tersebut, 
serta membayar biaya permohonan pencatatan karya cipta, font Ragom Type yang 
merupakan bagian dari program komputer dikenakan biaya Rp. 700.000 untuk 
pendaftaran secara offline. 

Kemudian diberikannya bukti penyerahan pengajuan untuk dilakukannya 
pemeriksaan secara administratif. Pemohon diminta Kembali untuk melengkapi syarat-
syarat apabila ada yang terlewatkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, apabila sudah 
melebihi waktu yang ditentukan maka permohonan dianggap batal demi hukum. 

Setelah pemeriksaan administrasi awal telah memenuhi syarat, maka selanjutnya 
dilakukan pemeriksaan terkait dengan font Ragom Type yang diajukan permohonannya. 
Penolakan permohonan bisa terjadi, apabila ciptaan yang diajukan permohonannya 
sama dengan ciptaan karya intelektual lainnya. 

Apabila permohonan pengajuan hak cipta diterima, maka selanjutnya 
diterbitkannya surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan 
mengenai data pemohon dan karya ciptanya. Apabila terjadi penolakan permohonan, 
akan diumumkan kepada pemohon secara tertulis alasan mengapa permohonan 
tersebut ditolak. 

Begitu juga pendaftaran hak cipta secara online tidak jauh berbeda, membuka 
website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual www.dgip.go.id masyarakat 
Indonesia sudah dapat mengakses pendaftaran E-Hak cipta secara digital online dengan 
cara mendaftarkan username dan password calon pendaftar. 

Untuk memulai pendaftaran, pemilik hak cipta mengklik bagian “permohonan 
baru” guna mendapatkan formulir pendaftaran, kemudian isi data pencipta dan data 
terkait font Ragom Type, kemudian akan muncul nominal harga terkait permohonan 
pendaftaran hak cipta, dalam penelitian ini font Ragom Type berupa program komputer 
dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000. 
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tidak diwajibkan untuk dilakukan karena meskipun tanpa dilakukannya pencatatan, 
perlindungan hak cipta timbul saat ciptaan tersebut sudah terwujud (deklarasi) dan 
telah diumumkan (first to announce) yang merupakan bentuk bukti kepemilikan yang 
lebih kuat.55 Hanya saja jika saat terjadi sengketa hak cipta dan ciptaan tersebut belum 
atau tidak dicatatkan akan menyulitkan dalam pembuktiannya, sehingga pencatatan 
merupakan pembuktian hukum apabila terjadi permasalahan mengenai hak cipta serta 
memudahkan prosedur pengalihan haknya. 

Pencipta dapat mengajukan permohonan secara offline melalui tiga alternatif, 
yaitu melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI), melalui Kanwil 
Hukum dan HAM dan juga dapat melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI yang terdaftar. 

Pengajuan permohonan karya cipta Ragom Type dapat diajukan oleh pencipta 
secara tertulis. Pengajuan tersebut berisikan data diri dari pencipta, perihal ciptaan apa 
yang diajukan dalam hal ini font Ragom Type, lokasi dan waktu font Ragom type 
diumumkan pertama kali, serta uraian singkat tentang font Ragom Type. Diperlukan juga 
lampiran berupa contoh bentuk dari font Ragom Type, surat kepemilikan font tersebut, 
serta membayar biaya permohonan pencatatan karya cipta, font Ragom Type yang 
merupakan bagian dari program komputer dikenakan biaya Rp. 700.000 untuk 
pendaftaran secara offline. 

Kemudian diberikannya bukti penyerahan pengajuan untuk dilakukannya 
pemeriksaan secara administratif. Pemohon diminta Kembali untuk melengkapi syarat-
syarat apabila ada yang terlewatkan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, apabila sudah 
melebihi waktu yang ditentukan maka permohonan dianggap batal demi hukum. 

Setelah pemeriksaan administrasi awal telah memenuhi syarat, maka selanjutnya 
dilakukan pemeriksaan terkait dengan font Ragom Type yang diajukan permohonannya. 
Penolakan permohonan bisa terjadi, apabila ciptaan yang diajukan permohonannya 
sama dengan ciptaan karya intelektual lainnya. 

Apabila permohonan pengajuan hak cipta diterima, maka selanjutnya 
diterbitkannya surat pencatatan ciptaan dan mencatat dalam daftar umum ciptaan 
mengenai data pemohon dan karya ciptanya. Apabila terjadi penolakan permohonan, 
akan diumumkan kepada pemohon secara tertulis alasan mengapa permohonan 
tersebut ditolak. 

Begitu juga pendaftaran hak cipta secara online tidak jauh berbeda, membuka 
website Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual www.dgip.go.id masyarakat 
Indonesia sudah dapat mengakses pendaftaran E-Hak cipta secara digital online dengan 
cara mendaftarkan username dan password calon pendaftar. 

Untuk memulai pendaftaran, pemilik hak cipta mengklik bagian “permohonan 
baru” guna mendapatkan formulir pendaftaran, kemudian isi data pencipta dan data 
terkait font Ragom Type, kemudian akan muncul nominal harga terkait permohonan 
pendaftaran hak cipta, dalam penelitian ini font Ragom Type berupa program komputer 
dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000. 

                                                           
55Ahmad M. Ramli, Rika Ratna Permata, Ranti Fauza Mayana, Tasya Safiranita Ramli & Maudi Adreana Lestari,“PERLINDUNGAN 

KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DI SAAT COVID-19”, Jurnal Penelitian 
Hukum De Jure, Vol. Hlm 21 No.1, (2021), Hlm 49. 

Kemudian melampirkan berkas file yang berbentuk pdf, dan verifikasi untuk 
memastikan semua data telah lengkap dan sesuai karena apabila data telah di simpan, 
maka tidak bisa untuk dirubah lagi, setelah yakin dengan data yang dicantumkan, maka 
diperkenankan untuk mengklik “simpan”. Kemudian akan muncul Kode Pembayaran 
segera dikirim email Pemohon. Kode pembayaran diterima kemudian ciptaan dapat 
melakukan pembayaran. Kode pembayaran berlaku dua hari. Jika Pemohon terlambat 
melakukan pembayaran hingga masa berlaku habis, maka Kode Pembayaran akan 
hangus dan Pemohon kembali melakukan pencatatan ulang. Jika biaya telah dibayarkan 
dan sudah disetujui petugas approval maka kolom status penerimaan akan menjadi 
“Diterima” dan bisa di lakukannya pencetakan sertifikat.  

Dilakukannya pendaftaran menandakan secara kuat kepemilikan dari Ragom 
Type, pencipta dapat mengumumkan secara luas, memperbanyak ciptaan, ataupun 
memberikan izin penggunaan kepada orang lain berdasarkan aturan dan ketentuan yang 
berlaku tanpa adanya rasa kekhawatiran font Ragom Type digunakan orang lain tanpa 
adanya izin dari pencipta ataupun melanggar ketentuan yang berlaku. 

Perlindungan represif bekerja saat ditemukannya pelanggaran. Upaya represif 
merupakan bentuk respon atas munculnya sengketa pelanggaran melalui jalur non 
litigasi dan litigasi berupa gugatan ganti kerugian (perdata) sesuai pasal 95-99 Undang-
Undang Hak Cipta maupun sanksi pidana berdasarkan pasal 112-120 Undang-Undang 
Hak Cipta. Jalur litigasi dengan melibatkan pengadilan merupakan upaya terakhir 
apabila melalui jalur non litigasi berupa arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif 
berupa mediasi, negosiasi dan konsiliasi.56 Perlindungan represif bekerja dengan cara 
mempertahankan hak-hak pemilik karya cipta tersebut dalam suatu sengketa dan 
menegakan keadilan bagi pencipta khususnya karya cipta Ragom Type dengan 
diberikannya efek jera dalam sanksi perdata maupun pidana. 
 
2. Pemanfaatan Karya Cipta Typefaces Huruf Latin (Ragom Type) Diadaptasi Dari 

Aksara Lampung 
Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk menggandakan, 

mengumumkan, mendistribusikan, dan memperbanyak ciptaan. Typefaces yang 
merupakan bentuk perwajahan dari font menciptakan kesan yang berbeda terhadap 
tampilan kumpulan font satu dengan yang lainnya sehingga setiap orang dapat memilih 
berbagai bentuk typefaces dari font sesuai dengan apa yang menjadi tujuan 
digunakannya font tersebut. 

Pencipta dapat mengumumkan, memperbanyak ciptaan, dan memberikan izin 
kepada orang lain untuk memanfaatkan karya ciptaannya, pada font Ragom Type 
pencipta dapat mendistribusikannya pada penyedia jasa pengunduhan dan market place 
font, seperti dalam website dafont, fontsquirrel, google fonts, myfonts, creative market, 
BuyAFont, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhannya. 

Pada pendistribusian font, terdapat kesepakatan atau perjanjian dalam 
penggunaan font yang harus dipahami dan dipatuhi antara pemegang hak cipta dan 
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pihak lain yang hendak menggunakan font tersebut. Kesepakatan atau perjanjian 
tersebut dikenal dengan lisensi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 juga 
menjelaskan mengenai lisensi, pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa lisensi merupakan 
sebuah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk 
bebas menggunakan karya ciptanya tetapi dengan adanya syarat tertentu, dan membuat 
perjanjian kontrak terhadap pihak lain dalam menggunakan karyanya.57 Persetujuan 
pemberian lisensi adalah peristiwa hukum dengan segala hak dan kewajiban yang 
disepakati kedua belah pihak, namun dalam lisensi bukan pengalihan hak dari karya 
cipta tersebut, hanya sebatas pemanfaatan karya ciptanya saja untuk melaksanakan 
suatu hak ekonomi atas suatu ciptaan.58 
Secara umum terdapat jenis-jenis lisensi pada pengunduhan font, antara lain: 
1. Lisensi 100% Free 
 Yaitu penggunaan pada font tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, baik 

secara personal maupun komersial, namun hak moral berupa kepemilikan font 
tersebut tidak berubah 

2. Lisensi Free Personal Use 
 Font yang memiliki lisensi ini, hanya dapat digunakan sebatas keperluan personal 

saja, apabila ingin digunakan secara komersil, makan diharuskan untuk meminta izin 
terlebih dahulu dan membayar sejumlah uang kepada penciptanya 

3. Lisensi Commercial  
 Pada lisensi ini, diharuskan pengguna untuk membeli font tersebut, harga yang 

ditetapkan juga berbeda-beda pada setiap font. Setelah dilakukan pembelian font, 
pengguna bebas menggunakannya untuk keperluan komersial maupun personal saja. 

4. Lisensi Donationware 
 Lisensi ini mewajibkan pengguna untuk mendonasikan sejumlah uang terlebih dahulu 

kepada penciptanya, jumlah uang yang ditetapkan ada yang dilakukan dengan 
seikhlasnya dari si pengguna namun juga ada yang ditetapkan dari penciptanya. 
Lisensi ini hampir sama prinsipnya dengan lisensi commercial. 

5. Lisensi Demo 
 Lisensi demo pada umumnya free, tetapi adanya petunjuk dalam penggunaanya dan 

memiliki fitur yang terbatas seperti beberapa huruf maupun simbol tidak ada. Lisensi 
ini hampir serupa dengan lisensi free personal use 

6. Lisensi Shareware 
 Font yang memiliki lisensi shareware dapat digunakan secara free namun memiliki 

periode waktu tertentu, apabila ingin tetap digunakan font tersebut, maka 
menggunakan diharuskan membeli lisensi khusus. 

7. Lisensi Public Domain 
 Pada lisensi ini, penggunaan font dapat dilakukan secara bebas tanpa harus takut 

adanya pelanggaran hak cipta, dikarenakan public domain merupakan karya yang 
tidak lagi ataupun tidak pernah dilindungi hak ciptanya. 

                                                           
57Ahmad Faldi Akbar, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR 

DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”, Pactum Law Journal, Vol. 1 No. 04, (2018), Hlm 325. 
58Aditya Haryawan & Putri Yan Dwi Akasih, “PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DI INDONESIA”, Business Law Review, Vol. 01 

No.01, (2016), Hlm 35. 
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pihak lain yang hendak menggunakan font tersebut. Kesepakatan atau perjanjian 
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 Font yang memiliki lisensi shareware dapat digunakan secara free namun memiliki 
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adanya pelanggaran hak cipta, dikarenakan public domain merupakan karya yang 
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57Ahmad Faldi Akbar, Rohaini, Diane Eka Rusmawati, “PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNAAN MUSIK SEBAGAI LATAR 

DALAM YOUTUBE MENURUT UNDANG-UNDANG HAK CIPTA”, Pactum Law Journal, Vol. 1 No. 04, (2018), Hlm 325. 
58Aditya Haryawan & Putri Yan Dwi Akasih, “PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA DI INDONESIA”, Business Law Review, Vol. 01 

No.01, (2016), Hlm 35. 

 
Pihak lain yang hendak menggunakan suatu font harus memahami dengan cermat status 
peruntukannya, apakah untuk penggunaan pribadi saja, berbayar, atau ketentuan 
lainnya. Contoh kasus penggunaan font tanpa izin dialami oleh pencipta font dengan 
akun twitter @arwanOD, font yang dibuat pada tahun 2016 dan diberi nama “Om Telolet 
Om” digunakan pada produk kemasan susu. Pada awalnya lisensi yang dimiliki font 
tersebut berupa free for personal and commercial based on Locomotype standard desktop 
(sebuah marketplace untuk font), kemudian diubah menjadi lisensi free for personal saja 
dan pencipta tidak menjual font-nya di marketplace manapun. Pencipta menghubungi 
perusahaan yang memaparkan produk susu tersebut dan diketahui bahwa pengerjaan 
desain kemasan yang menggunakan font tersebut dilakukan oleh sebuah agensi yang 
berbasis di Singapura, namun pihak agensi bersikeras bahwa mereka menggunakan font 
tersebut sesuai penjelasan yang ada pada web dimana tempat mereka mengunduh, 
dengan adanya pengakuan tersebut, pihak pemegang hak cipta font mengaku masih 
melakukan usaha untuk bisa menuntut apa yang menjadi haknya. 
 
C. Kesimpulan 

Perlindungan hukum hak cipta terhadap typefaces font Ragom Type yaitu dengan 
melindungi hak dan kewajiban dari pencipta yang telah membuat suatu karya dengan 
metode preventif yaitu berupa pencegahan terjadinya pelanggaran dengan didaftarkan 
karya cipta tersebut meskipun di Indonesia menganut sistem deklaratif tetapi dengan 
didaftarkannya karya cipta tersebut akan memudahkan dalam pembuktian kepemilikan 
apabila suatu saat terjadi sengketa, pendaftaran dengan mekanisme pencatatan karya 
cipta dengan cara membuat permohonan yang berisi tentang data dari pencipta, 
pemegang hak cipta, dan kuasa jika ada. Kemudian berisi tentang judul dan jenis ciptaan, 
tanggal dan tempat dimana ciptaan diumumkan, dan penjelasan singkat ciptaan. 
Lampiran tersebut diajukan dengan metode online maupun offline serta melampirkan 
hasil ciptaannya dan surat pernyataan tanda kepemilikan karya cipta kemudian 
membayar sejumlah biaya. Setelah itu dilakukannya pemeriksaan administratif. Setelah 
dipenuhinya persyaratan administratif, dilakukan pemeriksaan terhadap permohonan 
tersebut, selanjutnya diterbitkan surat pencatatan ciptaan dan dicatat dalam daftar 
umum ciptaan, apabila terjadi penolakan akan memberikan alasannya. Kemudian adanya 
metode represif yang mulai berlaku saat terjadinya pelanggaran dengan 
penyelesaiannya menggunakan arbitrase maupun lingkup pengadilan. Dalam pemanfaat 
karya cipta typefaces font Ragom Type, adanya suatu perjanjian yaitu berupa lisensi 
antara pemilik karya cipta dan pihak lain yang akan menggunakannya menggunakannya 
dan perlunya pemahaman untuk apa peruntukkan font tersebut, secara umum lisensi 
tersebut antara lain terdiri dari lisensi 100% free, free personal use, commercial, 
donationware, demo, shareware, dan public domain. 

Dengan adanya kemajuan teknologi dan perubahan zaman yang kian pesat, 
peraturan-peraturan hukum mengenai hak cipta saat ini diharapkan lebih di 
kembangkan dengan pasti guna menyesuaikan keadaan yang sedang terjadi, sehingga 
tidak adanya kebimbangan dan menimbulkan kepastian hukum yang menjamin 
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kesejahteraan masyarakat, khususnya perlindungan hukum karya ciptaan Typefaces 
huruf latin Ragom Type berupa adaptasi dari kebudayaan daerah yang seperti kita 
ketahui sekarang sudah mulai berkembang, sehingga para kaum kreatif dalam 
berekspresi dengan leluasa dan merasa aman dengan adanya kepastian hukum tersebut. 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ORANG DENGAN 
GANGGUAN  JIWA (ODGJ) YANG DIPASUNG DALAM 

PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 
(Studi di Wilayah Kabupaten Way Kanan) 

 
ELIAWATI 

 
ABSTRAK 

Orang Dengan Ganggugan Jiwa (ODGJ) merupakan pihak yang sangat rentan 
mengalami persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), salah satu diantaranya 
adalah pemasungan. Praktik tersebut cukup marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia 
termasuk di wilayah Kabupaten Way Kanan, hal ini dapat diketahui berdasarkan data 
penelitian yang diperoleh penulis bahwa sepanjang Tahun 2020 dari sejumlah 341 ODGJ 
12 diantaranya dikenakan pemasungan. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
bentuk perlindungan hukum terhadap ODGJ yang dipasung berdasarkan peraturan 
perundang-undangan? dan bagaimanakah pemenuhan hak ODGJ dalam perspektif 
HAM?, yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris (applied law 
research). 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelindungan hukum 
terhadap ODGJ dapat dilakukan dengan 2 (dua) aspek, yakni pertama, perlindungan 
hukum preventif berupa pencegahan agar ODGJ tidak dikenakan pemasungan melalui 
pemenuhan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa serta optimalisasi pendekatan 
kuratif berupa pemberian pelayanan kesehatan jiwa, kedua, perlindungan hukum 
represif berupa penggunaan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pemasungan 
berdasarkan Pasal 86 UU Kesehatan Jiwa. Adapun pemenuhan hak ODGJ dalam 
perspektif HAM dilakukan dengan mendasar pada ketentuan UU Kesehatan Jiwa melalui 
pelaksanaan prinsip equality, non discrimination, indivisibility, interdependence dan 
responsibility. 

Saran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan agar lebih mengoptimalkan 
aspek kuratif yang berorientasi pada penyembuhan penyakit ganggungan jiwa, 
selanjutya disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan 
mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah sakit jiwa. 
Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, ODGJ, Hak Asasi Manusia. 
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12 diantaranya dikenakan pemasungan. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 
bentuk perlindungan hukum terhadap ODGJ yang dipasung berdasarkan peraturan 
perundang-undangan? dan bagaimanakah pemenuhan hak ODGJ dalam perspektif 
HAM?, yang akan dikaji dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris (applied law 
research). 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelindungan hukum 
terhadap ODGJ dapat dilakukan dengan 2 (dua) aspek, yakni pertama, perlindungan 
hukum preventif berupa pencegahan agar ODGJ tidak dikenakan pemasungan melalui 
pemenuhan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa serta optimalisasi pendekatan 
kuratif berupa pemberian pelayanan kesehatan jiwa, kedua, perlindungan hukum 
represif berupa penggunaan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan pemasungan 
berdasarkan Pasal 86 UU Kesehatan Jiwa. Adapun pemenuhan hak ODGJ dalam 
perspektif HAM dilakukan dengan mendasar pada ketentuan UU Kesehatan Jiwa melalui 
pelaksanaan prinsip equality, non discrimination, indivisibility, interdependence dan 
responsibility. 

Saran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan agar lebih mengoptimalkan 
aspek kuratif yang berorientasi pada penyembuhan penyakit ganggungan jiwa, 
selanjutya disarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan 
mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah sakit jiwa. 
Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, ODGJ, Hak Asasi Manusia. 
 
 
 

 
 
 
 

LEGAL PROTECTION AGAINST PEOPLE WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ) 
ASSESSED IN PERSPECTIVE HUMAN RIGHTS 

(Studies in Way Kanan Regency) 
 

ELIAWATI 
 

ABSTRACT 
People With Mental Ganggugan (ODGJ) is a party that is very susceptible to abuses 

of Human Rights (HAM), one of them is deprivation. This practice is quite widespread in 
various parts of Indonesia, including in the Way Kanan Regency, it can be seen based on 
research data obtained by the author that throughout 2020, out of a total of 341 ODGJ 12 of 
them were subject to shackles. 

As for the problem in this research, what is the form of legal protection for ODGJ 
who are shackled based on the laws and regulations? and how is the fulfillment of the 
rights of ODGJ in the perspective of human rights?, which will be studied using a 
normative-empirical approach (applied law research). 

The results of the research conducted can be concluded that legal protection for 
ODGJ can be carried out with 2 (two) aspects, namely first, preventive legal protection in 
the form of prevention so that ODGJ are not subject to shackles through the fulfillment of 
mental health efforts and optimizing the curative approach in the form of providing 
mental health services, secondly , repressive legal protection in the form of the use of 
criminal sanctions against people who carry out shackles based on Article 86 of the UU 
Kesehatan Jiwa. The fulfillment of the rights of ODGJ in the perspective of human rights is 
carried out based on the provisions of the Mental Health Law through the implementation 
of the principles of equality, non discrimination, indivisibility, interdependence and 
responsibility. 

Advice to the Way Kanan Regency Health Office to further optimize the curative 
aspects that are oriented towards healing mental disorders, then it is suggested to the Way 
Kanan Regency Government to allocate a budget for the construction of a mental hospital. 
Keywords: Legal Protection, ODGJ, Human Rights. 
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SERVICE OFFICE TANJUNG KARANG KOTA BANDAR 
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Faculty of Law, University of Lampung, Lampung, Indonesia 

 
Abstract 

Tax Amnesty is an abolition of taxes that are actually owed, without being subject to tax 
administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation. The 
government's objective in making this Tax Amnesty policy is to repatriate the assets of 
taxpayers that have not been reported in the previous SPT and to restructure tax 
objects. Where this Tax Amnesty policy is driven by the less likely taxpayers to hide 
their wealth outside the territory   of   the   Unitary   State   of   the   Republic   of 
Indonesia. The purpose  of  this study  was to determine how the effect of the tax 
amnesty program on the growth of taxpayers at the Tanjung Karang Pratama Tax Office, 
Bandar Lampung City, how much the increase in the tax ratio was due to the 
implementation of Tax Amnesty. 
Keywords: Effectiveness, Tax Amnesty, Taxpayers. 
 
I.  INTRODUCTION 

National development is an activity that takes place continuously and 
continuously to improve the welfare of the people, both materially and spiritually. One 
source of national development financing comes from taxes. Taxes are used to finance 
development that is useful for the common good. 

[1] The total national tax revenue in 2016 was Rp. 1,512 trillion and in 2017 Rp. 1,737 
trillion.[2] Tax collection in the province  of  Lampung  in  the  same  period  amounted  
to Rp.2.051 trillion, and Rp.2.451 trillion [3] and in Bandar Lampung City was Rp.483.3 
billion and Rp.612.8 billion.[4] 

The  number  of  national  taxpayers  in  2015  was  32 million, in 2016 it was 36 
million and in 2017 it reached 40 million.[5]  The growth  of  Lampung  Province  
taxpayers  in 2017  was  9.4%  and  in  2016  it  was  1.06%.[6]  While  the number of 
individual taxpayers in the city of Bandar Lampung in  2016  was  241,681  taxpayers  and  
in  2017  there  were 255,967 taxpayers.[7] The growth in the number of taxpayers has 
increased from 2016 to 2017. 

The central government as the state administrator seeks to make a public policy 
(Public Policy) as an effort to continue to increase local tax revenues. One of the efforts 
made to increase  financing income  from taxes nationally is through Tax Amnesty. 
The government's hope for the implementation of the Tax Amnesty program with a very 
cheap ransom can attract Indonesian citizens to invest and divert their savings 
abroad.[8]  In  addition,  the government hopes that  the Tax Amnesty policy will 
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Abstract 

Tax Amnesty is an abolition of taxes that are actually owed, without being subject to tax 
administration sanctions and criminal sanctions in the field of taxation. The 
government's objective in making this Tax Amnesty policy is to repatriate the assets of 
taxpayers that have not been reported in the previous SPT and to restructure tax 
objects. Where this Tax Amnesty policy is driven by the less likely taxpayers to hide 
their wealth outside the territory   of   the   Unitary   State   of   the   Republic   of 
Indonesia. The purpose  of  this study  was to determine how the effect of the tax 
amnesty program on the growth of taxpayers at the Tanjung Karang Pratama Tax Office, 
Bandar Lampung City, how much the increase in the tax ratio was due to the 
implementation of Tax Amnesty. 
Keywords: Effectiveness, Tax Amnesty, Taxpayers. 
 
I.  INTRODUCTION 

National development is an activity that takes place continuously and 
continuously to improve the welfare of the people, both materially and spiritually. One 
source of national development financing comes from taxes. Taxes are used to finance 
development that is useful for the common good. 

[1] The total national tax revenue in 2016 was Rp. 1,512 trillion and in 2017 Rp. 1,737 
trillion.[2] Tax collection in the province  of  Lampung  in  the  same  period  amounted  
to Rp.2.051 trillion, and Rp.2.451 trillion [3] and in Bandar Lampung City was Rp.483.3 
billion and Rp.612.8 billion.[4] 

The  number  of  national  taxpayers  in  2015  was  32 million, in 2016 it was 36 
million and in 2017 it reached 40 million.[5]  The growth  of  Lampung  Province  
taxpayers  in 2017  was  9.4%  and  in  2016  it  was  1.06%.[6]  While  the number of 
individual taxpayers in the city of Bandar Lampung in  2016  was  241,681  taxpayers  and  
in  2017  there  were 255,967 taxpayers.[7] The growth in the number of taxpayers has 
increased from 2016 to 2017. 

The central government as the state administrator seeks to make a public policy 
(Public Policy) as an effort to continue to increase local tax revenues. One of the efforts 
made to increase  financing income  from taxes nationally is through Tax Amnesty. 
The government's hope for the implementation of the Tax Amnesty program with a very 
cheap ransom can attract Indonesian citizens to invest and divert their savings 
abroad.[8]  In  addition,  the government hopes that  the Tax Amnesty policy will 

encourage asset repatriation of up to Rp.1,000  trillion.  This  figure is  only  part  of  the  
funds  of Indonesian citizens abroad which is estimated to be equivalent 

to   Indonesia's   Gross   Domestic   Product   (GDP),   around Rp.11,400 trillion.[9] 
The results of this tax revenue when viewed from the Tax  Amnesty request at 

the Tanjung  Karang Pratama  Tax Service Office, Bandar Lampung City in July 2016 
until November 2016 the amount of ransom was Rp. 75.6 billion and the number of 
taxpayers who submitted a mandatory tax payment letter of 1375 taxes.[10] 

The policies carried out by the central government regarding Tax Amnesty are in 
addition to increasing public participation  in reporting their assets as taxpayers, the 
Tax Amnesty program is also a form of eliminating taxes owed by taxpayers so that this 
program can eliminate administrative sanctions contained in the law taxation. 

Tax Sanctions based on the Taxation  Law recognizes two kinds of sanctions, 
namely administrative sanctions and criminal sanctions.  Administrative  sanctions in 
the form of paying losses to the State, especially in the form of interest and 
increases. Meanwhile, criminal sanctions in the form of torture and suffering are the last 
alternative that tax officials need  to  do  if  administrative  sanctions  are  not 
implemented.[11] 

The abolition or amnesty of these sanctions so that taxpayers do not feel 
burdened by the taxes they owe, for that the  government's  efforts  to anticipate  the 
increase  in  state revenues as a source of national development and the elimination of 
taxes owed by government taxpayers as state administrators ease the burden of 
mandatory the tax payable with Tax Amnesty. 

Tax amnesty is a limited time opportunity for  certain groups of taxpayers  to 
pay a  certain amount and  within a certain  time  in  the  form  of  amnesty  of  tax  
obligations (including interest and penalties) related to the previous tax period or a 
certain period without fear of criminal penalties. This usually ends when the authority 
begins an investigation of past taxes. In  some cases,  extending amnesty laws  also 
impose heavier penalties on those who qualify for amnesty but do not take it.[12] 
 
II. LITERATURE REVIEW 
 
A.  TAX REVIEW 

According to tax is a state obligation and service as well as the active role of 
citizens and other community members to finance   various   state   needs   in   the   
form   of  National Development whose implementation is regulated in laws and 
regulations for the purpose of the welfare of the nation and state. . According to Law 
No. 16 of 2009, concerning the fourth  amendment  to  the  Law  and  taxation  
procedures  in article 1 paragraph 1, it reads, tax is a mandatory contribution to the state 
owed by an individual or entity that is coercive under the law, with do not receive direct 
compensation and are used for the purposes of the state for the greatest prosperity of 
the people. 

Meanwhile, according to, tax is the transfer of wealth from the people to the 
state treasury to finance routine expenditures and the "surplus" is used for public saving 
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which is  the  main  source  to  finance  public  investment.  Then according taxes are 
people's contributions to the state treasury based on the law (which can be enforced) 
without receiving reciprocal services (counter-achievements) that can be directly shown 
and which are used to pay general expenses. So, it can be concluded that taxes are 
people's contributions to the state treasury based on the law so that they can be 
imposed without receiving direct compensation. Taxes are levied by the authorities 
based on legal norms to achieve public welfare. 
 
B.  OVERVIEW OF TAX AMNESTY 

Tax amnesty is a program of amnesty granted by the Government to taxpayers 
which includes the abolition of taxes that should be owed, the abolition of tax 
administration sanctions, as well as the abolition of criminal sanctions in the field of 
taxation on assets acquired in 2015 and previously that have not been reported in the 
SPT, by paying off the entire tax return. tax arrears and pay the ransom. 

Tax amnesty subjects  are Indonesian  citizens  with  or without NPWP who 
have assets other than those reported in the Annual Tax Return (citizens whose tax 
payments so far have not been in accordance with real conditions). The object of the tax 
amnesty is the property owned by the subject of the amnesty tax, meaning that the 
target for the payment of the ransom is the assets both domestically and abroad. 

In order for the trust in the community (Taxpayers) that has been widely given by 
the government to run well, besides the need to provide the best possible guidance and 
service, adequate supervision is also necessary so that the trust is not misused by 
Taxpayers to commit irregularities. of the applicable provisions. The supervision carried 
out by the Directorate General of Taxes is part of the enforcement so that the process 
and implementation  of fulfilling tax obligations remains within the rules, both 
according to the law and its implementing regulations. Because the success of the Self 
Assessment system is highly dependent on the awareness and compliance of the 
Taxpayer. 

As usual in legislation, the tax law also regulates the provisions for the imposition 
of sanctions. The provisions for the imposition of sanctions are intended to prevent 
taxpayers from being negligent, unaware and inconsistent with their tax obligations. 
The imposition of sanctions will at least make taxpayers aware of who has made 
negligence or intentional and also for other taxpayers is an early warning. It is hoped 
that with the implementation  of administrative  sanctions in taxation, taxpayers will 
be more motivated to fulfill their tax obligations. Even though in the self-assessment 
system, taxpayers are given the trust to calculate, report and pay the amount owed, they 
must be honest and always adhere to the provisions of tax legislation. applicable. 
 
III. RESEARCH METHODS 

This research is a legal research  using a  socio-legal approach where in 
principle this study is a legal study using a social science methodological approach in a 
broad sense. The data used in this study consists of two types of data, namely primary 
data and secondary data. 
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which is  the  main  source  to  finance  public  investment.  Then according taxes are 
people's contributions to the state treasury based on the law (which can be enforced) 
without receiving reciprocal services (counter-achievements) that can be directly shown 
and which are used to pay general expenses. So, it can be concluded that taxes are 
people's contributions to the state treasury based on the law so that they can be 
imposed without receiving direct compensation. Taxes are levied by the authorities 
based on legal norms to achieve public welfare. 
 
B.  OVERVIEW OF TAX AMNESTY 

Tax amnesty is a program of amnesty granted by the Government to taxpayers 
which includes the abolition of taxes that should be owed, the abolition of tax 
administration sanctions, as well as the abolition of criminal sanctions in the field of 
taxation on assets acquired in 2015 and previously that have not been reported in the 
SPT, by paying off the entire tax return. tax arrears and pay the ransom. 

Tax amnesty subjects  are Indonesian  citizens  with  or without NPWP who 
have assets other than those reported in the Annual Tax Return (citizens whose tax 
payments so far have not been in accordance with real conditions). The object of the tax 
amnesty is the property owned by the subject of the amnesty tax, meaning that the 
target for the payment of the ransom is the assets both domestically and abroad. 

In order for the trust in the community (Taxpayers) that has been widely given by 
the government to run well, besides the need to provide the best possible guidance and 
service, adequate supervision is also necessary so that the trust is not misused by 
Taxpayers to commit irregularities. of the applicable provisions. The supervision carried 
out by the Directorate General of Taxes is part of the enforcement so that the process 
and implementation  of fulfilling tax obligations remains within the rules, both 
according to the law and its implementing regulations. Because the success of the Self 
Assessment system is highly dependent on the awareness and compliance of the 
Taxpayer. 

As usual in legislation, the tax law also regulates the provisions for the imposition 
of sanctions. The provisions for the imposition of sanctions are intended to prevent 
taxpayers from being negligent, unaware and inconsistent with their tax obligations. 
The imposition of sanctions will at least make taxpayers aware of who has made 
negligence or intentional and also for other taxpayers is an early warning. It is hoped 
that with the implementation  of administrative  sanctions in taxation, taxpayers will 
be more motivated to fulfill their tax obligations. Even though in the self-assessment 
system, taxpayers are given the trust to calculate, report and pay the amount owed, they 
must be honest and always adhere to the provisions of tax legislation. applicable. 
 
III. RESEARCH METHODS 

This research is a legal research  using a  socio-legal approach where in 
principle this study is a legal study using a social science methodological approach in a 
broad sense. The data used in this study consists of two types of data, namely primary 
data and secondary data. 

Data were collected through inventory procedures and identification of laws and 
regulations, observation, and classification and systematization of legal materials 
according to research problems. Legal materials and data collected were reviewed for 
completeness (editing), then classified and systematized thematically (according to the 
subject matter), for further analysis where the analysis was carried out qualitatively, and 
then described descriptively. 
 
IV. RESULTS 
The  Growth  of  Taxpayers  at  KPP  Pratama  Tanjung Karang, Bandar Lampung City 

KPP Pratama Tanjung Karang is a government agency engaged in tax services, 
KPP Pratama Tanjung Karang is one of the branch  offices  of the Directorate  General  
of Taxes, Ministry of Finance. Since 2002, the Directorate General of Taxes has carried 
out bureaucratic reform and has become a pilot agency for  bureaucratic reform in 
providing excellent service and implementing good governance, considering the 
position of DGT as a very strategic agency. The task of the Tanjung Karang Pratama Tax 
Service Office is to carry out the main task of the Directorate General of Taxes in the 
DGT program's State Tax Revenue to increase the number of taxpayers' growth and the 
ratio of taxpayer compliance. The government in this case provides a Tax Amnesty 
program for all registered and unregistered taxpayers. 

The results of an interview with Mira as a general officer at  the  Tanjung  Karang  
Pratama  Tax  Service  Office,  the purpose of implementing Tax Amnesty is to increase 
the taxpayer database (Tax Base), which is expected by the participation of Taxpayers in 
the Tax Amnesty program, Taxpayers who previously did not perform tax payments can 
make  payments  even  better  (for  the  2015  fiscal  year  and below, forgiveness is given 
in the form of the abolition of sanctions) both administrative and criminal sanctions. 

Can Tax Amnesty increase the number of Taxpayers? Tax Amnesty can also 
increase the number of taxpayers but not significantly, in addition to increasing the 
number of taxpayers, Tax Amnesty can also increase state revenues. 

Has the socialization of the Tax Amnesty program been going well and on target? 
Tax Amnesty socialization is carried out through mass media, electronic media, 
attributes such as banners, banners, billboards, roadside advertisements and 
socialization at the Primary Tax Service Office until the office apparatus goes directly 
to the field where the taxpayers do business  to  ensure that  taxpayers  are aware  of  
the  Sunset Policy program. 

Does KPP Pratama provide a special place for applicants to submit their 
applications for the convenience of taxpayers? Tax Amnesty applicants in submitting 
their application, KPP Pratama prepares a special place for the convenience of the 
applicant  so that taxpayer  confidentiality is guaranteed and maintained. 

What is the public's response to the Tax Amnesty program? When viewed from 
the statistical data of Taxpayers participating in the Tax Amnesty program, the number 
is quite large. 

The Tax Amnesty policy must be implemented with a strong legal umbrella. The 
provision of Tax Amnesty is also not only carried out to eliminate the state's collection 
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rights against  taxpayers,  but  in  this  case  Tax  Amnesty  is  also expected to increase 
taxpayer compliance. 

Why should you join the tax amnesty program? The Tax Amnesty  Policy  is  a  
policy  breakthrough  driven  by  the reduced possibility of hiding wealth outside the 
territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) due to the increasing 
transparency of the global financial sector and the increasing intensity of information  
exchange between countries. The tax amnesty program policy will also not be given 
periodically. At least, for the next few decades, the tax amnesty policy will no longer be 
granted. The tax amnesty policy, in the general explanation of the Tax Amnesty Act, 
will be followed by other policies such as stricter law enforcement and improvements to 
the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Law on Income Tax, The success 
of the Tax Amnesty can be seen from the growth in the number of increases in existing 
taxpayers based on applications that are granted and the effectiveness of the 
implementation of the Tax Amnesty can also be seen from the increase in the Tax Ratio. 
Efforts to increase the tax ratio are indeed not easy. This requires support from various 
parties so that the achievement of the tax ratio target will increase based on the 
Compliance Ratio data. The following is data on the growth  of  taxpayers  and  the  Tax  
Ratio  of  KPP  Pratama Tanjung Karang: 

 
Table 1. Number of Taxpayers and Increase in Tax Ratio from 2015 to 2020 at KPP 

Pratama Tanjung Karang. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Registered WP 80,223 85,677 92,027 97,714 103,996 137,536 
• Body 7,548 8,025 8,498 9,474 9,967 12,127 
•  Non-Employee OP 15,979 16,416 17,523 18,960 20,157 38,972 
•  Employee OP 56,696 61,236 66,006 69,280 73,872 86,437 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.  Compliance Ratio ( 3: 

2 ) 

0.58 0.64 0.85 0.68 0.67 0.82 

• Body 0.57 0.61 0.76 0.55 0.66 0.63 
•  Non-Employee OP 0.43 0.47 0.68 0.61 0.67 0.79 
•  Employee OP 0.6 0.66 0.87 0.71 0.67 0.85 

Source: KPP Pratama Tanjung Karang. 
 

From the description of the data above, the writer can analyze  that  the  
implementation  of  tax  amnesty  at  the Tanjung Karang Pratama Tax Service Office 
from the level of registered taxpayers has been carried out optimally and if the authors  
look  at  the  taxpayer  compliance  ratio in  the  year before the implementation of the 
Tax Amnesty program and one   year   after   the   implementation   of   Tax   Amnesty 
experienced a decrease in the ratio in 2018. 

One way to measure tax revenue can be seen from the Tax Ratio, the facts 
obtained based on the amount of the tax ratio in 2015 to 2017 at the Tanjung Karang 
Pratama Tax Office has increased but in 2018 the tax ratio has decreased, this shows 
the small amount of tax revenue compared to in previous years. 
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rights against  taxpayers,  but  in  this  case  Tax  Amnesty  is  also expected to increase 
taxpayer compliance. 

Why should you join the tax amnesty program? The Tax Amnesty  Policy  is  a  
policy  breakthrough  driven  by  the reduced possibility of hiding wealth outside the 
territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) due to the increasing 
transparency of the global financial sector and the increasing intensity of information  
exchange between countries. The tax amnesty program policy will also not be given 
periodically. At least, for the next few decades, the tax amnesty policy will no longer be 
granted. The tax amnesty policy, in the general explanation of the Tax Amnesty Act, 
will be followed by other policies such as stricter law enforcement and improvements to 
the Law on General Provisions and Tax Procedures, the Law on Income Tax, The success 
of the Tax Amnesty can be seen from the growth in the number of increases in existing 
taxpayers based on applications that are granted and the effectiveness of the 
implementation of the Tax Amnesty can also be seen from the increase in the Tax Ratio. 
Efforts to increase the tax ratio are indeed not easy. This requires support from various 
parties so that the achievement of the tax ratio target will increase based on the 
Compliance Ratio data. The following is data on the growth  of  taxpayers  and  the  Tax  
Ratio  of  KPP  Pratama Tanjung Karang: 

 
Table 1. Number of Taxpayers and Increase in Tax Ratio from 2015 to 2020 at KPP 

Pratama Tanjung Karang. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Registered WP 80,223 85,677 92,027 97,714 103,996 137,536 
• Body 7,548 8,025 8,498 9,474 9,967 12,127 
•  Non-Employee OP 15,979 16,416 17,523 18,960 20,157 38,972 
•  Employee OP 56,696 61,236 66,006 69,280 73,872 86,437 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.  Compliance Ratio ( 3: 

2 ) 

0.58 0.64 0.85 0.68 0.67 0.82 

• Body 0.57 0.61 0.76 0.55 0.66 0.63 
•  Non-Employee OP 0.43 0.47 0.68 0.61 0.67 0.79 
•  Employee OP 0.6 0.66 0.87 0.71 0.67 0.85 

Source: KPP Pratama Tanjung Karang. 
 

From the description of the data above, the writer can analyze  that  the  
implementation  of  tax  amnesty  at  the Tanjung Karang Pratama Tax Service Office 
from the level of registered taxpayers has been carried out optimally and if the authors  
look  at  the  taxpayer  compliance  ratio in  the  year before the implementation of the 
Tax Amnesty program and one   year   after   the   implementation   of   Tax   Amnesty 
experienced a decrease in the ratio in 2018. 

One way to measure tax revenue can be seen from the Tax Ratio, the facts 
obtained based on the amount of the tax ratio in 2015 to 2017 at the Tanjung Karang 
Pratama Tax Office has increased but in 2018 the tax ratio has decreased, this shows 
the small amount of tax revenue compared to in previous years. 

By  looking  at  the  tax  ratio  at  the  Tanjung  Karang Pratama Tax Office, the 
author can make an assessment that the Tanjung Karang KPP Pratama requires an 
increase in the tax ratio to accelerate the rate of economic growth. 

According to Soerjono Soekanto's theory, the effectiveness of a law is 
determined by 5 (five) factors, namely:[13] 
1.  Legal Factor 

Law functions for justice, certainty and benefit. In the practice of administering law 
in the field there are times when there is a conflict between legal certainty and 
justice. Legal certainty is concrete in nature, while justice is abstract so that when a 
judge decides a case by applying the law only then sometimes the value of justice is 
not achieved. 

2.  Law Enforcement Factor The functioning of the law, the mentality or personality 
of law enforcement officers plays an important role, if the regulations are good, 
but the quality of the officers is not good,  there  will  be  problems.  So  far,  there  
is  a  strong tendency among the public to interpret the law as an officer or law 
enforcer, meaning that the law is identified with the real behavior of officers or law 
enforcers. 

3. Facto of   facilities   or   facilities   that   support   law enforcement Factors 
supporting facilities or  facilities   include software and hardware. According to 
Soerjono Soekanto, law enforcers cannot work properly if they are not equipped 
with proportional vehicles and communication tools. 

4.  Society Factor Law enforcers come from the community with the aim of achieving  
peace  in  society.  Every citizen  or  group has more or less legal awareness. 

5.  Cultural Factor Culture basically includes the values that underlie the applicable law, 
which values are abstract conceptions of what is  considered  good  (so  that  it  is  
obeyed)  and  what  is considered bad (so that it is avoided). 

Based on the theory put forward by Soerjono Soekanto above,  it  can  be  
analyzed  that  the  effectiveness  of  Tax Amnesty  in  increasing  the  number  of  
taxpayers  at  the Tanjung Karang Pratama Tax Office, Bandar Lampung City is 
influenced by several factors, namely: 
1.  Legal Factors, Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty as the legality of the 

government to socialize about  tax  amnesty so that  the validity of the 
implementation is guaranteed by law so that people do not have to worry about 
submitting their application so that their fear of tax sanctions in the form of crime is 
not to be feared anymore. 

2. Law Enforcement  Factors,  Law Number  11 Year  2016 concerning Tax Amnesty 
does not regulate law enforcement  if the taxpayer  does not  participate in  the 
program. So that in terms of law enforcement there is no law  enforcement   during  
the  Tax  Amnesty  program. 
However, after the amnesty took place, the government through the implementation 
guidelines (juklak) of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 36 
of 2017 issued on 6 September 2017 regulates that taxpayers who do not participate 
in the tax amnesty program  and those  who  participate  in  the tax  amnesty 
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program remain in compliance to be aware of their obligations to pay. which the 
operational guidelines apply to all taxpayers. 

3.  Factory   facilities   or   facilities   that   support   law enforcement, Tax Amnesty 
applicants in submitting their application, KPP Pratama prepares a special place for 
the convenience  of  the  applicant  so  that  taxpayer confidentiality is guaranteed 
and maintained. This is also in order to maintain the trust of taxpayers to the DGT 
and confidentiality is guaranteed. In Article 21 paragraph 2 of Law Number 11 of 2016 
concerning Tax Amnesty (tax amnesty) it is stated that the Minister, Deputy Minister, 
Ministry of Finance employees and other parties related to the implementation  of 
tax amnesty , is prohibited from leaking and disseminating, and or notifying data 
and information that is known and notified by the taxpayer to other parties. 

4.  Community  Factors,  as  seen  from  the  statistical  data above that taxpayers are 
increasing every year, it shows that public participation in the tax amnesty program 
implemented  by the  government  increases  the level  of taxpayer compliance every 
year compared to 2015 before the tax amnesty program. 

 
The Effectiveness of the Tax Amnesty Program at the Tanjung Karang Primary Tax 
Service Office, Bandar Lampung City 
For implementation at the Tanjung Karang Pratama Tax Service Office from period I 
starting in July 2016 to period III, however, the identity of Taxpayers who participate in 
Tax Amnesty is kept secret. The following data on the number of taxpayers  who 
applied  for  Tax Amnesty from  Period  I to Period III can be seen from the data below: 
 
Table 2. Number of Taxpayers who applied for Tax Amnesty, and it was granted in 2016 

to 2017 at KPP Pratama Tanjung Karang. 

YEAR/MONTH Tax Amnesty Taxpayers 

2016 1.783 

July 1 
August 52 

September 957 
October 135 

November 139 
December 499 

2017 1.231 

January 114 
February 137 

March 980 

Grand Total 3.014 

Source: KPP Pratama Tanjung Karang. 
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program remain in compliance to be aware of their obligations to pay. which the 
operational guidelines apply to all taxpayers. 

3.  Factory   facilities   or   facilities   that   support   law enforcement, Tax Amnesty 
applicants in submitting their application, KPP Pratama prepares a special place for 
the convenience  of  the  applicant  so  that  taxpayer confidentiality is guaranteed 
and maintained. This is also in order to maintain the trust of taxpayers to the DGT 
and confidentiality is guaranteed. In Article 21 paragraph 2 of Law Number 11 of 2016 
concerning Tax Amnesty (tax amnesty) it is stated that the Minister, Deputy Minister, 
Ministry of Finance employees and other parties related to the implementation  of 
tax amnesty , is prohibited from leaking and disseminating, and or notifying data 
and information that is known and notified by the taxpayer to other parties. 

4.  Community  Factors,  as  seen  from  the  statistical  data above that taxpayers are 
increasing every year, it shows that public participation in the tax amnesty program 
implemented  by the  government  increases  the level  of taxpayer compliance every 
year compared to 2015 before the tax amnesty program. 

 
The Effectiveness of the Tax Amnesty Program at the Tanjung Karang Primary Tax 
Service Office, Bandar Lampung City 
For implementation at the Tanjung Karang Pratama Tax Service Office from period I 
starting in July 2016 to period III, however, the identity of Taxpayers who participate in 
Tax Amnesty is kept secret. The following data on the number of taxpayers  who 
applied  for  Tax Amnesty from  Period  I to Period III can be seen from the data below: 
 
Table 2. Number of Taxpayers who applied for Tax Amnesty, and it was granted in 2016 

to 2017 at KPP Pratama Tanjung Karang. 

YEAR/MONTH Tax Amnesty Taxpayers 

2016 1.783 

July 1 
August 52 

September 957 
October 135 

November 139 
December 499 

2017 1.231 

January 114 
February 137 

March 980 

Grand Total 3.014 

Source: KPP Pratama Tanjung Karang. 
 

 

If the author looks at the data above and compares it with the data on the 
number of taxpayers in the previous data and tax ratio compliance, that the tax amnesty 
implemented at the Tanjung Karang Pratama Tax Service Office that both officers have 
made maximum efforts to have a tax amnesty program are expected to increase the 
amount taxpayers as well  as helping national  economic  growth.  Related  to the 
government's policy in the form of the implementation of Tax Amnesty, the government 
provides an opportunity for Taxpayers to correct the deficiency of past tax 
obligations with  all  principal  payments  and  exempt  from  all  fines, interest, and fiscal 
criminal sanctions (taxcrime). 

Especially in the first month based on Table. 3 the tax amnesty has not run 
optimally, it can be seen from the applications submitted only amounting to 1 (one) with 
the number 1 being certainly not in accordance with the number of  taxpayers  in  2016,  
while  in  the  following  month  the number  of applications submitted  experienced  an 
increase, especially in the first period in the last month, the surge in the number of 
applications was very large compared to the previous month. 

Taxpayers who participate in the Tax Amnesty program in  addition  to  receiving  
tax  amnesty  in  the  form  of  the abolition of tax sanctions, taxpayers participating in 
the tax amnesty program are also guaranteed confidentiality under the tax amnesty 
law. The tax amnesty can be implemented properly because of the active role of 
concerned taxpayers and the good cooperation of the Tanjung Karang tax office. in 
accordance with the principles and objectives of the tax amnesty policy in accordance 
with the tax amnesty Law Number 11 of 2016 Article 2, the implementation of the tax 
amnesty is based on the principles of legal certainty, justice, expediency, and the 
national interest. Although the implementation of tax effectiveness in Indonesia still has 
several problems. First, taxpayer compliance is still low. 

The level of taxpayer compliance (tax coverage) plays an important role in the 
success of the government in determining the amount of revenue from the tax sector. 
The increase   in   the   number   of   taxpayers   is   not   directly proportional to the 
increase in the amount of tax revenue. However, the increase in the realization of tax 
compliance has a   positive   impact   on   the   targets   set.   Ratio   Taxpayer compliance 
in Indonesia is still relatively low when compared to the ratio in developed countries. 
Many factors cause the low ratio,  including  the low level  of  public  awareness  in 
carrying out tax deposit and reporting obligations, the minimum number of tax 
authorities or tax examiners, and so on.[14] 

Taxpayers have good moral obligations, so taxpayers will tend to behave 
honestly and obey the rules that have been given so that this has an impact on taxpayer 
compliance in participating  in  the  tax  amnesty.  Moral  obligation  is  that every 
person certainly has individual norms in carrying out everything, such as ethics and 
principles of life. Taxpayers will tend to be influenced or motivated by pressure or the 
influence of the surrounding environment (friends, family, tax consultants, tax officers, 
print media), so that the higher the subjective norm, the higher the taxpayer who 
follows the tax amnesty and vice versa when the subjective norm is low, the taxpayer 
who follows the tax amnesty is also lower. 
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The following  data  on  the amount  of State  Revenue deposited with the Tax 
Amnesty deposit code at KPP Pratama Tanjung Karang from Period I to Period III can be 
seen from the data below: 
 

Table 3. State Revenues deposited with the Tax Amnesty deposit code 2016 to 2017 at 
the Tanjung Karang KPP Pratama. 

TAHUN/BULAN Jumlah Penerimaan Tax Amnesty 
                                   2016   83.936.201.200   

July 55.022.908 
August 4.199.425.104 

September 68.161.780.177 
October 1.324.039.998 

November 2.279.120.079 
December 7.916.812.934 

2017 18.737.880.088 
January 760.458.223 

February 1.341.681.982 
March 16.628.288.854 
April 7.451.029 

Grand Total 102.674.081.288 
Source: KPP Pratama Tanjung Karang. 
 

The results of the above state revenues can be seen that the implementation of the 
tax amnesty in 2016 was able to increase state revenues in the taxation sector. The success 
of this tax amnesty program is due to various parties, both from the community and the 
Indonesian House of Representatives as a legislative body by issuing a legal umbrella as a 
clear basis and purpose in implementing the tax amnesty program. Implementation of tax 
amnesty. The implementation  of tax amnesty can also increase the acquisition of funds, 
especially the return of citizens' funds stored abroad (recovery assets). 

The results of the state revenue at the Tanjung Karang Pratama tax service  
office  that  the  tax  amnesty  program carried out by the government in 2016 to March 
2017 is an effort to optimize the tax function where tax is a function of budgetair  where  
tax  amnesty  is  able  to in  a  short  time increase state revenue from the tax sector. 
Then related to the factors that affect the effectiveness of the law in administering the 
tax amnesty, Lawrence M. Friedman's "legal system" theory can be used which states 
that  the components of the legal  system  include  3 (three) elements, namely:  
a) The  substance  of  the  law  (substance  rule  of  the  law), which  includes  all  

written  and  unwritten  rules,  both material law and formal law. 
b)  Legal   structure  (structure  of  the  law),   the  structure includes the container or 

form of the system which, for example, covers the arrangement of formal legal 
institutions, the law between these institutions, their rights and obligations. 

c) Legal   culture   (legal   culture),   legal   culture   (system) basically includes the values 
that underlie the applicable law, values which are abstract conceptions of what is 
considered good (until adopted) and what is considered bad (so avoided). These 
values are usually a pair of values that reflect two extreme conditions that must be 
harmonized.[15] 



43PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

The following  data  on  the amount  of State  Revenue deposited with the Tax 
Amnesty deposit code at KPP Pratama Tanjung Karang from Period I to Period III can be 
seen from the data below: 
 

Table 3. State Revenues deposited with the Tax Amnesty deposit code 2016 to 2017 at 
the Tanjung Karang KPP Pratama. 

TAHUN/BULAN Jumlah Penerimaan Tax Amnesty 
                                   2016   83.936.201.200   

July 55.022.908 
August 4.199.425.104 

September 68.161.780.177 
October 1.324.039.998 

November 2.279.120.079 
December 7.916.812.934 

2017 18.737.880.088 
January 760.458.223 

February 1.341.681.982 
March 16.628.288.854 
April 7.451.029 

Grand Total 102.674.081.288 
Source: KPP Pratama Tanjung Karang. 
 

The results of the above state revenues can be seen that the implementation of the 
tax amnesty in 2016 was able to increase state revenues in the taxation sector. The success 
of this tax amnesty program is due to various parties, both from the community and the 
Indonesian House of Representatives as a legislative body by issuing a legal umbrella as a 
clear basis and purpose in implementing the tax amnesty program. Implementation of tax 
amnesty. The implementation  of tax amnesty can also increase the acquisition of funds, 
especially the return of citizens' funds stored abroad (recovery assets). 

The results of the state revenue at the Tanjung Karang Pratama tax service  
office  that  the  tax  amnesty  program carried out by the government in 2016 to March 
2017 is an effort to optimize the tax function where tax is a function of budgetair  where  
tax  amnesty  is  able  to in  a  short  time increase state revenue from the tax sector. 
Then related to the factors that affect the effectiveness of the law in administering the 
tax amnesty, Lawrence M. Friedman's "legal system" theory can be used which states 
that  the components of the legal  system  include  3 (three) elements, namely:  
a) The  substance  of  the  law  (substance  rule  of  the  law), which  includes  all  

written  and  unwritten  rules,  both material law and formal law. 
b)  Legal   structure  (structure  of  the  law),   the  structure includes the container or 

form of the system which, for example, covers the arrangement of formal legal 
institutions, the law between these institutions, their rights and obligations. 

c) Legal   culture   (legal   culture),   legal   culture   (system) basically includes the values 
that underlie the applicable law, values which are abstract conceptions of what is 
considered good (until adopted) and what is considered bad (so avoided). These 
values are usually a pair of values that reflect two extreme conditions that must be 
harmonized.[15] 

V.  CONCLUSION 
1. The growth  in  the number  of taxpayers  at  the Tanjung Karang Pratama Tax 

Service Office, Bandar Lampung city when viewed from statistical data from 2015 to 
2020, both corporate, non-employee and employees each year has increased 
significantly, this is due to the influence of the Tax   amnesty   program   which   It   is   
hoped   that   the government will make registered  and unregistered taxpayers 
submit their assets without thinking about applicable tax sanctions in order to 
increase taxpayer compliance so that they participate in increasing state revenues  as  
a  support  for  national  economic  stability 

2. The legal basis for the next tax amnesty program must have binding legal force, which 
if taxpayers do not follow or report their assets when the Tax Amnesty program is 
running,  the  government  in  this  case  the  Directorate General of Taxes (DGT) 
must be more active in providing repressive measures against the taxpayer. taxes that 
do not comply with the regulations that have been made. 
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Abstract 

Technological developments in the economic sector, a transaction renewal known as 
electronic commerce. Transactions that occur in e-commerce are categorized as digital 
contracts. The use of digital contracts in Indonesia does not escape a number of 
problems, which is legal. Legal issues that appear in this digital transaction are related 
to the element of validity. Digital contracts as a  new type of  contract cannot  be 
equated with conventional contracts, because there are different limitations. This 
condition resulted in the implementation of digital contracts being facilitated 
thoroughly by regulations. This paper will examine legal issues in the implementation of 
digital contracts and understand the legality of digital contracts based on legal 
instruments in Indonesia. 
Keywords: Digital   Contract,   Validity,   and   Electronic Commerce. 
 
I. INTRODUCTION 

The era of globalization marked by the revolution of industry 4.0 [1] converts 
every side of life to digital modern. The evolution of technology accompanied by a digital 
system have more or less affected the way people live together with internet.   The 
evolution of internet can acceleration human activities more optimally.  Therefore, 
digital mode adaptation continues to be carried through various sectors that affect 
human activities.   The evolution of information technology also occurs in the economic 
sector, one of them is marked by the presence of the concept of digital transactions. 

Indonesia's involvement in the world economic forums has also a little bit 
influenced economic policy in Indonesia, one of which is the policy about the payment 
system.   In Indonesia, the payment system in general still uses cash as means of 
payment, but actually with the large amount  of money circulating in society can 
trigger an increase inflation. Because   of  this  some   other   countries   such   as  
Japan, Singapore,  Britain  and  the  United  States  already implemented digital 
transaction [2]. 

The evolution of digital transactions in Indonesia is initiated by the management 
and use of digital payment instrument products which are quite massive and intensive. 
The existence of this digital transaction is based on the necessary for more complex 
transactions, reaching more customers and merchants, creating high efficiency, ease 
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electronic commerce. Transactions that occur in e-commerce are categorized as digital 
contracts. The use of digital contracts in Indonesia does not escape a number of 
problems, which is legal. Legal issues that appear in this digital transaction are related 
to the element of validity. Digital contracts as a  new type of  contract cannot  be 
equated with conventional contracts, because there are different limitations. This 
condition resulted in the implementation of digital contracts being facilitated 
thoroughly by regulations. This paper will examine legal issues in the implementation of 
digital contracts and understand the legality of digital contracts based on legal 
instruments in Indonesia. 
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I. INTRODUCTION 

The era of globalization marked by the revolution of industry 4.0 [1] converts 
every side of life to digital modern. The evolution of technology accompanied by a digital 
system have more or less affected the way people live together with internet.   The 
evolution of internet can acceleration human activities more optimally.  Therefore, 
digital mode adaptation continues to be carried through various sectors that affect 
human activities.   The evolution of information technology also occurs in the economic 
sector, one of them is marked by the presence of the concept of digital transactions. 

Indonesia's involvement in the world economic forums has also a little bit 
influenced economic policy in Indonesia, one of which is the policy about the payment 
system.   In Indonesia, the payment system in general still uses cash as means of 
payment, but actually with the large amount  of money circulating in society can 
trigger an increase inflation. Because   of  this  some   other   countries   such   as  
Japan, Singapore,  Britain  and  the  United  States  already implemented digital 
transaction [2]. 

The evolution of digital transactions in Indonesia is initiated by the management 
and use of digital payment instrument products which are quite massive and intensive. 
The existence of this digital transaction is based on the necessary for more complex 
transactions, reaching more customers and merchants, creating high efficiency, ease 

and practice.  For instance, new types of purchasing relationships such as auction 
between individuals online-have in the need for peer-to-peer payment methods that 
allows individuals to e-mail payments to the other party [3]. 

However, on the other side, digital transactions contain many problems, 
especially on the implications of legal issues [4].   Those  problems  come  from the 
practice  of  contract implementation, including its validity from a law perspective. Legal 
issues that appear in digital transactions are related to contract law.  The conventional 
contract terms in Indonesian positive law have not been fully able to reach digital 
system agreement. 

Digital transactions include legal relationships between parties.  This connection 
is formed from a legal contract that binds every legal subject in arrange digital 
transactions.   The compatibility of legal contract in a digital agreement cannot be 
equated with a conventional contract.   Because legal contracts contain elements based 
on modern technology.  The adoption  of  information  technology and  internet 
networks within the framework of a legal agreement  creates a new contract.  A 
renewal contract is a condition when the terms of the conventional contract are 
combined with elements of validity in digital technology [5].  Every business activity can 
be ascertained from an agreement through a contract. Therefore, the renewal of 
transaction patterns requires adjustments within the framework of the national 
contract law system. 

In Indonesia, there is no law-level rule that specifically regulates contracts in 
digital transactions.  The enforcement of legal rules about the validity ratio of digital 
transactions refers to the provisions in Indonesian Civil Law and other electronic 
transaction provisions. However, these two legal components have not been able to fully 
cover the aspects of the agreement in a digital legal contract.  This research will discuss 
about the implementation  of digital transactions in terms of the structure and legal 
principles.  Comprehensively examine about the conceptual digital-based agreement 
and analyze the validity of legal contracts Indonesian law perspective. 

 
II.  RESULT AND DISCUSSION 

A. The concept of e-commerce digital contract 
An agreement is a legal relation that happens because of the law, in the form of 

an act, event or situation. Legal relation   has   created   a   rights   and   duties   as   a   
legal consequence.  The rights and duties in  referred to will be relate to the 
fulfilment of the agreement contract. The object of the agreement is something that is 
useful, valuable and precious to the legal subject. Meanwhile, legal subject are all the 
things that can support their rights and duties or have legal authority 
(rechtsbevoegdheid). 

Definition of e-commerce, according to language (etymology) is as follows: (E) 
electronic is electronic science (electric charge), electronic devices, or all things 
related to the world of electronics and technology. Meanwhile, (C) commerce is trade, 
commerce [6]. Association for Electronic Commerce simply defines e-commerce as an 
electrical business mechanism. CommerceNet, an industry consortium provides a 
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complete definition of the use of computer networks as a means of creating business 
relationships. Not satisfied with this definition CommerceNet append that in e- 
commerce there is a process of buying and selling of services or products between two 
parties via the internet or exchange and distribution of information between two parties 
in one company using the internet [7]. 

In legislation, article 1 point 2 of The Act Number 19 year of 2016 concerning 
Electronic Information and Transactions (hereinafter written as EIT Act)   defines 
electronic transactions as legal act that are carried out by combining computer-based 
electronic system networks with communication systems, which are further facilitated 
by the existence of a global computer network or the internet. 

From exposure above, it can be concluded that e- commerce agreement has the 
following characteristic: 
o The occurrence of a legal act in the form of transaction between two or more 

parties 
o There is an exchange of goods, services or information; 
o The internet is the main medium in the trading process or mechanism 
 

The concept of an agreement in e-commerce basically concern legal relations 
according to civil characteristic.  It means that the agreement contains the interests of 
the parties in the property law. The scope of property law that can be interpreted from 
the object of e-commerce is the exchange of goods, services or information in digital 
form. E-commerce legal relations appear as manifestation of freedom of contract 
freedom of contract principle. This principle is also known as laissez faire. Aduru 
Rajendra said the freedom of contract doctrine is an extension of ‘one of the most 
cherished aspects of individual liberty [8]. It is nothing but leaving the parties as the 
best judges of their own bargains and persuading them to subjects to their own 
obligations. Each agreement that is born from the contract implies that the agreement 
appears from the will of parties. This is enhanced by Article 1338 of the Indonesian Civil 
Law which states that all agreements made legally, apply as law for those who make 
them. 
 
B. The validity of e-commerce according to Indonesian legislation 

E-commerce has implications for various sectors, one of which has an impact 
on the legal sector. There are no rules that specifically regulate the issue of e-commerce. 
Regulation regarding e-commerce still use Indonesian Civil Law Book III,  especially  
arrangements  regarding  contract  issues that occur  in  e-commerce. The contract in  
e-commerce  occurs between two parties in which one party promises the other to do 
something. This is in accordance with Article 1313 of the Indonesian Civil Law, which 
states that a contract is an act whereby one or more people bind themselves to one or 
more people. 

Although it has different characteristics from conventional agreements, the 
essence of implementing digital contracts with conventional contracts is the same, 
namely to bind oneself to one other. Therefore, what is the condition for the validity of a 
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complete definition of the use of computer networks as a means of creating business 
relationships. Not satisfied with this definition CommerceNet append that in e- 
commerce there is a process of buying and selling of services or products between two 
parties via the internet or exchange and distribution of information between two parties 
in one company using the internet [7]. 

In legislation, article 1 point 2 of The Act Number 19 year of 2016 concerning 
Electronic Information and Transactions (hereinafter written as EIT Act)   defines 
electronic transactions as legal act that are carried out by combining computer-based 
electronic system networks with communication systems, which are further facilitated 
by the existence of a global computer network or the internet. 

From exposure above, it can be concluded that e- commerce agreement has the 
following characteristic: 
o The occurrence of a legal act in the form of transaction between two or more 

parties 
o There is an exchange of goods, services or information; 
o The internet is the main medium in the trading process or mechanism 
 

The concept of an agreement in e-commerce basically concern legal relations 
according to civil characteristic.  It means that the agreement contains the interests of 
the parties in the property law. The scope of property law that can be interpreted from 
the object of e-commerce is the exchange of goods, services or information in digital 
form. E-commerce legal relations appear as manifestation of freedom of contract 
freedom of contract principle. This principle is also known as laissez faire. Aduru 
Rajendra said the freedom of contract doctrine is an extension of ‘one of the most 
cherished aspects of individual liberty [8]. It is nothing but leaving the parties as the 
best judges of their own bargains and persuading them to subjects to their own 
obligations. Each agreement that is born from the contract implies that the agreement 
appears from the will of parties. This is enhanced by Article 1338 of the Indonesian Civil 
Law which states that all agreements made legally, apply as law for those who make 
them. 
 
B. The validity of e-commerce according to Indonesian legislation 

E-commerce has implications for various sectors, one of which has an impact 
on the legal sector. There are no rules that specifically regulate the issue of e-commerce. 
Regulation regarding e-commerce still use Indonesian Civil Law Book III,  especially  
arrangements  regarding  contract  issues that occur  in  e-commerce. The contract in  
e-commerce  occurs between two parties in which one party promises the other to do 
something. This is in accordance with Article 1313 of the Indonesian Civil Law, which 
states that a contract is an act whereby one or more people bind themselves to one or 
more people. 

Although it has different characteristics from conventional agreements, the 
essence of implementing digital contracts with conventional contracts is the same, 
namely to bind oneself to one other. Therefore, what is the condition for the validity of a 

contract contained in the Indonesian Civil Law can also be used as and qualification for 
the validity of a digital contract. However, based on lex specialis derogat legi generali 
principle, the regulation of digital contract in Article 47 paragraph (2) of Government 
Regulation Number 82 Year of 2012 concerning Electronic System and Transactions 
(hereinafter written as EST GR) must be prioritized [9]. The digital contract validity 
requirements according to EST GR include: 
 The agreement of the parties 
 Capacity each party 
 Certainty of terms 
 Consideration 

The terms of the validity of a digital contract basically have no difference with 
the legal requirements of a conventional contract as regulated in Article 1320 of 
Indonesian Civil Law. It's just that a slightly different implementation is possible due to 
the involvement of digital technology. The implementation of these differences can be 
illustrated by the process the contract is formed. For example, the parties' conventional 
contracts are usually carried out on paper based, whereas in digital contracts, the legal 
relations of the parties are formed from paperless contracts. The paperless nature 
means that digital contracts are only in the form of digital data and are intangible 
objects. Even though digital  contracts  are a  form  of  legal  document  that  must 
legally have the interests of the parties. The question is whether the legality of legal 
documents must be real and tangible? Then what about activities that are carried out 
digitally? 

It is important to understand that the legality element of a contract can be 
realized by fulfilling the indicators of the validity   of   the   contract.   Therefore,   the   
parties   must understand and fulfill the legal requirements of the digital contract, 
because the legality of a digital contract will have an impact on the legal consequences 
and consequences of contract  implementation.  In  addition,  the  legality  of  the digital 
contract also serves as a guarantee of legal certainty for the parties. 

Is used to format your paper and style the text. All margins, column widths, line 
spaces, and text fonts are prescribed; please do not alter them. You may note 
peculiarities. For example, the head margin in this template measures proportionately 
more than is customary. This measurement and others are deliberate, using 
specifications that   anticipate   your   paper   as   one   part   of   the   entire proceedings, 
and not as an independent document. Please do not revise any of the current 
designations. 
 
1.  The agreement of the parties 

Agreement  means  there  is  a  free  will  between  the parties regarding the 
main things desired in the contract. In this case, the parties must have a free will 
(voluntary) to bind themselves,  in  which  the deal  can  be  stated  explicitly  or tacitly 
[10]. The terms of agreement are also known in the principle of contract law as 
consesualism principle. This principle  can  be  realized  when  the  transaction  process 
reaches an agreement. 
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There are two main things that customers usually do in cyberspace. The first is to 
see the products or services advertised  by  related  companies  through  their  web  site 
(online ads). Second, looking for certain data or information needed in  connection  with  
the e-commerce  process  to be carried out using a shopping cart. If you are interested 
in the products or services offered, customers can carry out trade transactions with 
standard orders, by filling in the order form [4]. For example, customers who want to 
buy products in merchant digital services will be faced with the process of selecting the 
desired product. Then the customer must click on the product he wants to continue at 
the order confirmation and payment stage. The order confirmation stage is the stage for  
filling the order form based on standard orders set by providers.  This  process  is  
characterized  as  a  form  of agreement between customers and merchants on the sale 
and purchase digital contract. 

Furthermore,  to  find  out  when  an  agreement  point occurs between buyers 
and sellers in e-commerce digital transactions,  it  is  necessary  to  analyze  several  
theories through theories such as [7]: 
a. Offer and acceptance theory 

In   principle,   this   theory   justifies   that   a   will agreement occurs after an offer 
from one party is followed and is followed by acceptance by the other party in the 
contract.  This theory has a  weakness  when  applied to  e- commerce, because 
there will be a situation where the online ordering process suddenly stops. This is due 
to the power to complete  the  product  ordering  process  under  consumer control. 
Thus, if the consumer suddenly stops the order process, the deal is immediately 
canceled. 

b.  Wills theory 
This theory distinguishes between what is stated and what is desired of the party 
making the promise. Concerning what is desired and declaring what is stated does 
not apply. This theory is not appropriate to apply to e-commerce, because it cannot 
be determined when the agreement occurs, because it does not provide legal 
certainty for the parties. 

c.   Statement theory 
This theory is the opposite of wills theory, which emphasizes what is stated rather  
than  what is desired. So according to this theory, the customer is declared to have 
agreed when he has stated his will by filling in the applicable order form. Likewise, 
what the merchant stated regarding the transaction approval process applies. 
Although it is possible for  customers  to  provide  incorrect  data  and  merchants 
approve it. 

d.  Confirmation theory 
According to this theory, an agreement is considered to occur when the party making 
the offer receives a reply to the confirmation of the answer from the party receiving 
the offer. In e-commerce the agreement is stated to occur when the merchant has 
received an answer from the customer for the confirmation  news  of  the  answer  he 
has  submitted.  This includes information provided by customers who meet the 
requirements or are declared valid. 
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There are two main things that customers usually do in cyberspace. The first is to 
see the products or services advertised  by  related  companies  through  their  web  site 
(online ads). Second, looking for certain data or information needed in  connection  with  
the e-commerce  process  to be carried out using a shopping cart. If you are interested 
in the products or services offered, customers can carry out trade transactions with 
standard orders, by filling in the order form [4]. For example, customers who want to 
buy products in merchant digital services will be faced with the process of selecting the 
desired product. Then the customer must click on the product he wants to continue at 
the order confirmation and payment stage. The order confirmation stage is the stage for  
filling the order form based on standard orders set by providers.  This  process  is  
characterized  as  a  form  of agreement between customers and merchants on the sale 
and purchase digital contract. 

Furthermore,  to  find  out  when  an  agreement  point occurs between buyers 
and sellers in e-commerce digital transactions,  it  is  necessary  to  analyze  several  
theories through theories such as [7]: 
a. Offer and acceptance theory 

In   principle,   this   theory   justifies   that   a   will agreement occurs after an offer 
from one party is followed and is followed by acceptance by the other party in the 
contract.  This theory has a  weakness  when  applied to  e- commerce, because 
there will be a situation where the online ordering process suddenly stops. This is due 
to the power to complete  the  product  ordering  process  under  consumer control. 
Thus, if the consumer suddenly stops the order process, the deal is immediately 
canceled. 

b.  Wills theory 
This theory distinguishes between what is stated and what is desired of the party 
making the promise. Concerning what is desired and declaring what is stated does 
not apply. This theory is not appropriate to apply to e-commerce, because it cannot 
be determined when the agreement occurs, because it does not provide legal 
certainty for the parties. 

c.   Statement theory 
This theory is the opposite of wills theory, which emphasizes what is stated rather  
than  what is desired. So according to this theory, the customer is declared to have 
agreed when he has stated his will by filling in the applicable order form. Likewise, 
what the merchant stated regarding the transaction approval process applies. 
Although it is possible for  customers  to  provide  incorrect  data  and  merchants 
approve it. 

d.  Confirmation theory 
According to this theory, an agreement is considered to occur when the party making 
the offer receives a reply to the confirmation of the answer from the party receiving 
the offer. In e-commerce the agreement is stated to occur when the merchant has 
received an answer from the customer for the confirmation  news  of  the  answer  he 
has  submitted.  This includes information provided by customers who meet the 
requirements or are declared valid. 

The  correct  theory  to  be  applied  in  a  digital  e- commerce contract is confirmation 
theory. This is based on the actions of the party statement wills. Article 20 of the EIT 
Act states that an electronic transaction occurs when the transaction offer sent by the 
sender is received and approved by the recipient. However, such consent must be made 
by means of an electronic acceptance statement (for example by sending a confirmation 
email). 
 
2.  Capacity each party 
Basically,  a  person  or  legal  entity  that  is  mature, common sense and not 
prohibited by law (such as not being declared bankrupt by the court) is a capable or 
legally authorized legal subject. Two types of legal subjects have certain qualifications, 
namely: 
a.  Individual person 

Adult  indicators  according  to  Article  330  of  the Indonesian Civil Law, are 21 years 
of age or already / have been married. Meanwhile, the common sense element is a 
person who does not experience mental disorders and should be consciously able to 
enter into an agreement. 

b.  Legal entity 
Every legal entity that has the legality of implementation can carry out the 
agreement as long as it is not being or has been prohibited by law. According to the 
provisions of Article 1653 of the Civil Code, there are 3 (three) forms of legal entities 
seen from the aspect of their position, namely legal entities established by the 
government (BUMN, government agencies), legal entities recognized by the 
government (PT, cooperatives et cetera) and legal entities with the aim of certain 
(foundations, NGOs et cetera). 

The element of proficiency in e-commerce is difficult to measure, because 
everyone (without being limited by a certain age) can  carry out digital transactions.  
One of the weaknesses  of e-commerce  is the difficulty in  identifying parties who 
carry out digital transactions. Budhiyanto identified the parties involved in  e-
commerce  transactions consisting of [11]: 
a.  Seller (merchants), namely companies that offer their products via the internet or in 

Article 1 point 18 of the EIT Act are referred to as senders. "Sender  is a legal 
subject who sends electronic information  and/or electronic documents". To become 
a seller/merchant/sender, one must register himself as a merchant account at a 
bank, this is so that merchants can receive payments from customers in the form of 
credit cards. 

b. Consumers are people who want to obtain goods and/or services through digital 
purchases or in Article 1 point 19 of EIT Act as recipients. Recipient is a legal subject 
who receives  electronic  information  /  electronic  documents from  the  sender.  
Consumers  who  will  shop  via  the internet can have the status of individuals or 
companies. If the  consumer  is an  individual,  then  what needs  to  be considered is 
how the payment system is used, whether using a credit card or cash / manual 
payments possible. This  is  because  not  all  consumers  who  shop  on  the internet 
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are credit card holders. A credit card holder is someone whose name is printed on a 
credit card issued by the issuer based on the agreement that has been made. 

c.  Acquirer and Issuer, each of which is a legal entity and functions as an intermediary. 
Acquirer is a collection intermediary   and   payment   intermediary.   Meanwhile, 
Issuer is a digital payment instrument issuing company. 

d.  Certification authorities are the third party that hold the right to issue certificates 
to merchants / sellers, to issuers and in some cases to consumers. Certification 
authorities are entities, either individuals or legal entities, that are entrusted with 
examining and evaluating the feasibility of administering e-commerce transactions. 

 
3.  Certainty of terms 
A certainty relates to the object of a contract, which 

means that the object of the contract must be clear, can be determined and 
calculated the type and quantity, permitted by law and possible for the parties. 
Transactions in e-commerce are basically not much different from conventional 
transactions which rely n a tangible form that can be touched, physical distribution and 
there is a place for transactions. In e-commerce this also occurs but the product to be 
traded does not appear physically but in the form of information about the product, 
besides that in e-commerce there is a distribution of language or instruction codes 
which will eventually bring up information on the product that will be the offer and how 
to make a transaction. 

Article 1333 of the Indonesian Civil Law states that a contract must have as a 
principal and item of which the type at least is determined. It means that contract must 
have goods and their quantity and type as the object of contract [12]. Digital contract 
objects consist by three types, such as goods, services  and  information  [13].  The  
provision  of  contract object is the duty and responsibility of the merchant as the seller, 
provider as the e-commerce operation and it is also possible for other digital transaction 
instruments which essentially have the capacity to provide transaction products. 
 
4.  Consideration 

Consideration means that the contract must be made based  on  good faith.  
Article 1335, 1336 and 1337 of the Indonesian Civil  Law states that consideration  is 
declared prohibited if it is contrary to law, decency and public order. 

Causa is defined as what the parties to the contract want to reached. The 
consideration in Article 1320 of the Indonesian Civil Law are related to the contract 
clause as an objective to be reached by the parties. The act does not care about what 
causes  the parties  to  enter  into  the  contract,  but  what  is monitored by Act is the 
contract clauses. 

In digital contract, the formula of contract clause should contain the fulfilment of 
the rights and duties of the parties to the object of contract. For example, contract 
between buyer and seller, the goal to be reached is a service for a product or service 
that is delivered to the buyer and in return a money is given to the seller. 
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are credit card holders. A credit card holder is someone whose name is printed on a 
credit card issued by the issuer based on the agreement that has been made. 

c.  Acquirer and Issuer, each of which is a legal entity and functions as an intermediary. 
Acquirer is a collection intermediary   and   payment   intermediary.   Meanwhile, 
Issuer is a digital payment instrument issuing company. 

d.  Certification authorities are the third party that hold the right to issue certificates 
to merchants / sellers, to issuers and in some cases to consumers. Certification 
authorities are entities, either individuals or legal entities, that are entrusted with 
examining and evaluating the feasibility of administering e-commerce transactions. 

 
3.  Certainty of terms 
A certainty relates to the object of a contract, which 

means that the object of the contract must be clear, can be determined and 
calculated the type and quantity, permitted by law and possible for the parties. 
Transactions in e-commerce are basically not much different from conventional 
transactions which rely n a tangible form that can be touched, physical distribution and 
there is a place for transactions. In e-commerce this also occurs but the product to be 
traded does not appear physically but in the form of information about the product, 
besides that in e-commerce there is a distribution of language or instruction codes 
which will eventually bring up information on the product that will be the offer and how 
to make a transaction. 

Article 1333 of the Indonesian Civil Law states that a contract must have as a 
principal and item of which the type at least is determined. It means that contract must 
have goods and their quantity and type as the object of contract [12]. Digital contract 
objects consist by three types, such as goods, services  and  information  [13].  The  
provision  of  contract object is the duty and responsibility of the merchant as the seller, 
provider as the e-commerce operation and it is also possible for other digital transaction 
instruments which essentially have the capacity to provide transaction products. 
 
4.  Consideration 

Consideration means that the contract must be made based  on  good faith.  
Article 1335, 1336 and 1337 of the Indonesian Civil  Law states that consideration  is 
declared prohibited if it is contrary to law, decency and public order. 

Causa is defined as what the parties to the contract want to reached. The 
consideration in Article 1320 of the Indonesian Civil Law are related to the contract 
clause as an objective to be reached by the parties. The act does not care about what 
causes  the parties  to  enter  into  the  contract,  but  what  is monitored by Act is the 
contract clauses. 

In digital contract, the formula of contract clause should contain the fulfilment of 
the rights and duties of the parties to the object of contract. For example, contract 
between buyer and seller, the goal to be reached is a service for a product or service 
that is delivered to the buyer and in return a money is given to the seller. 

Consideration conditions are intended to limit the implementation of the 
freedom of contract principle in transaction. Because the implementation of contract 
that violate the provisions of Act, morality and public order can harm  the  parties  and  
the  state  economy.   E-commerce operators can experience various risks of loss of 
they do not maintain and regulate the types of transactions on objects that are lawful 
and accountable.  Therefore,  it is important  for digital contract players to meet and 
implement this requirement. 

Based on the description above, it can be understood that the validity of digital 
contracts in the implementation of e-commerce must be implemented based on the 
terms of the validity of the digital contracts. The validity of digital contracts  with  
reference  to  these  four  conditions  is  still unable to accommodate the interests of 
legal guarantees in the  dispute  resolution  process.  This  is  because  digital contracts  
are  in  the  form  of  paperless  documents.  Even though it is classified as legally valid, 
the power of proof of e-commerce transactions is very weak. 

Several  previous  studies  have  emphasized  the application of digital signatures 
to provide legal strength of evidence  for  e-commerce transactions [14].  However, this 
reduces the essence of e-commerce practicality. The United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL) Model Law on Electronic Commerce which is a 
reference for the making of Laws and Laws on e-commerce throughout   the   world   
community,   states   in   Article   5 UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce that 
Information shall not be denied legal effect, validity or enforceability solely on the 
grounds that it is in the form of a data message [15]. The data message is meant if its 
authenticity has  been  proven  using techniques  and instruments as appropriate. So 
that contracts in e-commerce are made  by the parties,  with  these rules providing  
legal guarantees for the contracts made. 
 
III.   CONCLUSION 

Before One of the evidences of advances in information technology that 
consumers feel the benefits of in the trade sector is electronic commerce (e-
commerce). Through e- commerce, consumers have wider space for transactions, so 
that consumers have the ability to collect and compare the goods and / or services 
they want and consumers become more  active.  In  reality,  this  condition  has  not  
yet  been followed by legal developments that can keep pace with the accelerated 
advancement of information and communication technology. 

So far, in Indonesia there are two laws regulating e- commerce activities,  
namely The Act Number  19 year  of 2016  concerning  Electronic  Information  and  
Transactions and The Act Number 7 year of 2014 concerning Trade and one 
Government Regulation, namely Government Regulation Number 82 Year of 2012 
concerning Electronic System and Transactions which are the implementing rules of EIT 
Act, in addition   to   positive   laws   that   are   already   related   to civilization, namely 
Indonesian Civil Law. 

Therefore, efforts to harmonize regulations are needed so  that  e-commerce  
activities  have  legal  certainty  and provide guaranteed protection for every actor of e-
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commerce activity. In fact, considering the unique characteristics of e- commerce 
activities, the author also proposes that e- commerce  be  made in  its  own  rules,  in  
other  words Sui Generis. 
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commerce activity. In fact, considering the unique characteristics of e- commerce 
activities, the author also proposes that e- commerce  be  made in  its  own  rules,  in  
other  words Sui Generis. 
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DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA UNTUK 

TERWUJUDNYA TUJUAN PEMIDANAAN 
 

JESLIN EKA PUTRI 
 

ABSTRAK 
Narkotika apabila digunakan untuk maksud-maksud tertentu di luar dari tujuan 

pengobatan , maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana 
atau penyalahgunaan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Dampak negatif yang begitu luas menyebabkan keharusan 
dibentuknya upaya lain untuk menghindari pidana penjara terhadap korban 
penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika 
wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Permasalahan dalam tesis ini 
bagaimana pelaksanaan rehabilitasi medis bagi pengguna dan korban penyalahgunaan 
narkotika dan apakah model rehabilitasi medis yang ideal bagi pengguna dan korban 
penyalahgunaan narkotika untuk terwujudnya tujuan pemidanaan. 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif dan pendekatan yuridis 
empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tipe penelitiannya adalah 
analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan tanpa menggunakan angka dan tabel 
melainkan uraian dalam suatu kalimat secara sistematis untuk kemudian dilakukan 
penarikan kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa para pengguna dan korban penyalahgunaan 
narkotika di lapangan masih diberikan sanksi pidana penjara bukan di berikan tindakan 
rehabilitasi medis. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab pengguna dan korban 
penyalahgunaan narkotika tidak diberikan rehabilitasi medis karena seluruh beban 
pembiayaan di bebankan kepada pihak keluarga terkecuali bagi pengguna dan korban 
penyalahgunaan narkotika yang mendapatkan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari 
pemerintah. Model rehabilitasi medis yang ideal demi terwujudnya tujuan pemidanaan 
adalah model rehabilitasi medis yang seluruh pembiayaan nya di biayai oleh pemerintah. 

Penulis menyarankan agar pemerintah memberikan keringanan pembiayaan 
rehabilitasi medis bagi pengguna dan korban penyalahgunaan narkotika, supaya proses 
pelaksanaan dan rehabilitasi yang ideal untuk tujuan pemidanaan dapat tercapai.  
Kata Kunci: Narkotika, Rehabilitasi Medis, Pengguna dan Korban Penyalahguna. 
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Abstrak: 
Berkembangnya teknologi komunikasi saat ini semakin memudahkan masyarakat 

untuk saling mentransmisikan informasi dan bertransaksi dalam jaringan (daring), 
termasuk dalam peredaran obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badam POM) 
memberlakukan Peraturan No.8/2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang 
Diedarkan Secara Daring. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan 
mekanisme pengawasan oleh Badam POM terhadap peredaran obat secara daring? 
Penelitian ini bersifat normatif empiris yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk pengawasan oleh Badan POM terhadap 
peredaran obat secara daring adalah pengawasan preventif sebagai pencegahan atas 
beredarnya obat yang tidak aman, tidak memiliki khasiat/memiliki manfaat, dan tidak 
memiliki mutu kepada masyarakat. Bentuk pengawasan preventif diketahui dari Pasal 3 
sampai dengan Pasal 11 Peraturan Badan POM No.8/2020. Mekanisme pengawasan oleh 
BPOM terhadap peredaran obat secara daring yang dilakukan secara pre-market 
sebagai mekanisme pengawasan yang dilaksanakan sebelum berbagai obat diedarkan 
kepada masyarakat, yaitu melalui registrasi oleh Badan POM. Pengawasan post-market 
dilakukan setelah obat-obatan diedarkan serta untuk memastikan obat-obatan tersebut 
aman, memiliki khasiat dan memiliki mutu serta informasi produk sesuai dengan yang 
disetujui.  Saran dalam penelitian ini adalah Badan POM agar mengoptimalkan 
pengawasan terhadap beredarnya obat secara daring dengan menggunakan media 
internet. BPOM dan aparat terkait disarankan untuk meningkatkan razia terhadap 
pihak-pihak yang diduga kuat memproduksi atau mengedarkan obat ilegal kepada 
masyarakat. 
Kata Kunci: Implementasi Pengawasan, Badan POM, Peredaran Obat Secara Daring. 
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I. PENDAHULUAN  
Kehidupan masyarakat saat ini semakin mengalami kemajuan dengan 

berkembangnya teknologi informasi sehingga memberikan kemudahan kepada manusia 
untuk saling bertukar atau mentransmisikan informasi melalui media internet, demikian 
pula dalam transaksi obat yang dilakukan di dalam jaringan (daring), di mana pihak 
penyedia obat menggunakan media komunikasi dan informasi dalam bertransaksi secara 
elektronik kepada masyarakat. 

Peredaran obat yang dilaksanakan dalam jaringan yaitu semua kegiatan yang 
terkait upaya menyalurkan atau penyerahan obat-obatan dengan memanfaatkan media 
elektronik guna perdagangan. obat-obatan yang diedarkan wajib mempunyai izin untuk 
diedarkan serta mematuhi syarat cara proses produksi dan pendistribusian obat-obatan 
yang baik sesuai peraturan perundang-undangan. 

Perdagangan memiliki definisi sebagai suatu pengalihan segala hak atas barang/ 
jasa tersebut dan disertai dengan konsekuensi sebagai imbalannya. Pihak pembeli dalam 
hal ini tak hanya dapat mengkonsumsi atau memanfaatkan barang yang telah dibelinya 
secara langsung, namun dapat memanfaatkan dengan cara lain seperti menyewakan 
atau menggadaikan barang tersebut dalam rangka mendapatkan keuntungan secara 
materi atau finansial.59 

Sehubungan dengan hal tersebut maka hal yang patut mendapatkan perhatian 
secara serius yaitu upaya melindungai semua lapisan masyarakat secara penuh, dari 
berbagai risiko ketidakamanan obat-obatan yang diedarkan secara daring, maupun dari 
kemungkinan bahwa obat tersebut tidak mempunyai khasiat/mempunyai manfaat. 
Dengan demikian maka diperlukan mekanisma pengawasan terhadap Peredaran obat 
yang dilaksanakan dalam jaringan. Oleh karena itu Pemerintah melalui Badan BPOM 
telah memberlakukan Peraturan BPOM No.8/2020 tentang Pengawasan Obat dan 
Makanan yang Diedarkan Secara Daring.  

Pelaksanaan atau implementasi pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh seseorang atau Lembaga melalui berbagai tahapan kegiatan secara 
berkesinambungan dan konsisten dalam mencapai sasasan yang dicanangkan 
sebelumnya. Setiap implementasi kegiatan memerlukan acuan dan standar tertentu agar 
dapat mencapai hasil secara maksimal sesuai dengan harapan atau target yang telah 
ditetapkan. 60 

Peredaran obat yang dilaksanakan dalam jaringan (khususnya obat-obatan yang 
diedarkan atas resep dokter) terkait erat dengan apoteker. Dalam hal ini apoteker 
merupakan tenaga medis professional yang memiliki keahlian khusus dan tersertifikasi 
dalam pengelolaan dan obat yang akan diedarkan kepada masyarakat. Peredaran obat 
yang dilaksanakan dalam jaringan dalam konteks praktik kefarmasian disertai dengan 
tanggung jawab secara hukum, khususnya dalam hal terjadinya hal-hal yang dapat 
merugikan pasien, misalnya terjadi kesalahan dalam membaca informasi resep dari 
dokter, sehingga berdampak pada kesalahan dalam pemberian obat-obatan atau dosis 
obat-obatan yang sepatutnya. Tanggung jawab secara hukum tersebut sesuai ketentuan 

                                                           
59 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 32. 
60 A. Diana dan C. Tjipto. Pengantar Kebijakan Negara, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hlm. 19. 
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peraturan perundang-undangan sehingga obat yang diedarkan benar-benar memenuhi 
aspek keselamatan pagi pasien atau masyarakat pada umumnya. 

Pentingnya kajian tentang pengawasan terhadap obat-obatan yang diedarkan 
atau didistribusikan secara daring didasarkan pada adanya fenomena Peredaran obat 
ilegal di Indonesia yang apabila dibiarkan maka akan membahayakan keselamatan 
masyarakat secara umum.61 Kegiatan dalam hal ini sangat diperlukan agar pelaksaan 
kebijakan atau program tidak keluar dari koridor atau target yang telah digariskan atau 
ditentukan oleh seseorang atau Lembaga yang bersangkutan62 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan: Bagaimana bentuk dan mekanisme 
oleh Badan POM terhadap peredaran obat yang dilaksanakan dalam jaringan. Penelitian 
ini bersifat normatif-empiris, tipe deskriptif serta pendekatan yuridis-normatif sehingga 
dapat diperoleh simpulan penelitian dan direkomendasikan saran kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan. 
 
II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemberlakuan Peraturan BPOM No.8/2020 mengandung asas kepastian hukum, 
maknanya dalah peraturan tersebut menjadi dasar hukum dalam kegiatan peredaran 
obat yang dilaksanakan dalam jaringan. Seluruh tindakan yang memiliki kepastian 
hukum akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga kegiatan tersebut 
tidak boleh menyalahi target atau aturan yang telah ditetapkan sebelumnya.63 

Peredaran obat yang dilaksanakan dalam jaringan dalam konteks praktik 
kefarmasian disertai dengan tanggung jawab secara hukum, khususnya dalam hal 
terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pasien, misalnya terjadi kesalahan dalam 
membaca informasi resep dari dokter, sehingga berdampak pada kesalahan dalam 
pemberian obat-obatan atau dosis obat-obatan yang sepatutnya. Tanggung jawab 
secara hukum dalam hal ini merupakan responsibility yaitu adanya kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan segala perbuatan di depan hukum atau di depan pengadilan 
hukum positif yang berlaku. 

Pertanggungjawaban secara hukum dalam hal ini merupakan asas yang utama 
dalam pelaksanakan suatu kegiatan atau tindakan hukum, dengan demikian maka pihak-
pihak yang melakukan kesalahan atau ketidak sesuai dengan aturan hukum harus 
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut baik secara personal maupun secara 
kelembagaan, serta harus bersedia menghadapi segala resiko atau sanksi yang mungkin 
dapat dijatuhkan dalam hal terjadi pelanggaran atau perbuatan yang merugikan pihak 
lain64 Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus bertanggung jawab di 
depan aturan hukum yang berlaku dan apabila perbuatannya tersebut terbukti sebagai 

                                                           
61 Siti Qona’ah dan Heri Afianto. Strategi BPOM Dalam Upaya Mengatasi Pemberantasan dan Penyalahgunaan obat Ilegal Melalui 
Gerakan “Waspada Obat Ilegal” Journal Komunikasi, Vol 11 No.1 Maret 2020 P-ISSN 2086-6178 E-ISSN 2579-3292 
https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/ index.php/jkom/index 43.  
62 Moh. Nuruddin. 2020. Sistem Pengawasan Perdagangan Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Harga di Kabupaten Ponorogo. Jurnal 
Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. http://etheses.iainponorogo.ac.id/10529/1/ TESIS_ NURUDIN_ 
Full%20w% 20 watermark.pdf. 
63 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme 
Hukum. Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido.. 
64 Suryati. 2015. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan Konsumen. Jurnal Tesis Program Magister Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. https://dspace.uii.ac.id/ 
bitstream/handle/123456789/8951/ Suryati% 20Komplit.pdf? sequence=1&isAllowed=y 
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64 Suryati. 2015. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan Konsumen. Jurnal Tesis Program Magister Ilmu 
Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. https://dspace.uii.ac.id/ 
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suatu kejahatan atau tindak pidana maka harus meneriman sanksi pidana atau hukuman 
sesuai aturan yang baku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dibentuk dan diciptakan 
dalam rangka menjaga dan melindungi manusia agar tidak menjadi korban kejahatan 
yang dilakukan oleh pihak lain dalam kehidupan sehari-hari, guna mencapai ketertiban 
dan kepastian hukum.65 Aturan hukum mempunyai peran penting dan signifikan guna 
mengatur perilaku manusia guna menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat 
sehingga akan tercipta ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat tanpa 
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Badan POM dalam melaksanakan pengawasan peredaran obat yang dilaksanakan 
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pengesahan (sertifikasi) terrhadap produk obat-obatan yang akan didistribusikan 
kepada masyarakat72 Badan POM memiliki fungsi penting  yaitu menjamin bahwa obat-

                                                           
1. 65 Dwi Hananta. Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana. 

http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/185 
66Muhammad Mustofa. Menghukum Tanpa Memenjarakan: Mengaktualisasi Gagasan "Restorative Justice" di Indonesia, Jurnal Penelitian. 

Universitas Indonesia. 2014.hlm.4 
67 Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, 

Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Jurnal Penelitian. Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3. 
68 Deky Pariadi. 2018. Pengawasan E Commerce dalam Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 

Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 3: 651-669 ISSN: 0125-9687.http://jhp.ui.ac.id DOI: http://dx.doi.org/ 
10.21143/jhp.vol48.no3.1750 

69 Didi Achjari. Potensi Manfaat dan Problem di E-Commerce Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 2000, Vol. 15, No. 3. 
https://journal.ugm.ac.id/jieb/article/download/ 39173/22214 

70 Yurindra. Transisi dan Siklus Pengembangan E -Commerce di Perusahaan. http://yurindra. wordpress.com/ e - commerce/transisi -dan - 
sikluspengembangan - e -commerce -di - perusahaan 

71 Riki R. Siregar Strategi Meningkatkan Persaingan Bisnis Perusahaan dengan Penerapan E -
Commerce.http://blog.trisakti.ac.id/riki/2010/03/12/strategi-meningkatkan-persainganbisnis -perusahaan- dengan-penerapan-e-
commerce/ 

72 Dedi Fardiaz, Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan, Cetakan Pertama, Badan Pengawas Obat dan Makanan, 
Jakarta, 2004, hlm.12. 
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obatan atau makanan yang diedarkan oleh perusahaan atau pelaku usaha benar-benar 
telah terstandarisasi, sehingga kualitas produknya benar-benar terjaga dan mampu 
memberikan perlindungan yang komprehensif, kenyamanan dan keselamatan bagi 
masyarakat luas yang akan mengkonsumsi atau menggunakan produk yang diedarkan 
tersebut.73 

Pengawasan yang dilakukan Badan POM terhadap peredaran obat yang 
dilaksanakan dalam jaringan merupakan pengawasan yang bersifat preventif, yaitu 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya ketidak sesuaian prodik dengan standard yang 
telah ditetapkan sehingga berpotensi membahayakan masyarakat yang akan 
mengkonsumsinya. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Badan POM terhadap 
Peredaran obat yang dilaksanakan dalam jaringan dapat didentifikasi dari pasal-pasal 
dalam Peraturan BPOM No.8/2020 khususnya dari Pasal 3 sampai dengan Pasal 11. 
Pengaturan ini merupakan aspek penting yang harus dipatuhi oleh pihak penyedia atau 
penyalur obat agar obat yang diedarkan kepada masyarakat tidak membahayakan atau 
merugikan masyarakat luas. 

Agus Fathurrochman74 menyatakan peredaran obat secara daring dalam hal ini 
harus mematuhi Peraturan BPOM No.8/2020 baik dalam hal promosi atau 
pengiklanannya di media, pengemasan, pengiriman maupun penerimaannya kepada 
masyarakat. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka terhadap 
penyedia atau distributor obat-obatan tersebut dapat dikenakan sanksi baik beruppa 
sanksi yang bersifat administratif maupun sanksi yang bersifat pidana, sesuai dengan 
jenis kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. 

Sehubungan dengan pemberlakukan Peraturan BPOM No.8/2020 maka setiap 
perusahaan farmasi harus menerapkan tata pengelolaan korporasi yang baik (Good 
corporate governance) yaitu  standar etis yang harus dilaksanakan perusahaan agar 
kegiatannya tidak hanya semata-mata mencari keuntungan secara materi tetapi tetap 
memperhatikan keselamaatan atau kepentingan konsumen secara umum. 75 Tata 
pengelolaan korporasi yang baik dalam perspektif internal adalah mengelola perusahaan 
secara baik dan professional berdasarkan aturan hukum dan peraturan perusahaan yang 
telah ditetapkan, sedangkan secara eksternal adalah memperhatikan kepentingan 
konsumen secara proposional. Konsep tata pengelolaan korporasi yang baik dalam 
hubungannya dengan perekonomian akan menempatkan perusahaan bukan hanya 
sebagai lembaga ekonomi tetapi juga sebagai institusi yang mempertimbangkan 
keberdaaan masyarakat sebagai stakeholder di luar perusahaan yang eksistensinya 
harus dijaga dan diperhatikan. 76 

Perusahaan distributor sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk menyajikan 
muatan atau materi   mengenai produk yang didistribusikan secara baik dan benar77 Hal 

                                                           
73 Sampurno, Profile Badan POM tentang Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta, 
2003, hlm.5. 
74 Hasil wawancara kepada Agus Fathurrochman selaku Kepala Kantor Millenium Pharmacon International Kota Bandar Lampung. Rabu, 
17 Maret 2021. 
75Effendi, M. Arief. The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi. Salemba Empat, Jakarta. 2008. hlm. 72. 
 76Thomas S. Kaihatu. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 
2006 hlm. 25 
77 Putu Dina Marta Ratna Sari. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatum Pada Toko 
Online. Jurnal Penelitian Universitas Udayana. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ kerthasemaya/ article/download/45887/27796.. 
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73 Sampurno, Profile Badan POM tentang Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta, 
2003, hlm.5. 
74 Hasil wawancara kepada Agus Fathurrochman selaku Kepala Kantor Millenium Pharmacon International Kota Bandar Lampung. Rabu, 
17 Maret 2021. 
75Effendi, M. Arief. The Power of Good Corporate Governance : Teori dan Implementasi. Salemba Empat, Jakarta. 2008. hlm. 72. 
 76Thomas S. Kaihatu. Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 
2006 hlm. 25 
77 Putu Dina Marta Ratna Sari. Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatum Pada Toko 
Online. Jurnal Penelitian Universitas Udayana. https://ojs.unud.ac.id/index.php/ kerthasemaya/ article/download/45887/27796.. 

ini mengingat informasi yang benar merupakan hak konsumen dan tanpa informasi 
benar maka akan terjadi kecacatan informasi yang merugikan konsumen.78 Perlindungan 
terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen konsumen dalam praktik jual beli sangat 
diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran. 79 

Peraturan BPOM No.8/2020 dalam hal ini menjadi substansi hukum dalam 
pelaksanaan pengawasan. Pentingnya substansi hukum dalam hal ini menjadi acuan bagi 
para pelaksana penegakan hukum untuk melakukan berbagai tindakan atau kebijakan 
hukum. Oleh karena itu diperlukan suatu pranata hukum yang benar-benar sesuai atau 
relevan dengan norma atau nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hal ini 
menjadi aspek yang penting mengingat pemberlakukan hukum ditujukan kepada 
masyarakat, sehingga patut ada kesesuaian antara pranata hukum dengan perangkat 
norma yang ada. Peraturan diberlakukan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan 
masyarakat. Hukum dapat melaksanakan perannya sebagai insrtumen yang memberikan 
kepastian hukum dan keadilan.80 

Aturan hukum idealnya selaras dengan berbagai nilai dan norma yang dianut, 
hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi dishamonisasi antara 
hukum dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada. 81 Pada dasarnya manusia dalam 
kehidupan sosial merupakan makhluk individu sekaligus sosial, sehingga seorang pun 
yang mampu memisahkan atau melepaskan kehidupannya dari masyarakat. Dinamika 
kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban dan keteraturan memerlukan norma dan 
pranata hukum yang mengatur mereka agar tidak melakukan pelanggaran peraturan 
diberlakukan guna menjawab tuntutan terhadap hukum yang benar-benar memberikan 
perlindungan kepada masyarakat.  

Mekanisme pengawasan oleh Badan POM terhadap peredaran obat yang 
dilaksanakan dalam jaringan dilaksanakan melalui pengawasan secara pre-market, 
merupakan mekanisme pengawasan yang dilaksanakan sebelum berbagai obat 
diproduksi atau diimpor dan diedarkan kepada masyarakat, mencakup aspek 
keamanannya, khasiatnya dan mutunya serta informasi yang tertera dalam label. 
Sementara itu pengawasan secara post-market, merupakan mekanisme pengawasan 
yang dilaksanakan setelah obat-obatan di edarkan kepada masyarakat, mencakup 
inspeksi dan pengambilan sampel obat-obatan yang dicurigai mengandung bahaya 
untuk selanjutnya diuji di laboratorium.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
78 Agustin Nurindah Permatasari. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Produk Tas Obral Online. Jurnal 

Penelitian Universitas Negeri Semarang. https://lib.unnes.ac.id/3 8352/1/8111414127.pdf.  
79  Suryati. 2015. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Atas Iklan Yang Menyesatkan Konsumen. Jurnal Tesis Program Magister 

Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ 
123456789/ 8951/ Suryati% 20Komplit.pdf? sequence=1&isAllowed=y.  

80 Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Center, 2002, hlm. 34. 
81 Erna Dewi. Hukum Penitensier dalam Perspektif, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013. 
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III. PENUTUP 
Simpulan dalam penelitian ini adalah bentuk pengawasan oleh Badan POM 

terhadap peredaran obat yang dilaksanakan dalam jaringan yaitu pengawasan preventif 
sebagai pencegahan atas beredarnya obat-obatan yang tidak aman, tidak mempunyai 
khasiat/mempunyai manfaat, dan tidak mempunyai mutu kepada masyarakat. 
Mekanisme pengawasan oleh Badan POM secara pre-market merupakan pengawasan 
yang dilaksanakan sebelum obat-obatan diedarkan kepada masyarakat, yaitu melalui 
proses registrasi oleh pihak Badan POM dengan maksud evaluasi terkait aspek berupa 
keamanan, aspek khasiat/mutu serta label. Pengawasan post-market dilaksanakan 
setelah obat beredar guna memastikan keamanannya, khasiatnya atau  mutunya serta 
berbagai informasi produk tersebut.  

Saran dalam penelitian ini yaitu adalah Badan POM agar mengoptimalkan 
mekanisme pengawasan dengan cara melaksanakan pemantauan terhadap peredaran 
obat yang dilaksanakan dalam jaringan internet. Selain itu meningkatkan razia atau 
inspeksi mendadak terhadap pihak-pihak yang diduga kuat memproduksi atau 
mengedarkan obat-obatan ilegal kepada masyarakat, serta merekomendasikan kepada 
pihak terkait agar menjatuhkan sanksi administrasi atau sanksi lainnya terhadap pelaku 
gunamemberikan perlindungan kepada masyarakat. 
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Abstrak 

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah kampung dan 
perusahaan tapioka terhadap penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan hasil pengelolaan limbah singkong. Masalah difokuskan  pada  kolaborasi  
pemerintah  daerah  dan  perusahaan  tapioka  dalam  menyelesaikan  permasalahan 
lingkungan yang diakibatkan dari adanya penjemuran hasil pengelolaan singkong yang 
dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kampung Sangga Buana Kabupaten Lampung 
Tengah. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Ansel dan Gash 
(2007) tentang collaborative governance. Data-data dikumpulkan melalui wawancara 
dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu penjemuran sisa limbah 
singkong melewati batas batu mutu lingkungan. Unsur pencemar di lingkungan 
melewati baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga lingkungan mengalami 
pencemaran. Terdapat dua jenis batu mutu lingkungan yang terkena pencemaran yaitu 
baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan 
Perusahaan Tapioka sudah berjalan baik dibuktikan dari beberapa indikator yaitu dialog 
tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan share 
understanding sudah dilakukan. Kajian ini menyimpulkan bahwa proses kolaborasi 
antara pihak pemerintah kampung dan pihak perusahaan dijalankan cukup baik sesuai 
dengan pemahaman bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak sehingga 
perusahaan tapioka berkomitmen terhadap perjanjian yang dibuat. 
Kata kunci: Singkong; Pencemaran Lingkungan; Kolaborasi. 

 
Abstract 

This article aims to find out the collaboration between the village government and tapioca 
companies in solving environmental pollution problems caused by cassava waste 
management. The problem is focused on the collaboration of the local government and 
tapioca companies in solving environmental problems resulting from drying the results of 
cassava management carried out by some people in Sangga Buana Village, Central 
Lampung Regency. In order to approach this problem, Ansel and Gash (2007) reference the 
theory of collaborative governance. The data were collected through interviews and 
analyzed qualitatively. The results in this study are drying the remaining cassava waste 
past the environmental quality stone limit. Pollutant elements in the environment pass the 
established environmental quality standards, so that the environment is polluted. There 
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Abstrak 

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kolaborasi pemerintah kampung dan 
perusahaan tapioka terhadap penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang 
diakibatkan hasil pengelolaan limbah singkong. Masalah difokuskan  pada  kolaborasi  
pemerintah  daerah  dan  perusahaan  tapioka  dalam  menyelesaikan  permasalahan 
lingkungan yang diakibatkan dari adanya penjemuran hasil pengelolaan singkong yang 
dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kampung Sangga Buana Kabupaten Lampung 
Tengah. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori dari Ansel dan Gash 
(2007) tentang collaborative governance. Data-data dikumpulkan melalui wawancara 
dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dalam penelitian ini yaitu penjemuran sisa limbah 
singkong melewati batas batu mutu lingkungan. Unsur pencemar di lingkungan 
melewati baku mutu lingkungan yang ditetapkan, sehingga lingkungan mengalami 
pencemaran. Terdapat dua jenis batu mutu lingkungan yang terkena pencemaran yaitu 
baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan 
Perusahaan Tapioka sudah berjalan baik dibuktikan dari beberapa indikator yaitu dialog 
tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, dan share 
understanding sudah dilakukan. Kajian ini menyimpulkan bahwa proses kolaborasi 
antara pihak pemerintah kampung dan pihak perusahaan dijalankan cukup baik sesuai 
dengan pemahaman bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak sehingga 
perusahaan tapioka berkomitmen terhadap perjanjian yang dibuat. 
Kata kunci: Singkong; Pencemaran Lingkungan; Kolaborasi. 

 
Abstract 

This article aims to find out the collaboration between the village government and tapioca 
companies in solving environmental pollution problems caused by cassava waste 
management. The problem is focused on the collaboration of the local government and 
tapioca companies in solving environmental problems resulting from drying the results of 
cassava management carried out by some people in Sangga Buana Village, Central 
Lampung Regency. In order to approach this problem, Ansel and Gash (2007) reference the 
theory of collaborative governance. The data were collected through interviews and 
analyzed qualitatively. The results in this study are drying the remaining cassava waste 
past the environmental quality stone limit. Pollutant elements in the environment pass the 
established environmental quality standards, so that the environment is polluted. There 

are two types of environmental quality stones that are affected by pollution, namely water 
quality standards and ambient air quality standards. The collaboration between the Village 
Government and the Tapioca Company has been going well, as evidenced by several 
indicators, namely face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, and 
sharing understanding. This study concludes that the collaboration process between the 
village government and the company is carried out quite well in accordance with the 
mutual understanding developed by both parties so that the tapioca company is committed 
to the agreement made. 
Keywords: Cassava; Environmental Pollution; Collaboration. 
 
How to Cite: Novriansyah, M.F., Mukhlis, M., Budiono, P., & Poniasih, N.K. (2021). 
Kolaborasi Pemerintah Kampung Dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah 
Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 
Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 3(2) 2021: 81-91, 
 
1. PENDAHULUAN 
Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang 
mata pencaharian masyarakatnya dari pertanian. Adapun detail produksi pertanian yang 
dilakukan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut : 
 
Tabel 1. Produksi Pertanian Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2020 *dalam ton 

   No  Produksi Pertanian  Jumlah  
1 Padi 768.147 
2 Ubi Jalar 3.987 
3 Kacang Tanah 498 
4 Ubi Kayu 2.203.462 
5 Jagung 385.424 

Sumber : Diolah Peneliti dari BPS (2021) 
 

Bedasarkan tabel 1, ubi kayu merupakan produksi pertanian terbesar di 
Kabupaten Lampung Tengah atau dalam kata lain rata-rata masyarakat bercocok tanam 
ubi kayu. Ubi kayu atau yang lebih dikenal dengan singkong merupakan tanaman yang 
mudah dalam perawatannya dan murah dalam ongkos penanamannya, sehingga efisien 
antara pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat. Maka dari itu 
masyarakat lebih cenderung memproduksi singkong. 

Singkong merupakan bahan baku berbagai produk industri seperti industri 
makanan, farmasi, tekstil dan lain-lain. Industri makanan dari singkong cukup beragam 
mulai dari makanan tradisional seperti getuk, timus, keripik, gemblong, dan berbagai jenis 
makanan lain yang memerlukan proses lebih lanjut didalam singkong terdapa hidrogen 
sianida (HCN). HCN ini dapat menimbulkan gangguan kesehatan, seperti penyempitan 
saluran napas, mual, muntah, sakit kepala, bahkan bisa menimbulkan kematian. Namun 
dalam jumlah kecil sianida masih dapat ditolerir tubuh yaitu 1mg per kilogram berat. 
(Higa dalam Hariyanto, 2016). 
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Industri di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun semakin berperan penting 
dalam pembangunan industri nasional, sekaligus dalam perekonomian keseluruhan. 
Salah satu sektor utama Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat adalah industri tepung tapioka, yang tercatat terdapat 
sebanyak 25 industri. Tapioka adalah salah satu jenis tepung berbahan baku singkong 
yang banyak dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga atau industri untuk aneka olahan 
makanan, pembuatan glukosa, dekstrin, dan lain-lain. Singkong merupakan jenis umbi 
atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan 
panjang 50-80 cm, daging umbinya putih atau berwarna kekuning-kuningan (Zaroh dkk, 
2019). Singkong sangat melimpah di Kabupaten Lampung Tengah, karena didukung 
wilayah peladangan yang luas serta tanahnya yang subur seperti penjelasan pada tabel 1 
mengenai hasil produksi pertanian di Lampung Tengah. 

Industri tepung tapioka di Kabupaten Lampung Tengah salah satunya terletak di 
Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih, yang merupakan industri pengolahan 
tepung tapioka yang berskala menengah (pabrikan). Perkembangannya memang cukup 
pesat berawal dari tahun 1990 yang skala produksinya masih home industry berkisar 5- 
10 ton/hari, sampai sekarang tahun 2021 sudah membesar, yang skala produksinya 
mencapai 200-250 ton/hari. 

Kampung Sangga Buana terdiri dari 6 Dusun, Jumlah kepala keluarga 621 KK. 
Masyarakat di Kampung Sangga Buana pada umumnya setiap hari berkecimpung di 
industri tepung tapioka. Letak industri tepung tapioka berada di pingir Kampung tetapi 
akses memasuki pabrik berada di tengah pemukiman masyarakat, di wilayah dusun 1 dan 
dusun. Aktivitas industri tepung tapioka berkaitan erat dengan masyarakat Kampung 
Sangga Buana, karena dalam kegiatan produksinya keterlibatan masyarakat Kampung 
Sangga Buana sangat berperan didalammya, baik sebagai karyawan maupun buruh yang 
bekerja di pabrik. Hal ini tentu berpengaruh terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat 
setempat. 

Limbah cair dari pabrik membawa sejumlah dan partikel baik yang larut maupun 
mengendap. Air limbah yang telah tercemar memberikan ciri yang dapat padatan 
diidentifikasi secara visual dapat diketahui dari kekeruhan, warna air, rasa, bau yang 

ditimbulkan dan indikasi lainnya.1 Proses produksi pembuatan tepung tapioka 
membutuhkan air yang sangat banyak untuk memisahkan pati dari serat, sehingga 
buangan (limbah cair) yangdihasilkan oleh pabrik tapioka cukup besar yaitu 40-60 m3 per 
ton tapioca yang diproduksi. Kualitas limbah cair tapioka adalah sebagai berikut: BOD 
(Biological Oxygen Demand): 3000 - 7500 mg/L, COD (Chemical Oxygen Demand) : 
7000 - 30000 mg/L. Pada singkong mentah/pahit kadar hydrogen sianida lebih besar 
dari 50 mg per kilogram sedangkan untuk yang sudah matang/ manis kadarnya lebih 

kecil dari 50mg per kilogram.2 

Limbah tapioka baik limbah padat maupun limbah cair dapat berdampak buruk. 
Limbah padat dari pembuatan tapioka mengandung sianida yang dapat mengakibatkan 
keracunan seperti sakit kepala, sesak nafas, tubuh lemah dan buang air kecil tidak 
lancar. Penderitanya menyangka kena sakit biasa. Mereka tidak menyadari telah 
teracuni bahan kimia berbahaya dari sianida yang terkandung didalam singkong. 



65PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

Industri di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun semakin berperan penting 
dalam pembangunan industri nasional, sekaligus dalam perekonomian keseluruhan. 
Salah satu sektor utama Kabupaten Lampung Tengah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat adalah industri tepung tapioka, yang tercatat terdapat 
sebanyak 25 industri. Tapioka adalah salah satu jenis tepung berbahan baku singkong 
yang banyak dibutuhkan oleh konsumen rumah tangga atau industri untuk aneka olahan 
makanan, pembuatan glukosa, dekstrin, dan lain-lain. Singkong merupakan jenis umbi 
atau akar pohon yang panjang dengan fisik rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan 
panjang 50-80 cm, daging umbinya putih atau berwarna kekuning-kuningan (Zaroh dkk, 
2019). Singkong sangat melimpah di Kabupaten Lampung Tengah, karena didukung 
wilayah peladangan yang luas serta tanahnya yang subur seperti penjelasan pada tabel 1 
mengenai hasil produksi pertanian di Lampung Tengah. 

Industri tepung tapioka di Kabupaten Lampung Tengah salah satunya terletak di 
Kampung Sangga Buana Kecamatan Way Seputih, yang merupakan industri pengolahan 
tepung tapioka yang berskala menengah (pabrikan). Perkembangannya memang cukup 
pesat berawal dari tahun 1990 yang skala produksinya masih home industry berkisar 5- 
10 ton/hari, sampai sekarang tahun 2021 sudah membesar, yang skala produksinya 
mencapai 200-250 ton/hari. 

Kampung Sangga Buana terdiri dari 6 Dusun, Jumlah kepala keluarga 621 KK. 
Masyarakat di Kampung Sangga Buana pada umumnya setiap hari berkecimpung di 
industri tepung tapioka. Letak industri tepung tapioka berada di pingir Kampung tetapi 
akses memasuki pabrik berada di tengah pemukiman masyarakat, di wilayah dusun 1 dan 
dusun. Aktivitas industri tepung tapioka berkaitan erat dengan masyarakat Kampung 
Sangga Buana, karena dalam kegiatan produksinya keterlibatan masyarakat Kampung 
Sangga Buana sangat berperan didalammya, baik sebagai karyawan maupun buruh yang 
bekerja di pabrik. Hal ini tentu berpengaruh terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat 
setempat. 

Limbah cair dari pabrik membawa sejumlah dan partikel baik yang larut maupun 
mengendap. Air limbah yang telah tercemar memberikan ciri yang dapat padatan 
diidentifikasi secara visual dapat diketahui dari kekeruhan, warna air, rasa, bau yang 

ditimbulkan dan indikasi lainnya.1 Proses produksi pembuatan tepung tapioka 
membutuhkan air yang sangat banyak untuk memisahkan pati dari serat, sehingga 
buangan (limbah cair) yangdihasilkan oleh pabrik tapioka cukup besar yaitu 40-60 m3 per 
ton tapioca yang diproduksi. Kualitas limbah cair tapioka adalah sebagai berikut: BOD 
(Biological Oxygen Demand): 3000 - 7500 mg/L, COD (Chemical Oxygen Demand) : 
7000 - 30000 mg/L. Pada singkong mentah/pahit kadar hydrogen sianida lebih besar 
dari 50 mg per kilogram sedangkan untuk yang sudah matang/ manis kadarnya lebih 

kecil dari 50mg per kilogram.2 

Limbah tapioka baik limbah padat maupun limbah cair dapat berdampak buruk. 
Limbah padat dari pembuatan tapioka mengandung sianida yang dapat mengakibatkan 
keracunan seperti sakit kepala, sesak nafas, tubuh lemah dan buang air kecil tidak 
lancar. Penderitanya menyangka kena sakit biasa. Mereka tidak menyadari telah 
teracuni bahan kimia berbahaya dari sianida yang terkandung didalam singkong. 

Sedangkan limbah cairnya menyebabkan ribuan ikan mati mengambang di sungai 
gangga yang mengaliri desa sangga buana. Dampak kerusakan itu butuh waktu beberapa 
tahun sampai sebuah pabrik diketahui telah mencemari lingkungan. Akibatnya, banyak 
pihak tidak awas sejak awal. Reaksi baru bermunculan setelah dampak buruknya kasat 
mata (Hariyanto, 2016). 

Sebagai bahan referensi atas penelitian ini, maka penulis mencantumkan 
beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait kolaborasi pemerintah dengan 
perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Penelitian pertama oleh 
Denok Kurniasih dkk (2017) dengan judul Collaborative Governance Dalam Penguatan 
Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) Di Kabupaten 
Banyumas, hasil penelitian ini menghasilkan model bagi penguatan kelembagaan melalui 
pendekatan collaborative governance. Penelitian kedua oleh Denny Irawan (2017) dengan 
judul Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam 
Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya), hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa proses pemerintahan kolaboratif belum sepenuhnya berjalan secara efektif. 
Penelitian ketiga Bambang Hariyanto dan Dian Ayu Larasati (2016) dengan judul Dampak 

Pembuangan Limbah Tapioka Terhadap Kualitas Air Tambak Di Kecamatan 
Margoyoso Kabupaten Pati, tujuan dalam penelitian ini mengetahui sesungguhnya 
sebaran limbah tapioka perairan Sungai dan untuk mengetahui pola persebaran limbah. 
Berdasarkan referensi penelitian terdahulu yang peneliti gunakan pada penelitian ini, 
ada beberapa persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai collaborative 
governance dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Berbeda dengan referensi 
penelitian terdahulu, penelitian yang peneliti lakukan menjelaskan mengenai 
permasalahan lingkungan akibat adanya pengelolaan limbah singkong serta kolaborasi 
yang dilakukan pemerintah kampung dengan perusahaan dalam menyelesaikan 
permasalahan lingkungan. 

Keberadaan industri tepung Kampung Sangga Buana memiliki dampak fisik dan 
lingkungan yang di rasa memberikan kerugian bagi manusia, maupun lingkungan yaitu 
mengurangi kenyamanan masyarakat sekitar. Kondisi lain yang di alami masyarakat yang 
bertempat tinggal di sekitar industri yaitu, pencemaran udara, pencemaran air, suara 
bising mesin pada saat proses produksi, bau limbah yang tidak sedap, kendaraan pabrik 
yang merusak jalan. Sehingga dari beberapa permasalah tersebut keberadaan Industri 
kadang-kadang kurang dapat diterima masyarakat. Permasalahan pencemaran 
lingkungan inilah yang tidak disadari oleh masyarakat pada umumnya sehingga 
masyarakat hanya bersikap acuh terhadap pencemaran yang timbul dari adanya limbah 
hasil pengelolaan singkong atau yang lebih dikenal dengan nama onggok. Sehingga 
inilah yang menjadi alasan mendasar penelitian ini dilakukan untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat bahwa limbah hasil pengelolaan singkong menimbulkan 
pencemaran lingkungan. Kemudian mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah 
kampung dan perusahaan tapioka dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan yang 
timbul akibat adanya pengelolaan singkong. 
] 
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METODE PENELITIAN 
Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang 
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 
instrumen kunci. Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016) Argumen peneliti 
melakukan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yaitu karena 
pengkajian mengenai kolaborasi pemerintah kampung dan perusahaan tapioka dalam 
mencegah pencemaran lingkungan membutuhkan data yang sifatnya tidak statistik atau 
tidak diperhitungkan dalam sistem angka. Sedangkan metode deskriptif kualitatif 
dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini mempunyai masalah yang bersifat 
deskriptif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial 
yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. 
 
2. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan yaitu penjemuran sisa limbah singkong melewati batas batu mutu 
lingkungan. Unsur pencemar di lingkungan melewati baku mutu lingkungan yang 
ditetapkan, sehingga lingkungan mengalami pencemaran. Terdapat dua jenis batu mutu 
lingkungan yang terkena pencemaran yaitu baku mutu air dan baku mutu udara ambien. 
Dengan penjelasan sebagai berikut : 
 
1. Baku Mutu Udara Ambien 
Menurut PP No. 41 tahun 1999 tentang pencemaran udara, Udara ambien adalah udara 
bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi 
Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia makhluk 
hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran 
batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan 
atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Dari 
penjelasan tersebut hasil penjemuran hasil pengelolaan singkong atau tapioka 
mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan sangat menganggu saluran pernapasan, oleh 
sebab itu maka pencemaran lingkungan terkait baku mutu udara ambien terjadi pada 
Kampung Sangga Buana. 
 
2. Baku Mutu Air 
Baku mutu air adalah batas aman yang diperbolehkan atau kadar makhluk hidup, zat, 
energy atau komponen lain yang ada atau unsur pencemar yang masih ditoleransi 
keberadaannya pada air dan sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Dengan 
ditetapkannya baku mutu air untuk setiap peruntukannya dan dengan memperhatikan 
kondisi airnya, akan dapat dihitung secara teoritis beban pencemaran yang dapat 
ditoleransi keberadaannya oleh badan air penerima sehingga air tetap berfungsi sesuai 
dengan peruntukkannya (Ramadhan & Matondang, 2016). Beban pencemaran adalah 
banyaknya unsur pencemar yang terdapat didalam air atau air limbah. Proses penjemuran 
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METODE PENELITIAN 
Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang 
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 
instrumen kunci. Analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif 
lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2016) Argumen peneliti 
melakukan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif yaitu karena 
pengkajian mengenai kolaborasi pemerintah kampung dan perusahaan tapioka dalam 
mencegah pencemaran lingkungan membutuhkan data yang sifatnya tidak statistik atau 
tidak diperhitungkan dalam sistem angka. Sedangkan metode deskriptif kualitatif 
dengan pertimbangan bahwa dalam penelitian ini mempunyai masalah yang bersifat 
deskriptif yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial 
yang diteliti secara menyeluruh, luas, dan mendalam. 
 
2. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan yaitu penjemuran sisa limbah singkong melewati batas batu mutu 
lingkungan. Unsur pencemar di lingkungan melewati baku mutu lingkungan yang 
ditetapkan, sehingga lingkungan mengalami pencemaran. Terdapat dua jenis batu mutu 
lingkungan yang terkena pencemaran yaitu baku mutu air dan baku mutu udara ambien. 
Dengan penjelasan sebagai berikut : 
 
1. Baku Mutu Udara Ambien 
Menurut PP No. 41 tahun 1999 tentang pencemaran udara, Udara ambien adalah udara 
bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi 
Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia makhluk 
hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya. Baku mutu udara ambien adalah ukuran 
batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan 
atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Dari 
penjelasan tersebut hasil penjemuran hasil pengelolaan singkong atau tapioka 
mengeluarkan aroma yang tidak sedap dan sangat menganggu saluran pernapasan, oleh 
sebab itu maka pencemaran lingkungan terkait baku mutu udara ambien terjadi pada 
Kampung Sangga Buana. 
 
2. Baku Mutu Air 
Baku mutu air adalah batas aman yang diperbolehkan atau kadar makhluk hidup, zat, 
energy atau komponen lain yang ada atau unsur pencemar yang masih ditoleransi 
keberadaannya pada air dan sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Dengan 
ditetapkannya baku mutu air untuk setiap peruntukannya dan dengan memperhatikan 
kondisi airnya, akan dapat dihitung secara teoritis beban pencemaran yang dapat 
ditoleransi keberadaannya oleh badan air penerima sehingga air tetap berfungsi sesuai 
dengan peruntukkannya (Ramadhan & Matondang, 2016). Beban pencemaran adalah 
banyaknya unsur pencemar yang terdapat didalam air atau air limbah. Proses penjemuran 

hasil pengelolaan singkong yang dilakukan di perkarangan rumah membuat sisa air 
pengeringan masuk kedalam tanah, proses ini terjadi terus menerus dan menyebabkan 
sekarang terdapat sekelompok rumah yang harus membeli air bersih akibat air tanah 
mereka berbau tak sedap. Hal inilah salah satu contoh pencemaran lingkungan yang 
terjadi di Kampung Sangga Buana dan termasuk pencemaran air karena telah melewati 
baku mutu air yang berlaku di Indonesia sesuai PP No. 82 tahun 2001. 
Model proses kolaborasi menggambarkan kolaborasi sebagai perkembangan tahapan. 
Gray dalam Ansell dan Gash (2007) mendefinisikan tiga tahapan proses kolaborasi antara 
lain problem setting (penentuan permasalahan), Direction Setting (penentuan tujuan), 
dan implementasi. Terkait dengan pelaksanaan kolaborasi Pemerintah Kampung Sangga 
Buana dengan Perusahaan Tapioka dianalisis menggunakan collaborative governance oleh 
Ansel dan Gash (2007) dengan tahapan membentuk kolaboratif sebagai berikut : 
 
A. Dialog Tatap Muka (Face to face) 
Semua bentuk collaborative governance dibangun dari dialog tatap muka secara 
langsung dari tiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana collaborative governance yang 
berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka 
mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung 
bukanlah semata-mata merupakan negosiasi yang ala kadarnya. Dialog secara langsung 
ini dapat meminimalisir antagonism dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. 
Sehingga, stakeholder dapat bekerja sama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatan 
bersama. 
Kolaborasi didasarkan pada dialog tatap muka antara pihak Perusahaan Tapioka Sangga 
Buana dan pihak Pemerintah Kampung Sangga Buana. Sebagai proses yang berorientasi 
secara langsung untuk mengidentifikasi peluang untuk kepentingan bersama. Dalam 
mewujudkan kerjasama, dialog tatap muka atau komunikasi dua arah (timbal balik) antar 
Pemerintah Kampung dengan perusahaan dalam konteks bertemu dan bermusyawarah 
untuk mencapai suatu titik terang yang disepakati bersama dan mejadi tanggung jawab 
bersama (Mashito, 2013). Kesepakatan bersama yang telah disepakati oleh pihak 
Pemerintah Kampung dan pihak perusahaan tapioka yaitu menyusun rencana jangka 
panjang sebagai berikut : 
1. Pihak perusahaan memberikan uang kas kepada Kampung 
2. Pihak perusahaan memberikan bantuan terhadap acara yang diadakan oleh 

Pemerintah Kampung 
3. Masyarakat diberikan lapangan pekerjaan di perusahaan 
4. Masyarakat Kampung diberikan tunjangan hari raya setiap tahunnya 
5. Bantuan perbaikan jalan terhadap jalan-jalan yang dilalui oleh angkutan yang 

berkaitan dengan perusahaan 
6. Limbah hasil pengelolaan singkong berupa onggok dan kulit singkong diberikan setiap 

minggu ke peternak sapi yang ada di Kampung. 
Sehingga pembentukan kolaborasi antara Pemerintah Kampung dan Perusahaan 
Tapioka dalam hal dialog face to face berjalan sangat baik karena dialog yang dicerminkan 
dari adanya musyawarah yang sering dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan 
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Perusahaan Tapioka dan juga hasil musyawarah yang ada telah mencerminkan baiknya 
proses yang terjadi dalam dialog tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 
wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut : 
“Musyawarah sering dilakukan biasanya setiap tahun selalu ada pembicaraan. Hal- hal 
yang sering dibicarakan yaitu biasanya terkait dengan keluhan masyarakat dan mencari 
jalan keluar untuk menyelesaikan keluhan. Musyawarah terakhir mendapatkan 
kesepakatan bahwa Perusahaan memberikan uang kas kepada Kampung, bantuan 
terhadap acara Kampung, lapangan pekerjaan untuk masyarakat, bantuan terhadap 
masyarakat, perbaikan jalan, dan bantuan pakan ternak.” 
 
B. Membangun Kepercayaan (Trust building) 

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di 
awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar 
stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun 
kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan 
sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar 
para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam 
membangunan kepercayaan ini diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan 
pentingnya kolaborasi. 

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun 
kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang atau 
tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus 
menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi saat ini dari munculnya 
permasalahan-permasalahan yang timbul yang tidak diakibatkan oleh kolaborasi antara 
Pemerintah dan perusahaan (Ngadimin, et.al, 2018). Membangun kepercayaan antara 
pihak perusahaan tapioka dan Pemerintah Kampung yang dicerminkan dari adanya 
kesepakatan telah berjalan dari tahun 2007 hingga sekarang. Dengan etika baik 
Perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan Pemerintah Kampung untuk menyelesaikan 
permasalahan yang timbul dari hasil pengelolaan singkong. Pemerintah Kampung dan 
perusahaan tapioka mempunyai tingkat kepercayaan yang sangat baik, karena 
kesepakatan bersama yang dihasilkan tidak dituliskan dalam surat perjanjian akan tetapi 
setiap kesepakatan telah dijalankan sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara baik 
walaupun terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul yang tidak diakibatkan dari 
proses kolaborasi kedua belah pihak. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 
dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut : 

“Hasil musyawarah yang ada tadi, tidak di buatkan surat perjanjian atau hitam 
diatas putih. Hal ini disebabkan kami percaya terhadap apa yang telah menjadi 
kesepakatan dan juga karena didasari dari etika baik Perusahaan yang ingin 
berkolaborasi dengan Pemerintah Kampung untuk menyelesaikan permasalahan 
lingkungan yang ada di Kampung.” 
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Perusahaan Tapioka dan juga hasil musyawarah yang ada telah mencerminkan baiknya 
proses yang terjadi dalam dialog tersebut. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 
wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut : 
“Musyawarah sering dilakukan biasanya setiap tahun selalu ada pembicaraan. Hal- hal 
yang sering dibicarakan yaitu biasanya terkait dengan keluhan masyarakat dan mencari 
jalan keluar untuk menyelesaikan keluhan. Musyawarah terakhir mendapatkan 
kesepakatan bahwa Perusahaan memberikan uang kas kepada Kampung, bantuan 
terhadap acara Kampung, lapangan pekerjaan untuk masyarakat, bantuan terhadap 
masyarakat, perbaikan jalan, dan bantuan pakan ternak.” 
 
B. Membangun Kepercayaan (Trust building) 

Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di 
awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negosiasi antar 
stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun 
kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan 
sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar 
para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam 
membangunan kepercayaan ini diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan 
pentingnya kolaborasi. 

Membangun kepercayaan merupakan syarat yang diperlukan untuk membangun 
kolaborasi yang solid. Membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang panjang atau 
tidak singkat, hal ini karena dalam kolaborasi diperlukan komunikasi yang intensif (terus 
menerus) dan penyesuaian terhadap kondisi yang terjadi saat ini dari munculnya 
permasalahan-permasalahan yang timbul yang tidak diakibatkan oleh kolaborasi antara 
Pemerintah dan perusahaan (Ngadimin, et.al, 2018). Membangun kepercayaan antara 
pihak perusahaan tapioka dan Pemerintah Kampung yang dicerminkan dari adanya 
kesepakatan telah berjalan dari tahun 2007 hingga sekarang. Dengan etika baik 
Perusahaan yang ingin berkolaborasi dengan Pemerintah Kampung untuk menyelesaikan 
permasalahan yang timbul dari hasil pengelolaan singkong. Pemerintah Kampung dan 
perusahaan tapioka mempunyai tingkat kepercayaan yang sangat baik, karena 
kesepakatan bersama yang dihasilkan tidak dituliskan dalam surat perjanjian akan tetapi 
setiap kesepakatan telah dijalankan sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara baik 
walaupun terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul yang tidak diakibatkan dari 
proses kolaborasi kedua belah pihak. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 
dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut : 

“Hasil musyawarah yang ada tadi, tidak di buatkan surat perjanjian atau hitam 
diatas putih. Hal ini disebabkan kami percaya terhadap apa yang telah menjadi 
kesepakatan dan juga karena didasari dari etika baik Perusahaan yang ingin 
berkolaborasi dengan Pemerintah Kampung untuk menyelesaikan permasalahan 
lingkungan yang ada di Kampung.” 

 
 
 

C. Komitmen Terhadap Proses (Commitment to process) 
Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. 

Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam collaborative 
governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah 
resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit 
dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya 
memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut 
perlu dikembangkan. 

Komitmen terhadap hasil musyawarah yang telah dilakukan dijalankan dengan 
baik, akan tetapi terdapat permasalahan yang timbul. Salah satu hal penyebab terjadinya 
permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan yaitu masalah limbah yang banyak 
merugikan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan komitmen terhadap 
proses kolaborasi dari Pemerintah desa dan pihak perusahaan. Kolaborasi menekankan 
pada penciptaan hubungan kerjasama yang didasari atas komitmen dalam pencapaian 
tujuan yang dapat menguntungkan pihak-pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Desa, 
Masyarakat dan Perusahaan Tapioka (Ngarsiningtyas & Sembiring, 2016). 

Bedasarkan wawancara yang telah dilakukan komitmen terhadap proses dilakukan 
oleh pihak Pemerintah Kampung dan pihak Perusahaan Tapioka. Namun konsistensi 
terhadap komitmen yang telah dibangun oleh kedua belah antara Pemerintah Kampung 
dan Perusahaan Tapioka telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, akan 
tetapi terdapat kelemahan dari kesepakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kampung 
dan Perusahaan Tapioka yaitu tidak adanya surat perjanjian yang mengikat. Permasalahan 
yang disebabkan oleh oknum masyarakat yang merugikan perusahaan. 

Kemudian terdapat juga masalah yang terjadi karena adanya oknum masyarakat 
yang bertindak curang dengan meminta hasil pengelolaan singkong dan di perjual 
belikan secara bebas (Dongoran, et.al, 2018; sari & ritonga, 2016; santifa, et.al, 2019). 
Dengan adanya hal tersebut menyebabkan komitmen terhadap proses kolaborasi yang 
dilakukan oleh perusahaan tapioka terkadang terlambat untuk dilaksanakan seperti 
pemberian onggok dan kulit singkong. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara 
dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai berikut : 

“Komitmen dijalankan sangat baik antara Perusahaan dan Pemerintah Kampung 
dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat pengelolaan lingkungan. 
Dibuktikan dengan tadi tidak ada catatan hitam diatas putih atau perjanjian terkait hasil 
musyawarah yang telah dilakukan. Sehingga komitmen benar-benar dijalankan, tetapi 
ada permasalahan yang timbul yang merusak komitmen seperti adanya oknum 
masyarakat yang bertindak curang dengan meminta hasil pengelolaan singkong dan di 
perjual belikan secara bebas.” 

 
D. Share Understanding 

Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus 
saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka (stakeholder) capai melalui 
kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai 
misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan 
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lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama 
untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. Indikator share understanding atau 
pemahaman bersama merupakan pemahaman bersama yang tidak hanya sebatas antara 
pemahaman antara Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka tetapi juga antara 
masyarakat, Pemerintah Kampung, dan Perusahaan Tapioka. 

Pemahaman terkait dengan menjaga wawasan lingkungan yang berkelanjutan 
inilah yang terus disosialisasikan oleh Pemerintah Kampung yang bekerja sama dengan 
perusahaan tapioka. Kolaborasi tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik 
dari setiap komponen kolaborasi termasuk masyarakat sebagai sasaran proses kolaborasi. 
Masyarakat kunci utama keberhasilan dalam proses kolaborasi, sehingga kerja sama yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan perusahaan tapioka selalu bertujuan dan 
memberikan pemahaman tentang wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pemahaman 
bersama terkait tujuan yang ingin dicapai dari adanya proses kolaborasi, sudah dipahami 
dengan baik oleh Pemerintah Kampung dan juga perusahaan tapioka. Hal tersebut 
diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai 
berikut : 
 Pemahaman terkait masalah lingkungan tidak hanya dipahami oleh Pemerintah 

Kampung dan juga Perusahaan, akan tetapi masyarakat ikut memahami terkait 
permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya hasil pengelolaan singkong 
dan juga hasil kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan 
Perusahaan Tapioka. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa mengenai 
pemahaman akan masalah lingkungan karena hasil pengelolaan singkong yang 
diketahui masyarakat, tidak semua golongan masyarakat mengetahui dan peduli 
terkait permasalahan lingkungan yang timbul sehingga masyarakat belum memahami 
sepenuhnya mengenai wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dicerminkan 
dari 

 adanya sekelompok masyarakat yang harus membeli air bersih akibat adanya 
pencemaran air yang ditimbulkan akibat penjemuran hasil pengelolaan singkong di 
pekarangan rumah. Seperti hasil wawancara terhadap Tokoh Pemuda Kampung 
Sangga Buana sebagai berikut : 

“Tidak semua lapisan golongan masyarakat memahami akibat yang terjadi dari 
penjemuran hasil pengelolaan singkong seperti pada sekelompok masyarakat yang harus 
membeli air bersih akibat tercemar nya air mereka. Yang memahami hal tersebut hanya 
golongan menengah atas dan golongan bawah tidak peduli akibat yang timbul karena 
faktor ekonomi” 
 
3. Dampak dari Kolaborasi antara Pihak Pemerintah Kampung dan Pihak Perusahaan 

yaitu untuk Mencegah Terjadinya Pencemaran Lingkungan 
Selain menghasilkan tepung tapioka, industri pengolahan tepung tapioka ini juga 

menghasilkan limbah, yaitu jenis cair, padat. Limbah yang dihasilkan sangat banyak, hasil 
produksi di pabrik ini dimanfaatkan kembali oleh pabrik ini. Karena limbah tepung 
tapioka sangat banyak, dan akan menimbulkan pencemaran, apabila limbah itu dibiarkan 
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lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama 
untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah. Indikator share understanding atau 
pemahaman bersama merupakan pemahaman bersama yang tidak hanya sebatas antara 
pemahaman antara Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka tetapi juga antara 
masyarakat, Pemerintah Kampung, dan Perusahaan Tapioka. 

Pemahaman terkait dengan menjaga wawasan lingkungan yang berkelanjutan 
inilah yang terus disosialisasikan oleh Pemerintah Kampung yang bekerja sama dengan 
perusahaan tapioka. Kolaborasi tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama yang baik 
dari setiap komponen kolaborasi termasuk masyarakat sebagai sasaran proses kolaborasi. 
Masyarakat kunci utama keberhasilan dalam proses kolaborasi, sehingga kerja sama yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan perusahaan tapioka selalu bertujuan dan 
memberikan pemahaman tentang wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Pemahaman 
bersama terkait tujuan yang ingin dicapai dari adanya proses kolaborasi, sudah dipahami 
dengan baik oleh Pemerintah Kampung dan juga perusahaan tapioka. Hal tersebut 
diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Sangga Buana sebagai 
berikut : 
 Pemahaman terkait masalah lingkungan tidak hanya dipahami oleh Pemerintah 

Kampung dan juga Perusahaan, akan tetapi masyarakat ikut memahami terkait 
permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya hasil pengelolaan singkong 
dan juga hasil kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan 
Perusahaan Tapioka. 

 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Sekretaris Desa mengenai 
pemahaman akan masalah lingkungan karena hasil pengelolaan singkong yang 
diketahui masyarakat, tidak semua golongan masyarakat mengetahui dan peduli 
terkait permasalahan lingkungan yang timbul sehingga masyarakat belum memahami 
sepenuhnya mengenai wawasan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dicerminkan 
dari 

 adanya sekelompok masyarakat yang harus membeli air bersih akibat adanya 
pencemaran air yang ditimbulkan akibat penjemuran hasil pengelolaan singkong di 
pekarangan rumah. Seperti hasil wawancara terhadap Tokoh Pemuda Kampung 
Sangga Buana sebagai berikut : 

“Tidak semua lapisan golongan masyarakat memahami akibat yang terjadi dari 
penjemuran hasil pengelolaan singkong seperti pada sekelompok masyarakat yang harus 
membeli air bersih akibat tercemar nya air mereka. Yang memahami hal tersebut hanya 
golongan menengah atas dan golongan bawah tidak peduli akibat yang timbul karena 
faktor ekonomi” 
 
3. Dampak dari Kolaborasi antara Pihak Pemerintah Kampung dan Pihak Perusahaan 

yaitu untuk Mencegah Terjadinya Pencemaran Lingkungan 
Selain menghasilkan tepung tapioka, industri pengolahan tepung tapioka ini juga 

menghasilkan limbah, yaitu jenis cair, padat. Limbah yang dihasilkan sangat banyak, hasil 
produksi di pabrik ini dimanfaatkan kembali oleh pabrik ini. Karena limbah tepung 
tapioka sangat banyak, dan akan menimbulkan pencemaran, apabila limbah itu dibiarkan 

begitu saja. Karena disetiap pabrik tepung tapioka pasti memiliki cara tersendiri dalam 
memanfaatkan limbah ini. Di pabrik industri tepung tapioka ini pemanfaatan dari limbah 
industri tepung tapioka biasanya dimanfaatkan sebagai berikut : 
1. Memanfaatkan kulit singkong untuk dijadikan sebagai pakan ternak. 
2. Untuk limbah cair yang ada di pabrik ini biasanya langsung dibuang ke sungai, dan 
apabila ada yang memerlukan untuk dijadikan sebagai pupuk, maka biasanya pabrik ini 
memberikan limbah cair secara cuma-cuma kepada yang orang yang memang 
membutuhkan limbah cair dari industri ini. 

Manfaat selanjutnya yaitu limbah-limbah dari pabrik ini mampu diolah dan 
mampu mengurangi pencemaran terhadap lingkungan sekitar, sehingga lingkungan 
sekitar tidak tercemar. Dengan adanya pemanfaatan limbah, pabrik ini mendapatkan 
keuntungan lain, karena limbah-limbahnya dapat dijual belikan kepada masyarakat luas 
dan anggapan masyarakat terhadap limbah tepung tapioka akan berubah. Manfaat yang 
lain yang didapat selanjutnya yaitu dapat memberikan masukan kepada masyarakat 
bahwa proses pengolahan yang dilakukan menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan 
serta mendapatkan lebih banyak nilai tambah dengan memanfaatkan hasil sampingnya. 

Pencegahan yang dilakukan dari adanya kolaborasi ini yaitu Perusahaan membuat 
tempat penampungan air limbah dan juga tempat pengeringan hasil pengelolaan 
singkong yang jauh dari pemukiman warga sekitar, akan tetapi jika warga merupakan 
buruh terkait proses proses pengeringan hasil pengelolaan singkong diperbolehkan 
dihalaman rumah dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Pihak Kampung (Hidayat & 
Nasution, 2013). Sehingga dampak yang terjadi akibat adanya proses kolaborasi 
Pemerintah Kampung dan Perusahaan Tapioka mempunyai dampak yang baik untuk 
mengurangi permasalahan lingkungan yang ditimbulkan dari adanya penjemuran hasil 
pengelolaan lingkungan (Suharyanto, et.al, 2019). Permasalahan lingkungan tidak dapat 
diselesaikan karena proses pengelolaan singkong masih terus berjalan sehingga hasil 
pengelolaan singkong masih terus akan berdampak terhadap permasalahan lingkungan, 
akan tetapi kolaborasi ini sangat membantu mengurangi keluhan masyarakat yang 
ditimbulkan terkait permasalahan lingkungan yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan 
hasil  wawancara dengan Sekretaris Kampung dan Tokoh Pemuda Kampung Sangga 
Buana sebagai berikut: “Permasalahan lingkungan tidak dapat dihentikan karena proses 
pengelolaan masih  akan  terus  berjalan.  Akan  tetapi  dampak  yang  ditimbulkan  akan 
selalu diminimalisir dengan kolaborasi yang dilakukan Pemerintah Kampung dan 
Perusahaan Tapioka berdasarkan keluhan yang ada dimasyarakat.” 
 
4. SIMPULAN 

Proses kolaborasi antara pihak pemerintah kampung dan pihak perusahaan 
cukup baik sesuai dengan pemahaman bersama yang dibangun oleh kedua belah pihak 
sehingga komitmen terhadap perjanjian yang dibuat. Potensi dan pemanfaatan limbah 
industri rumah tangga tepung tapioka memiliki banyak potensi dan manfaatkan yang 
positif dilingkungan dengan upaya menanggulangi pencemaran lingkungan sisa hasil 
dari industri rumah tangga tersebut. Hasil pengelolaan singkong akan selalu berdampak 
terhadap permasalahan lingkungan, akan tetapi kolaborasi Pemerintah Kampung dan 
Perusahaan Tapioka sangat membantu mengurangi keluhan masyarakat yang 
ditimbulkan terkait permasalahan lingkungan yang ada. 



72 VOLUME 1 NOMOR 2 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

5. DAFTAR PUSTAKA 
Agranoff, R and Michael, M. G. (2003). Collaborative Public Management. Washington 

D.C : Goergetown University Press. 
Ansel, C. & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal Of 

Public Administration Research And Theory, 18 (4): 543-571. 
Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan 
dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 76-87. 

Budiati, L. (2012), Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor : Ghalia 
Indonesia. Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U. (2018). Implementasi 
Peraturan Walikota Medan tentang Unit 

Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. Jurnal Administrasi Publik : 
Public Administration Journal : Public Admnistration Journal. 8 (1): 47-64. 

Hariyanto, B & Larasati, D. A. (2016). Dampak Pembuangan Limbah Tapioka Terhadap 
Kualitas Air Tambak Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Prosiding Seminar 
Nasional Geografi UMS 2016. 

Hidayat, S., & Nasution, I. (2013). Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran 
Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah Kebakaran, JPPUMA: 
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and 
Political UMA), 1 (2): 176-191. 

Innes, J. & Booher, D. (2003). Collaborative policy making: Governance through dialogue, 
in: M. Hajer (Ed.) Deliberative Policy analysis: Understanding Governance in the 
Network Society. Cambridge University Press. New York. 

Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan 
Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). 
Perpustakaan Universitas Airlangga 

Johansson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan- Erik Nylund, Reidar Persson, (2010). 
Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change, 
Voluntas, 21, pp.371-92. 

Kurniasih, D. Setyoko, P. I. & Imron, M. (2017). Collaborative Governance Dalam 
Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 
(SLBM) Di Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora, 19 (1): 1-7 

Mukhlis, M. (2021). Kepemerintahan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. 
Yogyakarta: Idea Press. 

Ngadimin. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. 
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of 
Governance and Political UMA), 6 (1): 25-37. 

Ngarsiningtyas, S.K., & Sembiring, W.M. (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa 
dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, JPPUMA: Jurnal Ilmu 
Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 
4 (2): 159-172. 

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara 



73PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

5. DAFTAR PUSTAKA 
Agranoff, R and Michael, M. G. (2003). Collaborative Public Management. Washington 

D.C : Goergetown University Press. 
Ansel, C. & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal Of 

Public Administration Research And Theory, 18 (4): 543-571. 
Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap 

Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan 
dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 76-87. 

Budiati, L. (2012), Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bogor : Ghalia 
Indonesia. Dongoran, H.S. Harahap, R.H. & Tarigan, U. (2018). Implementasi 
Peraturan Walikota Medan tentang Unit 

Pelaksanaan Teknis Pelayanan Kebersihan dan Bank Sampah. Jurnal Administrasi Publik : 
Public Administration Journal : Public Admnistration Journal. 8 (1): 47-64. 

Hariyanto, B & Larasati, D. A. (2016). Dampak Pembuangan Limbah Tapioka Terhadap 
Kualitas Air Tambak Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Prosiding Seminar 
Nasional Geografi UMS 2016. 

Hidayat, S., & Nasution, I. (2013). Pelayanan Pencegahan dan Pemadam Kebakaran 
Pemerintah bagi Masyarakat dalam Mengatasi Musibah Kebakaran, JPPUMA: 
Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and 
Political UMA), 1 (2): 176-191. 

Innes, J. & Booher, D. (2003). Collaborative policy making: Governance through dialogue, 
in: M. Hajer (Ed.) Deliberative Policy analysis: Understanding Governance in the 
Network Society. Cambridge University Press. New York. 

Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan 
Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). 
Perpustakaan Universitas Airlangga 

Johansson, K.E.V, Ole Elgstro, Ngolia Kimanzu, Jan- Erik Nylund, Reidar Persson, (2010). 
Trends in Development Aid, Negotiation Processes and NGO Policy Change, 
Voluntas, 21, pp.371-92. 

Kurniasih, D. Setyoko, P. I. & Imron, M. (2017). Collaborative Governance Dalam 
Penguatan Kelembagaan Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat 
(SLBM) Di Kabupaten Banyumas. Sosiohumaniora, 19 (1): 1-7 

Mukhlis, M. (2021). Kepemerintahan Lingkungan Untuk Pembangunan Berkelanjutan. 
Yogyakarta: Idea Press. 

Ngadimin. Kusmanto, H. & Isnaini. (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. 
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of 
Governance and Political UMA), 6 (1): 25-37. 

Ngarsiningtyas, S.K., & Sembiring, W.M. (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa 
dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, JPPUMA: Jurnal Ilmu 
Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 
4 (2): 159-172. 

Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara 

Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air 
Ramadhan, I, & Matondang. A. (2016). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam, JPPUMA: Jurnal Ilmu 
Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 
4 (2): 173-181. 

Santifa, M., Warjio, W., Harahap, D., & Isnaini, I. (2019). Evaluasi Program Pemberdayaan 
Masyarakat Melalui Bank Sampah Mawar Sejadi di Kelurahan Sijambi Kecamatan 
Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister 
Administrasi Publik, 1(1), 89-98 

Sari, D., & Ritonga. S. (2016). Peran Dinas Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Rumah 
Tangga di TPA Terjun Kecamatan Medan Marelan, Jurnal Administrasi Publik 
Universitas Medan Area, 4 (1): 65-73 

Sengkey, S. L., Freddy, J., dan Steenie, W. (2011). Tingkat Pencemaran Udara CO Akibat 
Lalu Lintas Dengan Model Prediksi Polusi Udara Skala Mikro. Jurnal Ilmiah Media 
Engineering, 1 (2). 

Sufianti, E. (2014). Kepemimpinan dan Perencanaan Kolaboratif pada Masyarakat Non- 
Kolaboratif. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, 25 (1). 

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta. 
Suharyanto, A. Harianja, R.S.H.K. Ndraha, P.W. Saragih, I.S.K. Sipayung, K.F. Harahap, N. 

& Nababan, R. D. (2019). Indigenous Knowledge Masyarakat Etnis Karo Terhadap 
Pengelolaan Tumbuhan Hutan Di Desa Lingga, Kabupaten Karo. Journal of 
Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (3): 162- 169. 

Tumengkol, A.R. (2015). Kebijakan Pemerintah Dan Pertanggungjawabannya Dalam 
Rangka Good Governance. Jurnal UNSRAT, III (1). 

Wahyudiantik, Y. (2013). Collaborative Governance Pengolahan Limbah Sapi (Studi: 
Kolaborasi Stakeholders Dalam Pengolahan Limbah Sapi Menjadi Biogas Di 
Kabupaten Ngawi). Skripsi Universitas Sebelas Maret. 

Zaenuri, M. et al. (2015). Tourism Affairs Management With Collaborative Governance 
Approach: Tourism Affairs Management Studies In Sleman Regency, Yogyakarta. 
International Journal of Management and Administrative Sciences. (IJMAS), 02 
(06). 

Zaroh, P. F & Widyastuti, S. (2019). Pemanfaatan Limbah Ampas Tapioka Sebagai Bahan 
Baku Plastik Mudah Terurai (Biodegradable). Wahana, 71 (2): 15-22 

Aji, Mukti, ‘Masalah Pembangunan Dan Lingkungan’, 2008 <http://mukti- 
aji.blogspot.com/2008/05/masalah-pembangunan-dan-lingkungan.html> 
[accessed 21 Juni 2021] 

www.chem-Is-Try.org diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 07.30 wib 
http://klikharry.wordpress.com/2006/12/14/keracunan-sianida diakses pada 
tanggal 20 juni 2021 pukul 08.00 

 
 
 
 



74 VOLUME 1 NOMOR 2 TAHUN 2021

K
ATA

LO
G

 JU
R

N
A

L M
A

H
A

SISW
A

 PA
SC

A
SA

R
JA

N
A

 U
N

IV
ER

SITA
S LA

M
PU

N
G

SHAMAN MAGICAL COMMUNICATION 
(A PHENOMENOLOGY STUDY ON BODY IMMUNE SCIENCE RITUALS) 

 
M. Denu Poyo, Destiana 

Master of Communication Studies Program, University of Lampung (Jl. Prof. Dr. Ir. 
Sumantri Brojonegoro, No: 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35141) 
 

Abstract 
This research is based on the existence of a shamanic phenomenon that has long 
existed and is preserved in the community. Shaman believed by a group of people to 
have the ability and expertise to help the community in various problems. The 
experience, ability and expertise of the shaman in Wiratama Village, Penawartama 
District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province, who is usually called Mbah, in 
handling and helping through alternative ways of problem solving guest had no doubt. 
The purpose of this study was to understand and explore the magical communication of 
shamans in immune science rituals. This study uses a phenomenological approach with 
qualitative methods. The research subjects were traditional healers and guests who had 
performed immune science rituals in the Lampung area. The selection of informants 
was carried out in accordance with their experiences, re-revealing their experiences 
and deepening them. Data collection techniques using interviews, observation and 
document review. Data analysis was carried out by selecting relevant data, describing it 
and drawing conclusions. The conclusion of this study is the magical communication 
performed by shamans in immune science rituals. 
Keywords — Magical communication, shaman, immune science, ritual 
 
 
I. INTRODUCTION 

Shaman commonly reffered to smart people because they believe that a shaman is 
a person who is gifted by the creator as a bridge or mediator. According to the language, 
a shaman is a person who treats, helps the sick, gives incantations (mantras, witchcraft). 
Meanwhile, according to the term, a shaman is a person who delivers news about things 
that will happen in the future and claims to know secrets and the unseen. Shaman is a 
word that comes from the Tungus saman and North American Indian shaman, which 
means the wise, the young, the exploration, etc., and gradually becomes a Shaman, 
which is understood to be an incarnation of a Shaman (Song, L., & Zou, D., 2018). The 
role of the shaman is considered as one of the socio-cultural phenomena whose 

magical powers are believed to be, such as before the national exam, many people 
come and go to shamans to ask for blessings, a smooth matchmaking, getting a job, 
healing from illness, and success in trading. In addition, shaman can also mean general 
magic specialist in traditional society, is useful for all sick people, both physically and 
psychologically, predicts future events, finds lost items, guarantees good fortune, and 



75PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

SHAMAN MAGICAL COMMUNICATION 
(A PHENOMENOLOGY STUDY ON BODY IMMUNE SCIENCE RITUALS) 

 
M. Denu Poyo, Destiana 

Master of Communication Studies Program, University of Lampung (Jl. Prof. Dr. Ir. 
Sumantri Brojonegoro, No: 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, 

Lampung 35141) 
 

Abstract 
This research is based on the existence of a shamanic phenomenon that has long 
existed and is preserved in the community. Shaman believed by a group of people to 
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experience, ability and expertise of the shaman in Wiratama Village, Penawartama 
District, Tulang Bawang Regency, Lampung Province, who is usually called Mbah, in 
handling and helping through alternative ways of problem solving guest had no doubt. 
The purpose of this study was to understand and explore the magical communication of 
shamans in immune science rituals. This study uses a phenomenological approach with 
qualitative methods. The research subjects were traditional healers and guests who had 
performed immune science rituals in the Lampung area. The selection of informants 
was carried out in accordance with their experiences, re-revealing their experiences 
and deepening them. Data collection techniques using interviews, observation and 
document review. Data analysis was carried out by selecting relevant data, describing it 
and drawing conclusions. The conclusion of this study is the magical communication 
performed by shamans in immune science rituals. 
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I. INTRODUCTION 

Shaman commonly reffered to smart people because they believe that a shaman is 
a person who is gifted by the creator as a bridge or mediator. According to the language, 
a shaman is a person who treats, helps the sick, gives incantations (mantras, witchcraft). 
Meanwhile, according to the term, a shaman is a person who delivers news about things 
that will happen in the future and claims to know secrets and the unseen. Shaman is a 
word that comes from the Tungus saman and North American Indian shaman, which 
means the wise, the young, the exploration, etc., and gradually becomes a Shaman, 
which is understood to be an incarnation of a Shaman (Song, L., & Zou, D., 2018). The 
role of the shaman is considered as one of the socio-cultural phenomena whose 

magical powers are believed to be, such as before the national exam, many people 
come and go to shamans to ask for blessings, a smooth matchmaking, getting a job, 
healing from illness, and success in trading. In addition, shaman can also mean general 
magic specialist in traditional society, is useful for all sick people, both physically and 
psychologically, predicts future events, finds lost items, guarantees good fortune, and 

usually does not. reluctant to practice a little magic, if that is what one asks (Geertz, 
1989). 

The background of people's beliefs and culture as illustrated above is the 
phenomenon of shamanism in the archipelago which also fosters the level of public 
trust in a shaman. Shamans are believed and believed to have the ability and expertise 
to help and heal people. If the community comes and believes that a shaman is a 
person who has "supernatural powers", then the community also believes that a shaman 
with all his knowledge has competence in his field (Godlif Sianipar, 2018). 

The skill of the shaman has been tested, it has even been proven directly and 
continuously so that people believe not only because they are a shaman, but also 
because of their privileges. The Javanese, for example, strongly believe that the abilities 
and skills possessed by a shaman can only be obtained through strict discipline and 
meditation. Therefore, people who become shamans often observe fast, meditate, do 
penance or do other spiritual exercises (Khair, 2015). This habit eventually became a 
tradition in itself for people to always come to the shaman when they wanted 
something to be desired. Like the reality of the life of the people of the Javanese region, 
it is heavily influenced by the mixture of beliefs and culture of the people that surround 
them. This fact is reinforced by the condition of the Javanese people who in the past had 
very strong beliefs and religions with religious and social ritual traditions (Wade, J., 
2016). 

In Wiratama Village, Penawartama Subdistrict, Tulang bawang Regency, 
Lampung Province is a village inhabited by approximately 94% of the Javanese people 
(Wiratama Village archive data). The community transmigrated from Java Province to 
Lampung Province by bringing cultural customs and traditions that are still strong from 
Java. Therefore, in Wiratama Village, the practice of shaman still exists, the role of 
shaman is still recognized and trusted by the majority of the community. The people in 
Wiratama Village used to call shaman by the nickname Si Mbah (grandfather), because 
he is too old in the village, besides that, the call of Mbah also made him closer to like his 
own grandfather. 

Various conditions are required, such as belief (religion), because the Mbah 
always straightens out the intentions of the guests who are present, because the Mbah 
does not want guests to come to the house having the wrong intention, namely asking 
the Mbah, it should be intended that asking God the creator, and the Mbah is only the 
intermediary before the ritual can be carried out. This research is motivated by the 
reality that: first, people who come to visit shaman's house are people who embrace 
belief (religion), because every procession of the shaman will involve belief. 

Second, there is a strong belief and belief that a shaman has special abilities and 
is able to communicate in the unseen, can provide guidance, predict, provide 
assistance and assistance, and can heal people who are sick both medically and non-
medically. 

Third, guests or people who come to shaman's house have various cultural 
backgrounds, beliefs and customs, but shamans have the ability to adjust to them 
quickly, thereby increasing their trust in shaman. The shaman's expertise in adapting to 
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guests is obtained because of the large number of guests who have come to the house 
with various backgrounds. 

Fourth, the interesting thing in this research is the phenomenon of people 
coming to a shaman as an alternative to meet and ask for help amid the development of 
information technology and also the development of a modern civilization. It is very 
unique when someone in modern times still adheres to his belief in shamans (Winkelman, 
M., 2004). Moreover, information about what is actually called a dukun can be very easily 
accessed on the internet so that someone will understand before deciding to go to a 
dukun. However, that is the unique side that is still maintained today, in an era of 
increasingly modern globalization, there are still those who are loyal to the services of 
shamans. 

This research is important from a communication science perspective. The study 
in this research is closely related to the abilities and skills of shamans in magical 
communication. The ability of shaman is not only limited to giving suggestions to every 
guest who comes, but also in the practice that is carried out in the immune science 
procession ritual and then the guests believe and fully do what shaman's says is a unique 
and interesting study in the discipline of Communication Science. 

Departing from the description of the research background above, the 
phenomenon that occurs is very interesting to study. This research explores in depth 
about the magical communication of shaman phenomenological studies in immune 
science rituals. 

 
II. METHODOLOGY 

This study uses a phenomenological approach, which is a study that reflects a life 
experience (Given, 2008) with the aim of obtaining a complete description of the 
essence of experience (Mulyana, 2008), and also to know the world from the point of view 
of people who experience it directly or related to it. The nature of human experience, 
and the meanings attached to it (Kuswarno, 2009). 

The research method used is a qualitative method. Qualitative methods are 
research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken 
words from people and observable behavior (Bogdan and Taylor, 1975). 

The reason why researchers use the research method above is because 
communication is a meaning construction process that will undergo changes or a series 
of actions and events for some time and which lead to a certain result (Schramm and 
Kincaid, 1987). 

The subjects in this study were shamans and guests from various regions. 
Sources of data or informants were selected purposively on the condition that 
informants who experienced firsthand the events that were the focus of the research, 
were able to recount the events they had experienced, and were willing to be research 
informants. Data collection techniques in this study used interview techniques, 
observation, and document review. While the data analysis technique in this study used 
three activity lines, namely: data reduction, data presentation, and conclusion/ 
verification (Miles & Huberman, 1992). 
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guests is obtained because of the large number of guests who have come to the house 
with various backgrounds. 

Fourth, the interesting thing in this research is the phenomenon of people 
coming to a shaman as an alternative to meet and ask for help amid the development of 
information technology and also the development of a modern civilization. It is very 
unique when someone in modern times still adheres to his belief in shamans (Winkelman, 
M., 2004). Moreover, information about what is actually called a dukun can be very easily 
accessed on the internet so that someone will understand before deciding to go to a 
dukun. However, that is the unique side that is still maintained today, in an era of 
increasingly modern globalization, there are still those who are loyal to the services of 
shamans. 

This research is important from a communication science perspective. The study 
in this research is closely related to the abilities and skills of shamans in magical 
communication. The ability of shaman is not only limited to giving suggestions to every 
guest who comes, but also in the practice that is carried out in the immune science 
procession ritual and then the guests believe and fully do what shaman's says is a unique 
and interesting study in the discipline of Communication Science. 

Departing from the description of the research background above, the 
phenomenon that occurs is very interesting to study. This research explores in depth 
about the magical communication of shaman phenomenological studies in immune 
science rituals. 

 
II. METHODOLOGY 

This study uses a phenomenological approach, which is a study that reflects a life 
experience (Given, 2008) with the aim of obtaining a complete description of the 
essence of experience (Mulyana, 2008), and also to know the world from the point of view 
of people who experience it directly or related to it. The nature of human experience, 
and the meanings attached to it (Kuswarno, 2009). 

The research method used is a qualitative method. Qualitative methods are 
research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken 
words from people and observable behavior (Bogdan and Taylor, 1975). 

The reason why researchers use the research method above is because 
communication is a meaning construction process that will undergo changes or a series 
of actions and events for some time and which lead to a certain result (Schramm and 
Kincaid, 1987). 

The subjects in this study were shamans and guests from various regions. 
Sources of data or informants were selected purposively on the condition that 
informants who experienced firsthand the events that were the focus of the research, 
were able to recount the events they had experienced, and were willing to be research 
informants. Data collection techniques in this study used interview techniques, 
observation, and document review. While the data analysis technique in this study used 
three activity lines, namely: data reduction, data presentation, and conclusion/ 
verification (Miles & Huberman, 1992). 

III. RESULTS AND DISCUSSION 
The Results and discussion section is more focused on research data related to the 
magical communication of shaman phenomenological studies in immune science. 
 
1.1 Immune Science 

One of the practices carried out by Si Mbah is the ritual of immune science. The 
immune science ritual is an attempt to fortify oneself from unexpected dangers, protect 
oneself from one's bad intentions. This immune science includes immunity to sharp 
objects, bullets and all poisons. Immune science is only intended for guests who do ask 
on their own accord and on the basis of their own accord, not being forced from other 
parties. Immune science is one of the sciences that cannot be used carelessly, it cannot 
be used to compete for magic, style or to show it to others. Immune science can only 
function when it is needed and urgent. 

Si Mbah always reminds guests who come to ask for immune science, that this 
knowledge is not knowledge that can be demonstrated and arrogant. The science of 
pure immunity to fortify oneself from one's harm and ill will, is capable of being self-
protection. Guests who come to ask for immune science are usually men, their nature is 
to be alert and vigilant, but there are also women who ask for immune science. Male 
guests usually ask when they will be traveling far away, or they have high-risk jobs. For 
example, when someone wants to migrate outside the province, they usually ask for the 
"contents" si Mbah. The term body content is one of the terms in immune science rituals. 

Almost similar to male guests, female guests are the same, asking for immune 
science as an effort to protect themselves when they are going to work abroad or work 
with high risks. There are no special conditions for guests who want to fill the body for 
immune science, the most important thing is the intention of the individual. When the 
intention of a guest is not good, it will be fatal. In the immune science ritual there are 
several steps that must be done, the final part is the practice of drinking poison and 
stabbing using a machete, if the initial intention is wrong, it will be bad for the guest. 
That is the reason why si Mbah always emphasizes that the intention must be good, it 
must not be deviated, because all of this is the will and power of the one and only God, si 
Mbah as an ordinary person is a bridge because he has the ability to communicate 
magical with things that are unbelievable. 

Si Mbah has his own way of communicating himself to the unseen so that 
immune science rituals can be carried out. It is absurd, but still acceptable. Si Mbah has 
a special room to meditate and mediate for the smooth running of the ritual. As 
explained above, there are no special conditions for guests, so from any background, 
ethnicity, race, any religion can come and ask for immune science, but still the intention 
is the same, asking the almighty God. The rituals carried out by Si Mbah will also adjust 
to the beliefs of each guest, and Si Mbah who will guide him with a background of 
religious education, Si Mbah knows about the practices of each religion. 

Immune science is different from the science of implanted implants that are 
inserted into the body, and later when you want to remove it, it is difficult. Mbah's 
immune science is not forever embedded, until guests can defend themselves. In 
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immune science, there are some restrictions that are prohibited so that his immune 
science does not disappear, so these restrictions must be avoided, but if you want to get 
rid of immune science, a guest doesn't have to bother or don't need to come to Si Mbah 
house, because they just have to violate the taboo. Has been given by the Mbah then the 
science of immune will automatically disappear by itself. Ritual communication does not 
rely solely on verbal aspects, but also at the same time utilizes nonverbal aspects. The 
verbal aspect is limited to the use of mantras, while the nonverbal aspects are more 
dominant, including those related to magical or mystical behavior, the facilities used 
(such as using incense, flowers, water, self-portraits) (Heru Setya, 2015). The community 
has a hope that is entrusted to a shaman as a healer and implementer of their traditional 
rituals (Jannah, N. I. A. U., & Zurinani, S., 2017). 

The immune science ritual is a series of processions carried out by Si Mbah to 
guests who want to ask for immune science. There are two types of immune science 
rituals, namely, immune science rituals with body contents and immune science rituals 
with a "handle" medium without body contents. 

 
1.2 Rituals Of Immune Science With Body 

The science of immunity with body contents means the science of immunity by 
ritual filling the body using several conditions that have been determined by Si Mbah. In 
this type, the guest will be blanketed using Gotri. Gotri is iron that is round like marbles 
but with a very small size, usually it is used for rifle bullets and is also commonly used 
for bicycle equipment. In addition, guests are also required to drink poison as a medium 
for immune testing. The procession of the Mbah in performing immune science rituals 
with the contents of the body is as follows: 

 
1.2.1 Intention 
As described above regarding intention, the main thing that will be done during this 
procession is to straighten out the guests' intentions. Maybe it can be said to be trivial, 
but for Si Mbah this is an important thing. Intention must be straight because of God, 
asking for it must also be from the one and only God. 
 
1.2.2 Chanting prayers 
After straightening the intention, next is the prayer reading. The reading of this prayer 
will be guided by Si Mbah and followed by guests. The prayer given by the Mbah is in 
accordance with the beliefs embraced by the guest himself. Every belief or religion has a 
different prayer. 
 
1.2.3 Swallowed Gotri 
At this stage, the guest will be asked by the Mbah to swallow Gotri who has been prayed 
for in the meditation and mediation room. There should be no doubt and fear, because 
Gotri who will be swallowed later after entering the body will disintegrate within five 
seconds of being in the stomach. This ritual is mandatory for guests who want to do 
immune science with the type of body content. Gotri is the media chosen by Si Mbah for 
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immune science, there are some restrictions that are prohibited so that his immune 
science does not disappear, so these restrictions must be avoided, but if you want to get 
rid of immune science, a guest doesn't have to bother or don't need to come to Si Mbah 
house, because they just have to violate the taboo. Has been given by the Mbah then the 
science of immune will automatically disappear by itself. Ritual communication does not 
rely solely on verbal aspects, but also at the same time utilizes nonverbal aspects. The 
verbal aspect is limited to the use of mantras, while the nonverbal aspects are more 
dominant, including those related to magical or mystical behavior, the facilities used 
(such as using incense, flowers, water, self-portraits) (Heru Setya, 2015). The community 
has a hope that is entrusted to a shaman as a healer and implementer of their traditional 
rituals (Jannah, N. I. A. U., & Zurinani, S., 2017). 

The immune science ritual is a series of processions carried out by Si Mbah to 
guests who want to ask for immune science. There are two types of immune science 
rituals, namely, immune science rituals with body contents and immune science rituals 
with a "handle" medium without body contents. 

 
1.2 Rituals Of Immune Science With Body 

The science of immunity with body contents means the science of immunity by 
ritual filling the body using several conditions that have been determined by Si Mbah. In 
this type, the guest will be blanketed using Gotri. Gotri is iron that is round like marbles 
but with a very small size, usually it is used for rifle bullets and is also commonly used 
for bicycle equipment. In addition, guests are also required to drink poison as a medium 
for immune testing. The procession of the Mbah in performing immune science rituals 
with the contents of the body is as follows: 

 
1.2.1 Intention 
As described above regarding intention, the main thing that will be done during this 
procession is to straighten out the guests' intentions. Maybe it can be said to be trivial, 
but for Si Mbah this is an important thing. Intention must be straight because of God, 
asking for it must also be from the one and only God. 
 
1.2.2 Chanting prayers 
After straightening the intention, next is the prayer reading. The reading of this prayer 
will be guided by Si Mbah and followed by guests. The prayer given by the Mbah is in 
accordance with the beliefs embraced by the guest himself. Every belief or religion has a 
different prayer. 
 
1.2.3 Swallowed Gotri 
At this stage, the guest will be asked by the Mbah to swallow Gotri who has been prayed 
for in the meditation and mediation room. There should be no doubt and fear, because 
Gotri who will be swallowed later after entering the body will disintegrate within five 
seconds of being in the stomach. This ritual is mandatory for guests who want to do 
immune science with the type of body content. Gotri is the media chosen by Si Mbah for 

reasons that are not stated. Before Gotri is given to the guest, Si Mbah has done magical 
communication first, the communication takes place in the meditation and mediation 
room. Si Mbah will give Gotri to guests as many as 10 items, five items will be held by the 
right hand, and five points will be held by the left hand. Guests must swallow Gotri in their 
right hand first, then drink enough mineral water, then continue by swallowing Gotri in 
their left hand. After being swallowed, the guest should not panic, believe and believe that 
Gotri will disintegrate in the body and become one in the body. Guests will not feel 
anything strange after swallowing Gotri, because it will not disturb the body's organs. 
 
1.2.4 Drinking Poison 

The ritual after swallowing Gotri is drinking liquid poison that has been prepared 
by Si Mbah in a glass. Drink as much as 50 ml of poison, or a quarter of a small glass. The 
liquid poison used by Si Mbah is a type of pest poison, namely Fastac. The color of the 
poison is thick white like milk, but the aroma that is released is very strong and makes 
you dizzy. Drinking poison is a ritual with the intention of testing the immune system 
from within, anticipating when someone has bad intentions and will give poison. Guests 
are not allowed to hesitate or fear. If you really don't want to see the form of poison, you 
can close your eyes, even Si Mbah suggests drinking poison to cover your nose by 
pinching your fingers. Disuahakan is drunk in one sip, but it doesn't really make an 
impression on the taste and aroma. 

It is undeniable that after drinking the poison, guests will feel a little dizzy and 
the stomach will feel a little hot, this is a temporary effect, and only lasts about two 
minutes. Usually, after drinking poison, guests will be given warm coffee to neutralize 
the poisonous aroma of water. Guests will be given a short break for 30 minutes prior to 
the practice of slashing. 

 
1.2.5 Practice Of Cutting Using A Machete 

The final stage of the immune science ritual with the type of body contents is the 
practice of being hacked with a machete. In this ritual, the Mbah will take a machete, 
and sharpen it in front of the guest to further convince guests that the machete is 
sharpened and sharper. After that the Mbah will invite guests to stand up, male guests 
will be asked to take off their clothes, so that the body is not covered by a single cloth, 
and the Mbah will ask the guest to remove the belt and everything in the guest pocket. 
For female guests, they still wear their clothes as a whole, but still have to take out 
whatever is in their pocket or pants. 

After the guest is ready, Si Mbah will try to cut the guest's hair using a machete, 
take a few strands of hair, then Si Mbah will cut the hair cleaver until the hair is cut off, to 
find out the sharpness of the machete itself. The first part of the body to be slashed is 
the stomach, Si Mbah will give instructions to hold his breath for a moment, and cut the 
stomach using a machete several times, then check first by Si Mbah, the guest is injured 
or not, bleeds or not, if not it will be continued in other body parts. After the stomach, the 
next part is the hands, the right and left hands, the neck, the back and finally the tongue. 
The guest is asked to stick out his tongue and will be sliced using a machete by Si Mbah. 
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After the procession is finished, guests are asked to sit back, and Si Mbah is reciting a 
special prayer. The prayer is the closing prayer of the immune science ritual. 
 
1.3 Abstinence For Existing Guests Do Immune Science Body Type Body Contents 

Abstinence is all things both deeds and food that are not allowed to be done by 
guests after returning from the house of Si Mbah. There are several restrictions for 
guests who perform immune science rituals, including the following: 1) not allowed to 
eat right at the door that is, sitting or standing in the middle of the door while eating is 
strictly prohibited, whether on the basis of forgetfulness, intentional or unintentional. 2) 
Not allowed to eat black sugarcane (black sugar cane, or black sugarcane). It is 
absolutely forbidden to eat black sugarcane in very small quantities. 3) Do not eat any kind 
of ontong (banana heart) and it is not allowed to eat anything. 

If a guest violates these three taboos, the consequence is that the immune 
knowledge that has been given will disappear. There is no tolerance at all, so 
consciously or unconsciously the guest is doing one of the taboos, then automatically, 
immune science cannot function as explained by Si Mbah. 

 
IV. CONCLUSION 

Based on the data that has been presented and analyzed, this study produces the 
following research conclusions: In Wiratama Village, the shaman is a trusted and 
respected figure. Ordinary people call the shaman as Si Mbah (grandfather). This 
designation has been hereditary and has become a community habit. For the 
community, the word dukun is not quite right, especially when it is intended for people 
who are highly respected and respected. The term shaman seems to be in a slightly 
negative direction, synonymous with offerings, rituals using flowers and incense. It is 
undeniable that there is a shaman who is white which means good or a black shaman 
which means evil. For the rest of this paper, we will call the shaman Si Mbah. 

Si Mbah is a white shaman, which is a shaman in terms of kindness, to provide 
assistance and assistance in medicine and in matters of safety. Si Mbah is able to 
communicate magical, both with unseen things and magical communication in persuasive 
language to guests. With the ability to communicate magical about the unseen, Si Mbah is 
able to become a bridge to help cure various diseases, both medical and non-medical 
diseases and can carry out immune science rituals. Immune science is one of the abilities 
possessed by Si Mbah in magical communication, it is impossible that there is no unseen 
interference,  so Si Mbah needs a room to meditate  and mediate with the       unseen. The 
immune science ritual is a series of processions carried out by Si Mbah to guests who want 
to ask for immune science. However, it is also necessary to know about taboos, namely all 
actions that should not be done by a guest, the restrictions include: 1) not eating while 
sitting in the middle of the door without exception, consciously or unconsciously, 2) not 
eating sugar cane black, black sugarcane and black sugar cane, 3) not to eat processed from 
banana flower (ontong). If a guest violates wrongly or completely, there is no tolerance at 
all, automatically the science of immune will just disappear from within the guest, and it 
does not function, cannot be used in an emergency. 
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After the procession is finished, guests are asked to sit back, and Si Mbah is reciting a 
special prayer. The prayer is the closing prayer of the immune science ritual. 
 
1.3 Abstinence For Existing Guests Do Immune Science Body Type Body Contents 

Abstinence is all things both deeds and food that are not allowed to be done by 
guests after returning from the house of Si Mbah. There are several restrictions for 
guests who perform immune science rituals, including the following: 1) not allowed to 
eat right at the door that is, sitting or standing in the middle of the door while eating is 
strictly prohibited, whether on the basis of forgetfulness, intentional or unintentional. 2) 
Not allowed to eat black sugarcane (black sugar cane, or black sugarcane). It is 
absolutely forbidden to eat black sugarcane in very small quantities. 3) Do not eat any kind 
of ontong (banana heart) and it is not allowed to eat anything. 

If a guest violates these three taboos, the consequence is that the immune 
knowledge that has been given will disappear. There is no tolerance at all, so 
consciously or unconsciously the guest is doing one of the taboos, then automatically, 
immune science cannot function as explained by Si Mbah. 

 
IV. CONCLUSION 

Based on the data that has been presented and analyzed, this study produces the 
following research conclusions: In Wiratama Village, the shaman is a trusted and 
respected figure. Ordinary people call the shaman as Si Mbah (grandfather). This 
designation has been hereditary and has become a community habit. For the 
community, the word dukun is not quite right, especially when it is intended for people 
who are highly respected and respected. The term shaman seems to be in a slightly 
negative direction, synonymous with offerings, rituals using flowers and incense. It is 
undeniable that there is a shaman who is white which means good or a black shaman 
which means evil. For the rest of this paper, we will call the shaman Si Mbah. 

Si Mbah is a white shaman, which is a shaman in terms of kindness, to provide 
assistance and assistance in medicine and in matters of safety. Si Mbah is able to 
communicate magical, both with unseen things and magical communication in persuasive 
language to guests. With the ability to communicate magical about the unseen, Si Mbah is 
able to become a bridge to help cure various diseases, both medical and non-medical 
diseases and can carry out immune science rituals. Immune science is one of the abilities 
possessed by Si Mbah in magical communication, it is impossible that there is no unseen 
interference,  so Si Mbah needs a room to meditate  and mediate with the       unseen. The 
immune science ritual is a series of processions carried out by Si Mbah to guests who want 
to ask for immune science. However, it is also necessary to know about taboos, namely all 
actions that should not be done by a guest, the restrictions include: 1) not eating while 
sitting in the middle of the door without exception, consciously or unconsciously, 2) not 
eating sugar cane black, black sugarcane and black sugar cane, 3) not to eat processed from 
banana flower (ontong). If a guest violates wrongly or completely, there is no tolerance at 
all, automatically the science of immune will just disappear from within the guest, and it 
does not function, cannot be used in an emergency. 

This series of rituals is proof that the magical communication that Si Mbah made 
with the unseen and is a very in-depth study, is unique because of the combination of 
culture and religion. This research is expected to be a different point of view from the 
scope of communication science, without magical communication, shamans will never be 
able to perform medicine or carry out immune science rituals. 

 
V. SUGGESTION 
As for the suggestion thatcan be recommended on the results; First, this research can 
be developed again because it is still very wide once if dug is a more immersive as the 
development of communication science associated with the world shamanism in the 
perspective of another. Second, in the fact there is still a group of people showed that 
still use the services of the shaman. Therefore it is necessary the concept of shaman 
who talking about ability of the shaman unique to be assessed. 
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OPTIMALISASI PENERAPAN SARANA NON PENAL DAN 
PENAL DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PENEGAKAN 

HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK 
 

M. IMRON SUHADA 
 

ABSTRAK 
Kajian mengenai optimalisasi penerapan sarana non penal maupun penal sangat 

dibutuhkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, mengingat instrument 
non penal maupun penal masih banyak sekali titik kelemahannya sehingga tidak dapat 
diimplementasikan dengan baik. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah  
Bagaimanakah optimalisasi sarana non penal dan penal dalam rangka efektivitas 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak? Apakah yang menjadi faktor 
penghambat dalam optimalisasi sarana non penal dan penal dalam rangka efektivitas 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 
empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, sedangkan 
pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam praktik di 
lapangan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa optimalisasi penerapan sarana non 
penal dan penal dalam rangka efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak 
dapat ditempuh melalui upaya kebijakan sosial (social policy) yakni institusi pemerintah 
bekerja sama dengan aparat penegak hukum terdiri dari pihak pemerintah, stakeholder, 
serta peran masyarakat dan orang tua melakukan sosialisasi, pembinaan kepada remaja 
dan juga anak-anaknya guna memberikan pendidikan yang terarah, jika anak sudah 
terlanjur menjadi pelaku tindak pidana, maka pihak kepolisian dan kejaksaan akan 
melakukan upaya penal yakni melalui metode penegakan hukum (law enforcement) 
dengan menjatuhkan pidana kepada anak, dengan melihat kategori kejahatannya dan latar 
belakang anak, sedangkan faktor penghambat dalam optimalisasi penerapan sarana non 
penal dan penal dalam rangka efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku anak, 
pertama faktor hukumnya bahwa undang-undang system peradilan pidana anak masih 
belum bisa menyelesaikan konflik anak, kedua faktor penegak hukum sering kali terjadi 
kendala teknis dalam upaya perdamaian, ketiga faktor sarana atau pasilitas belum adanya 
unit PPA di berbagai polsek, keempat faktor masyarakat yang masih apatis, kelima faktor 
kebudayaan yang mana Indonesia masih kaku dan belum bisa memaafkan pelaku. 

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini sebaiknya institusi 
Pemerintah agar lebih mengupayakan penanggulangan kejahatan yaitu dengan 
dilakukannya kegiatan pembinaan terhadap anak dan remaja, dan aparat penegak 
hukum lebih memprioritaskan untuk mengambil langkah restorative justice dengan 
instrument mediasi terlebih dahulu sehingga tidak terjadi penumpukan perkara. 
Kata Kunci:  Optimalisasi, Sarana Non Penal dan Penal, Penegakan Hukum, Anak. 
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KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN  
DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN  

KAWASAN PESISIR 
 

Muhamad Syaiful Dahlan 
Fakultas Hukum, Universitas Lampung 

Jalan Prof. Dr. Ir. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng, Raja Basa 
Kota Bandar Lampung 35141, Indonesia 

Handphone: +6281274306261  E-Mail: syaifuldahlan22@gmail.com 
 
 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan perizinan usaha jasa 

kepariwisataan di Provinsi Lampung dalam kaitannya dengan perlindungan kawasan 
pesisir. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis 
empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisa 
data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 
perizinan usaha jasa kepariwisataan dalam kaitannya dengan perlindungan kawasan 
pesisir di Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Satu Pintu Provinsi Lampung berdasarkan Pergub Lampung No. 21/2019 tentang 
Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perizinan usaha jasa 
kepariwisataan dengan objek wisata bahari mencakup izin atas lokasi perairan pesisir 
dan izin atas lokasi perairan. Masa berlaku izin pengelolaan perairan pesisir dan izin atas 
lokasi perairan adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan izin 
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin.  

Implikasi perizinan terhadap perlindungan kawasan pesisir dalam pelaksanaan 
perizinan usaha jasa kepariwisataan di Provinsi Lampung sesuai dengan Pergub 
Lampung No. 21/2019 berimplikasi pada perlindungan kawasan pesisir di sekitar objek 
wisata karena di dalam persyaratan izin wisata bahari harus mencantumkan Dokumen 
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Selain itu mencantumkan dokumen studi 
kelayakan teknis yang memuat koordinat lokasi pemanfaatan, rencana kegiatan wisata 
bahari dan daftar sarana prasarana yang digunakan.  
Kata Kunci: Kebijakan Perizinan, Kepariwisataan, Perlindungan, Pesisir  
 
I. PENDAHULUAN  

Usaha jasa kepariwisataan, khususnya wisata bahari merupakan salah satu 
aktivitas usaha yang harus mendapatkan izin. Hal ini dikarenakan obyek wisata bahari 
berkaitan dengan kawasan pesisir yang keberadannya harus dilindungi agar tidak 
terganggu kelestariannya. Perizinan sebagai salah satu instrumen hukum administrasi 
negara yang memiliki fungsi sebagaimana hukum pada umumnya. Hukum yang mampu 
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mengarahkan dan mengakomodasi kebutuhan hukum serta kesadaran masyarakat 
terhadap hukum.82 

Hukum perizinan merupakan instrumen hukum atau peraturan perundang-
undangan untuk memberikan izin atas kegiatan atau usaha masyarakat yang terus 
berkembang pada era modernisasi saat ini.83  Peraturan perundang-undangan dalam hal 
ini bersifat statis sedangkan masyarakat bersifat dinamis. Pelaksana hukum atau 
peraturan perundang-undangan harus professional mensinergikan peraturan dan 
kondisi masyarakat, sehingga dapat menghasilkan suatu kondisi masyarakat yang adil, 
berguna dan mempunyai kepastian hukum.84 Tujuan perizinan adalah mengatur 
berbagai tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap 
tercela, namun dimana diharapkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.85 

Provinsi Lampung memiliki objek wisata dan keindahan, baik seni budaya 
maupun potensi alam yang luar biasa yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh 
Provinsi Lampung. Objek wisata dan keindahan tersebut menjadi daya tarik 
wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Lampung.86 Jumlah wisatawan yang 
mengunjungi Provinsi Lampung sebagai berikut:  

 

Tahun 
Wisatawan 

Total Wisatawan 
Domestik Mancanegara 

2014 2.581.165 58.205 2.639.370 

2015 3.392.125 75.590 3.467.715 

2016 4.327.188 95.528 4.422.716 

2017 5.530.803 114.907 5.645.710 

2018 6.697.624 387.627 7.085.251 

 
Data Tahun 2014 hingga 2018 tersebut menunjukkan bahwa jumlah kunjungan 
wisatawan domestik maupun asing ke Provinsi Lampung mengalami peningkatan. Hal ini 
tentunya sangat menggembirakan sebab selain memberikan sumbangan pendapatan 
bagi daerah juga dapat menimbulkan dampak positif bagi Pendapatan Asli Daerah 
Provinsi Lampung. 
 
Macam-macam sumber PAD lainnya adalah sebagai berikut: 
a. Hasil pajak daerah, adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan 

sebagai bahan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tanggany 
b. Hasil retribusi daerah, adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada 

mereka yang menggunakan jasa-jasa negara 

                                                           
82 Andrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 192. 
83 Dion Hardika Sumarto. Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Pembenahan Perizinan di Provinsi DKI Jakarta.  
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20232850-T28905-Tinjauan%20hukum.pdf 
84 Primastuti Sari Anggraeini. “Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk 
Kegiatan Usaha di Kabupaten Klaten”. http://e-journal.uajy.ac.id/12128/1/JURNAL%20HK11149.pdf.  
85 Nandha Risky Putra Nurmayani, Marlia Eka Putri. “Kebijakan Pendataan Ulang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung”. 
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/1158S.  
86 https://lampungprov.go.id/index.php#Diakses, Selasa 29 Oktober 2019. 
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82 Andrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 192. 
83 Dion Hardika Sumarto. Tinjauan Hukum Terhadap Pelayanan Pembenahan Perizinan di Provinsi DKI Jakarta.  
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20232850-T28905-Tinjauan%20hukum.pdf 
84 Primastuti Sari Anggraeini. “Penegakan Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Ketentuan Izin Mendirikan Bangunan Untuk 
Kegiatan Usaha di Kabupaten Klaten”. http://e-journal.uajy.ac.id/12128/1/JURNAL%20HK11149.pdf.  
85 Nandha Risky Putra Nurmayani, Marlia Eka Putri. “Kebijakan Pendataan Ulang Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bandar Lampung”. 
https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/han1/article/view/1158S.  
86 https://lampungprov.go.id/index.php#Diakses, Selasa 29 Oktober 2019. 

c. Hasil perusahan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Perusahaan 
daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan 
pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan.  

d. Perusahaan daerah bergerak dalam kegiatan yang sesuai dengan urusan rumah 
tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok 
pemerintahan daerah.87 

Beberapa persoalan yang dihadapi terkait dengan wisata bahari dan pengelolaan 
wilayah pesisir yaitu isu kerusakan lingkungan fisik pesisir, terjadinya konflik 
sosial/horizontal antara pengelola dan masyarakat di lingkungan pesisir serta belum 
adanya ketidakpastian hukum atas kewenangan, kepemilikan maupun status 
penguasaan atas sumberdaya wilayah pesisir.88 Potensi konflik atas pemanfaatan wilayah 
pesisir sebagai objek wisata bahari tentunya bertentangan dengan cita-cita ideal bahwa 
manusia seharusnya dapat hidup secara rukun berdampingan dan saling 
ketergantungan antara satu dengan yang lainnya tetapi pada kenyataannya dapat terjadi 
gesekan dalam kehidupan sosial yang mengarah kepada konflik horizontal. 89 Dalam 
konteks ini negara berperan menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara 
yang baik, sehingga diperlukan mekanisme untuk menjamin kepentingan mayoritas 
masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai 
perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat 
kepada anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan.90 

Pengelolaan wilayah pesisir sebagai objek wisata harus tetap memperhatikan 
keseimbangan alam dan kelestariannya. Pemanfaatan wilayah pesisir harus berorientasi 
jangka panjang dan tidak hanya untuk kepentingan bisnis semata-mata melainkan harus 
berwawasan lingkungan.91 Wilayah pesisir merupakan Kawasan strategis yang 
keberadaannya harus dilindungi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan 
masyarakat. Oleh karena perizinan di bidang pengelolaan dan pemanfaatan wilayah 
pesisir menjadi fokus perhatian oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di 
daerah. 92 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah kebijakan perizinan 
usaha jasa kepariwisataan di Provinsi Lampung dalam kaitannya dengan perlindungan 
kawasan pesisir? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, 
dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi 
kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif untuk memperoleh 
simpulan penelitian. 
 

                                                           
87 Yuswanto, Nurmayani, Ati Yuniati, Marlia Eka Putri, Eka Deviani dan Satria Prayoga. Hukum Keuangan Negara. Fakultas Hukum 
Universitas Lampung. 2014. hlm. 133-134 
88Bengen, D.G.,& Retraubun, A.S.W. “Menguak Realitas dan Urgensi Pengelolaan Berbasis Eko-Sosio Sistem Pulau-Pulau Kecil”. Bogor. 
(ID): Pusat Pembelajaran dan Pengembangan Pesisir dan Laut. Institut Pertanian Bogor. 
89 Muhammad Fadli Nurdin. 2013. “Pengaruh Kegiatan Wisata Bahari Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus di 
Pantai Patra Sambolo Kecamatan Anyer Kabupaten Serang)” http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/04/8. 
90 Budhiawan, G.P., Indarjo, A.,& Suryono.  “Kajian Kesesuaian dan Daya Dukung Wilayah Pesisir Pantai Bandengan Jepara sebagai Upaya 
Optimalisasi Pengembangan Kegiatan Wisata Bahari”. Journal of Marine Research, 2 (4), Tahun 2013. 
91 Ilham Marasabessy. “Strategi Pengelolaan Berkelanjutan Pesisir dan Laut Pulau Nusa Manu dan Pulau Nusa Leun di Kabupaten Maluku 
Tengah”. Journal of Regional and Rural Development Planning Februari 2018, 2 (1): 1-22 DOI: 
http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2018.2.1.1-22 
92 Martha, H.N., Tuwo, A., & Farid, S. “Kesesuaian Ekowisata Selam dan Snorkeling di Pulau Nusa’ra dan Nusa Deket Berdasarkan Potensi 
Biofisik Perairan”. Jurnal. Sains & Teknologi, 14 (3), 259 – 268 Universitas Hasanuddin Tahun 2014. 
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II. PEMBAHASAN 
Izin atau perizinan pada dasarnya adalah suatu pernyataan atau keputusan yang 

diberlakukan atas perbuatan atau tindakan yang pada mulanya dilarang, namun apabila 
perbuatan tersebut dilaksnakan maka tidak bersifat merugikan dan tetap dapat 
dilaksanakan dengan kontrol yang ketat dan sostem administrasi negara yang 
dilaksanakan secara baik.93 Hukum perizinan pengelolaan lingkungan dibentuk dan 
diciptakan dalam rangka menjaga dan melindungi manusia dan lingkungan hidup tidak 
menjadi korban atas kesalahan prosedur dalam pemanfaatan sesuatu atau aktivitas atau 
usaha manusia.94 Hukum perizinan diciptakan guna mencapai ketertiban dan kepastian 
hukum. Aturan hukum mempunyai peran penting dan signifikan guna mengatur perilaku 
manusia guna menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat sehingga akan 
tercipta ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.95 

Instansi yang berwenang melaksanakan pelaksanaan perizinan secara terpadu di 
Provinsi Lampung adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi 
Lampung. Demikian pula halnya dengan izin di bidang usaha jasa kepariwisataan, maka 
pelaku usaha harus mengajukan izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, agar aktivitas usaha jasa kepariwisataan yang 
dilaksanakan memiliki legalitas usaha dan kepastian hukum dalam melaksanakan dan 
mengembangkan usahanya. 

Perizinan wisata bahari merupakan arah rangkaian tindakan tententu bagi pelaku 
usaha jasa kepariwistaan dalam memanfaatkan wilayah pesisir. Perizinan memiliki dua 
karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan 
dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu.96 

Pelaksanaan usaha jasa kepariwisataan harus memenuhi izin lingkungan sesuai 
ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Persyaratan izin tersebut mencakup analisis dampak lingkungan (Amdal), atau 
upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan hidup 
(UPL). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memilik 
AMDAL dan UKL-UPL wajib memilik izin lingkungan.  

Pengaturan mengenai perizinan tersebut merupakan upaya pembaharuan hukum 
terus dilakukan Pemerintah dengan tujuan agar nilai serta norma hukum sesuai dengan 
karakteristik serta kepribadian bangsa Indonesia.Pembaharuan substansi hukum 
dilaksanakan dengan maksud agar bangsa Indonesia memiliki tatanan hukum yang 
mencerminkan nilai-nilai kehidupan bangsa yang memiliki akar kebudayaan atau 
sosiokultural yang tinggi sebagai warisan para leluhur bangsa Indonesia.97 

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model 

                                                           
93 Spelth. N.M. dan Ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27. 
94 Didit Eko Prasetiyo. “Izin Lokasi Perairan Sebagai Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Studi Kasus Wisata Bahari di Pulau 
Maratua”. http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/ mra/article/view/8886. 
95 Priyono, B. 2016. “Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah”. Jurnal 
Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah.  http://ejournal.ipdn.ac.id/ 
96 Yustinaningrum, D. 2017. “Pengembangan Wisata Bahari di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya”. Jurnal Ilmu-Ilmu 
Pertanian Agrika. 11(1), 96-111. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/agrika/article/view/455/444. 
97 Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, 2002, Jakarta, hlm. 34. 
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II. PEMBAHASAN 
Izin atau perizinan pada dasarnya adalah suatu pernyataan atau keputusan yang 

diberlakukan atas perbuatan atau tindakan yang pada mulanya dilarang, namun apabila 
perbuatan tersebut dilaksnakan maka tidak bersifat merugikan dan tetap dapat 
dilaksanakan dengan kontrol yang ketat dan sostem administrasi negara yang 
dilaksanakan secara baik.93 Hukum perizinan pengelolaan lingkungan dibentuk dan 
diciptakan dalam rangka menjaga dan melindungi manusia dan lingkungan hidup tidak 
menjadi korban atas kesalahan prosedur dalam pemanfaatan sesuatu atau aktivitas atau 
usaha manusia.94 Hukum perizinan diciptakan guna mencapai ketertiban dan kepastian 
hukum. Aturan hukum mempunyai peran penting dan signifikan guna mengatur perilaku 
manusia guna menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat sehingga akan 
tercipta ketertiban dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.95 

Instansi yang berwenang melaksanakan pelaksanaan perizinan secara terpadu di 
Provinsi Lampung adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi 
Lampung. Demikian pula halnya dengan izin di bidang usaha jasa kepariwisataan, maka 
pelaku usaha harus mengajukan izin sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, agar aktivitas usaha jasa kepariwisataan yang 
dilaksanakan memiliki legalitas usaha dan kepastian hukum dalam melaksanakan dan 
mengembangkan usahanya. 

Perizinan wisata bahari merupakan arah rangkaian tindakan tententu bagi pelaku 
usaha jasa kepariwistaan dalam memanfaatkan wilayah pesisir. Perizinan memiliki dua 
karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum rangkaian tindakan tertentu dilaksanakan 
dan dikembangkan secara sadar dengan tujuan tertentu.96 

Pelaksanaan usaha jasa kepariwisataan harus memenuhi izin lingkungan sesuai 
ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup. Persyaratan izin tersebut mencakup analisis dampak lingkungan (Amdal), atau 
upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL), dan upaya pemantauan lingkungan hidup 
(UPL). Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memilik 
AMDAL dan UKL-UPL wajib memilik izin lingkungan.  

Pengaturan mengenai perizinan tersebut merupakan upaya pembaharuan hukum 
terus dilakukan Pemerintah dengan tujuan agar nilai serta norma hukum sesuai dengan 
karakteristik serta kepribadian bangsa Indonesia.Pembaharuan substansi hukum 
dilaksanakan dengan maksud agar bangsa Indonesia memiliki tatanan hukum yang 
mencerminkan nilai-nilai kehidupan bangsa yang memiliki akar kebudayaan atau 
sosiokultural yang tinggi sebagai warisan para leluhur bangsa Indonesia.97 

Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan 
pandangan hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model 

                                                           
93 Spelth. N.M. dan Ten Berge. Pengantar Hukum Perizinan, ABJM. Jakarta, 2006, hlm.27. 
94 Didit Eko Prasetiyo. “Izin Lokasi Perairan Sebagai Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Studi Kasus Wisata Bahari di Pulau 
Maratua”. http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/ mra/article/view/8886. 
95 Priyono, B. 2016. “Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Perspektif Pemanfaatan Ruang di Daerah”. Jurnal 
Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah.  http://ejournal.ipdn.ac.id/ 
96 Yustinaningrum, D. 2017. “Pengembangan Wisata Bahari di Taman Wisata Perairan Pulau Pieh dan Laut Sekitarnya”. Jurnal Ilmu-Ilmu 
Pertanian Agrika. 11(1), 96-111. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/agrika/article/view/455/444. 
97 Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, 2002, Jakarta, hlm. 34. 

penegakan hukumnya humanistik. Penegakan hukum pidana humanistik dapat 
diwujudkan melalui pembentukan undang-undang yang memuat nilai agama Pancasila, 
kemanusiaan dan sosial, serta mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai 
kepastian hukum.98 Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan 
keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat 
manusia serta pertanggungjawaban sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan 
aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan 
perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.99 

Stategi peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan kawasan 
ekowisata diwujudkan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, pembangunan 
infrastruktursekolah, konservasi penyu, serta memberikan strategi dalam promosi atau 
pemasarannya. Output dari kegiatan pelatihan tersebut adalah terbangunnya kesadaran 
bersama dalam membangun usaha dan pemasaran secara kolektif serta perlindungan 
lingkungan pesisir. 100 

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah Provinsi Lampung terkait perizinan usaha 
jasa kepariwisataan dengan objek wisata bahari adalah memberlakukan Pergub 
Lampung No. 21/2019 tentang Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 
Kecil. Menurut Pasal 1 Angka 23 Pergub ini yang dimaksud dengan wisata bahari 
kegiatan pemanfaatan ruang perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk 
tujuan wisata. 

Menurut Nirwan Yustian101 kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi 
Lampung dengan memberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2019 
tentang Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan langkah 
yang strategis dan menjadi payung hukum dalam pelaksanaan perizinan wilayah pesisir, 
baik untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan lainnya. Sehubungan dengan 
hal tersebut maka setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan ruang 
dari sebagian perairan pesisir dan perairan di sekitar pulau-pulau kecil secara menetap 
wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir. Selanjutnya Izin Lokasi Perairan Pesisir 
tersebut menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan Perairan Pesisir, baik untuk 
kepentingan wisata bahari maupun kepentingan lainnya. 

Perizinan usaha jasa kepariwisataan dengan objek wisata bahari sesuai dengan 
Pasal 3 Pergub Lampung No. 21/2019 mencakup izin atas lokasi perairan pesisir dan izin 
pengelolaan perairan pesisir. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Izin atas 
lokasi Perairan Pesisir diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilavah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038. Izin atas lokasi tersebut meliputi 
Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi. 

                                                           
 98 Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. “Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency 
And Legal Certainty Based On Pancasila”. Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 22, Issue 4, 2019. 
 
99 Heni Siswanto. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang. Penerbit Pusataka Magister, 
Semarang, 2013. hlm.77. 
100 Yuni Ratna Sari, Dian Kagungan. “Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Bahari Berbasis Kearifan Lokal dan Penguatan 
Kelembagaan Desa dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Jurnal Ilmiah Econosains E-ISSN: 2252-8490 Vol. 14 No. 1, 
Maret 2016 http://doi.org/ 10.21009/ econosains. 
101 Hasil wawancara kepada Nirwan Yustian selaku Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu 
Satu Pintu Provinsi Lampung. Kamis, 17 September 2020.  
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Perizinan usaha jasa kepariwisataan dengan objek wisata bahari sesuai mencakup 
izin atas lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan perairan pesisir. Pelaku usaha 
memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan pembinaan dari pemerintah daerah 
untuk kelangsungan usahanya, menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin 
yang dimiliki dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah untuk 
kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki. 102Perizinan wilayah pesisir 
mencerminkan tertib administrasi dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.103 

Sektor pariwisata merupakan salah satu pendukung keuangan daerah, sehingga 
harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Apabila 
pemerintah daerah dan pihak swasta dapat bersinergi dengan baik dalam 
pengembangan potensi objek wisata maka akan semakin besar pula manfaatnya bagi 
penerimaan daerah.104 Pada era otonomi daerah ini pemerintah daerah dituntut untuk 
dapat mengoptimalkan penerimaan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan 
dan pelayanan publik. Sektor pariwisata merupakan sektor yang signifikan dalam 
meningkatkan penerimaan daerah, semakin banyak kunjungan wisatawan, baik asing 
maupun manca negara maka akan semakin besar penerimaan dan pendapatan daerah.105 
Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, 
sektor pariwisata juga dapat memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai 
katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. 106 
Majunya industri pariwisata sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang 
dan adanya pertumbuhan ekonomi yang berimbang. 107 

Pasal 5 Pergub Lampung No. 21/2019 menjelaskan bahwa usaha jasa 
kepariwisataan harus memenuhi izin atas lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan 
Pemanfaatan Umum  dan Izin atas lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan Konservasi. Tata 
cara pemberian izin atas lokasi perairan pesisir diatur dalam Pasal 10 Pergub Lampung 
No. 21/2019 adalah setiap Orang dan Koperasi untuk memiliki Izin atas lokasi Perairan 
Pesisir sesuai Pasal 5 harus menyampaikan permohonan kepada Gubemur melalui 
Kepala Dinas, baik melalui daring maupun luring. Permohonan izin tersebut harus 
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.  
Pasal 11 Pergub Lampung No. 21/2019 mengatur: 
(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (2) huruf a, 

untuk orang perseorangan meliputi:  
a. Fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP atau SIM atau Paspor yang berlaku;  
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  
c. Pernyataan tertulis kebenaran dokumen yang bermaterai cukup.  

                                                           
102 Djou, J.A.G. 2013. “Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende”. Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Kawistara, 3(1), 
1-116. doi: https://doi.org/10.22146/kawistara.3958. 
103 F.X. Sumarja. Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia. Penerbit Universitas Lampung Bandar Lampung. 2008. hlm.61.   
104 Armida S. Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Universitas Indonesia. Jakarta. 2006. 
hlm. 44 
105 Sri Nurhayati Qodriyatun. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa”.  Aspirasi: Jurnal 
Masalah-Masalah Sosial Volume 9, No, 2 Desember 2018. jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/indexa Press. 
106 Nyoman Pendit. Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana, Pradnya Paramita, Jakarta. 1994. hlm.12. 
107 Limbong, Ferncius., Sugiono Soetomo. “Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Taman Nasional Karimunjawa”. 
Jurnal Ruang. Vol. 2 No. 1. Tahun 2014. 



89PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

Perizinan usaha jasa kepariwisataan dengan objek wisata bahari sesuai mencakup 
izin atas lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan perairan pesisir. Pelaku usaha 
memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dan pembinaan dari pemerintah daerah 
untuk kelangsungan usahanya, menyelenggarakan kegiatan usahanya sesuai dengan izin 
yang dimiliki dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah untuk 
kelangsungan usahanya sesuai izin yang dimiliki. 102Perizinan wilayah pesisir 
mencerminkan tertib administrasi dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum 
di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya.103 

Sektor pariwisata merupakan salah satu pendukung keuangan daerah, sehingga 
harus dikembangkan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah. Apabila 
pemerintah daerah dan pihak swasta dapat bersinergi dengan baik dalam 
pengembangan potensi objek wisata maka akan semakin besar pula manfaatnya bagi 
penerimaan daerah.104 Pada era otonomi daerah ini pemerintah daerah dituntut untuk 
dapat mengoptimalkan penerimaan daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan 
dan pelayanan publik. Sektor pariwisata merupakan sektor yang signifikan dalam 
meningkatkan penerimaan daerah, semakin banyak kunjungan wisatawan, baik asing 
maupun manca negara maka akan semakin besar penerimaan dan pendapatan daerah.105 
Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan suatu pertumbuhan yang berimbang, 
sektor pariwisata juga dapat memegang peranan yang menentukan dan dapat sebagai 
katalisator untuk meningkatkan pembangunan sektor-sektor lain secara bertahap. 106 
Majunya industri pariwisata sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang 
dan adanya pertumbuhan ekonomi yang berimbang. 107 

Pasal 5 Pergub Lampung No. 21/2019 menjelaskan bahwa usaha jasa 
kepariwisataan harus memenuhi izin atas lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan 
Pemanfaatan Umum  dan Izin atas lokasi Perairan Pesisir pada Kawasan Konservasi. Tata 
cara pemberian izin atas lokasi perairan pesisir diatur dalam Pasal 10 Pergub Lampung 
No. 21/2019 adalah setiap Orang dan Koperasi untuk memiliki Izin atas lokasi Perairan 
Pesisir sesuai Pasal 5 harus menyampaikan permohonan kepada Gubemur melalui 
Kepala Dinas, baik melalui daring maupun luring. Permohonan izin tersebut harus 
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.  
Pasal 11 Pergub Lampung No. 21/2019 mengatur: 
(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 10 ayat (2) huruf a, 

untuk orang perseorangan meliputi:  
a. Fotokopi bukti diri pemohon berupa KTP atau SIM atau Paspor yang berlaku;  
b. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);  
c. Pernyataan tertulis kebenaran dokumen yang bermaterai cukup.  

                                                           
102 Djou, J.A.G. 2013. “Pengembangan 24 Destinasi Wisata Bahari Kabupaten Ende”. Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora Kawistara, 3(1), 
1-116. doi: https://doi.org/10.22146/kawistara.3958. 
103 F.X. Sumarja. Hukum Tata Guna Tanah di Indonesia. Penerbit Universitas Lampung Bandar Lampung. 2008. hlm.61.   
104 Armida S. Pengembangan Pariwisata Daerah Memasuki Era Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Universitas Indonesia. Jakarta. 2006. 
hlm. 44 
105 Sri Nurhayati Qodriyatun. “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa”.  Aspirasi: Jurnal 
Masalah-Masalah Sosial Volume 9, No, 2 Desember 2018. jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/indexa Press. 
106 Nyoman Pendit. Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana, Pradnya Paramita, Jakarta. 1994. hlm.12. 
107 Limbong, Ferncius., Sugiono Soetomo. “Dampak Perkembangan Pariwisata Terhadap Lingkungan Taman Nasional Karimunjawa”. 
Jurnal Ruang. Vol. 2 No. 1. Tahun 2014. 

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, 
untuk korporasi meliputi:  
a. Profil perusahaan 
b. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan perubaharmya:  
c. Fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab perusahaan:  
d. Fotokopi NPWP perusahaan; 
e. Komposisi kepemilikan saham;  
f. Susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;  
g. Surat keterangan domisili usaha;  
h. Fotokopi izin prinsip penanaman modal;  
i. Pernyataan tertulis kebenaran dokumen yang bermaterai cukup.  

 
(3) Persyaratan administrasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 

huruf a, untuk Koperasi meliputi:  
a. Profil Koperasi; 
b. Fotokopi akta pendirian koperasi dan perubahannya;  
c. Fotokopi bukti diri (KTP) penanggung jawab Koperasi;  
d. Fotokopi NPWP Koperasi:  
e. Fotokopi Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;  
f. Fotokopi Izin prinsip penanaman modal:  
g. Fotokopi Izin Investasi:  
h. Pernyataan tertulis kebenaran dokumen yang bermaterai cukup.  

Pemberlakukan instrumen hukum perizinan kawasan pariwisata dalam hal ini 
menjadi sarana yang memungkinkan pencapaian tujuan. Dimensi ini meliputi sistem dan 
prinsip dasar pengorganisasian praktik penyelenggaraan negara dan institusi-institusi 
sosial. Ini turut berperan dalam menentukan pengaturan perilaku masyarakat dalam 
menghadapi berbagai masalah dasar. Dimensi sarana ini mengandung tatanan hukum 
dan institusi yang harus mengikuti prinsip solidaritas, struktur sosial di tata secara 
politik menurut prinsip keadilan bagi masyarakat.108 Kawasan pariwisata harus 
dikembangkan dengan strategi yang baik agar tetap terjaga kelestarian dan dapat 
diwariskan kepada generasi berikutnya. Pemerintah dalam hal ini memegang peran 
penting dalam memberlakukan regulasi di bidang izin kepariwisataan.109 Pengelolaan 
sumber daya pulau-pulau kecil dalam konteks wisata baharí harus memperhatikan 
prinsip keseimbangan ekologi. Pemanfaatan sumber daya alam oleh manusia harus 
benar-benar bijak dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup110  
Pengembangan pariwisata di pulau-pulau kecil juga harus secara aktif mengikutsertakan 
dan memberdayakan masyarakat serta kearifan lokal yang berlaku di wilayah tersebut. 111   

                                                           
108 Noor Nailie Azzat. “Analisis Perencanaan Pengembangan Kawasan Pariwisata Karimunjawa yang Berkelanjutan (Sustainability 
Tourism) Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara”. https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/ 
109 Budi, S. P. 2016. “Model Strategi Pengembangan Kawasan Pariwisata Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan”.Jurnal Universitas 
Gadjah Mada. Yogyakarta.  
110 Johan, Yar. 2011. “Pengembangan Wisata Bahari dalam Pengelolaan Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil Berbasis Ekologi: Studi Kasus 
Pulau Sebesi Provinsi Lampung”. Jurnal. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.  
111 Budianto, Prima Farid., Edi Susilo, Erlinda Indrayani. “Implementasi Pengembangan Pariwisata di Pulau-Pulau Kecil terhadap 
Masyarakat Pesisir Desa Linuhu (Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara”. Jurnal ECSOFiM. Vol. 1 No. 
1. Tahun 2013.  
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Menurut Heri Budi Santoso112 wisata bahari utamanya merupakan kegiatan wisata 
yang mengutama sumberdaya pantai dan budaya masyarakat pantai sebagai rekreasi, 
olahraga dan menikmati pemandangan. Selain itu wisata bahari merupakan kegiatan 
wisata yang mengutamakan sumberdaya bawah laut dan dinamika air laut seperti diving, 
snorkling, selancar, jet ski, perahu kaca, dan wisata satwa. Wisata bahari sebagai bentuk 
wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Dengan demikian wisata bahari 
sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian 
ekosistem di areal yang masih alami. 

Selanjutnya Pasal 12 Pergub Lampung No. 21/2019 menjelaskan bahwa 
Persyaratan Teknis Izin atas lokasi Perairan Pesisir untuk izin yang diberikan kepada 
setiap orang dan Koperasi sebagai berikut:  
a. Peta atau denah lokasi dengan titik koordinat geografis yang berbentuk ruang dan/ 

atau poligon, paling sedikit 4 titik koordinat lintang dan bujur dengan skala paling 
sedikit 1:5000. dengan menyebutkan luasan yang dimohonkan;  

b. Pernyataan tidak keberatan dari pengguna ruang laut lain yang telah ada di sekitar 
lokasi yang dimohonkan dengan berrnaterai eukup;  

c. Proposal kegiatan yang mernuat: pendahuluan, latar belakang, dasar hukum dan letak 
geografis;  

d. Deskripsi lingkungan, meliputi: eksisting pemanfaatan; ekosistem pesisir dan 
oseanografi; daya dukung dan daya tampung: kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sekitar lokasi serta kondisi sarana/prasarana di sekitar lokasi  

e. Rencana kegiatan, meliputi: luasan dan letak geografis lokasi: keselarasan dengan 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung; gambaran 
teknis pemanfaatan ruang; dan Rencana bisnis aspek ekonomi dan finansial yang 
berisi tentang analisis dan efisiensi usaha. 

 
Prosedur pemberian lzin Lokasi Perairan Pesisir diatur dalam Pasal 14 Pergub Lampung 
No. 21/2019: 
(1) Pemohon Izin menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas 

yang dilengkapi persyaratan sebagaimana telah ditentukan 
(2) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan.  
(3) Permohonan disampaikan oleh Dinas kepada OPD teknis paling lambat 2 (dua) hari 

untuk dilakukan kajian teknis, yang meliputi persyaratan teknis dan peninjauan 
lapangan.  

(4) Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.  
Perizinan usaha jasa kepariwisataan dalam kaitannya dengan perlindungan 

kawasan pesisir dalam hal ini memiliki dimensi tujuan yang dirumuskan dalam upaya 
mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan 
dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap 
dua komitmen tersebut melalui penerapan kebijakan publik yang baik. Dalam 
menghadapi masalah-masalah pemerintahan, kebijakan umum pemerintah harus 

                                                           
112 Hasil wawancara kepada Heri Budi Santoso selaku Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 
Lampung. Selasa, 15 September 2020.  



91PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

Menurut Heri Budi Santoso112 wisata bahari utamanya merupakan kegiatan wisata 
yang mengutama sumberdaya pantai dan budaya masyarakat pantai sebagai rekreasi, 
olahraga dan menikmati pemandangan. Selain itu wisata bahari merupakan kegiatan 
wisata yang mengutamakan sumberdaya bawah laut dan dinamika air laut seperti diving, 
snorkling, selancar, jet ski, perahu kaca, dan wisata satwa. Wisata bahari sebagai bentuk 
wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Dengan demikian wisata bahari 
sangat tepat dan berdayaguna dalam mempertahankan keutuhan dan keaslian 
ekosistem di areal yang masih alami. 

Selanjutnya Pasal 12 Pergub Lampung No. 21/2019 menjelaskan bahwa 
Persyaratan Teknis Izin atas lokasi Perairan Pesisir untuk izin yang diberikan kepada 
setiap orang dan Koperasi sebagai berikut:  
a. Peta atau denah lokasi dengan titik koordinat geografis yang berbentuk ruang dan/ 

atau poligon, paling sedikit 4 titik koordinat lintang dan bujur dengan skala paling 
sedikit 1:5000. dengan menyebutkan luasan yang dimohonkan;  

b. Pernyataan tidak keberatan dari pengguna ruang laut lain yang telah ada di sekitar 
lokasi yang dimohonkan dengan berrnaterai eukup;  

c. Proposal kegiatan yang mernuat: pendahuluan, latar belakang, dasar hukum dan letak 
geografis;  

d. Deskripsi lingkungan, meliputi: eksisting pemanfaatan; ekosistem pesisir dan 
oseanografi; daya dukung dan daya tampung: kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sekitar lokasi serta kondisi sarana/prasarana di sekitar lokasi  

e. Rencana kegiatan, meliputi: luasan dan letak geografis lokasi: keselarasan dengan 
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung; gambaran 
teknis pemanfaatan ruang; dan Rencana bisnis aspek ekonomi dan finansial yang 
berisi tentang analisis dan efisiensi usaha. 

 
Prosedur pemberian lzin Lokasi Perairan Pesisir diatur dalam Pasal 14 Pergub Lampung 
No. 21/2019: 
(1) Pemohon Izin menyampaikan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas 

yang dilengkapi persyaratan sebagaimana telah ditentukan 
(2) Dinas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan permohonan.  
(3) Permohonan disampaikan oleh Dinas kepada OPD teknis paling lambat 2 (dua) hari 

untuk dilakukan kajian teknis, yang meliputi persyaratan teknis dan peninjauan 
lapangan.  

(4) Hasil peninjauan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan.  
Perizinan usaha jasa kepariwisataan dalam kaitannya dengan perlindungan 

kawasan pesisir dalam hal ini memiliki dimensi tujuan yang dirumuskan dalam upaya 
mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan 
dan keadilan. Dalam negara demokratis, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap 
dua komitmen tersebut melalui penerapan kebijakan publik yang baik. Dalam 
menghadapi masalah-masalah pemerintahan, kebijakan umum pemerintah harus 

                                                           
112 Hasil wawancara kepada Heri Budi Santoso selaku Kepala Subbagian Perencanaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi 
Lampung. Selasa, 15 September 2020.  

terumus jelas dalam prioritas, program, metode dan pendasaran filosofisnya dan 
menjadi transparan  apa yang harus dipertanggung jawabkan. Atas dasar kebijakan 
umum ini, wakil-wakil rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat dapat 
mengevalusasi pelaksanaan, kinerja pemerintah dan menuntut pertangung jawaban dan 
akuntabilitas publik. Pelaksanaan izin untuk usaha jasa kepariwisataan, khususnya 
wisata bahari harus sesuai dengan pedoman/kriteria/ standar/patokan yang 
ditentukan. Hal yang tidak kalah penting adalah pengawasan yang terorganisir yang 
memuat mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan, siapa saja yang melaksanakan 
pengawasan, dan hal-hal apa saja yang diawasi sehingga dalam melaksanakan 
pengawasan, personil pengemban fungsi pengawasan dapat melakukan pengawasan 
dengan benar dan efektif sesuai dengan ketentuan yang ada. 
 
III. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan perizinan 
usaha jasa kepariwisataan dalam kaitannya dengan perlindungan kawasan pesisir di 
Provinsi Lampung dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu 
Provinsi Lampung berdasarkan Pergub Lampung No. 21/2019 tentang Pemanfaatan 
Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perizinan usaha jasa kepariwisataan 
dengan objek wisata bahari mencakup izin atas lokasi perairan pesisir dan izin atas 
lokasi perairan. Masa berlaku izin pengelolaan perairan pesisir dan izin atas lokasi 
perairan adalah selama 2 (dua) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan izin paling 
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin.  

Implikasi perizinan terhadap perlindungan kawasan pesisir dalam pelaksanaan 
perizinan usaha jasa kepariwisataan di Provinsi Lampung sesuai dengan Pergub 
Lampung No. 21/2019 berimplikasi pada perlindungan kawasan pesisir di sekitar objek 
wisata karena di dalam persyaratan izin wisata bahari harus mencantumkan Dokumen 
Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan. Selain itu mencantumkan dokumen studi 
kelayakan teknis yang memuat koordinat lokasi pemanfaatan, rencana kegiatan wisata 
bahari dan daftar sarana prasarana yang digunakan. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menemukan solusi yang terbaik bagi para pihak untuk 

menyelesaikan konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) Lampung Utara. Masalah 
yang terjadi adalah bagaimana kajian hukum pidana terhadap konflik tanah di Desa 
Madukoro (Prokimal) Kabupaten Lampung Utara dan apakah yang menjadi faktor 
pendorong dan penghambat dalam upaya proses penyelesaian konflik tanah di Desa 
Madukoro (Prokimal) Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui jawaban dari 
permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian berbentuk yuridis normatif dan 
yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan berkaitan dengan hal ini, kajian hukum 
pidana atau penerapan dari norma-norma hukum pidana dalam KUHP seperti 
pemberian sanksi pidana dan pidana denda dapat saja dilakukan sebagai upaya terakhir 
apabila proses penyelesaian konflik diluar peradilan tidak juga dapat terselesaikan. 
Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses penyelesaian konflik tanah 
lebih dipengaruhi oleh faktor internal dari kedua belah pihak yaitu masyarakat Desa 
Madukoro (Prokimal) dan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian menunjukkan 
penyelesaian konflik dapat saja segera terselesaikan apabila setiap pihak yang berkonflik 
mengesampingkan emosional masing-masing dan Pemerintah Kabaputen Lampung 
Utara serta Pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih serius untuk berkontribusi 
melakukan upaya mediasi terhadap penyelesaian konflik tanah di Desa Madukoro 
(Prokimal) Kabupaten Lampung Utara disertai tindakan tegas dengan memberikan solusi 
terbaik untuk kedua belah pilak yang berkonflik. 
Kata Kunci: Kajian, Hukum Pidana, Konflik Tanah. 
 

Abstract 
This research aims to find the best solution for the parties to resolve land conflicts in 
Madukoro Village (Prokimal) North Lampung. The problem is how the study of criminal 
law on land conflict in Madukoro Village (Prokimal) North Lampung Regency and what 
are the driving factors and obstacles in the efforts of the land conflict resolution process in 
Madukoro Village (Prokimal) North Lampung Regency. To find out the answer to the 
problem, research was conducted in the form of normative juridical and empirical 
juridical. The results showed that in connection with this, the study of criminal law or the 
application of criminal law norms in the Criminal Code such as the imposition of criminal 
sanctions and criminal fines may be done as a last resort if the process of resolving 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan menemukan solusi yang terbaik bagi para pihak untuk 

menyelesaikan konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) Lampung Utara. Masalah 
yang terjadi adalah bagaimana kajian hukum pidana terhadap konflik tanah di Desa 
Madukoro (Prokimal) Kabupaten Lampung Utara dan apakah yang menjadi faktor 
pendorong dan penghambat dalam upaya proses penyelesaian konflik tanah di Desa 
Madukoro (Prokimal) Kabupaten Lampung Utara. Untuk mengetahui jawaban dari 
permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian berbentuk yuridis normatif dan 
yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan berkaitan dengan hal ini, kajian hukum 
pidana atau penerapan dari norma-norma hukum pidana dalam KUHP seperti 
pemberian sanksi pidana dan pidana denda dapat saja dilakukan sebagai upaya terakhir 
apabila proses penyelesaian konflik diluar peradilan tidak juga dapat terselesaikan. 
Faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam proses penyelesaian konflik tanah 
lebih dipengaruhi oleh faktor internal dari kedua belah pihak yaitu masyarakat Desa 
Madukoro (Prokimal) dan TNI Angkatan Laut. Hasil penelitian menunjukkan 
penyelesaian konflik dapat saja segera terselesaikan apabila setiap pihak yang berkonflik 
mengesampingkan emosional masing-masing dan Pemerintah Kabaputen Lampung 
Utara serta Pemerintah Provinsi Lampung dapat lebih serius untuk berkontribusi 
melakukan upaya mediasi terhadap penyelesaian konflik tanah di Desa Madukoro 
(Prokimal) Kabupaten Lampung Utara disertai tindakan tegas dengan memberikan solusi 
terbaik untuk kedua belah pilak yang berkonflik. 
Kata Kunci: Kajian, Hukum Pidana, Konflik Tanah. 
 

Abstract 
This research aims to find the best solution for the parties to resolve land conflicts in 
Madukoro Village (Prokimal) North Lampung. The problem is how the study of criminal 
law on land conflict in Madukoro Village (Prokimal) North Lampung Regency and what 
are the driving factors and obstacles in the efforts of the land conflict resolution process in 
Madukoro Village (Prokimal) North Lampung Regency. To find out the answer to the 
problem, research was conducted in the form of normative juridical and empirical 
juridical. The results showed that in connection with this, the study of criminal law or the 
application of criminal law norms in the Criminal Code such as the imposition of criminal 
sanctions and criminal fines may be done as a last resort if the process of resolving 

conflicts outside the judiciary can not also be resolved. The driving and inhibitory factors 
in the process of resolving land conflicts are more influenced by internal factors from both 
sides, namely madukoro village (Prokimal) and Navy. The results showed that conflict 
resolution could be resolved immediately if each conflicting party put aside their 
respective emotions and the Government of North Lampung Kabaputen and Lampung 
Provincial Government could be more serious to contribute mediation efforts to the 
settlement of land conflicts in Madukoro Village (Prokimal) North Lampung Regency 
accompanied by decisive action by providing the best solution for the two conflicting 
parties. 
Keywords: Studies, Criminal Law, Land Conflict. 
 
A. Pendahuluan 

Tanah adalah sesuatu yang dianggap penting oleh kebanyakan orang dikarenakan 
semua kehidupan yang ada di bumi bergantung pada sumber penghidupan yang muncul 
dari dalam tanah, seperti sebuah pemahaman bahwa manusia diciptakan oleh tuhan dari 
tanah, makan hasil tanah, berdiri diatas tanah, maka dari sanalah pula mereka akan 
kembali, tidak mengherankan jika antara tanah dan manusia memiliki hubungan yang 
saling berkaitan. Sebagian masyarakat adat Lampung beranggapan bahwa tanah 
merupakan tolak ukur derajat atau kedudukan bagi pemiliknya. Namun seiring waktu 
dampak dari akulturasi mulai menyebabkan perbedaan pandangan dalam masyarakat, 
sehingga memudarkan adat istiadat yang telah ada sejak dahulu dan memunculkan 
kebiasaan baru pada akhinya menghilangkan kebiasaan lama baik dalam sistem hidup 
bermasyarakat sampai pada tatanan perubahan kepemilikan lahan yang telah berpindah 
tangan.113 Tuntutan dari meningkat pesatnya jumlah penduduk membuat kebutuhan 
manusia akan pembangunan semakin menuntut pemerintah untuk menyediakan lahan 
tanah demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat.114 

Pada masa sekarang masyarakat mulai menyadari bahwa sangat penting jika 
tanah yang mereka kelola dan dijadikan tempat tinggal harus memiliki nilai keabsahan 
legalitas hukum yang kuat. Karena pentingnya suatu legalitas kepemilikan tanah 
tersebut untuk menghindari terjadinya konflik yang berkaitan dengan tanah, sehingga 
berkemungkinan dapat merugikan kedua belah pihak yang berkonflik baik berupa 
materil juga besar kemungkinan akan munculnya korban jiwa antara para pihak yang 
bertikai.115 Merupakan sebuah kewajiban bagi suatu negara untuk melindungi setiap hak-
hak dari masyarakatnya. Pencapaian atas terciptanya rasa keadilan, ketertiban serta 
kepastian hukum termasuk mengenai perlindungan bagi pemegang hak atas tanah 
adalah sebuah bukti dari sebagian indikator baik-buruknya proses penegakan hukum di 
negara tersebut.116 Sudah memang seharusnya pada setiap sendi kehidupan manusia 
tidak terlepas dari tatanan sistem hukum yang berlaku sebagai suatu landasan indikator 

                                                           
113 Anselmus Agung Pramudito, “Merenda Cinta Melintas Budaya Hingga Senja Tiba (Studi Literatur tentang Perkawinan Antar-
Budaya)”. Buletin Psikologi. Vol. 25 No. 2 , 2017, hlm. 77. 
114 Mulyadi dan Satino, “Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda”. Jurnal Yuridis. Vol. 6 No. 1, Juni 2019, hlm. 148. 
115 Rinel Fitlayeni, “Konflik Tanah Ulayat Antara Kaum Caniago Di Nagari Kasang Dengan Badan Pertanahan Nasional Padang Parima”. 
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan. Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2015, hlm. 151. 
116 Robert L. Weku, “Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata”. Lex 
Privatum. Vol. I No. 2 April-Juni 2013, hlm. 165. 
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baik buruknya perbuatan yang dilakukan termasuk perihal penggunaan dan kepemilikan 
seseorang terhadap hak atas tanah.117 

Sementara dalam lingkup agraria, tanah merupakan objek yang menjadi bagian 
penting isi dari perundang-undangan yang berlaku baik perihal hak secara yuridis. Pasal 
4 ayat (1) UUPA memberikan pengertian bahwa hak menguasai yang dimiliki oleh negara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 terdapat bermacam-macam hak atas tanah yang 
dapat diberikan kepada seseorang atau bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum.118 Pendaftaran hak atas suatu kepemilikan tanah sebenarnya telah 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menjelaskan tujuan 
dari kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah serta 
hak-hak lainnya sehingga dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya merupakan 
pemegang hak yang sebenarnya.119 Sebelum adanya pemberlakuan Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) pada masa itu ketentuan atas kepemilikan hak atas tanah masih 
menggunakan peninggalan kolonial Belanda.120 Akibat dari belum lahir dan 
diberlakukannya UUPA pada saat itu Indonesia mengalami dualisme terkait aturan 
terhadap tanah penyebabnya adalah karena sistem yang berlaku masih peninggalan 
kolonial Belanda dan adanya sistem hukum adat yang merupakan sistem hukum asli 
masyakarat Indonesia.121 

Melihat berbagai fenomena konflik pertanahan yang terjadi dapat dipahami 
bahwa kebanyakan berasal dari permasalahan terkait kepastian hukum terhadap hak 
tanah yang diperebutkan, maka oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan hukum kepada 
pemilik sah atas tanah yang bersangkutan, kepastian terhadap letak tanah dan batas-
batasnya hal tersebut dibutuhkan karena banyak kasus berasal juga dari tanda atau 
batas tanah.122 Melihat arti penting nilai sebuah tanah sudah seharusnya negara memiliki 
kewajiban untuk ikut serta dalam mencegah timbulnya suatu konflik tanah.123Kebutuhan 
lahan kosong guna menunjang prasarana instansi pemerintahan terkadang membuat 
masyarakat yang menempati tanah milik negara semakin terpojok ditambah lagi mereka 
tidak memiliki kekuatan hukum atas hak kepemilikan tanah kegagalan atas mediasi 
sering sekali berakhir dengan munculnya konflik.124 

Melihat masih banyaknya berbagai fenomena konflik jenis baru menyangkut 
pertanahan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana seperti penyerobotan tanah 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 KUHP tidak membuat pemerintah untuk 
mengeluarkan peraturan menyangkut perihal tersebut, semua itu dibuktikan dengan 
tidak adanya satupun pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang 

                                                           
117 Hamzah, Muhammad Haidir Syah Putra, Zulkarnain, “Customary Law Impact In The Development Of Indonesia’s Criminal Code”. 
Journal of Critical Reviews. Vol. 7 No. 3, 2020, hlm. 233. 
118 Della Rahmaswary,”Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor: 24/G/2013/PTUN-
BL)”. NOTARIUS. Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 732. 
119 Ibid. 
120 Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”. Jurnal Hukum. 
Vol. 14 No. 3, Juli 2007, hlm. 460. 
121 Pupu Sriwulan Sumaya, “Pemaknaan Tanah Swapraja Dalam Konflik Pertanahan Di Kota Cirebon”. AL’Adl. Vol. X No. 1, Januari 2018, 
hlm. 90. 
122 Iswantoro, “Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif”. SUPREMASI HUKUM. Vol. 2 
No. 1, Juni 2013, hlm. 50. 
123 Luthfi Waskito Jati, “Proses Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan di Kabupaten Semarang”. Pandecta. Vol. 7 No. 1, 
Januari 2012, hlm. 96. 
124 Rinel Fitlayeni, Op. Cit. hlm. 152. 
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baik buruknya perbuatan yang dilakukan termasuk perihal penggunaan dan kepemilikan 
seseorang terhadap hak atas tanah.117 

Sementara dalam lingkup agraria, tanah merupakan objek yang menjadi bagian 
penting isi dari perundang-undangan yang berlaku baik perihal hak secara yuridis. Pasal 
4 ayat (1) UUPA memberikan pengertian bahwa hak menguasai yang dimiliki oleh negara 
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 terdapat bermacam-macam hak atas tanah yang 
dapat diberikan kepada seseorang atau bersama-sama dengan orang lain serta badan-
badan hukum.118 Pendaftaran hak atas suatu kepemilikan tanah sebenarnya telah 
termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menjelaskan tujuan 
dari kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada pemilik hak atas tanah serta 
hak-hak lainnya sehingga dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya merupakan 
pemegang hak yang sebenarnya.119 Sebelum adanya pemberlakuan Undang-Undang 
Pokok Agraria (UUPA) pada masa itu ketentuan atas kepemilikan hak atas tanah masih 
menggunakan peninggalan kolonial Belanda.120 Akibat dari belum lahir dan 
diberlakukannya UUPA pada saat itu Indonesia mengalami dualisme terkait aturan 
terhadap tanah penyebabnya adalah karena sistem yang berlaku masih peninggalan 
kolonial Belanda dan adanya sistem hukum adat yang merupakan sistem hukum asli 
masyakarat Indonesia.121 

Melihat berbagai fenomena konflik pertanahan yang terjadi dapat dipahami 
bahwa kebanyakan berasal dari permasalahan terkait kepastian hukum terhadap hak 
tanah yang diperebutkan, maka oleh sebab itu dibutuhkan perlindungan hukum kepada 
pemilik sah atas tanah yang bersangkutan, kepastian terhadap letak tanah dan batas-
batasnya hal tersebut dibutuhkan karena banyak kasus berasal juga dari tanda atau 
batas tanah.122 Melihat arti penting nilai sebuah tanah sudah seharusnya negara memiliki 
kewajiban untuk ikut serta dalam mencegah timbulnya suatu konflik tanah.123Kebutuhan 
lahan kosong guna menunjang prasarana instansi pemerintahan terkadang membuat 
masyarakat yang menempati tanah milik negara semakin terpojok ditambah lagi mereka 
tidak memiliki kekuatan hukum atas hak kepemilikan tanah kegagalan atas mediasi 
sering sekali berakhir dengan munculnya konflik.124 

Melihat masih banyaknya berbagai fenomena konflik jenis baru menyangkut 
pertanahan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana seperti penyerobotan tanah 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 167 KUHP tidak membuat pemerintah untuk 
mengeluarkan peraturan menyangkut perihal tersebut, semua itu dibuktikan dengan 
tidak adanya satupun pasal dalam draf Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang 

                                                           
117 Hamzah, Muhammad Haidir Syah Putra, Zulkarnain, “Customary Law Impact In The Development Of Indonesia’s Criminal Code”. 
Journal of Critical Reviews. Vol. 7 No. 3, 2020, hlm. 233. 
118 Della Rahmaswary,”Perlindungan Hukum Penyerobotan Tanah Hak Milik Dalam Aspek Pidana (Studi Kasus Nomor: 24/G/2013/PTUN-
BL)”. NOTARIUS. Vol. 12 No. 2, 2019, hlm. 732. 
119 Ibid. 
120 Mudjiono, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”. Jurnal Hukum. 
Vol. 14 No. 3, Juli 2007, hlm. 460. 
121 Pupu Sriwulan Sumaya, “Pemaknaan Tanah Swapraja Dalam Konflik Pertanahan Di Kota Cirebon”. AL’Adl. Vol. X No. 1, Januari 2018, 
hlm. 90. 
122 Iswantoro, “Dilematika Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya dalam Perspektif Hukum Positif”. SUPREMASI HUKUM. Vol. 2 
No. 1, Juni 2013, hlm. 50. 
123 Luthfi Waskito Jati, “Proses Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Pembangunan Jalan di Kabupaten Semarang”. Pandecta. Vol. 7 No. 1, 
Januari 2012, hlm. 96. 
124 Rinel Fitlayeni, Op. Cit. hlm. 152. 

telah beberapa kali mendapatkan perubahan sejak tahun 2004.125 Sejalan dengan 
peristiwa yang sering terjadi tersebut diperlukan sebuah konsep hukum baru yang 
mengatur bagaimana hak milik seseorang atas tanah dapat terselamatkan dalam konteks 
peristiwa hukum pidana. 

Penyelesaian suatu konflik pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara 
tergantung pilihan yang diambil oleh salah satu pihak apakah ingin diselesaikan melalui 
jalur peradilan atau diluar peradilan dengan cara mediasi melalui pihak ketiga sebagai 
mediator, upaya penyelesaian konflik diluar peradilan selain menghemat biaya juga 
dapat menghindari timbulnya permasalahan baru di kemudian hari.126 Penyelesaian 
konflik pertanahan diluar peradilan sangat diharapkan adanya campur tangan pihak 
ketiga sebagai mediator sebagai pihak ketiga yang berupaya ikut serta untuk segera 
mengakhiri konflik, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan Pemerintah Daerah 
diharapkan dapat menjadi mediator agar kesepakatan dapat segera tercapai.127Konflik 
terkait pertanahan memiliki bermacam bentuk baik menyangkut perihal masalah 
perdata sampai ke ranah hukum pidana, seperti adanya sertifikat ganda, penyerobotan 
tanah, sampai kasus jual beli tanah milik negara, biasanya kasus tersebut terjadi pada 
daerah-daerah yang tergolong tertinggal dan masyarakatnya minim akan ilmu 
pengetahuan.128 

Upaya penegakan hukum untuk mengatasi kasus yang tergolong dalam tindak 
pidana penyerobotan hak atas tanah serta perbuatan tindak pidana lain yang 
menyertainya harus mengutamakan rasa keadilan sejalan dengan prinsip hukum yang 
dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga 
penegakan supremasi konstitusi sebagai dasar negara dapat berjalan baik tanpa dikotori 
oleh kepentingan segelintir orang.129 Pada daerah-daerah tertentu khususnya di 
Kabupaten Lampung Utara peran lembaga masyarakat, aparatur desa, serta tokoh-tokoh 
yang memang disegani oleh masyarakat memiliki peran penting untuk menyelesaikan 
konflik pertanahan yang terjadi sebelum kasus tersebut masuk ke pengadilan, selain 
dapat berfungsi untuk mendinginkan suasana di tengah ketegangan antara kedua pihak 
para tokoh masyarakat juga dapat memberikan kejelasan mengenai data sejarah dari 
kepemilikan tanah tersebut. 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut; (1) Bagaimanakah mekanisme hukum pidana terhadap konflik tanah di 
Desa Madukoro (Prokimal) Kabupaten Lampung Utara; (2) Apakah yang menjadi faktor 
pendorong dan penghambat dalam upaya penyelesaian konflik tanah di Desa Madukoro 
(Prokimal) kabupaten lampung utara. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis 
terkait kajian hukum pidana terhadap konflik tanah yang terjadi di Desa Madukoro 

                                                           
125 Hairan, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia”. Gorontalo Law Review. Vol. 3 No. 
1, April 2020, hlm. 28. 
126 Sarah D.L Roeroe, “Penegakan Hukum Agraria Dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan Dalam Proses Peradilan”. Penegakan Hukum. 
Vol. I No. 6, Oktober 2013, hlm. 100. 
127 Jamiat Adakol Tamrin Muchsin, Sri Sudono Saliro, “Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan di Kementerian Agraria Tata 
Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas”. Jurnal Wawasan Yuridika. Vol. 4 No. 2, September 2020, hlm. 177. 
128 Fransiskus X. Gian Tue Mali, “Negara vs Masyarakat: Konflik Tanah di Kabupaten Nagekeo, NTT”. Jurnal Kajian Politik Dan Masalah 
Pembangunan. Vol. 11 No. 02, 2020, hlm. 1658. 
129 Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 180. 
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(Prokimal) Kabupaten Lampung Utara serta mendeskripsikan mengenai konsep sistem 
hukum berkaitan dengan konflik terhadap tanah dan upaya penyelesaiannya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. 
Dengan menggunakan yuridis normatif menjadikan hukum sebagai pandangan dari 
sistem norma yaitu berpedoman kepada asas-asas, peraturan perundang-undangan 
serta pendapat para ahli (doktrin), penelitian ini dilakukan kepada data yang bersifat 
sekunder, seperti jurnal, buku, serta artikel ilmiah lainnya yang berkaitan dengan konflik 
pertanahan dalam kaitannya dengan hukum pidana.130 Sedangkan penelitian yuridis 
empiris mengkaji pola perilaku dari masyarakat dan mengarah kepada hukum tidak 
tertulis atau bahan hukum primer, Dikarenakan penelitian menggunakan data primer 
maka bahan penelitian diperoleh dengan menggali informasi dilapangan. Jadi, dalam 
upaya penyelesaian penelitian dilakukan perpaduan antara bahan hukum sekunder yaitu 
yang berasal dari perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum primer yang 
diperoleh dari lapangan guna menganalisis permasalahan.131Sumber data yang digunakan 
meliputi data primer yaitu dengan melakukan wawancara yang mengalami dan 
memahami peristiwa hukum tersebut juga menggunakan data sekunder yang diperoleh 
dengan cara mengkaji semua literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan. 
 
B. Pembahasan 
1. Kajian Hukum Pidana Terhadap Konflik Tanah di Desa Madukoro (Prokimal) 

Kabupaten Lampung Utara 
Konflik tanah yang terjadi di daerah Desa Madukoro (Prokimal) Kabupaten 

Lampung Utara sebenarnya telah terjadi sejak lama namun permasalahan tersebut tidak 
terselesaikan sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak-pihak 
berwenang agar konflik yang berlangsung terselesaikan dengan baik. Pemerintah telah 
membuat sebuah peraturan hukum terkait sanksi pidana yang berhubungan dengan 
pertanahan, seperti kasus penggelapan, pemalsuan surat-surat berharga/dokumen, 
semuanya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meski masih butuh 
kajian lebih mendalam terkait pembaharuan peraturan tersebut. 

Merupakan suatu tugas baru bagi negara untuk lebih memberikan perlindungan 
hukum kepada pemilik sah hak atas tanah baik itu individu, suatu kelompok masyarakat, 
atau bahkan instansi pemerintahan yang memiliki bukti autentik berupa sertifikat dan 
surat-surat berharga kepemilikan hak atas tanah. Pada masa sekarang masih banyak 
masyarakat yang menguasai sebidang tanah tetapi belum memiliki status jelas atas 
kepemilikan tanah tersebut, sehingga menimbulkan permasalahan baru yang mengarah 
pada ranah hukum pidana yaitu bahwa mereka dianggap telah melakukan penyerobotan 
tanah atau memasuki pekarangan tanpa ijin yang berhak. 

 Berkaitan dengan kajian hukum pidana terhadap konflik pertanahan seperti yang 
terjadi di daerah Desa Madukoro (Prokimal) sebenarnya memiliki hubungan yang cukup 
kuat apalagi bila masyarakat tidak memiliki bukti legalitas atas kepemilikan tanah yang 
mereka tempati dan dijadikan lahan garapan, tidak heran timbul dugaan bahwa 

                                                           
130 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34. 
131 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia: Publishing, 2006), hlm. 295. 
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(Prokimal) Kabupaten Lampung Utara serta mendeskripsikan mengenai konsep sistem 
hukum berkaitan dengan konflik terhadap tanah dan upaya penyelesaiannya. 
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 Berkaitan dengan kajian hukum pidana terhadap konflik pertanahan seperti yang 
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130 Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34. 
131 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia: Publishing, 2006), hlm. 295. 

masyarakat telah melakukan perbuatan tindak pidana penyerobotan hak atas tanah, 
terkait tindak pidana penyerobotan sebenarnya pasal tersebut masih sangat sempit 
sebagaimana pada Pasal 167 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana. 

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan narasumber bapak Trisna 
selaku anggota masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) beliau memang mengatakan 
bahwa tidak semua masyarakat memiliki sertifikat kepemilikan hak atas tanah dari 
sebidang tanah yang mereka tinggali maupun mereka garap, meskipun ada yang 
memiliki surat hanya sebatas surat jual-beli yang sudah sejak lama di beli oleh tokoh 
masyarakat setempat yang kini telah meninggal menurutnya, namun sejauh ini menurut 
bapak Trisna meskipun sudah sejak lama konflik ini terjadi dan kebanyakan masyarakat 
juga tidak memiliki bukti autentik berupa sertifikat hak milik tetapi permasalahan yang 
terjadi tidak pernah dibawa ke ranah hukum pidana sampai sekarang.132 

Informasi senada juga disampaikan juga oleh Letkol Laut M. Firdaus, S.H.M.H 
bahwa apa yang dilakukan oleh pihak TNI Angkatan Laut adalah untuk mengamankan 
aset milik mereka (Kimal AL) yang telah diserahkan oleh Presiden sejak tahun 1966, 
menurutnya tidak mungkin TNI Angkatan Laut sampai tega merebut apa yang dimiliki 
oleh masyarakat sementara TNI memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi 
masyarakat, selanjutnya beliau mengatakan bahwa berbagai upaya pendekatan telah 
dilakukan seperti melakukan upaya mediasi.133 

menurut pakar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Dr. 
Nikmah Rosidah, S.H., M.H. pemberian sanksi hukum pidana dapat saja diberlakukan 
melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang 
kepemilikan hak atas tanah tersebut, selain itu dibutuhkan upaya penyuluhan kepada 
seluruh lapisan masyarakat mengenai informasi tentang kepemilikan hak atas tanah 
yang dilakukan oleh instansi berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional atau 
Pemerintah Daerah Setempat sehingga diharapkan kedepannya kejadian terhadap 
konflik pertanahan dapat dihindari karena masyakarat lebih taat dan sadar akan 
hukum.134 Selain melakukan penyuluhan kepada masyarakat Badan Pertanahan Nasional 
juga memiliki peran ikut serta dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara 
masyarakat desa Madukoro (Prokimal) dan pihak TNI Angkatan Laut, peran Badan 
Pertanahan Nasional tersebut telah diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Pemen ATR/Kepala 
BPN nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.135 

Untuk menyelesaikan suatu konflik dapat dilakukan dengan dua proses seperti 
yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu melalui proses ligitasi dalam pengadilan baik 
melalui kajian hukum pidana maupun hukum perdata, kemudian berkembang ke proses 
penyelesaian konflik di luar pengadilan. Proses ligitasi akan memperoleh hasil 
kesepakatan yang bersifat adversial yang berarti tidak merangkul kepentingan bersama 

                                                           
132 Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Trisna, selaku masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) Lampung Utara yang tanahnya 
berkonflik dengan TNI Angkatan Laut, pada 22 Maret 2021. 
133 Berdasarkan hasil wawancara dengan Letkol Laut M. Firdaus, S.H., M.H, selaku Komandan Pemukiman Angkatan Laut (Kakimal) 
Kabupaten Lampung Utara. 
134 Berdasarkan hasil wawancara dengan Guru Besar Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Prof. Dr. Nikmah 
Rosidah, S.H., M.H. Pada tanggal 21 April 2021. 
135 Sahnan, M. Arba, L. Wira Pria Suhartana, “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan”. Jurnal 
IUS Kajian Hukum Dan Keadilan. Vol. 7 No. 3, Desember 2019, hlm. 438. 
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yang malah dikhawatirkan pada kemudian hari akan memicu timbulnya masalah baru. 
Sedangkan apabila upaya penyelesaian dilakukan diluar proses pengadilan harapannya 
akan dapat memperoleh kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang berkonflik 
yaitu antara masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) dan TNI Angkatan Laut, juga tidak 
akan merusak kestabilan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.136 

Melihat dari proses upaya penyelesaian konflik tanah diluar peradilan oleh pihak-
pihak terkait demi sebisa mungkin menghindari penerapan atau kajian hukum pidana 
sejatinya telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu ciri khas dari 
budaya nusantara meskipun pemerintah telah menghapuskan pengadilan raja, 
pengadilan swapraja sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tetapi 
hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat masih tetap berlaku dan 
menjadikan tradisi ini sebagai kearifan lokal (lokal wisdom), kearifan lokal masyarakat 
dalam menyelesaian berbagai masalah secara mandiri sudah ada sejak dahulu bahkan 
sebelum Indonesia mengalami masa kolonisasi oleh Belanda. Ini menandakan bahwa 
sebagian masyakarat di daerah-daerah khususnya pedesaan lebih merasa nyaman untuk 
menyelesaikan masalah mereka melalui kearifan lokal atau dengan mediasi.137 

Kajian terhadap hukum pidana dalam konflik sosial terkait tanah terhadap 
masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) dan pihak TNI Angkatan Laut dapat saja 
dilakukan hal ini didasari atas tidak dimilikinya bukti autentik kepemilikan hak atas 
tanah diangggap cukup kuat oleh hukum perundang-undangan yang dimiliki masyarakat 
Desa Madukoro (Prokimal, langkah penyelesaian melalui peradilan umum merupakan 
solusi ampuh untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi sejak puluhan 
tahun, namun di sisi lain upaya tersebut dikhawatirkan akan dapat memicu munculnya 
masalah baru yang dampaknya lebih buruk lagi, maka oleh sebab itu diharapkan pihak-
pihak berwenang ikut serta berupa sebaik mungkin memberikan solusi terbaik 
memecahkan solusi tanpa harus melakukan upaya melalui jalur hukum pidana. 
 
2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di 

Desa Madukoro (Prokimal) Kabupaten Lampung Utara 
Penyelesaian konflik terkait pertanahan, yang biasanya dilakukan melalui 

lembaga desa sebagai upaya penyelesaian konflik diluar peradilan atau melalui lembaga 
peradilan sebagai jalur litigasi, masing-masing mempunyai faktor pendukung dan faktor 
penghambatnya. Faktor pendukung penyelesaian konflik pertanahan melalui lembaga 
desa dengan cara mediasi, yakni mudah diakses oleh masyarakat, penyelesaiannya tidak 
membutuhkan waktu yang lama, dan biaya murah. Sementara itu faktor penghambat 
penyelesaian konflik pertanahan melalui lembaga desa, yakni tidak ada jaminan 
kepastian hukum menurut perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih terbuka 
peluang untuk dapat digugat lagi ke pengadilan negeri. 

Konflik hukum hak tanah tidak dapat dilepaskan dengan kaitan konsep Indonesia 
sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Apabila masalah konflik terkait pertanahan tidak diatur secara 

                                                           
136 Felix MT. Sitorus, “Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun” , (2002), hlm 11. 
137 Erna Dewi, “Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal”, (Bandar Lampung, PKKPUHAM, 2014), hlm 1. 
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yang malah dikhawatirkan pada kemudian hari akan memicu timbulnya masalah baru. 
Sedangkan apabila upaya penyelesaian dilakukan diluar proses pengadilan harapannya 
akan dapat memperoleh kesepakatan bersama dari kedua belah pihak yang berkonflik 
yaitu antara masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) dan TNI Angkatan Laut, juga tidak 
akan merusak kestabilan sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.136 

Melihat dari proses upaya penyelesaian konflik tanah diluar peradilan oleh pihak-
pihak terkait demi sebisa mungkin menghindari penerapan atau kajian hukum pidana 
sejatinya telah lama dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai suatu ciri khas dari 
budaya nusantara meskipun pemerintah telah menghapuskan pengadilan raja, 
pengadilan swapraja sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, tetapi 
hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat masih tetap berlaku dan 
menjadikan tradisi ini sebagai kearifan lokal (lokal wisdom), kearifan lokal masyarakat 
dalam menyelesaian berbagai masalah secara mandiri sudah ada sejak dahulu bahkan 
sebelum Indonesia mengalami masa kolonisasi oleh Belanda. Ini menandakan bahwa 
sebagian masyakarat di daerah-daerah khususnya pedesaan lebih merasa nyaman untuk 
menyelesaikan masalah mereka melalui kearifan lokal atau dengan mediasi.137 

Kajian terhadap hukum pidana dalam konflik sosial terkait tanah terhadap 
masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) dan pihak TNI Angkatan Laut dapat saja 
dilakukan hal ini didasari atas tidak dimilikinya bukti autentik kepemilikan hak atas 
tanah diangggap cukup kuat oleh hukum perundang-undangan yang dimiliki masyarakat 
Desa Madukoro (Prokimal, langkah penyelesaian melalui peradilan umum merupakan 
solusi ampuh untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi sejak puluhan 
tahun, namun di sisi lain upaya tersebut dikhawatirkan akan dapat memicu munculnya 
masalah baru yang dampaknya lebih buruk lagi, maka oleh sebab itu diharapkan pihak-
pihak berwenang ikut serta berupa sebaik mungkin memberikan solusi terbaik 
memecahkan solusi tanpa harus melakukan upaya melalui jalur hukum pidana. 
 
2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tanah di 

Desa Madukoro (Prokimal) Kabupaten Lampung Utara 
Penyelesaian konflik terkait pertanahan, yang biasanya dilakukan melalui 

lembaga desa sebagai upaya penyelesaian konflik diluar peradilan atau melalui lembaga 
peradilan sebagai jalur litigasi, masing-masing mempunyai faktor pendukung dan faktor 
penghambatnya. Faktor pendukung penyelesaian konflik pertanahan melalui lembaga 
desa dengan cara mediasi, yakni mudah diakses oleh masyarakat, penyelesaiannya tidak 
membutuhkan waktu yang lama, dan biaya murah. Sementara itu faktor penghambat 
penyelesaian konflik pertanahan melalui lembaga desa, yakni tidak ada jaminan 
kepastian hukum menurut perundang-undangan yang berlaku, sehingga masih terbuka 
peluang untuk dapat digugat lagi ke pengadilan negeri. 

Konflik hukum hak tanah tidak dapat dilepaskan dengan kaitan konsep Indonesia 
sebagai negara hukum yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Apabila masalah konflik terkait pertanahan tidak diatur secara 

                                                           
136 Felix MT. Sitorus, “Lingkup Agraria dalam Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun” , (2002), hlm 11. 
137 Erna Dewi, “Sistem Pemidanaan Indonesia yang Berkearifan Lokal”, (Bandar Lampung, PKKPUHAM, 2014), hlm 1. 

pasti dalam undang-undang maka dapat berakibat buruk pada saat ini pemerintah 
tengah mensosialisasikan sebuah cara penyelesaian konflik yang baru melalui jalur 
diluar peradilan yang mana salah satu alternatifnya ialah dengan mediasi sesuai dengan 
ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan adanya salah satu dasar hukum diharapkan 
menjadi faktor pendorong kelancaran dari setiap terlaksananya upaya penyelesaian 
konflik tanah khususnya mengenai konflik tanah yang sedang dihadapi oleh masyarakat 
Desa Madukoro (Prokimal) Lampung Utara. 

Penyelesaian konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) terkesan lambat dan 
seakan tidak ditanggapi dengan serius, karena sudah bertahun-tahun konflik terjadi 
tetapi hingga saat ini belum menghasilkan pemecahan masalah dari hak milik atas tanah 
tersebut. Salah satu faktor penghambatnya mungkin karena pemerintah dalam 
menyelesaikan konflik tersebut hanya penyelesaian konflik dipermukaannya saja, yang 
dilihat pemerintah hanya mengenai persoalan dampak dari perselisihannya saja, tidak 
menyentuh pada persoalan agraria. Selain itu menurut narasumber yaitu bapak Trisna 
tidak terselesaikannya kasus konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) sebelumnya 
karena munucul anggapan tidak ada ketegasan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten 
dalam menyelesaikan konflik tersebut. 

Tidak semua kasus konflik yang terjadi di Desa Madukoro (Prokimal) memiliki 
permasalahan yang sama, antara satu masyarakat dengan lainnya terdapat problema 
yang cukup jauh berbeda mulai dari sejarah awal mula mereka tinggal sampai penyebab 
alasan timbulnya konflik berkepanjangan terhadap tanah tersebut. Telah banyak waktu 
yang dilewati serta berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik sampai melibatkan 
pihak-pihak berwenang sebagai mediator terkadang harus menghadapi banyak faktor-
faktor penghambat baik sebelum dilaksanakan sampai saat berangsung upaya 
penyelesaian konflik. 

Faktor yang menjadi hambatan tersebut dapat bersifat ringan maupun berat. 
Penghambat dapat diartikan sebagai suatu rintangan yang mempersulit tujuan yang 
telah direncakan agar segera tercapai dengan hasil maksimal. Dalam penyelesaian 
konflik tanah di wilayah Desa Madukoro (Prokimal) yang dilakukan melalui mediasi di 
berbagai tempat mulai dari balai desa sampai dilakukan di gedung DPRD Kabupaten 
Lampung Utara tentu tidaklah berjalan dengan lancar sesuai harapan semua pihak. 

Secara umum hambatan penyelesaian konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) 
dikarenakan faktor yang berasal dari kedua belah pihak berkonflik yaitu masyarakat 
Desa Madukoro (Prokimal) dan TNI Angkatan Laut. Faktor internal yang dapat 
menghambat dalam upaya penyelesaian konflik tanah yaitu: Pertama, sifat emosional 
dari para pihak yang berkonflik. Kedua, rendahnya tingkat pendidikan oleh sebagian 
masyarakat Desa Madukoro (Prokimal). Masyarakat yang mengalami konflik tanah di 
Desa Madukoro (Prokimal) berasal dari kalangan bawah dan memiliki tingkat pendidikan 
yang rendah. Ketiga, tidak adanya kesepakatan yang membahas mengenai ganti 
kerugian. 

Penyelesaian konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) Lampung Utara belum 
mampu diselesaikan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah Kabupaten Lampung 
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Utara dan pemerintah Provinsi Lampung karena setiap dilakukannya musyawarah tidak 
pernah menemukan kata sepakat atau solusi yang ditawarkan belum menguntungkan 
untuk kedua belah pihak. Faktor penghambat dan pendorong selama upaya proses 
penyelesaian konflik sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya kata perdamaian yang 
sedang diusahakan. 
 
C. Kesimpulan 

Kajian hukum pidana terkait konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) 
Kabupaten Lampung Utara merupakan sebuah upaya yang diharapkan mampu 
menyelesaikan konflik pertanahan ini, apabila upaya mediasi yang dilakukan masih saja 
tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang disetujui para pihak, meskipun hasil dari 
kajian hukum pidana terhadap konflik pertanahan masih harus mencari alternatif 
kebijakan seperti pidana denda atau ganti kerugian dan tujuan dari kajian bisa tercapai 
dalam rangka peningkatan dan penyesuaian komponen struktur hukum, substansi 
hukum dan kultur hukum berdasarkan persepsi perkembangan hukum pidana. 

Selama proses berlangsungnya upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara 
masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) dan TNI Angkatan Laut terdapat berbagai faktor 
pendorong dan penghambat, faktor-faktor tersebut juga yang menjadi indikator cepat 
atau lambatnya hasil kesepakatan para pihak yang berkonflik, beberapa faktor 
pendorong penyelesaian konflik tanah diantaranya seperti adanya itikad baik para pihak 
untuk segera menyelesaikan konflik, adanya campur tangan pihak ketiga sebagai 
mediator, penggunaan metode penyelesaian diluar peradilan berupa mediasi yang tidak 
memberatkan masyarakat dari segi biaya dan waktu, dll. Sementara selain faktor 
pendorong terdapat pula faktor penghambat diantaranya yaitu masih tidak stabilnya 
tingkat emosial para pihak, tidak adanya respon masyarakat dalam memenuhi undangan 
untuk melakukan mediasi sehingga salah satu pihak tidak hadir, faktor lain adalah 
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang membuat kesulitan dalam memahami 
fokus permasalahan. 
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Utara dan pemerintah Provinsi Lampung karena setiap dilakukannya musyawarah tidak 
pernah menemukan kata sepakat atau solusi yang ditawarkan belum menguntungkan 
untuk kedua belah pihak. Faktor penghambat dan pendorong selama upaya proses 
penyelesaian konflik sangat mempengaruhi cepat atau lambatnya kata perdamaian yang 
sedang diusahakan. 
 
C. Kesimpulan 

Kajian hukum pidana terkait konflik tanah di Desa Madukoro (Prokimal) 
Kabupaten Lampung Utara merupakan sebuah upaya yang diharapkan mampu 
menyelesaikan konflik pertanahan ini, apabila upaya mediasi yang dilakukan masih saja 
tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang disetujui para pihak, meskipun hasil dari 
kajian hukum pidana terhadap konflik pertanahan masih harus mencari alternatif 
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dalam rangka peningkatan dan penyesuaian komponen struktur hukum, substansi 
hukum dan kultur hukum berdasarkan persepsi perkembangan hukum pidana. 

Selama proses berlangsungnya upaya penyelesaian konflik yang terjadi antara 
masyarakat Desa Madukoro (Prokimal) dan TNI Angkatan Laut terdapat berbagai faktor 
pendorong dan penghambat, faktor-faktor tersebut juga yang menjadi indikator cepat 
atau lambatnya hasil kesepakatan para pihak yang berkonflik, beberapa faktor 
pendorong penyelesaian konflik tanah diantaranya seperti adanya itikad baik para pihak 
untuk segera menyelesaikan konflik, adanya campur tangan pihak ketiga sebagai 
mediator, penggunaan metode penyelesaian diluar peradilan berupa mediasi yang tidak 
memberatkan masyarakat dari segi biaya dan waktu, dll. Sementara selain faktor 
pendorong terdapat pula faktor penghambat diantaranya yaitu masih tidak stabilnya 
tingkat emosial para pihak, tidak adanya respon masyarakat dalam memenuhi undangan 
untuk melakukan mediasi sehingga salah satu pihak tidak hadir, faktor lain adalah 
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Abstract 

The progress of a group can be seen in the role of a leader who assumes the duties and 
responsibilities of each planned activity. Leaders are closely associated with a 
hegemonic that occurs within a group by condoning the ideological values of a leader. 
Based on a watchdoc film entitled "back of the hotel,"  researchers  are  aiming  at  a  
description  of  the  hegemonic  form associated with the theory of Antonio gramsci. 
The hegemonic concept of the film is cultural, hegemonic, intellectual, and national. 
The method used is a qualitative descriptive method using data collection techniques of 
record and documentation. Studies show that communities of power have successfully 
taken hold of the water exhibited by four such concepts as culture, hegemonic, 
intellectual and state. The entire film can build awareness of people in order to resist  if  
there  is  a  serious  injustice  likes  ini  Islam  religion.  Furthermore, through this  film  
it  becomes  a study for the government to strengthen  its clearance and monitor 
directly the development of which yogyakarta city. 
Keywords: hegemoni, back of the hotel, qualitative descriptive, wacthdoc 
 
A.   Pendahuluan 

Dewasa ini film memiliki peran untuk membentuk dan mempengaruhi pandangan 
masyarakat, melalui pesan-pesan yang tersirat didalamnya. film selalu merekam 
kehidupan sosial yang sedang berkembang di masyarakat, dan kemudian 
merepresentasikanya melalui sebuah cerita.  Alur Cerita yang dilukiskan kedalam 
sebuah bingkai film oleh sutradara banyak di eksplorasi dari kehidupan nyata apadanya 
untuk dijadikan sebuah pesan moral yang nantinya bertujuan untuk mempengaruhi 
pola pikir penontonya.Belakangan ini pembuat film banyak menyelipkan pesan tersirat 
maupun tersurat, salah satunya  adalah  tentang  kritik  sosial yang  ada di  sekitar kita.  
Melalui  film inilah masyarakat berhasil memiliki informasi baru yang dapat menjadi 
salah satu bahan serta acuan untuk memandang dunia sosial disekitarnya. 

Salah satu film dokumenter yang berisi tentang kritik social adalah film “Belakang 
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Abstract 

The progress of a group can be seen in the role of a leader who assumes the duties and 
responsibilities of each planned activity. Leaders are closely associated with a 
hegemonic that occurs within a group by condoning the ideological values of a leader. 
Based on a watchdoc film entitled "back of the hotel,"  researchers  are  aiming  at  a  
description  of  the  hegemonic  form associated with the theory of Antonio gramsci. 
The hegemonic concept of the film is cultural, hegemonic, intellectual, and national. 
The method used is a qualitative descriptive method using data collection techniques of 
record and documentation. Studies show that communities of power have successfully 
taken hold of the water exhibited by four such concepts as culture, hegemonic, 
intellectual and state. The entire film can build awareness of people in order to resist  if  
there  is  a  serious  injustice  likes  ini  Islam  religion.  Furthermore, through this  film  
it  becomes  a study for the government to strengthen  its clearance and monitor 
directly the development of which yogyakarta city. 
Keywords: hegemoni, back of the hotel, qualitative descriptive, wacthdoc 
 
A.   Pendahuluan 

Dewasa ini film memiliki peran untuk membentuk dan mempengaruhi pandangan 
masyarakat, melalui pesan-pesan yang tersirat didalamnya. film selalu merekam 
kehidupan sosial yang sedang berkembang di masyarakat, dan kemudian 
merepresentasikanya melalui sebuah cerita.  Alur Cerita yang dilukiskan kedalam 
sebuah bingkai film oleh sutradara banyak di eksplorasi dari kehidupan nyata apadanya 
untuk dijadikan sebuah pesan moral yang nantinya bertujuan untuk mempengaruhi 
pola pikir penontonya.Belakangan ini pembuat film banyak menyelipkan pesan tersirat 
maupun tersurat, salah satunya  adalah  tentang  kritik  sosial yang  ada di  sekitar kita.  
Melalui  film inilah masyarakat berhasil memiliki informasi baru yang dapat menjadi 
salah satu bahan serta acuan untuk memandang dunia sosial disekitarnya. 

Salah satu film dokumenter yang berisi tentang kritik social adalah film “Belakang 

Hotel”karyaWatchdoc yang diproduksi oleh para jurnalis video dan Komunitas Warga 
Berdaya Yogyakarta. Film ini mengangkat tentang isu kekeringan yang terjadi di tiga 
wilayah yaitu Gowongan, Miliran, dan Godean dengan tagline “JogjaAsat”. kata “Jogja 
Asat” ialah sebagai suatu gambaran dibalik megahnya kota Jogja, terselip suatu 
permasalahan besar mengenai air yang mengakibatkan beberapa wilayah terdampak 
kekeringan. 

Tagline yang sempat menjadi tranding topic di media sosial ini, berhasil 
membuka mata masyarakat dunia maya untuk berbondong-bondong mencari 
kebenaran akan tagline tersebut. Kekeringan yang dirasakan masyarakat di wilayah  
tersebut    diakibatkan  oleh  pengeboran  air  dalam  yang  dilakukan salah satu hotel 
yang berada dekat di tiga wilayah tersebut. Pengeboran air dalam yang dilakukan oleh 
hotel ini mengakibatkan terkurasanya air warga yang bermukim disekitaran wilayah 

hotel.2    

Dengan adanya kasus kekeringan yang dirasakan oleh warga ini membuat 
komunitas warga berdaya bersama dengan tim watchdog menuangkan sebuah karya film 
yang menggambarkan kritik yang dilakukan oleh warga kepada pihak hotel serta kepada 
pemerintah kota Jogja. Gambaran dalam setiap   film ini tertuang secara nyata dan apa 
adanya, mulai dari keseharian yang menggambarkan sulitnya warga dalam memperoleh 
pasokan air hingga perjuangan warga dalam mengambil hak atas air. 

Dalam Islam sendiri kritik sosial mengenai “Bela Negara” tertuang dalam 
beberapa ayat Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim As mendoakan negeri yang 
ia tinggali (Makkah) agar aman dan makmur. "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa: "Ya 
Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari 
buah-buahan kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian...". (QS: 
Al-Baqarah:126) Juga dalam ayat lain: "Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya 
Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Makkah) negeri yang aman, dan jauhkanlah aku 
beserta anak cucuku dari menyembah berhala." (QS: Ibrahim: 35) 

Dasar  Alquran  dan  Hadis  tersebut  sangat  jelas  bahwa  konsep  Bela Negara 
benar-benar ada dalam Islam. Meski sebagian kelompok menolak konsep itu, namun 
dalam catatan sejarah, nilai-nilai itu dipraktikkan. Pengalaman-pengalaman selama 
pemerintahan yang dipimpin tokoh Islam selalu menyisakan kisah-kisah heroik tentang 
bagaimana muslim mencintai negaranya dalam banyak ekspresi.Salah satu 
implememtasi "cinta tanah air" dalam Islam diwujudkan dalam bentuk perintah untuk 
taat kepada Ulil Amri (pemerintah yang sah). Hal ini sesuai dengan firman Allah: “Hai 
orang-orang yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya),  dan  Ulil  Amri  di  
antara kamu.” (Qs. al-Nisa: 59). 

Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan,  bahwa  "Bela  Negara" dalam  
Islam  hanya  terjadi  jika  Negara  menyerukan  terhadap  kebaikan. Dengan demikian, 
tujuan "Bela Negara" semata-mata untuk menciptakan kebaikan bagi semua dan 
mencegah dosa serta keburukan (madlarat) yang dapat merusak tatanan kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dalam konteks bangsa dan negara kita, pelaksanaan "Bela 
Negara" dapat dilakukan oleh siapapun, dan dalam kondisiapapun. Termasuk bela negara 
dalam kritik sosial pada produk film “Belakang Hotel” 
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Bentuk lain di dalam film mengenai kritik sosial yang digambarkan pada film ini  
adanya aksi mandi pasir yang dilakukan oleh salah satu anggota dari Komunitas Warga 
Berdaya Yogyakarta di depan Fave Hotel. Kemudian pasir yang digunakan ini sebagai 
sarana symbol yang menggambarkan  kekeringan di wilayah tersebut. Kekeringan ini 
pun dibuktikan dengan adanyacuplikan data pada awal film yang menggambarkan 
ketimpangan penggunaan air per hari  di  satu  kamar  hotel yang  mencapai  380  liter,  
sedangkan  hal  ini  jauh berbeda  dengan penggunaan air per hari untuk satu 
keluarga yang  hanya menghabiskan  300 liter. 

Dalam memperkuat data,film Belakang Hotel juga menampilkan tanggapan ahli 
Geologi yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta,yang 
memberikan pernyataan bahwa ketika pengelolaan akan  pembangunan  hotel  maupun  
apartermen  tidak  dikelola  dengan  baik maka dapat menurunkan air tanah hingga 15-
50 cm per tahun. Dalam lima tahun ke depan ketika situasi tetap begitu maka dapat 
menurunkan air tanah hingga 2,5 meter. 

Pembangunan  yang  terjadi  di  Kota  Yogyakarta  hingga  saat  ini  tidak diiringi 
dengan kualitas  hidup  warganya,  sebab  pembangunan  yang berjalan maju tidak 
membuat warga asli Kota Yogyakarta menerima dampak yang positif. Salah satu sub 
sector pembangunan yang dapat menunjang kemajuan    suatu    wilayah    adalah    
subsector    pariwisata    modern    yang bersentuhan  dengan  sektor-sektor  bisnis,  
sebab  pariwisata  telah  menjadi produk yang dijual kepada orang luar. 

Cepat atau lambatnya pembangunan pada subsector pariwisata ini dapat 
mempengaruhi  system  perekonomian  wilayah  tersebut.  Namun, perkembangan dari 
subsektor pariwisata tersebut juga perlu diiringi dengan perkembangan kesejahteraan 
warganya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik yang ada di Kota 
Yogyakarta, maka dari itu tujuan dalam penelitian  ini  adalah  melihat  hegemoni  yang  
terjadi  antara  masyarakat berdaya, investor dan pemerintah Yogyakarta yang dikemas 
dalam film documenter “Belakang Hotel”. 

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan penulis dalam penelitian ini 
mencantumkan penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang hegemoni di dalam 
film, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marsyela Nurtaviola Widyaswari yang berjudul 
bentuk konsep hegemoni dalam film “Die welle” karya Gansle. Penelitian yang telah 
dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal kajian 
hegemoni yang ada di dalam film yang dapat menggambarkan situasi serta keadaan 
yang sebenernya terjadi, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek 
penelitian dan bentuk konsep hegemoni yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. 
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan  dikaji yaitu bagaimana 
hegemoni yang ada dalam film “Belakang Hotel” dilihat dari teori hegemoni milik Antonio 
Gramsci. 
 
B.    Landasan Teori 

Teori Hegemoni milik Gramsci merupakan salah satu teori yang lahir pada abad  
XX   merupakan sebuah teori politik paling penting. Teori Hegemoni dibentuk dan 
dibangun atas dasar premis pentingnya. Dalam pandangan Antonio Gramsci  agar yang 
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Bentuk lain di dalam film mengenai kritik sosial yang digambarkan pada film ini  
adanya aksi mandi pasir yang dilakukan oleh salah satu anggota dari Komunitas Warga 
Berdaya Yogyakarta di depan Fave Hotel. Kemudian pasir yang digunakan ini sebagai 
sarana symbol yang menggambarkan  kekeringan di wilayah tersebut. Kekeringan ini 
pun dibuktikan dengan adanyacuplikan data pada awal film yang menggambarkan 
ketimpangan penggunaan air per hari  di  satu  kamar  hotel yang  mencapai  380  liter,  
sedangkan  hal  ini  jauh berbeda  dengan penggunaan air per hari untuk satu 
keluarga yang  hanya menghabiskan  300 liter. 

Dalam memperkuat data,film Belakang Hotel juga menampilkan tanggapan ahli 
Geologi yang berasal dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta,yang 
memberikan pernyataan bahwa ketika pengelolaan akan  pembangunan  hotel  maupun  
apartermen  tidak  dikelola  dengan  baik maka dapat menurunkan air tanah hingga 15-
50 cm per tahun. Dalam lima tahun ke depan ketika situasi tetap begitu maka dapat 
menurunkan air tanah hingga 2,5 meter. 

Pembangunan  yang  terjadi  di  Kota  Yogyakarta  hingga  saat  ini  tidak diiringi 
dengan kualitas  hidup  warganya,  sebab  pembangunan  yang berjalan maju tidak 
membuat warga asli Kota Yogyakarta menerima dampak yang positif. Salah satu sub 
sector pembangunan yang dapat menunjang kemajuan    suatu    wilayah    adalah    
subsector    pariwisata    modern    yang bersentuhan  dengan  sektor-sektor  bisnis,  
sebab  pariwisata  telah  menjadi produk yang dijual kepada orang luar. 

Cepat atau lambatnya pembangunan pada subsector pariwisata ini dapat 
mempengaruhi  system  perekonomian  wilayah  tersebut.  Namun, perkembangan dari 
subsektor pariwisata tersebut juga perlu diiringi dengan perkembangan kesejahteraan 
warganya. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik yang ada di Kota 
Yogyakarta, maka dari itu tujuan dalam penelitian  ini  adalah  melihat  hegemoni  yang  
terjadi  antara  masyarakat berdaya, investor dan pemerintah Yogyakarta yang dikemas 
dalam film documenter “Belakang Hotel”. 

Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan penulis dalam penelitian ini 
mencantumkan penelitian terdahulu yang juga mengkaji tentang hegemoni di dalam 
film, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Marsyela Nurtaviola Widyaswari yang berjudul 
bentuk konsep hegemoni dalam film “Die welle” karya Gansle. Penelitian yang telah 
dilakukan memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya dalam hal kajian 
hegemoni yang ada di dalam film yang dapat menggambarkan situasi serta keadaan 
yang sebenernya terjadi, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada objek 
penelitian dan bentuk konsep hegemoni yang digunakan oleh peneliti sebelumnya. 
Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah yang akan  dikaji yaitu bagaimana 
hegemoni yang ada dalam film “Belakang Hotel” dilihat dari teori hegemoni milik Antonio 
Gramsci. 
 
B.    Landasan Teori 

Teori Hegemoni milik Gramsci merupakan salah satu teori yang lahir pada abad  
XX   merupakan sebuah teori politik paling penting. Teori Hegemoni dibentuk dan 
dibangun atas dasar premis pentingnya. Dalam pandangan Antonio Gramsci  agar yang 

dikuasai tidak hanya harus merasa memiliki dan menginternalisasi nilai serta norma 
penguasa, lebih dari itu mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi 
mereka. Hal semacam inilah yang dinamakan dengan “hegemoni” dengan cara mengusai 
melalui kepemimpinan moral serta intelektual. 

Hegemoni sendiri jika diartikan dalam(bahasa Yunani: hegemonía) merujuk pada 
dominasi (kepemimpinan) suatu kota di Yunani terhadap negara-kota lain dan 
berkembang menjadi dominasinegara terhadap negara lain. 

Namun saat ini, kepemimpinan tersebut menunjukkan pada sebuah 
kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota 
terhadap negara-negara  lain  yang berhubungan secara  longgar maupun secara  
ketat terintegrasi  dalam  negara  ‘pemimpin’. Bagi  Gramsci,  konsep  hegemoni berarti  
sesuatu  yang  lebih  kompleks  yang  mana    Gramsci  menggunakan konsep untuk 
meneliti bentuk-bentuk politis, kultural, dan ideologis tertentu dalam suatu masyarakat 
yang ada, sesuatu kelas fundamental dapat membangun kepemimpinannya sebagai 
sesuatu yang bersifatmemaksa. 

Teori  hegemoni  ini  tidak  dapat  terlepas  dari    tokoh  Antonio  Gramsci. Tokoh 
ini adalah pemegang hak paten konsep hegemoni. Point Pentingpadakonsep yang 
dimiliki oleh Antonio Gramsci. 

 Tentang hegemoni ini ialah dimana suatu kelas dan anggotanya menjalankan 
sebuah kekuasaan terhadap   kelas   yang   berada   di   bawahnya   dengan   dua   cara,   

yaitu menggunakan  kekerasan     serta  yang  kedua  ialah  persuasi.10Penggunaan 
sistem kekerasan (represif)  ini   dilakukan kelas  kekuasaan   terhadap kelas bawah 
yang disebut tindakan dominasi, sedangkan pada cara persuasi lebih dikenal dengan 
hegemoni. 

Tindakan  yang  dilakukan  oleh kelas  dominasi biasanya    dimotori oleh 
hakim, tentara, polisi serta lingkungan pemerintah yang memiliki kekuasaan. Sedangkan 
pada kelas hegemoni ini dilakukan dengan cara persuasif dengan bentuk dan 
menanamkan ideologi untuk menguasai pikiran-pikiran kelas atau Gramsci lahir di Ales, 
sebuah kota kecil di Sardinia, Italia, pada 22 Januari 1891. Ia adalah anak keempat dari 
tujuh bersaudara. Ia berasal dari sebuah keluarga yang tidak terlalu miskin, ayaknya 
adalah seorang kolonel dai Naples. Kondisi Sardinia sebagai daerah miskin dan 
terbelakang,  memotivasi  keluarga  Gramsci  untuk  menyekolahkan  anak-anaknya  ke  
jenjang yang lebih tinggi. Namun,  keinginan itu pupus ketika sang ayah dipecat dari 
pekerjaannya karena diduga melakukan kecurangan administrasi. Untuk memenuhi 
kebutuhan ekonomi keluarga, sang ibu terpaksa menjadi tukang jahit, sedangkan 
Gramsci dan saudaranya, Genaro, mengabdi di kantor bekas ayahnya bekerja. Pada 
tahun 1911, sebuah keberuntungan menyapa Gramsci,  ia memenangkan  perolehan  
beasiswa  di  sebuah Universitas  di Turin,  Italia.  Pada masa-masa menjadi mahasiswa, 
ia tertarik pada aktifitas politik dan gerakan buruh di Turin. Pada 1913, ia bergabung 
dengan Partai Sosialis Italia. Pada 1924, ia diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai 
Komunis Italia (PCI), setelah dua tahun sebelumnya, 1922-1923,  ia dipercaya sebagai 
wakil PCI di Moskow. Setelah dua menjabat Sekjen PCI, pada 1926 ia ditangkap dan 
dipenjara selama 20 tahun 4 bulan 15 hari. Di dalam penjara itulah, ia menulis 
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idenyatentang hegemoni. Akhirnya, pada 27 April 1937, ia meninggal di dalam penjara di 
Roma. Baca Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia 
Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999). 

lapisan bawah seperti masyarakat,dalam hal ini yang terpenting ialah tanpa 
adanya paksaan. Hegemoni yang diberlakukan ini untuk menciptkan sebuah pandangan 
yang seragam dilingkup kelas bawah atau masyarakat.  

Dalam mengahasilkan konsep hegemoni ini, Antonio Gramsci terinspirasi dari 
Vladimir Ilyich Ulyanov (Lenin). yang mana Lenin berusaha keras dalam mendapatkan 
dukungan penuh dari rakyatanya untuk menggulingkan Tsarisme dengan strategi yang 
telah disusun Lenin ini menggugah kesadaran para pekerja, kelompok pekerja, kritikus 
borjuis dan intelektual dalam sebuah gerakanya. Kesadaran yang telah ditanamkan oleh 

seorang Lenin ini menjadikan sebuah modal dasar untuk menggulingkan Tsarisme.12  

Hal yang dilakukan seorang Lenin inilah yang disebut oleh Antonio gramcsi sebagai 
hegemoni. Sesungguhnya hegemoni ini beroperasi diranah- ranah suprastruktur yang 
dicapai melalui persetujuan- persetujuan dari masyarakat, bukan dengan kekerasan, 
pemaksaan fisik yang dapat melukai masyarakat itu sendiri. 

Antoni  Gramsci  sendiri membagi Negara menjadi dua wilayah yaitu masyarakat 
sipil dan masyarakat politik. Pada masyarakat sipil merupakan wilayah yang 
didalamnya terdapat “kesetujuan”, “kehendak bebas”, sedangkan masyarakat politik 
merupakan dunia kekerasan, pemaksaan,  dan intervensi. 

        Dengan demikian, pada wilayah masyarakat sipil itulah hegemoni 
berlangsung karena masyarakat sipil merepresentasikan etika moral sebagai wilayah 
untuk menanamkan mekanisme ideologi dari kelas atas. 

Sementara  itu, masyarakat politik  mengambil alih  dan  berifat  dominan dalam 
semua lini lembaga negara mulai dari angkatan bersenjata, lembaga hukum,  polisi serta 
penjara.Dengan  demikian, negara  dalam  teori Gramsci terbentuk dari hubungan 
antara masyarakat sipil dan masyarakatpolitik.Di sisi lain, hegemoni terhadap   kelas 
bawah tidak selamanya berjalan mulus, hambatan, dan rintangan akan datang, terutama 
dari kelas-kelas yang tidak menerima hegemoni tersebut yang dilakukan untuk 
menangani ketidak- setujuan  itu.  Hal  ini  dilakukan  dengan  tindakan  dominasi  yang  
represif melalui  aparatus  negara,  misalnya  polisi.  Dua kepemipinan,  dominasi dan 
hegemoni menjadi hal penting dalam teori hegemoni Gramscian. 
 
C.   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan 
study kasus   yang akan membahas faktor yang berkaitan secara mendalam terhadap 
suatu individu, lembaga serta gejala tertentu sehingga akan diperoleh kesimpulan 
yang akurat.  

dasar   pemilihan film ini sebagai studi kasus adalah karena ketidak seimbangan 
antara kemajuan pembangunan yang terjadi dengan kesejahteraan sosial masyarakat   
yang semakin kurang dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia khususnya daerah 
kota yang memiliki laju perkembangan yang cepat seperti kota Jogja. 

Studi kasus yang terdapat pada film ini digunakan sebagai cerita dibalik 
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Roma. Baca Muhadi Sugiono, Kritik Antonio Gramsci terhadap Pembangunan Dunia 
Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1999). 
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hegemoni menjadi hal penting dalam teori hegemoni Gramscian. 
 
C.   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan pendekatan 
study kasus   yang akan membahas faktor yang berkaitan secara mendalam terhadap 
suatu individu, lembaga serta gejala tertentu sehingga akan diperoleh kesimpulan 
yang akurat.  

dasar   pemilihan film ini sebagai studi kasus adalah karena ketidak seimbangan 
antara kemajuan pembangunan yang terjadi dengan kesejahteraan sosial masyarakat   
yang semakin kurang dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia khususnya daerah 
kota yang memiliki laju perkembangan yang cepat seperti kota Jogja. 

Studi kasus yang terdapat pada film ini digunakan sebagai cerita dibalik 

pembuatan film tersebut yang bersifat nyata, apadanya  dan terdapat kasus yang 
melatarbelakangi pembuatan film yang didalamnya menceritakan kisah masyarakat tiga 
wilayah dikota Yogyakarta yang mengalami kekeringan hal ini diindikasi karena 
terdapat pengeboran sumur dalam yang dilakukan oleh pihak hotel yang mengakibatkan 
kekeringan bisa terjadi di tiga wilayah tersebut, maka dari itu melalui film “Belakang 
Hotel” di kupas secara nyata bagaimana peran masyarakat berdaya untuk mengambil 
kembali hak atas air, selain itu study kasus dipergunakan untuk menjawab pertanyaan 
dalam penelitian yang berfokus pada bagaimana bentuk hegemoni yang terkandung 
dalam film yang berjudul“Belakang Hotel”.Teknik pengambilan data yang digunakan pada 
penelitian ini ialah menggunakan teknik simak catat. Teknik simak catat adalah 
menyadap penggunaan bahasa baik tulisan maupun lisan untuk mengetahui hal penting 
yang diperlukan sebagai salah satu informasi data dalam penelitian. Untuk melengkapi 
teknik simak diperlukan teknik catat yang dipergunakan sebagai sarana mencatat data 
yang dianggap relevan oleh peneliti. 

Teknik lanjutan dalam melengkapi teknik simak catat yang dipergunakan oleh  
peneliti  ialah  teknik  dokumentasi.  Teknik  dokumentasi  yang dipergunakan dalam 
penelitian ini  untuk memperlihatkan beberapa scane film yang menggambarkan 
bentuk-bentuk hegemoni yang terjadi dalam film “Belakang Hotel” Langkah yang diambil 
peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini ialah : 
1.  Menyimak alur cerita yang digambarkan oleh film tersebut 
2.  Melakukan pemahaman dari setiap transisi scane 
3.  Melakukan pencatatan ungkapan yang diberikan oleh setiap peran yang ada dalam 

filmBelakang Hotel 
4.  Selanjutnya penelitimelakukan pemahaman dari setiap ungkapan yang diberikan 
5. Mendeskripsikan ungkapan yang terkandung dari setiap scane yang dimunculkan 

didalam film Belakang Hotel 
6. Selanjutnya mendokumentasikan scane yang didalamnya terkandung bentuk-bentuk 

hegemoni. 
 
D.   Hasil Dan Pembahasan 

Hasil penelitian dalam film pendek besutan watchdoc yang mengambil kisah 
nyata terkait kekeringanyang direpresentasikan melalui beberapa scene dengan  
menampilkan  bentuk  hegemoni  disetiap  scene-nya,  kemudian  dari hasil penelitian 
tersebut peneliti akan mengkategorikan konsep hegemoni dengan menyesuaikan hasil 
dari temuan peneliti dan dikatkan dengan konsep teori yang digunakan. Hasil penelitian 
ini terdiri atas empat konsep di dalamnya yaitu: budaya, hegemoni, intelektual dan 
konsep negara. Berikut ini akan dibahas beberapa scene yang berkaitan dengan kosep 
hegemoni yang digunakan oleh peneliti didalam film “BelakangHotel” 
 
1.   Simbol budaya yang terkandung dalam film Belakang Hotel 

Budaya  dapat  terbentuk atas dasar pertalian.Kebudayaan  dibangun dengan 
kesadaran, sehingga terbentuklah masyarakat intelektual yang menghasilkan ilmu 
pengetahuan, nilai dan norma- norma yang terbentuk dari kesadaran kebudayaan 
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pecah menjadi beberapa bentuk  macamnya, entah kebudayaan “tinggi” atau ‘rendah” 
kebudayaan elite atau populer. 

Menurut konsep Antonio  Gramsci kebudayaan ialah demokratis, adil serta tepat, 
karena kebudayaan tersebut sebagai organisasi yang lahir dari keinginandari dalam diri, 
untuk membuka kembali historis untuk mengetahui kehidupan dan juga kewajiban yang 

harus dimiliki.17  Namun hal tersebut tidak dapat serta-merta langsung diwujudkan, 
seseorang atau sekelompok masyarakat, mereka perlu memiliki kesadaran akan nilai dirinya 
dan tidak terbelenggu oleh ideologi-ideologi organisasi yang dipaksakan kepada dirinya. 

 
Gambar  1. Budaya penempatan  sumber air warga 

Sumber: www.youtube.com/watchdoc 
 
Salah satu konsep budaya melalui dialog dan latar dalam film “Belakang Hotel” dapat terlihat 
melalui kekentalan adat jawa dengan menampilkan penggunaan bahasa daerah serta 
keguyuban masyarakat sekitar yang direpresentasikan melalui lagu suasana Jogja milik band 
Kla project di awal film. Selain itu penempatan sumber mata air atau sumur menjadi sebuah 
ciri khas yang ditonjolkan dalam film tersebut, bahwa masyarakat jawa selalu menempatkan 
sumur/sumber air dekat dengan pawon atau dapur hal tersebut menyimbolkan agar 
masyarakat mudah dalam menjangkau sumber air, karena air dilambangan sebuah 
penunjang kehidupan sehari-hari sehingga penempatan sumber air dibelakang  rumah  
menjadi  suatu  budaya  yang  diterus  diterapkan secara turun temurun. 

 
Gambar 2. Guyub masyarakat bergantian untuk mandi 

Sumber: www.youtube.com/watchdoc 
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Gambar 2. Guyub masyarakat bergantian untuk mandi 

Sumber: www.youtube.com/watchdoc 

2.   Hegemoni masyarakat berdaya 
Hegemoni pada dasarnya dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok yang 

lain, dengan tanpa ancaman kekerasan, sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok 
dominasi terhadap kelompok yang didominasi/dikuasai diterima sebagai sesuatu yang 
wajar dan tidak mengekang  pikiran.  Hegemoni  Antonio  Gramsci  menitikberatkan 
kesadaran yang timbul berkat disadarkan akan tujuan hegemoni yang hendak dilakukan. 
Setelah seseorang sadar, ia tidak akan merasa dihegemoni melainkan secara sadar 
melakukan hal tersebut dengan suka rela. Jadi terdapat dua jenis hegemoni, yang 
melalui dominasi atau penindasan, dan melalui kesadaran moral. 

 
Gambar 3. Aksi unjuk rasa masyarakat berdaya 

Sumber: www.youtube.com/watchdoc 
 

Tahun 2013 sebanyak 106 hotel baru tumbuh di Kota Yogyakarta hingga  Juni  
2014,  terdapat  1.050  hotel  non-bintang  dengan  20.000 kamar dan 65 hotel bintang 
dengan 7.000 kamar jumlah tersebut akan bertambah lagi di tahun 2018 mendatang. 
Jumlah yang tidak sedikit tersebut masih membuat para investor merasa bahwa 
pembangunan gedung seperti mall hotel masih kurang di Yogyakarta. Alasan 
pembangunan yang  masih kurang antara lain  ialah  pertama Yogyakarta menjadi 
destinasi wisata dunia terpopuler kedua di Indonesia setelah Bali Kedua, banyak 
mahasiswa  baru yang  berasal dari luar kota (mencapai 200.000-300.000 orang per 
tahun) yang merupakan  pangsa  pasar  bagi  peritel.  Ketiga,  kebutuhan  kalangan urban 
Yogyakarta. Kebutuhan yang sekarang ialah mereka yang ingin diakui, melihat, dan 
dilihat, di mana kebutuhan tersebut salah satunya dapat terpenuhi oleh pusat belanja 

dan penginanapan yang mengakomodasi kebutuhan tersebut.18  Pembangunan tersebut 
menjadi sebuah keuntungan tanpa melihat dampak yang akan terjadi kepada 
masyarakat. Resapan air, lahan terbuka hijau akan berkurang dengan adanya 
pembangunan tersebut padahal selama ini kota Yogya terkenal dengan keindahan 
budaya, masyarakat serta keasrian alam sekitar. 

Dominasi peran elit yang berkuasa dalam film ini ditampilkan di beberapa scene, 
salah satunya bentuk perizinan bagi bangunan hotel megah yang berdiri lengkap 
dengan sarana air yang memadai. Selain itu dalam film rilisan watchdoc ini 
menampilkan beberapa counter hegemoni secara  sukarela  yang  dilakukan  oleh  
masyarakat  berdaya pada saat melakukan aksi unjuk rasa untuk meminta pertanggung 
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jawaban atas kekeringan yang   terjadi di tiga wilayah. Aksi tunggal masyarakat berdaya 
melalui Dodo Putra Bangsa yang menjadikan pasir sebagai pengganti air yang 
menyimbolkan bahwa mandi pasir ialah salah  satu  protes  yang  diajukan  kepada  
pihak-pihak  tertentu  yang berada pada pembuatan izin pendirian Fave Hotel. 

 
Gambar 5. Aksi tunggal mandi pasir 

Sumber: www.youtube.com/watchdoc 
 
3.   Peran Intelektual Organik dan Tradisional 
Peran masyarakat intelektual menjadi sebuah agen of change atau agen perubahan yang 
mengakomodir untuk melakukan dobrakan baru. Intelektual yang  terdapat pada film  
ini terbagi menjadi dua jenis yaitu intelektual  tradisonal  dan  intektual  organik.  
Pertama  intelektual tradisional berisikan intelektual yang memiliki kemampuan atau 
keahlian dibidangnya  untuk  memberikan  sebuah  pemahaman  baru  yang sebelumnya 
tidak dimiliki masyarakat. Intelektual tradisional pada film ini digambarkan  sebagai  
intelektual perkotaan  yang  konsen  pada  keahlian geologi dan sebagai salah satu 
pengajar di Universitas Veteran Yoyakarta yaitu Eko Teguh Purnomo yang tampil 
dibeberapa scene terakhir sebagai pembicara dalam sebuah pertemuan yang membahas 
mengenai dampak kekeringan di Yogyakarta. Selain itu dengan menonjolkan keilmuanya 
Wacthdoc mencoba mengangkat pernyataan Eko Teguh dalam mengkritisi kebijakan 
yang dapat menyengsarakan rakyat Yogya. 

 
Gambar 6. Memberikan edukasi dalam pertemuan dengan masyarakat berdaya. 

Sumber: www.youtube.com/watchdoc 
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Kedua Intelektual Organik yaitu intelekual yang memikirkan nasib orang banyak   
menjadi pendorong dimasyarakat, memiliki peran aktif yang dapat membuka pemikiran 
dan dapat menginsiprasi orang banyak. Dalam film ini intelektual organik terlihat pada 
tokoh yang amat berpengaruh pada kegiatan melawan dan mengambil hak atas air 
diinisitori oleh Dodo Putra Bangsa, yang mana  lelaki  kelahiran  Yogyakarta  yang  saat  
ini  berumur  43  tahun  ialah seorang aktivis Warga Berdaya. Dodo berperan 
menumbuhkan sebuah emansipatori yang dapat mengedukasi warga dan masyarakat 
serta memberdayakan  warga  yang  tertindas  untuk  ikut  serta  melakukan perlawanan  
terhadap kekuasaan.  Selain  itu  tidak  hanya  aksi  tunggal yang dilakukan oleh Dodo 
Putra Bangsa namun pencarian fakta di Badan Likungan Hidup Yogyakarta menjadi salah 
satu bukti untuk mencari sebuah kebenaran dalam melakukan kritik serta tindakan yang 
selama ini dirinya lakukan. 

 
Gambar 7. Meminta klarifikasi Bandan Lingkungan Hidup 

Sumber: www.youtube.com/watchdoc 
 
4.   Negara dalam film Belakang Hotel 

Negara bagi Gramsci tidak hanya menyangkut aparat-aparat pemerintah,  
melainkan  juga  aparat hegemoni  atau  masyarakat  sipil. Gramsci memilah pengertian 
suprastruktur menjadi dua level struktur utama, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat 
politik atau negara. Dalam konsepsi   Gramsci,   “masyarakat   sipil”   mencakup   seluruh   
aparatur transmisi yang lazim disebut “swasta” seperti universitas, sekolah, media 
massa, gereja dan lain sebagainya. Sebaliknya, “masyarakat politik” adalah semua 
institusi public yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah secara yuridis 
seperti tentara, polisi, pengadilan, birokrasi dan pemerintahan. Kedua level 
superstruktur ini merepresentasikan dua ranah yang berbeda, adalah ranah persetujuan 
dalam masyarakat sipil dan ranah kekuatan dalam masyarakat politik. 
Negara dijadikan sebagai sarana untuk membedakan dua wilayah didalamnya yaitu   
wilayah masyarakat sipil dan politik. Pertama masyarakat politik/negara merupakan 
bentuk lembaga publik yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan perintah, yang 
didalamnya merupakan  tempat munculnya  prakte-prakte kekerasan  dan  hubungan- 
hubungan kohersif (di bawah tekanan) di mana tempat berdirinya sistem layanan publik 
dalam negara. Dalam film ini peran negara diperlihatkan memalui   BLH   (Badan   
Lingkungan   Hidup)   yang   konsen   mengkaji mengenai  rencana  pengendalian  
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penanggulangan  dan  pemulihan kerusakan dilingkungan. Respon BLH dalam film ini 
mencoba untuk meneliti dan melakukan pengecekan kembali setelah dilakukan kritik 
oleh Warga Berdaya yang mengalami dampak kekeringan terhadap pendirian Fave Hotel 
yang disinyalir oleh masyarakat berdaya sebagai salah satu penyebab dari keringnya 
sumur warga di tiga wilayah tersebut. Hasil menunjukan bahwa Fave Hotel terbukti 
bersalah melakukan pengeboran air dalam sehingga merugikan masyarakat, langkah 
yang  diambil ialah dengan cara  menutup Fave Hotel. 

 
Gambar 8. Respon pihak BLH Sumber: www.youtube.com/watchdoc 

 
Kedua, masyarakat sipil merupakan organisasi swasta yang memiliki   peran   

besar   dalam   melakukan   perjuangan   kelas   yang memiliki hubungan sosial   yang 
bersifat   etis   atau   moral.   Dalam masyarakat  sipil,  hegemoni  kelas dominan 
dibangun melalui proses perjuangan dan ideologi. Di mana memiliki keinginan kolektif 
(bersama) di luar negara dalam formasi sosial. Pada film “Belakang hotel”   menampilkan 
beberapa organisasi yang ikut serta mengawal penutupan hotel tersebut yaitu Wahana 
Lingkungan Hidup yang konsen memberikan edukasi mengenai data dan informasi 
terkait hal tersebut.  Selain  itu  terdapat  organisasi  seni     yang  membuat  aksi 
penolakan dengan melakukan gravity dengan bertuliskan “Jogja Asat” tepat dijembatan 
jalan protokol kota Yogyakarta. 
 
E.   Simpulan dan Saran 
Hegemoni  dalam  film  “Belakang  Hotel”  ini  diartikan  sebagai  sebuah 

dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, sehingga menekankan kepada 
kesadaran moral  seseorang untuk melihat sesuatu hal yang menjadi sebuah tujuan.   
Selanjutnya seseorang tersebut secara sendirinya melakukan hegemoni secara  
sukarela.  Setelah  dilakukan  analisis  terhadap  scene  dalam film “Belakang Hotel” karya 
Wacthdoc dengan menggunakan teori Hegemoni milik Antonio Gramsci, ditemukan   
empat konsep yang terkandung dalam film tersebut, yaitu kebudayaan, hegemoni, 
intelektual dan negara. 

Pada konsep kebudayaan  menekankan kepada penggunaan bahasa jawa dalam 
film tersebut. Selain itu budaya yang ditonjolkan dalam film ini mengenai penempatan  
sumber air yang  selalu berada  didekat  dapur  yang menjadi sebuah filosofi bahwa 



115PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

penanggulangan  dan  pemulihan kerusakan dilingkungan. Respon BLH dalam film ini 
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oleh Warga Berdaya yang mengalami dampak kekeringan terhadap pendirian Fave Hotel 
yang disinyalir oleh masyarakat berdaya sebagai salah satu penyebab dari keringnya 
sumur warga di tiga wilayah tersebut. Hasil menunjukan bahwa Fave Hotel terbukti 
bersalah melakukan pengeboran air dalam sehingga merugikan masyarakat, langkah 
yang  diambil ialah dengan cara  menutup Fave Hotel. 

 
Gambar 8. Respon pihak BLH Sumber: www.youtube.com/watchdoc 
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penolakan dengan melakukan gravity dengan bertuliskan “Jogja Asat” tepat dijembatan 
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E.   Simpulan dan Saran 
Hegemoni  dalam  film  “Belakang  Hotel”  ini  diartikan  sebagai  sebuah 

dominasi suatu kelompok terhadap kelompok lain, sehingga menekankan kepada 
kesadaran moral  seseorang untuk melihat sesuatu hal yang menjadi sebuah tujuan.   
Selanjutnya seseorang tersebut secara sendirinya melakukan hegemoni secara  
sukarela.  Setelah  dilakukan  analisis  terhadap  scene  dalam film “Belakang Hotel” karya 
Wacthdoc dengan menggunakan teori Hegemoni milik Antonio Gramsci, ditemukan   
empat konsep yang terkandung dalam film tersebut, yaitu kebudayaan, hegemoni, 
intelektual dan negara. 

Pada konsep kebudayaan  menekankan kepada penggunaan bahasa jawa dalam 
film tersebut. Selain itu budaya yang ditonjolkan dalam film ini mengenai penempatan  
sumber air yang  selalu berada  didekat  dapur  yang menjadi sebuah filosofi bahwa 

sumber air merupakan salah satu penunjang hidup selain  pasokan makanan. Sedangkan 
pada konsep hegemoni terdapat sebuah counter yang dilakukan oleh masyarakat dalam 
mengambil hak atas air dengan melakukan aksi unjuk rasa kepada pihak Fave Hotel. 
Sedang pada kaum intektual menumbuhkan sebuah kesadaran dengan cara memberikan 
pemahaman   lebih   terhadap   situasi   dan   kondisi   yang   terjadi,   sehingga tergugah   
kesadaran dari masyarakat untuk melakukan sebuah gerakan mendobrak sistem 
hegemoni kelas mendominasi yang merugikan.   Konsep negara di dalam film ini baik 
dari masyarakat politik dan masyarakat sipil telah melakukan tugas sesuai dengan 
tupoksinya, seperti Badan Lingkungan Hidup, langsung melakukan peninjauan  dan 
mengambil keputusan setelah menerima laporan dan kritikan, yaitu dengan menutup 
Fave Hotel tersebut. Sedangkan dari masyarakat sipil terdapat Wahana Lingkungan 
Hidup melakukan pendampingan terhadap warga berdaya untuk mendapatkan hak atas 
air serta terdapat komunitas seni yang menyuarakan kritik di jalan protokol. 

Secara keseluruhan film tersebut memperlihatkan sebuah pesan keberhasilan dari 
masyarakat berdaya dalam memperjuangkan hak atas air diwilayahnya, sehingga film ini 
secara tidak langsung membuka pikiran kita untuk berani melakukan counter hegemoni 
jika terdapat ketidakadilan yang dirasakan,  namun sejatinya kesadaran untuk melakukan 
hal ini terbentuk atas dasar beberapa peran didalamnya yang menjadi jembatan 
masyarakat berdaya mendapatkan kembali hak atas air. Kedepan agar tidak terjadi konflik 
yang merugikan masyarakat banyak seperti yang tergambar dalam film ini maka perlu 
adanya konsen dini dari pemerintah khususnya dinas terkait untuk memperketat 
perizinan serta memantau pembangunan yang sedang terjadi di kota Yogyakarta. 
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(Mass Phenomenon in Finding Viral Information on Instagram Social Media) 
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Abstract 
The phenomenon of the mass in searching for viral information on social media 
(Instagram) is a reflection that the internet, especially social media today has become 
the opiate of the masses in their lives. The advantages offered and presented by social 
media in providing information with a faster and more accurate time become a 
reference for the masses in choosing media to seek and obtain information and 
communication in their lives. This study uses descriptive qualitative research methods, 
this is because the data that the researcher wants to present is in the form of stories 
from the speakers about experiences, opinions, knowledge. The theory used is 
Hypodermic Needle Theory which means that what is presented in the mass media 
(newspapers, television and online) directly or strongly gives a stimulus to the audience. 
In addition, this study also uses the Phenomenology approach, which in this study will 
examine the mass phenomenon in finding viral information on social media. 
Keywords: Hypodermic Needle Theory, mass, Phenomenon, phenomenology, social media, 
viral. 
 

Abstrak 
Fenomena massa dalam mencari informasi viral pada media sosial (instagram) menjadi 
cerminan bahwa internet khususnya media sosial dewasa ini telah menjadi candu bagi 
massa dalam kehidupannya. Keunggulan yang ditawarkan dan disajikan oleh media 
sosial dalam memberikan infomasi dengan waktu yang lebih cepat dan akurat menjadi 
acuan bagi massa dalam memilih media untuk mencari dan mendapatkan informasi dan 
komunikasi dalam kehidupan mereka. Penelitian ini menggunkana metode penelitian 
deskriptif kualitatif, hal ini dikarenakan data yang ingin disajikan oleh peneliti berupa 
cerita dari para narasumber tentang pengalaman, opini, pengetahuan. Teori yang 
digunakan adalah Hypodermic Needle Theory yang memiliki arti bahwa apa yang 
disajikan media massa (koran, televisi dan online) secara langsung atau kuat memberi 
rangsangan pada diri audience. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan 
Fenomenologi, dimana dalam penelitian ini akan mengkaji tentang fenomena massa 
dalam mencari informasi viral pada media sosial.  
Kata Kunci : Fenomena, fenomenologi, Hypodermic Needle Theory, massa, media sosial, viral. 
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digunakan adalah Hypodermic Needle Theory yang memiliki arti bahwa apa yang 
disajikan media massa (koran, televisi dan online) secara langsung atau kuat memberi 
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PENDAHULUAN 
Kebutuhan informasi dan hiburan menjadi salah satu alasan seseorang 

memanfaatkan sosial media untuk mendapatkan salah satu dan atau keduanya. 
Kemajuan teknologi dan kepadatan aktivitas seseorang menjadi alasan pemanfaatkan 
telepon pintar (smartphone) sebagai media mobile untuk mendapatkan informasi dan 
hiburan. Internet  dapat dikatakan  menjadi  sebuah  kebutuhan  pokok  di  era  serba 
teknologi seperti sekarang. Sebagian besar waktu yang digunakan dalam keseharian 
tidak  terlepas  dari internet . Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) 
menyebut penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8% di tahun 2018. 
Asosiasi tersebut optimistis, penetrasi pengguna internet tersebut akan terus meningkat 
ke depan seiring dengan berkembangnya pembangunan infrastruktur jaringan di 
berbagai daerah di Indonesia. Sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi mengatakan, hasil 
survei asosiasinya menunjukkan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia tahun 
2018 naik 10,12% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencapai 27 juta pengguna. 
Artinya, ada 171,17 juta jiwa pengguna internet dari total 246,16 juta jiwa penduduk 
Indonesia berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2018. Perangkat   yang   
dipakai   untuk   mengakses   internet banyak  yang menggunakan  smartphone/tablet  
pribadi,  komputer/laptop  pribadi, atau  keduanya.  Dengan  kemudahan  dalam  
mengakses  internet  tersebut  membuat manusia rela menghabiskan waktunya untuk 
memetik manfaat dari internet. 

Internet memiliki beberapa fungsi, salah satunya adalah mempersingkat jarak dan 
waktu yang memisahkan antar manusia untuk berkomunikasi. Kemudahan tersebut 
didukung oleh smartphone yang semakin canggih. Tidak hanya untuk berkirim pesan 
melalui akses internet, smartphone juga dapar diisi dengan berbagai aplikasi bahkan 
aplikasi yang dapat digunakan untuk mengakses informasi yang dikehendaki dengan 
cepat termasuk aplikasi berbasis media sosial. Kemudian aplikasi berbasis media sosial 
menjadi cukup digemari oleh para pengguna internet. Kegemaran masyarakat terhadap 
penggunaan media sosial dapat dilihat dari aplikasi berbasis media sosial yang 
dimilikinya. Berdasarkan hasil survey APJII, pemanfaatan internet di bidang gaya hidup 
didominasi oleh sosial media dengan persentase sebesar 87,13 % (APJII, 2017). Dengan 
demikian, kurang dari 20 % dari pengguna internet yang tidak mengutamakan 
penggunaan internet pada bidang sosial media. 

Penggunaan  media  sosial  memiliki  dampak  positif  dan negatif. Penggunaan 
media sosial berdampak positif karena dapat digunakan sebagai tempat promosi yang 
efektif dan efisien, dapat dengan mudah menambah jaringan pertemanan karena 
memudahkan komunikasi, sebagai tempat mencari informasi dengan cepat dan sesuai 
yang dikehendaki, dan menjadi tempat pembuktian eksistensi diri, dan lain sebagainya. 
Sedangkan dampak negatif  yang  dapat  ditimbulkan  dari  penggunaan  media  sosial,  
yaitu:  kegiatan belajar  dapat  terganggu,  banyak  bahaya  kejahatan  yang  
mengintai  termasuk penipuan, komunikasi  dengan  orang yang berjauhan semakin  
mudah dilakukan sehingga cenderung mengurangi intensitas komunikasi dengan orang 
yang dekat termasuk keluarga, serta dapat menyebabkan pengguna keseringan 
mengkonsumsi hatespeech karena sebagian pengguna sosial yang lain berujar tidak 
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sopan. Penggunaan media sosial berpotensi meningkatkan cyberhate karena 
penelitiannya membuktikan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yang 
menerima atau tidak sengaja membaca pesan kebencian (hate material) menjadi korban 
atau dengan kata lain ikut membenci hal yang dimaksudkan (Anwar, 2017; Oksanen, 
Hawdon, Holkeri, Näsi, & Räsänen, 2014). 

Salah satu dampak positif dari internet dan media sosial ialah mencari informasi 
viral. Viral ialah aktivitas di dunia maya yang menggambarkan penyebaran sebuah 
informasi melalui media online yang tersebar dengan cepat sehingga membuatnya 
menjadi populer dan menjadi perbincangan khalayak umum (Christiany, 2018). Melalui 
media sosial masyarakat dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi yang 
diinginkan, terutama informasi- informasi terbaru atau yang sering disebut dengan 
informasi viral. Informasi- informasi viral seperti itu dapat dengan mudah didapatkan 
dan dicari menggunakan media sosial internet. Oleh sebab itu media sosial sangat 
berpotensi menjadi media yang digandrungi oleh masyarakat, karena askesnya yang 
sangat mudah dan praktis. Hal tersebut lambat laun menjadi sebuah fenomena yang tak 
bisa dielakkan. Massa yang berbondong- bondong mencari dan mendapatkan informasi 
viral dengan mudah melalui media sosial akhirnya menjadi suatu fenomena dikalangan 
masyarakat antar generasi, baik anak- anak, remaja begitupun dengan kalangan usia 
lanjut. 

Salah satu media sosial yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat ialah 
instagram. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan 
berbagi foto atau video secara online. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti 
kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan" (Bimo, 
2019). Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di 
dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara 
kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya 
dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, 
sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena 
itulah Instagram merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. 

Fenomena massa dalam mencari informasi pada media sosial ini menjadi suatu 
pembahasan yang akhirnya sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. 
Mengingat begitu banyak sumber infromasi pada media sosial yang saat ini mulai 
bermunculan. Massa yang saat ini lebih banyak menggunakan media sosial khususnya 
Instagram untuk mecari dan mendapatkan informasi dibandingkan dengan melalui 
media- media yang lain, membuat penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti 
fenomena ini lebih lanjut. 
 

METODOLOGI 
A. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan mencari 
referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi 
teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi 
dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. 
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sopan. Penggunaan media sosial berpotensi meningkatkan cyberhate karena 
penelitiannya membuktikan bahwa lebih dari setengah jumlah responden yang 
menerima atau tidak sengaja membaca pesan kebencian (hate material) menjadi korban 
atau dengan kata lain ikut membenci hal yang dimaksudkan (Anwar, 2017; Oksanen, 
Hawdon, Holkeri, Näsi, & Räsänen, 2014). 

Salah satu dampak positif dari internet dan media sosial ialah mencari informasi 
viral. Viral ialah aktivitas di dunia maya yang menggambarkan penyebaran sebuah 
informasi melalui media online yang tersebar dengan cepat sehingga membuatnya 
menjadi populer dan menjadi perbincangan khalayak umum (Christiany, 2018). Melalui 
media sosial masyarakat dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi yang 
diinginkan, terutama informasi- informasi terbaru atau yang sering disebut dengan 
informasi viral. Informasi- informasi viral seperti itu dapat dengan mudah didapatkan 
dan dicari menggunakan media sosial internet. Oleh sebab itu media sosial sangat 
berpotensi menjadi media yang digandrungi oleh masyarakat, karena askesnya yang 
sangat mudah dan praktis. Hal tersebut lambat laun menjadi sebuah fenomena yang tak 
bisa dielakkan. Massa yang berbondong- bondong mencari dan mendapatkan informasi 
viral dengan mudah melalui media sosial akhirnya menjadi suatu fenomena dikalangan 
masyarakat antar generasi, baik anak- anak, remaja begitupun dengan kalangan usia 
lanjut. 

Salah satu media sosial yang saat ini banyak digandrungi oleh masyarakat ialah 
instagram. Instagram adalah sosial media berbasis gambar yang memberikan layanan 
berbagi foto atau video secara online. Kata "insta" berasal dari kata "instan", seperti 
kamera polaroid yang pada masanya lebih dikenal dengan sebutan "foto instan" (Bimo, 
2019). Instagram juga dapat menampilkan foto-foto secara instan, seperti polaroid di 
dalam tampilannya. Sedangkan untuk kata "gram" berasal dari kata "telegram" yang cara 
kerjanya untuk mengirimkan informasi kepada orang lain dengan cepat. Sama halnya 
dengan Instagram yang dapat mengunggah foto dengan menggunakan jaringan Internet, 
sehingga informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan cepat. Oleh karena 
itulah Instagram merupakan lakuran dari kata instan dan telegram. 

Fenomena massa dalam mencari informasi pada media sosial ini menjadi suatu 
pembahasan yang akhirnya sangat menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut. 
Mengingat begitu banyak sumber infromasi pada media sosial yang saat ini mulai 
bermunculan. Massa yang saat ini lebih banyak menggunakan media sosial khususnya 
Instagram untuk mecari dan mendapatkan informasi dibandingkan dengan melalui 
media- media yang lain, membuat penulis merasa perlu untuk membahas dan meneliti 
fenomena ini lebih lanjut. 
 

METODOLOGI 
A. Jenis penelitian  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi literatur dengan mencari 
referensi teori yang relefan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi 
teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi 
dasar dan alat utama bagi praktek penelitian ditengah lapangan. 

Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau 
sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam suatu penelitian. 
Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku dokumentasi, internet 
dan pustaka.  Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer 
dengan melakukan obervasi dan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari jurnal, 
buku dokumentasi, dan internet (Annas, 2019). 

Subjek penelitian adalah sekelompok orang yang menjadikan media sosial 
Instagram menjadi sumber informasi viralnya. Peneliti juga melihat dari sisi 
komunikator yaitu pemilik akun berita di media sosial Instagram. Dimana dapat dilihat 
dari jumlah viewers dan jumlah komentar dari para audiens dalam menanggapi sebuah 
informasi viral yang ada di media sosial Instagram. 

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis 
deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-
fakta yang kemudian disusun dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, 
melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. 
 
B. Hypodermic Needle Theory 
Hypodermic Needle Theory memiliki arti bahwa apa yang disajikan media massa (koran, 
televisi dan online) secara langsung atau kuat memberi rangsangan pada diri audience. 
Audience, anggota dari masyarakat dianggap mempunyai ciri khusus dan tidak 
mempunyai sedikit kontrol. Dengan kata lain, tidak ada campur tangan di antara pesan 
yang disampaikan dengan penerima. Artinya, pesan yang sangat jelas dan sederhana 
akan jelas dan sederhana pula direspon oleh masyarakat. Jadi, antara penerima dengan 
pesan yang disebarkan oleh pengirim tidak ada perantara dan tidak ada umpan balik dari 
penerimanya (Nurudin, 2011). 
 
C. Pendekatan Fenomenologi 
Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan Fenomenologi. Fenomenologi 
yang kita kenal malalui Husserl adalah ilmu tentang fenomena. Dimana dalam penelitian 
ini akan mengkaji tentang fenomena massa dalam mencari informasi viral pada media 
sosial. Menurut Schutz, fenomenologi sebagai metode dirumuskan sebagai media untuk 
memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman 
mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya, yang lazim disebut arus 
kesadaran (Campbell, 1994: 233). 
 
HASIL 
A. Internet  

Internet merupakan singkatan dari interconnected network karena fungsinya 
yang menghubungkan jaringan dari jaringan-jaringan komputer yang ada di dunia 
(Yuhelizar, 1: 2008). Dari satu fungsi itu, internet semakin berkembang dan memiliki 
banyak manfaat bagi perkembangan dunia. Secara definitif, internet adalah sebuah 
sistem jaringan yang menghubungkan berbagai komputer dari berbagai belahan dunia 
untuk saling terhubung dan bertukar data serta bertukar informasi. Dalam prakteknya, 
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sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan 
bantuan dari sebuah program kecil bernama browser. Di dunia ini, perkembangan 
aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi 
pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya 
(Enterprise, 2: 2010). Saat ini browser yang paling banyak digunakan adalah Mozila 
Firefox karena keunggulan koneksinya yang cepat. Namun masih banyak pilihan browser 
lainnya yang juga bisa digunakan untuk bisa terhubung dengan internet. 

Dalam perkembangannya, internet menjadi sebuah jaringan (network) komputer 
terbesar di dunia. Jaringan merupakan istilah yang berarti sekelompok komputer yang 
dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi-pakai informasi dan sumber daya. Sesuai 
dengan namanya, internet bukan jaringan tunggal tetapi lebih merupakan jaringan dari 
jaringan. Internet mengandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu 
jaringan ke jaringan lainnya, sehingga jaringanjaringan di seluruh dunia dapat 
berkomunikasi (Shirky, 2: 1995). Dalam prakteknya, internet memunculkan istilah baru, 
yakni dunia maya. Sedangkan dunia di mana kita hidup disebut dunia nyata. Internet 
berada di antara keduanya. Karena salah satu fungsi internet adalah sebagai 
penghubung antara dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya adalah tempat para 
pengguna internet berkomunikasi. Sehingga internet menjadi sebuah jaringan 
komunikasi global. Berjuta orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk berbagai 
hal, mulai keperluan pribadi, organisasi, sampai keperluan perusahaan. Masyarakat 
Indonesia di berbagai daerah juga sudah banyak yang menggunakan internet. Tidak 
hanya di perusahaan, penggunaan internet juga masuk ke sekolah-sekolah sebagai 
sarana penting dalam kegiatan pembelajaran. Akses internet bahkan sudah mudah 
digunakan di rumahrumah (Rahmania, 4). 

Karena begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan 
internet, maka keberadaan internet telah menjangkau seluruh dunia. Sebagai sumber 
daya informasi yang sangat luas dan sangat besar, internet tidak dapat dtangani sendiri 
oleh satu orang, satu organisasi, atau satu negara pun. Kenyataannya, tidak ada satu 
orang yang mampu memahami seluruh seluk beluk internet (Sidharta, 8: 1996). Dari 
berbagai informasi mengenai internet di atas, maka dapat disimpulkan bahwa internet 
adalah jaringan komunikasi dan sumber daya informasi yang bersifat global yang 
memungkinkan para penggunanya saling terhubung satu sama lain. 
 
B. Media sosial 

Kehadiran media dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian hidup 
manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media 
sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk 
mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 
pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan 
media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya 
berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa 
dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli yang 
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sebuah komputer untuk saling terhubung dengan komputer lainnya membutuhkan 
bantuan dari sebuah program kecil bernama browser. Di dunia ini, perkembangan 
aplikasi browser telah berkembang secara cepat mengikuti perkembangan teknologi 
pada internet, khususnya koneksi internet dengan segala kelebihan dan kekurangannya 
(Enterprise, 2: 2010). Saat ini browser yang paling banyak digunakan adalah Mozila 
Firefox karena keunggulan koneksinya yang cepat. Namun masih banyak pilihan browser 
lainnya yang juga bisa digunakan untuk bisa terhubung dengan internet. 

Dalam perkembangannya, internet menjadi sebuah jaringan (network) komputer 
terbesar di dunia. Jaringan merupakan istilah yang berarti sekelompok komputer yang 
dihubungkan bersama sehingga dapat berbagi-pakai informasi dan sumber daya. Sesuai 
dengan namanya, internet bukan jaringan tunggal tetapi lebih merupakan jaringan dari 
jaringan. Internet mengandung sejumlah standar untuk melewatkan informasi dari satu 
jaringan ke jaringan lainnya, sehingga jaringanjaringan di seluruh dunia dapat 
berkomunikasi (Shirky, 2: 1995). Dalam prakteknya, internet memunculkan istilah baru, 
yakni dunia maya. Sedangkan dunia di mana kita hidup disebut dunia nyata. Internet 
berada di antara keduanya. Karena salah satu fungsi internet adalah sebagai 
penghubung antara dunia nyata dengan dunia maya. Dunia maya adalah tempat para 
pengguna internet berkomunikasi. Sehingga internet menjadi sebuah jaringan 
komunikasi global. Berjuta orang di seluruh dunia menggunakan internet untuk berbagai 
hal, mulai keperluan pribadi, organisasi, sampai keperluan perusahaan. Masyarakat 
Indonesia di berbagai daerah juga sudah banyak yang menggunakan internet. Tidak 
hanya di perusahaan, penggunaan internet juga masuk ke sekolah-sekolah sebagai 
sarana penting dalam kegiatan pembelajaran. Akses internet bahkan sudah mudah 
digunakan di rumahrumah (Rahmania, 4). 

Karena begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan menggunakan 
internet, maka keberadaan internet telah menjangkau seluruh dunia. Sebagai sumber 
daya informasi yang sangat luas dan sangat besar, internet tidak dapat dtangani sendiri 
oleh satu orang, satu organisasi, atau satu negara pun. Kenyataannya, tidak ada satu 
orang yang mampu memahami seluruh seluk beluk internet (Sidharta, 8: 1996). Dari 
berbagai informasi mengenai internet di atas, maka dapat disimpulkan bahwa internet 
adalah jaringan komunikasi dan sumber daya informasi yang bersifat global yang 
memungkinkan para penggunanya saling terhubung satu sama lain. 
 
B. Media sosial 

Kehadiran media dengan segala kelebihannya telah menjadi bagian hidup 
manusia. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media 
sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk 
mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan 
pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan 
media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya 
berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa 
dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya, beberapa ahli yang 

meneliti internet melihat bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang 
terjadi di dunia nyata, seperti plagiarisme (Nasrullah, 2016).  

Selain pernyataan diatas, berikut ini adalah definisi dari media sosial yang berasal 
dari berbagai literatur penelitian (Fuchs, 2014 dalam Nasrullah, 2016):  
1. Menurut Mandibergh (2012), media sosial adalah media yang mewadahi kerja sama di 

antara pengguna yang menghasilkan konten (user generated content).  
2. Menurut Shirky (2008), media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk 

meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagai (to share), bekerja sama (to co-
operate) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya 
berada diluar kerangka institusional maupun organisai.  

3. Boyd (2009), menjelaskan media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang 
memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, 
berkomunikasi dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media 
sosial memiliki kekuatan pada user generated content (UGC) dimana konten 
dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.  

4. Menurut Van Dijk (2013), media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada 
eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun 
berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) 
online yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan 
sosial. 

5. Meike dan Young (2012), mengartikan media sosial sebagai konvergensi antara 
komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (to be shared one to 
one) dan media publik untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan 
individu.  

Sedangkan menurut peneliti, media sosial merupakan sebuah media online 
dimana setiap penggunanya bisa bebas untuk saling berbagi atau berpartisipasi baik itu 
informasi maupun hiburan yang mampu mendukung adanya interaksi sosial. 
Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat populer di lingkungan masyarakat 
saat ini adalah Media Sosial (Medsos). Di zaman sekarang, media sosial sudah menjadi 
kebutuhan pokok bagi semua orang. Jejaring media sosial yang digunakan oleh 
masyarakat banyak jenisnya diantaranya facebook, twitter, telegram, instagram, 
whatsapp dan lain-lain. 
 
C. Media Sosial sebagai Sumber Informasi Viral 

Akibat  dari  munculnya  internet,  muncul  berbagai  platform  media  baru  yang 
menyajikan  segala  informasi  tanpa  batas.  Platform  yang  paling  sering  diandalkan 
masyarakat dalam mencari berita adalah media sosial. Media sosial merupakan media 
online  dimana  para  penggunanya  dapat  dengan  mudah  berpartisipasi,  berbagi  dan 
menciptakan isi meliputi  blog, jejaring sosial,  wiki,  forum, dan dunia virtual. Berbeda 
dari media- media kovensional, salah satu unsur terpenting dalam media online adalah 
kecepatan memberitakan suatu informasi.Salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  
informasi  dengan  cepat  adalah  melalui media sosial. Mengingat bahwa masyarakat 
sering mencurahkan segala opini ataupun kejadian yang ada disekitarnya membuat 
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jurnalis dengan mudah mendapatkan konten berita.  Jurnalis  tidak  perlu  turun  
lapangan  untuk  mendapatkan  informasi-  informasi viral tersebut.  

Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh jurnalis, tidak perlu turun lapangan tapi 
mendapatkan  informasi  dengan  cepat. Menurut  riset  yang  dilakukan  oleh  Reuters 
Institute,  jumlah  jurnalis  yang  menggunakan  media  sosial  meningkat  drastis.  Di 
Indonesia  sendiri,  sering  kali  jurnalis  hanya  bermodal  konten  yang  viral  di  media 
sosial untuk dijadikan berita.  Entah itu sebuah tulisan pribadi  ataupun komentar dari 
warganet. Berita  yang  diproduksi  media  massa  daring  adalah  berita  ringan,  
cenderung remeh,  dan  sensasional.Produk  berita  yang  renyah  tersebut  akan  
menarik  untuk dibagikan  (viral)  melalui  media  sosial  maupun  aplikasi  tukar  pesan.  
Riset  Asosiasi Penyelenggara   Jasa   Internet   Indonesia   (APJII)   pada   2016   dan   
2017   mendapati mayoritas  penggunaan  internet  di  Indonesia  adalah  untuk  ngobrol  
(chatting)  melalui media sosial. Maka tidak mengherankan bila isu di media sosial 
dengan media daring pun makin erat.  Media sosial adalah alat pemicu kabar (news 
breaking tool). Yang jadi masalah,  media  massa  kemudian  memproduksi  berita  
dengan  hanya  berdasarkan topik   yang   populer   di   media   sosial   dan   
mengabaikan   fungsi   jurnalisme   dalam menyodorkan  pembicaraan  publik  yang  
bermutu.  Repotnya,  informasi  yang  beredar melalui  media  sosial  tersebut  kemudian  
ditulis  begitu  saja  sebagai  berita  oleh  awak media yang kemudian dipercaya pembaca 
sebagai sebuah kebenaran untuk diviralkan. 

Konten   berita   yang   hanya   mengambil   dari   postingan   viral   tentu   masih  
dipertanyakan  kebenarannya.  Mengingat  bahwa  tidak  semua  konten  yang  

ada  di media  sosial  telah  melalui  proses  verifikasi.  Apalagi  jurnalis  cenderung  
langsung mengutip   postingan   tersebut   tanpa   melakukan   verifikasi   lebih   lanjut   
ataupun wawancara    dengan    pihak    bersangkutan. Tuntutan    media    sekarang    
memang mengharuskan jurnalis untuk bekerja cepat dalam mencari berita. Namun, 
keakuratan dari  berita  tersebut tetap harus diutamakan. Hal ini  berhubungan dengan 
kredibilitas dan  kepercayaan  masyarakat  pada  media  tersebut.  Jurnalis  harus  
memiliki  kehati- hatian  yang  tinggi dalam  mencari  berita.  Hal  ini  dikarenakan  
berita  yang  ditulis memberikan dampak yang luas kepada para pembaca 
(Kusumaningrat, 2016). 

Selain dari sisi jurnalis. Media sosial juga menjadi sumber utama untuk 
masyarakat mecari informasi yang sedang viral. Para penikmat dan pengguna media 
sosial khususnya instagram, dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi- 
informasi viral melalui media sosial instagram. Tanpa modal, usaha dan waktu yang 
lama, para pencari informasi viral dapat dengan mudah mendapatkan informasi viral 
pada akun- akun berita yang saat ini sudah banyak di media sosial Instagram. Sebelut 
saja salah satunya akun instagram Lambe Turah untuk informasi-informasi viral 
nasional, dan akun instagram inforkyai untuk sumber informasi-informasi viral yang 
khusus menyorot berita-berita yang ada di daerah Lampung.  

Akun-akun berita yang ada di media sosial Instagram seperti contoh diatas telah 
cukup untuk melihat bagaimana eksistensi mereka dalam menampilkan dan 
memberikan informasi-informasi segar untuk para mencari informasi viral. Dapat 
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jurnalis dengan mudah mendapatkan konten berita.  Jurnalis  tidak  perlu  turun  
lapangan  untuk  mendapatkan  informasi-  informasi viral tersebut.  

Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh jurnalis, tidak perlu turun lapangan tapi 
mendapatkan  informasi  dengan  cepat. Menurut  riset  yang  dilakukan  oleh  Reuters 
Institute,  jumlah  jurnalis  yang  menggunakan  media  sosial  meningkat  drastis.  Di 
Indonesia  sendiri,  sering  kali  jurnalis  hanya  bermodal  konten  yang  viral  di  media 
sosial untuk dijadikan berita.  Entah itu sebuah tulisan pribadi  ataupun komentar dari 
warganet. Berita  yang  diproduksi  media  massa  daring  adalah  berita  ringan,  
cenderung remeh,  dan  sensasional.Produk  berita  yang  renyah  tersebut  akan  
menarik  untuk dibagikan  (viral)  melalui  media  sosial  maupun  aplikasi  tukar  pesan.  
Riset  Asosiasi Penyelenggara   Jasa   Internet   Indonesia   (APJII)   pada   2016   dan   
2017   mendapati mayoritas  penggunaan  internet  di  Indonesia  adalah  untuk  ngobrol  
(chatting)  melalui media sosial. Maka tidak mengherankan bila isu di media sosial 
dengan media daring pun makin erat.  Media sosial adalah alat pemicu kabar (news 
breaking tool). Yang jadi masalah,  media  massa  kemudian  memproduksi  berita  
dengan  hanya  berdasarkan topik   yang   populer   di   media   sosial   dan   
mengabaikan   fungsi   jurnalisme   dalam menyodorkan  pembicaraan  publik  yang  
bermutu.  Repotnya,  informasi  yang  beredar melalui  media  sosial  tersebut  kemudian  
ditulis  begitu  saja  sebagai  berita  oleh  awak media yang kemudian dipercaya pembaca 
sebagai sebuah kebenaran untuk diviralkan. 

Konten   berita   yang   hanya   mengambil   dari   postingan   viral   tentu   masih  
dipertanyakan  kebenarannya.  Mengingat  bahwa  tidak  semua  konten  yang  

ada  di media  sosial  telah  melalui  proses  verifikasi.  Apalagi  jurnalis  cenderung  
langsung mengutip   postingan   tersebut   tanpa   melakukan   verifikasi   lebih   lanjut   
ataupun wawancara    dengan    pihak    bersangkutan. Tuntutan    media    sekarang    
memang mengharuskan jurnalis untuk bekerja cepat dalam mencari berita. Namun, 
keakuratan dari  berita  tersebut tetap harus diutamakan. Hal ini  berhubungan dengan 
kredibilitas dan  kepercayaan  masyarakat  pada  media  tersebut.  Jurnalis  harus  
memiliki  kehati- hatian  yang  tinggi dalam  mencari  berita.  Hal  ini  dikarenakan  
berita  yang  ditulis memberikan dampak yang luas kepada para pembaca 
(Kusumaningrat, 2016). 

Selain dari sisi jurnalis. Media sosial juga menjadi sumber utama untuk 
masyarakat mecari informasi yang sedang viral. Para penikmat dan pengguna media 
sosial khususnya instagram, dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi- 
informasi viral melalui media sosial instagram. Tanpa modal, usaha dan waktu yang 
lama, para pencari informasi viral dapat dengan mudah mendapatkan informasi viral 
pada akun- akun berita yang saat ini sudah banyak di media sosial Instagram. Sebelut 
saja salah satunya akun instagram Lambe Turah untuk informasi-informasi viral 
nasional, dan akun instagram inforkyai untuk sumber informasi-informasi viral yang 
khusus menyorot berita-berita yang ada di daerah Lampung.  

Akun-akun berita yang ada di media sosial Instagram seperti contoh diatas telah 
cukup untuk melihat bagaimana eksistensi mereka dalam menampilkan dan 
memberikan informasi-informasi segar untuk para mencari informasi viral. Dapat 

dengan mudah pula kita melihat bagaimana high respon dari para audiens dalam 
merespon berita- berita yang telah diterbitkan oleh akun- akun media sosial tersebut. 

      
 
 
Kredibilitas Media Sosial sebagai Sumber Informasi 

Media  berita  tidak  bisa  lepas  dari  aspek  kredibilitas  yang  harus  selalu 
dipertahankan. Kredibilitas media atau sumber sangat penting bagi audiens. Ada dua 
macam  kredibilitas,  yaitu  kredibilitas  terhadap  sumber  dan  kredibilitas  terhadap 
media.  Kredibilitas  terhadap sumber  berkaitan dengan  kepercayaan  individu  yang 
menulis berita tersebut, sedangkan kredibiltas media berkaitan dengan kesatuan yang 
lebih luas, seperti stasiun televisi, koran, dan tentunya media online. Jadi kredibilitas 
dilihat dari individu dan media itu sendiri. Sedangkan Metzger dan Flanagin, 
menyatakan kredibilitas media online dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, 
pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber  dengan  pesan.  Maka  yang  
mereka  maksud  adalah  kredibel  atau  tidaknya media dapat ditentukan dari sumber 
dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai dan pesan yang disampaikan 
benar maka dapat dikatakan informasi tersebut kredibel. Kiousis (2001, dalam Kovacic, 
dkk, 2010: 117) menyatakan bahwa orang cenderung skeptik terhadap sumber online. 
Penelitiannya menunjukkan koran adalah media  yang  paling  kredibel  dibandingkan  
media  lain.  Studi  internasional membenarkan bahwa media tradisional lebih kredibel 
dibandingkan dengan media online.  

Menjamurnya   media   sosial   tak   hanya   berpengaruh   pada   gaya   hidup 
masyarakat, tetapi juga pada kerja jurnalistik mulai dari pengumpulan hingga 
penyebaran berita. Tak jarang, media sosial pun dijadikan sumber berita oleh media 
massa.  Tuntutan media sekarang memang mengharuskan jurnalis untuk bekerja cepat 
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dalam mencari berita. Namun, keakuratan dari berita tersebut tetap harus diutamakan. 
Hal ini berhubungan dengan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada media 
tersebut. Jurnalis harus memiliki kehati-hatian yang tinggi dalam mencari berita. Hal 
ini dikarenakan berita yang ditulis memberikan dampak yang luas kepada para pembaca 
(Kusumaningrat, 2016). Dalam buku Jurnalistik: Teori dan Praktik (2016), disebutkan 
bahwa unsur layak berita antara lain adalah cermat dan tepat atau dalam bahasa 
jurnalistik harus akurat. Selain itu, berita juga harus lengkap, berimbang dan adil. 
Kemudian berita tidak boleh mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa 
akademis disebut objektif. Terakhir, yang merupakan syarat praktis tentang penulisan 
berita harus ringkat, jelas, dan hangat. 

Jika kita analisis berita yang bersumber dari media sosial, ada beberapa 
kekurangan mengenai unsur layak berita tersebut. Unsur pertama adalah keakuratan. 
Jurnalis  cenderung  tidak  pernah  melakukan  verifikasi  jika  hanya  mengambil  dari 
media sosial. Tentu saja, akurasi dari berita tersebut selalu dipertanyakan. Kemudian 
mengenai kepentingan berita  tersebut.  Beberapa  kasus berita yang  bersumber dari 
media sosial, jurnalis terkesan hanya memberitakan ulang hal apa yang ada di media 
sosial. Tidak ada unsur penting dalam berita viral ini dan jurnalis menjadi terkesan malas 
untuk mencari berita. Selain itu, kurang lengkapnya data juga merupakan kekurangan 
dari media online saat ini, terutama yang bersumber pada media sosial. Akibat dari tidak 
adanya wawancara, maka isi berita hanya tergantung dari apa yang di media sosial 
tersebut. Padahal belum tentu apa yang ada di media sosial tersebut merupakan cerita 
yang utuh. Sebuah berita harus memiliki unsur adil dan berimbang, seperti yang 
dijelaskan sebelumnya, jurnalis harus bisa menyajikan fakta dari pihak- pihak yang 
bersangkutan. Dengan hanya mencatumkan salah satu pihak saja, jurnalis bisa saja 
merugikan pihak lainnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat hanya mengetahui cerita 
dari satu sisi saja. Jika jurnalis berhasil memaparkan sebuah berita dari sisi-sisi yang 
berbeda maka masyarakat tidak akan terjerumus dan dapat mengetahui  kisah  secara  
keseluruhan.  Meskipun  begitu,  Sosial  media  tidak  harus harus dimusuhi. Namun, 
sikap dasar sebagai jurnalis dalam menghadapi sosial media tetaplah harus skeptis. 
Sehingga informasi di sosial media hanya menjadi bahan yang kemudian tetap 
dibutuhkan verifikasi ulang kepada pihak terkait. 
 
D. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna 
telefon pintar (Smartphone). Nama Instagram diambil dari kata “insta‟ yang asalnya “instan‟ 
dan “gram‟ dari kata “telegram‟ (Ghazali, 8: 2016). Jadi Instagram merupakan gabungan dari 
kata Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk 
mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, 
mengedit foto, dan berbagi (share) ke jejaring sosial yang lain. 

Perkembangan Instagram sangatlah pesat dan dibuktikan dengan kepopuleran 
Instagram yang sudah mencapai sebanyak 150 juta pengguna. Ini merupakan pencapaian 
rekor yang fantastis (Alifia: 2013). Trend Instagram merupakan sebuah cara marketing 
yang memakai produk sebagai sarana komunikasinya. Kelebihan Instagram adalah 
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dalam mencari berita. Namun, keakuratan dari berita tersebut tetap harus diutamakan. 
Hal ini berhubungan dengan kredibilitas dan kepercayaan masyarakat pada media 
tersebut. Jurnalis harus memiliki kehati-hatian yang tinggi dalam mencari berita. Hal 
ini dikarenakan berita yang ditulis memberikan dampak yang luas kepada para pembaca 
(Kusumaningrat, 2016). Dalam buku Jurnalistik: Teori dan Praktik (2016), disebutkan 
bahwa unsur layak berita antara lain adalah cermat dan tepat atau dalam bahasa 
jurnalistik harus akurat. Selain itu, berita juga harus lengkap, berimbang dan adil. 
Kemudian berita tidak boleh mencampurkan fakta dan opini sendiri atau dalam bahasa 
akademis disebut objektif. Terakhir, yang merupakan syarat praktis tentang penulisan 
berita harus ringkat, jelas, dan hangat. 

Jika kita analisis berita yang bersumber dari media sosial, ada beberapa 
kekurangan mengenai unsur layak berita tersebut. Unsur pertama adalah keakuratan. 
Jurnalis  cenderung  tidak  pernah  melakukan  verifikasi  jika  hanya  mengambil  dari 
media sosial. Tentu saja, akurasi dari berita tersebut selalu dipertanyakan. Kemudian 
mengenai kepentingan berita  tersebut.  Beberapa  kasus berita yang  bersumber dari 
media sosial, jurnalis terkesan hanya memberitakan ulang hal apa yang ada di media 
sosial. Tidak ada unsur penting dalam berita viral ini dan jurnalis menjadi terkesan malas 
untuk mencari berita. Selain itu, kurang lengkapnya data juga merupakan kekurangan 
dari media online saat ini, terutama yang bersumber pada media sosial. Akibat dari tidak 
adanya wawancara, maka isi berita hanya tergantung dari apa yang di media sosial 
tersebut. Padahal belum tentu apa yang ada di media sosial tersebut merupakan cerita 
yang utuh. Sebuah berita harus memiliki unsur adil dan berimbang, seperti yang 
dijelaskan sebelumnya, jurnalis harus bisa menyajikan fakta dari pihak- pihak yang 
bersangkutan. Dengan hanya mencatumkan salah satu pihak saja, jurnalis bisa saja 
merugikan pihak lainnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat hanya mengetahui cerita 
dari satu sisi saja. Jika jurnalis berhasil memaparkan sebuah berita dari sisi-sisi yang 
berbeda maka masyarakat tidak akan terjerumus dan dapat mengetahui  kisah  secara  
keseluruhan.  Meskipun  begitu,  Sosial  media  tidak  harus harus dimusuhi. Namun, 
sikap dasar sebagai jurnalis dalam menghadapi sosial media tetaplah harus skeptis. 
Sehingga informasi di sosial media hanya menjadi bahan yang kemudian tetap 
dibutuhkan verifikasi ulang kepada pihak terkait. 
 
D. Instagram 

Instagram adalah sebuah aplikasi sosial yang populer dalam kalangan pengguna 
telefon pintar (Smartphone). Nama Instagram diambil dari kata “insta‟ yang asalnya “instan‟ 
dan “gram‟ dari kata “telegram‟ (Ghazali, 8: 2016). Jadi Instagram merupakan gabungan dari 
kata Instan-Telegram. Dari penggunaan kata tersebut dapat diartikan sebagai aplikasi untuk 
mengirimkan informasi dengan cepat, yakni dalam bentuk foto yang berupa mengelola foto, 
mengedit foto, dan berbagi (share) ke jejaring sosial yang lain. 

Perkembangan Instagram sangatlah pesat dan dibuktikan dengan kepopuleran 
Instagram yang sudah mencapai sebanyak 150 juta pengguna. Ini merupakan pencapaian 
rekor yang fantastis (Alifia: 2013). Trend Instagram merupakan sebuah cara marketing 
yang memakai produk sebagai sarana komunikasinya. Kelebihan Instagram adalah 

memakai partisipasi publik sebagai corong iklan. Sekitar 3 juta pengguna Instagram 
memamerkan karya-karya fotonya melalui Twitter, Facebook ataupun Instagram. 
Artinya, partisipasi pengguna Instagram yang fanatik dengan gembira dan sukarela 
menjadi sarana komunikasi bagi produk, tanpa terasa sebagai iklan (Hemdroyono, 283: 
2012). Namun dengan semakin meningkatnya pengguna Instagram, serta Instagram yang 
dapat digunakan secara mobile di perangkat bergerak seperti telepon genggam atau 
komputer tablet. Kelebihan ini menjadikan siapapun akan mudah mengakses Instagram 
dimanapun dan kapanpun. 
 
Viral 

Viral ialah aktivitas di dunia maya yang menggambarkan penyebaran sebuah 
informasi melalui media online yang tersebar dengan cepat sehingga membuatnya 
menjadi populer dan menjadi perbincangan khalayak umum. Melalui media sosial 
masyarakat dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi yang diinginkan, 
terutama informasi-informasi terbaru atau yang sering disebut dengan informasi viral. 
Informasi-informasi viral seperti itu dapat dengan mudah didapatkan dan dicari 
menggunakan media sosial internet. Oleh sebab itu media sosial sangat berpotensi 
menjadi media yang digandrungi oleh masyarakat, karena askesnya yang sangat mudah 
dan praktis. Hal tersebut lambat laun menjadi sebuah fenomena yang tak bisa dielakkan. 
Massa yang berbondong- bondong mencari dan mendapatkan informasi viral dengan 
mudah melalui media sosial akhirnya menjadi suatu fenomena dikalangan masyarakat 
antar generasi, baik anak- anak, remaja begitupun dengan kalangan usia lanjut.  

Salah satu contoh dari berita viral saat ini ialah terkait dengan kasus virus Covid-
19. Tidak hanya warga Indonesia saja, bahkan warga dunia pun sedang dalam kondisi 
pandemi Covid-19 ini. Hal inilah yang mengakibatkan berita ini menjadi salah satu 
informasi yang sedang ramai diperbincangkan dan dicari oleh semua orang. Terlebih lagi 
kondisi warga dunia saat ini yang sedang dituntut untuk menjalankan social/physical 
distancing, dimana semua orang diharapkan mampu menjaga jarak aman mereka dan 
juga tidak menimbulkan atau meciptakan perkumpulan dan kejramaian. 

Kondisi ini semakin memberikan ruang untuk media sosial instagram sebagai  
yang saat ini menjadi media salah satu media sosial yang paling diminati oleh warga 
dunia (Lucy, 2018). Cara pengoprasiannya yang terbilang cukup mudah dan efisien 
menjadikan media sosial instagram memiliki pengguna yang tidak sedikit. Masyarakat 
dapat dengan mudah mengakses media sosial instagram cukup melalui telepon 
pintarnya, dan dengan cara yang mudah pula masyarakat dapat mencari dan 
mendapatkan informasi viral yang mereka butuhkan. Karena untuk saat ini bukan hanya 
satu atau dua akun saja yang telah menjadi akun berita pada media sosial instagram 
yang menyajikan informasi- informasi viral.  

Sama halnya dengan media konvensional lainnya, merekapun tampak berlomba- 
lomba dalam menyajikan informasi viral, dari segi waktu dan kelengkapan informasi 
yang mereka paparkan. Kepuasaan respon audiens menjadi sumber utama mereka 
melakukan hal tersebut. Hal itu dapat mereka lihat dari banyaknya viewers, likes serta 
komentar yang diberikan oleh masyrakat.  
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E. Hypodermic Needle Theory 
Teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory) atau teori peluru (bullet 

theory) dapat diasumsikan sebagai senapan (dalam hal ini diibaratkan pesan) langsung 
mengenai sasaran tanpa perantara. Hal ini artinya, pesan yang dikirimkan akan langsung 
mengenai sasarannya yakni penerima pesan, seperti peluru yang langsung mengenai 
sasaran. Teori ini di samping mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga 
mengasumsikan bahwa para pengelola media (koran, televisi dan online) dianggap 
sebagai orang yang lebih pintar dibanding audience. Akibatnya, audience bisa dikelabui 
sedemikian rupa dari apa yang disiarkannya. Teori ini mengasumsikan media massa 
mempunyai pemikiran audience bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa 
dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media. Intinya, sebagaimana dikatakan 
oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa dalam teori Jarum Hipodermik mempunyai 
efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience (Nurudin. 2011). 
 
Model SMCR 
  
 
 

Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa model SMCR ini sering 
dikaitkan dengan teori jarum hipodermik. Terlihat pada bagan tersebut bahwa source 
(media massa televisi, koran dan online) mendistribusi (message) atau informasi- 
informasi melalui (channel) akun media sosial instagram kepada (receiver). Model ini 
cenderung bersifat linear atau satu arah, karena media massa (media massa televisi, 
koran dan online) dianggap memiliki pengaruh yang kuat dan penerima (masyarakat) 
akan mempersepsikan sesuai dengan pesan yang disebarkan oleh media massa.  
 
Fenomenologi  
Fenomenologi  menurut  Edmund Hursserl menggunakan 4 tahap dalam menjawab 
penelitian Fenomenologi ini, antara lain: 
a. Epoche 
 Peneliti memiliki akun Instagram, yang dimana peneliti dapat secara langsung 

mengalami dan juga terkadang aktif mencari informasi viral di media sosial. Peneliti 
juga mengikuti/ follow akun-akun berita yang berada di media sosial khususnya 
Instagram, sehingga peneliti dapat merasakan langsung dampak negatif dan positif 
dari hal tersebut. 

b. Reduksi 
 Peneliti menjelaskan bagaimana setiap berita- berita dan informasi yang dibagikan 

pada akun-akun berita di media sosial instagram. 
c. Variasi Imajinasi 
 Berita dan informasi viral yang dibagikan pada akun berita pada media sosial 

instagram dimaksudkan menjelaskan dan menerangkan  bagaimana image objek yang 
dibicarakan. Bisa positif bahkan negatif.  

d. Sintesis Makna dan Esensi 

Source Massage Channel Receiver 
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E. Hypodermic Needle Theory 
Teori jarum hipodermik (hypodermic needle theory) atau teori peluru (bullet 

theory) dapat diasumsikan sebagai senapan (dalam hal ini diibaratkan pesan) langsung 
mengenai sasaran tanpa perantara. Hal ini artinya, pesan yang dikirimkan akan langsung 
mengenai sasarannya yakni penerima pesan, seperti peluru yang langsung mengenai 
sasaran. Teori ini di samping mempunyai pengaruh yang sangat kuat juga 
mengasumsikan bahwa para pengelola media (koran, televisi dan online) dianggap 
sebagai orang yang lebih pintar dibanding audience. Akibatnya, audience bisa dikelabui 
sedemikian rupa dari apa yang disiarkannya. Teori ini mengasumsikan media massa 
mempunyai pemikiran audience bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa 
dibentuk dengan cara apapun yang dikehendaki media. Intinya, sebagaimana dikatakan 
oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa dalam teori Jarum Hipodermik mempunyai 
efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience (Nurudin. 2011). 
 
Model SMCR 
  
 
 

Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan bahwa model SMCR ini sering 
dikaitkan dengan teori jarum hipodermik. Terlihat pada bagan tersebut bahwa source 
(media massa televisi, koran dan online) mendistribusi (message) atau informasi- 
informasi melalui (channel) akun media sosial instagram kepada (receiver). Model ini 
cenderung bersifat linear atau satu arah, karena media massa (media massa televisi, 
koran dan online) dianggap memiliki pengaruh yang kuat dan penerima (masyarakat) 
akan mempersepsikan sesuai dengan pesan yang disebarkan oleh media massa.  
 
Fenomenologi  
Fenomenologi  menurut  Edmund Hursserl menggunakan 4 tahap dalam menjawab 
penelitian Fenomenologi ini, antara lain: 
a. Epoche 
 Peneliti memiliki akun Instagram, yang dimana peneliti dapat secara langsung 

mengalami dan juga terkadang aktif mencari informasi viral di media sosial. Peneliti 
juga mengikuti/ follow akun-akun berita yang berada di media sosial khususnya 
Instagram, sehingga peneliti dapat merasakan langsung dampak negatif dan positif 
dari hal tersebut. 

b. Reduksi 
 Peneliti menjelaskan bagaimana setiap berita- berita dan informasi yang dibagikan 

pada akun-akun berita di media sosial instagram. 
c. Variasi Imajinasi 
 Berita dan informasi viral yang dibagikan pada akun berita pada media sosial 

instagram dimaksudkan menjelaskan dan menerangkan  bagaimana image objek yang 
dibicarakan. Bisa positif bahkan negatif.  

d. Sintesis Makna dan Esensi 

Source Massage Channel Receiver 

Pada hakikatnya, segala informasi viral yang dibagi dalam akun berita pada media sosial 
Instagram hanya sebagai informasi yang menjelaskan foto dan atau video atau artikel, 
namun terkadang karena objek yang dibagi kebanyakan berita atau informasi yang 
sedang viral atau sedang menjadi pembicaraan banyak orang, akun berita tersebut 
dinilai kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan karena tidak  menampilkan 
sumber,   namun   hanya   berupa foto yang diambil dari camera handphone. 
 
DISKUSI 

Trend Instagram merupakan sebuah cara marketing yang memakai produk 
sebagai sarana komunikasinya. Kelebihan Instagram adalah memakai partisipasi publik 
sebagai corong iklan. Sekitar 3 juta pengguna Instagram memamerkan karya-karya 
fotonya melalui Twitter, Facebook ataupun Instagram. Artinya, partisipasi pengguna 
Instagram yang fanatik dengan gembira dan sukarela menjadi sarana komunikasi bagi 
produk, tanpa terasa sebagai iklan (Hemdroyono, 283: 2012). Namun dengan semakin 
meningkatnya pengguna Instagram, serta Instagram yang dapat digunakan secara 
mobile di perangkat bergerak seperti telepon genggam atau komputer tablet. Kelebihan 
ini menjadikan siapapun akan mudah mengakses Instagram dimanapun dan kapanpun. 

Akibat  dari  munculnya  internet,  muncul  berbagai  platform  media  baru  yang 
menyajikan  segala  informasi  tanpa  batas.  Platform  yang  paling  sering  diandalkan 
masyarakat dalam mencari berita adalah media sosial. Media sosial merupakan media 
online  dimana  para  penggunanya  dapat  dengan  mudah  berpartisipasi,  berbagi  dan 
menciptakan isi meliputi  blog, jejaring sosial,  wiki,  forum, dan dunia virtual. Berbeda 
dari media- media kovensional, salah satu unsur terpenting dalam media online adalah 
kecepatan memberitakan suatu informasi.Salah  satu  cara  untuk  mendapatkan  
informasi  dengan  cepat  adalah  melalui media sosial. Mengingat bahwa masyarakat 
sering mencurahkan segala opini ataupun kejadian yang ada disekitarnya membuat 
jurnalis dengan mudah mendapatkan konten berita.  Jurnalis  tidak  perlu  turun  
lapangan  untuk  mendapatkan  informasi-  informasi viral tersebut. Menurut  riset  
yang  dilakukan  oleh  Reuters Institute,  jumlah  jurnalis  yang  menggunakan  media  
sosial  meningkat  drastis.  Di Indonesia  sendiri,  sering  kali  jurnalis  hanya  bermodal  
konten  yang  viral  di  media sosial untuk dijadikan berita. 

Hak ini berbanding lurus dengan minat audience pada media sosial yang juga 
menjadikan media sosial Instagram menjadi sumber utama untuk masyarakat mecari 
informasi yang sedang viral. Para penikmat dan pengguna media sosial khususnya 
instagram, dapat dengan mudah mencari dan mendapatkan informasi- informasi viral 
melalui media sosial instagram. Tanpa modal, usaha dan waktu yang lama, para pencari 
informasi viral dapat dengan mudah mendapatkan informasi viral pada akun- akun 
berita yang saat ini sudah banyak di media sosial Instagram. 

Disisi lain media sosial yang telah menjadi sumber informasi viral bagi 
masyarakat tdak dapat terlepas dari kredibilatasnya sebagai media. Kredibilitas  
terhadap sumber  berkaitan dengan  kepercayaan  individu  yang menulis berita 
tersebut, sedangkan kredibiltas media berkaitan dengan kesatuan yang lebih luas, 
seperti stasiun televisi, koran, dan tentunya media online. Metzger dan Flanagin, 
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menyatakan kredibilitas media online dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, 
pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber  dengan  pesan.  Maka  yang  
mereka  maksud  adalah  kredibel  atau  tidaknya media dapat ditentukan dari sumber 
dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai dan pesan yang disampaikan 
benar maka dapat dikatakan informasi tersebut kredibel. 

Sebagaimana dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa dalam teori 
Jarum Hipodermik mempunyai efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran 
audience (Nurudin. 2011). Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran 
audience bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa dibentuk dengan cara 
apapun yang dikehendaki media. Model teori  ini cenderung bersifat linear atau satu 
arah, karena media massa (media massa televisi, koran dan online) dianggap memiliki 
pengaruh yang kuat dan penerima (masyarakat) akan mempersepsikan sesuai dengan 
pesan yang disebarkan oleh media massa ataupun informasi- informasi yang ada di 
dalamnya. 
 
KESIMPULAN 

Dengan hadirnya media sosial khususnya instagram dewasa ini secara tidak 
langsung telah melahirkan fenomena budaya massa dalam mencari dan mendapatkan 
informasi viral yang sedang menjadi pembahasan di dunia nyata. Nyatanya saat ini 
massa lebih banyak yang memilih untuk bergeser menjadikan media sosial mejadi 
sumber informasi dan sarana komunikasi mereka. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, 
media sosial telah menawarkan suguhan informasi segar yang akurat bagi para pencari 
informasi viral dengan waktu yang lebih cepat dibanding dengan media- media yang 
lainnya. Media sosial ini bukan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun 
media sosial juga ternyata dapat mengakses kesemua kalangan, baik kelas sosial 
masyarakat dan juga dari kalangan usia. Kemudahan dan keunggulan lainnya yang 
disajikan oleh media sosial nyatanya memang menjadi salah satu alasan mendasar bagi 
massa dalam memilih media sosial untuk menjadi sumber informasinya. Dalam 
penelitian ini, peneliti merasa teori yang cocok untuk dapat dijadikan dasar adalah teori 
hypodermic needle theory. Hal itu dikarenakan teori ini mengasumsikan sebagaimana 
dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa dalam teori Jarum Hipodermik 
mempunyai efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience (Nurudin. 
2011). 

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi untuk membantu 
peneliti dalam menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman 
mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya. 

Salah satu contoh dari berita viral saat ini ialah terkait dengan kasus virus Covid-
19. Tidak hanya warga Indonesia saja, bahkan warga dunia pun sedang dalam kondisi 
pandemi Covid-19 ini. Hal inilah yang mengakibatkan berita ini menjadi salah satu 
informasi yang sedang ramai diperbincangkan dan dicari oleh semua orang. Terlebih lagi 
kondisi warga dunia saat ini yang sedang dituntut untuk menjalankan social/physical 
distancing, dimana semua orang diharapkan mampu menjaga jarak aman mereka dan 
juga tidak menimbulkan atau meciptakan perkumpulan dan kejramaian. 
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menyatakan kredibilitas media online dapat dilihat dari hasil evaluasi sumber informasi, 
pesan itu sendiri, atau pada kombinasi antara sumber  dengan  pesan.  Maka  yang  
mereka  maksud  adalah  kredibel  atau  tidaknya media dapat ditentukan dari sumber 
dan isi pesan yang disampaikan. Jika sumbernya sesuai dan pesan yang disampaikan 
benar maka dapat dikatakan informasi tersebut kredibel. 

Sebagaimana dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa dalam teori 
Jarum Hipodermik mempunyai efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran 
audience (Nurudin. 2011). Teori ini mengasumsikan media massa mempunyai pemikiran 
audience bisa ditundukkan sedemikian rupa atau bahkan bisa dibentuk dengan cara 
apapun yang dikehendaki media. Model teori  ini cenderung bersifat linear atau satu 
arah, karena media massa (media massa televisi, koran dan online) dianggap memiliki 
pengaruh yang kuat dan penerima (masyarakat) akan mempersepsikan sesuai dengan 
pesan yang disebarkan oleh media massa ataupun informasi- informasi yang ada di 
dalamnya. 
 
KESIMPULAN 

Dengan hadirnya media sosial khususnya instagram dewasa ini secara tidak 
langsung telah melahirkan fenomena budaya massa dalam mencari dan mendapatkan 
informasi viral yang sedang menjadi pembahasan di dunia nyata. Nyatanya saat ini 
massa lebih banyak yang memilih untuk bergeser menjadikan media sosial mejadi 
sumber informasi dan sarana komunikasi mereka. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, 
media sosial telah menawarkan suguhan informasi segar yang akurat bagi para pencari 
informasi viral dengan waktu yang lebih cepat dibanding dengan media- media yang 
lainnya. Media sosial ini bukan hanya digunakan oleh kalangan tertentu saja, namun 
media sosial juga ternyata dapat mengakses kesemua kalangan, baik kelas sosial 
masyarakat dan juga dari kalangan usia. Kemudahan dan keunggulan lainnya yang 
disajikan oleh media sosial nyatanya memang menjadi salah satu alasan mendasar bagi 
massa dalam memilih media sosial untuk menjadi sumber informasinya. Dalam 
penelitian ini, peneliti merasa teori yang cocok untuk dapat dijadikan dasar adalah teori 
hypodermic needle theory. Hal itu dikarenakan teori ini mengasumsikan sebagaimana 
dikatakan oleh Jason dan Anne Hill (1997), media massa dalam teori Jarum Hipodermik 
mempunyai efek langsung “disuntikkan” ke dalam ketidaksadaran audience (Nurudin. 
2011). 

Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi untuk membantu 
peneliti dalam menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman 
mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya. 

Salah satu contoh dari berita viral saat ini ialah terkait dengan kasus virus Covid-
19. Tidak hanya warga Indonesia saja, bahkan warga dunia pun sedang dalam kondisi 
pandemi Covid-19 ini. Hal inilah yang mengakibatkan berita ini menjadi salah satu 
informasi yang sedang ramai diperbincangkan dan dicari oleh semua orang. Terlebih lagi 
kondisi warga dunia saat ini yang sedang dituntut untuk menjalankan social/physical 
distancing, dimana semua orang diharapkan mampu menjaga jarak aman mereka dan 
juga tidak menimbulkan atau meciptakan perkumpulan dan kejramaian. 

Kondisi ini semakin memberikan ruang untuk media sosial instagram sebagai  
yang saat ini menjadi media salah satu media sosial yang paling diminati oleh warga 
dunia (Lucy, 2018). Cara pengoprasiannya yang terbilang cukup mudah dan efisien 
menjadikan media sosial instagram memiliki pengguna yang tidak sedikit. Masyarakat 
dapat dengan mudah mengakses media sosial instagram cukup melalui telepon 
pintarnya, dan dengan cara yang mudah pula masyarakat dapat mencari dan 
mendapatkan informasi viral yang mereka butuhkan. Karena untuk saat ini bukan hanya 
satu atau dua akun saja yang telah menjadi akun berita pada media sosial instagram 
yang menyajikan informasi- informasi viral.  
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Abstrak 
Adanya Dewan Pengawas Syariah yaitu untuk mengawasi pelaksanaan kemudian akan 
dilaksanakan oleh bank syariah supaya bisa ada di dalam prinsip kepatuhan syariah 
dalam setiap operasionalnya, tetapi dalam praktiknya di Indonesia, pengawasan bank 
syariah tidak berjalan dengan semestinya bahkan perannya sangat jauh dari yang 
seharusnya akan dijalankan. Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pengawasan 
yang akan dilaksanakan oleh dewan pengawas syariah dalam melaksanakan tugas 
pengawasan kinerja terhadap bank umum syariah dan peranannya dalam melaksanakan 
pengawasan kinerja ke bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
masalah yaitu yuridis normatif dan empiris Data dalam penelitian ini di analisis secara 
kualitiatif. Hasil dari penelitian ini adalah menemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah 
memiliki peranan untuk menjadi pengawas operasional bank dan produknya supaya 
tepat dengan keputusan syariah, serta menjabat sebagai konsultan dan penasihat 
direktur, pemimpin departemen bisnis hukum syariah, serta kepala cabang hukum 
Syariah tentang hal-hal yang terkait dengan hukum Syariah terhadap seluruh aktivitas 
kegiatan bank umum syariah dan juga menjadi mediator diantara lembaga keuangan 
syariah dan DSN. Untuk memenuhi tugasnya Dewan Pengawas Syariah melaksanakan 
pemeriksaan sesuai dengan ketentuan akan pengawasan yang sudah diatur di dalam 
undang-undang BI dan fatwa DSN MUI serta menerbitkan fatwa tentang ekonomi 
syariah yang dapat menjadi acuan pada regulasi aspek syariah bagi operasional dan 
produk bank syariah. 
Kata Kunci: Bank, Dewan Pengawas Syariah, Pengawas, Syariah 
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THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY COUNCIL IN OVERSIGHTING THE 
PERFORMANCE OF SHARIA BANKING IN INDONESIA 

 
Abstract 

The existence of a Sharia Supervisory Board, which is to oversee implementation, will 
then be carried out by sharia banks so that sharia compliance principles can exist in 
each of their operations, but in practice in Indonesia, sharia bank supervision does not 
run properly, even its role is very far from what it should be carried out. This study aims 
to determine the form of supervision that will be carried out by the sharia supervisory 
board in supervising the performance of Islamic commercial banks and its role in 
carrying out performance monitoring of Islamic commercial banks. This study used a 
problem approach, namely normative juridical and empirical. The data in this study 
were analyzed qualitatively. The results of this study are found that the Sharia 
Supervisory Board has a role to be a supervisor of bank operations and their products so 
that they are in accordance with sharia decisions, as well as serving as consultants and 
advisors to directors, heads of sharia law business departments, and heads of sharia law 
branches on matters related to sharia law. with Sharia law for all activities of Islamic 
commercial banks and also as a mediator between Islamic financial institutions and 
DSN. To fulfill its duties, the Sharia Supervisory Board carries out inspections in 
accordance with the provisions for supervision that have been regulated in the BI law 
and the DSN MUI fatwa and issues a fatwa on sharia economics which can be used as a 
reference in the regulation of sharia aspects for sharia bank operations and products.. 
Keyword : Bank, Sharia Supervisory Board, Supervisor, Sharia 
 
D. Pendahuluan  

Bank konvensional yang ada di negara Indonesia mulai terlampaui oleh 
kedatangannya Perbankan Syariah. Keberadaan perbankan syariah pertama kali diatur 
dalam UndangUndang No.7 Tahun 1992 dan Peratran Pemerintah No. 72 Tahun 1992138. 
Dalam konteks perbankan syariah, selain menjalankan kegiatan usaha mencari 
keuntungan, bank juga memiliki fungsi sosial sebagai penampung zakat, infaq, sedekah 
dan wakaf. Fungsi sosialnya, tidak dikenal di perbankan konvensional. Dalam istilah 
tujuan, memprioritaskan kesejahteraan prinsip-prinsip Islam dan pertumbuhan 
berkelanjutan dengan fokus pada sektor riil139. Dengan demikian, penciptaan nilai yang 
berorientasi pada perbankan syariah. Berdasarkan karakteristik ini, sistem tata kelola di 
perbankan syariah lebih kompleks dibanding bank konvensional. Ini karena, perbankan 
syariah, selain membayar memperhatikan peraturan secara umum, juga harus sesuai 
dengan prinsip-prinsip Islam bersumber dari syariat Islam untuk mampu bersaing di 
pasar. Memang mekanisme tersebut dinilai tidak sejalan dengan ajaran syariat 
Pertimbangan dilakukan secara praktis terletak pada sistem berbasis kepentingan yang 
mempunyai beberapa kelemahan, termasuk pelanggaran kewajaran bisnis maupun nilai 
                                                           
138 Ria, W. R. (2017). Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. Jurnal 
Hukum & Pembangunan, 34(3), hlm 272 
139 Rodliah, N., Setyowati, R. A., & Abubakar, L. (2017). Sharia Governance On Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective On 
Consumer Protection In Indonesia. Diponogoro Law Review, 2(1), hlm 8 
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THE ROLE OF THE SHARIA SUPERVISORY COUNCIL IN OVERSIGHTING THE 
PERFORMANCE OF SHARIA BANKING IN INDONESIA 

 
Abstract 

The existence of a Sharia Supervisory Board, which is to oversee implementation, will 
then be carried out by sharia banks so that sharia compliance principles can exist in 
each of their operations, but in practice in Indonesia, sharia bank supervision does not 
run properly, even its role is very far from what it should be carried out. This study aims 
to determine the form of supervision that will be carried out by the sharia supervisory 
board in supervising the performance of Islamic commercial banks and its role in 
carrying out performance monitoring of Islamic commercial banks. This study used a 
problem approach, namely normative juridical and empirical. The data in this study 
were analyzed qualitatively. The results of this study are found that the Sharia 
Supervisory Board has a role to be a supervisor of bank operations and their products so 
that they are in accordance with sharia decisions, as well as serving as consultants and 
advisors to directors, heads of sharia law business departments, and heads of sharia law 
branches on matters related to sharia law. with Sharia law for all activities of Islamic 
commercial banks and also as a mediator between Islamic financial institutions and 
DSN. To fulfill its duties, the Sharia Supervisory Board carries out inspections in 
accordance with the provisions for supervision that have been regulated in the BI law 
and the DSN MUI fatwa and issues a fatwa on sharia economics which can be used as a 
reference in the regulation of sharia aspects for sharia bank operations and products.. 
Keyword : Bank, Sharia Supervisory Board, Supervisor, Sharia 
 
D. Pendahuluan  

Bank konvensional yang ada di negara Indonesia mulai terlampaui oleh 
kedatangannya Perbankan Syariah. Keberadaan perbankan syariah pertama kali diatur 
dalam UndangUndang No.7 Tahun 1992 dan Peratran Pemerintah No. 72 Tahun 1992138. 
Dalam konteks perbankan syariah, selain menjalankan kegiatan usaha mencari 
keuntungan, bank juga memiliki fungsi sosial sebagai penampung zakat, infaq, sedekah 
dan wakaf. Fungsi sosialnya, tidak dikenal di perbankan konvensional. Dalam istilah 
tujuan, memprioritaskan kesejahteraan prinsip-prinsip Islam dan pertumbuhan 
berkelanjutan dengan fokus pada sektor riil139. Dengan demikian, penciptaan nilai yang 
berorientasi pada perbankan syariah. Berdasarkan karakteristik ini, sistem tata kelola di 
perbankan syariah lebih kompleks dibanding bank konvensional. Ini karena, perbankan 
syariah, selain membayar memperhatikan peraturan secara umum, juga harus sesuai 
dengan prinsip-prinsip Islam bersumber dari syariat Islam untuk mampu bersaing di 
pasar. Memang mekanisme tersebut dinilai tidak sejalan dengan ajaran syariat 
Pertimbangan dilakukan secara praktis terletak pada sistem berbasis kepentingan yang 
mempunyai beberapa kelemahan, termasuk pelanggaran kewajaran bisnis maupun nilai 
                                                           
138 Ria, W. R. (2017). Konversi Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998. Jurnal 
Hukum & Pembangunan, 34(3), hlm 272 
139 Rodliah, N., Setyowati, R. A., & Abubakar, L. (2017). Sharia Governance On Islamic Banking: Spiritual Rights Perspective On 
Consumer Protection In Indonesia. Diponogoro Law Review, 2(1), hlm 8 

keadilan. Meski setiap lembaga baik keuangan (bank dan non bank) maupun lembaga 
pembiayaan syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah, namun belum setiap unit 
dari lembaga itu memiliki aturan dan mekanisme pengawasan yang jelas140. Secara 
keseluruhan, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional memiliki 
tugas yang setara dalam mengelola dana yang asalnya dari masyarakat, contohnya 
adalah asuransi, penyertaan modal, leasing dan lain-lain. Namun ada sebagian kasus, 
lembaga keuangan syariah menggunakan bentuk pelaksanaan transaksi yang berbeda, 
karena dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional, transaksi yang terjadi di 
lembaga keuangan syariah sangatlah istimewa. Kegiatan ini bisa dipandang dari adanya 
sebuah prinsip kepastian syariah dalam sebuah operasional dalam menghilangkan Riba, 
Gharar, Maysir, serta larangan yang lainnya. 

Untuk menjaga arah kegiatan usaha bank syariah, harus ada badan independen 
yang mengambil alih pengawasan dan  pelaksanaannya dilakukan oleh bank syariah. Dari 
situlah dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang yang seharusnya dimiliki dalam struktur 
organisasi yang ingin bekerja atas dasar system syariah untutk memutuskan kegiatan 
perbankan syariah tidak untuk menyimpang dari prinsip syariah.141 Hal ini berdasarkan 
pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan 
bahwa suatu lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank 
wajib mempunyai dewan pengawas syariah yang kedudukannya di kantor pusat lembaga 
keuangan bank syariah serta lembaga keuangan syariah bukan bank. Persyaratan 
anggota Dewan Pengawas Syariah  disusun dan ditetapkan oleh Dewan Syariah 
Nasional. Dewan ini berfungsi mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan bank 
syariah dan lembaga keuangan syariah bukan bank agar sesuai dengan prinsip syariah 
dengan berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional.142 

Dewan Pengawas Syariah ini terdapat beberapa pakar syariah muamalah yang 
mempunyai wawasan luas dalam bidang perbankan143, supaya bisa dengan baik dalam 
tugasnya untuk mengawasi setiap kegiatan secara operasional dan juga praktik lembaga 
keuangan syariah agar selalu konsisten dan berpegang teguh terhadap prinsip syariah. 
Adanya sebuah peran Dewan Pengawas Syariah terdapat di bank umum syariah memiliki 
sebuah keharusan yang harus dioptimalkan, kualifikasi akan menjadi Dewan Pengawas 
Syariah harus diperketat serta dalam formalisasi disebuah perannya diwujudkan dalam 
bank syariah itu. Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang 
Perseroan Terbatas, menyebutkan: 
1. Perusahaan yang berjalan menurut prinsip syariah dan berikutnya Dewan 

Pengawasan  Syariah harus dimiliki oleh Dewan Komisaris; 
2. Maksud pada ayat (1) Dewan Pengawas Syariah  terdiri atas seorang yang ahli syariah 

atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas pertimbangan Majelis Ulama Indonesia 
(MUI.);  

                                                           
140 Isa Ansori, Problematika Dewan Pengawas Syariah dan Solusinya, NIZHAM, Vol. 01. No. 01, Januari-Juni 2013. 
141 Maslihati Nur Hidayat, Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan 
Pada Prinsip-Prinsip Islam. Lex Jurnalica Vol.6 No.1, Desember 2008, hlm 70 
142Akhmad Faozan, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Ekonomi Islam, el-Jizya 
Vol.II, No.1, Januari 2014, hlm.26 
143 Akhmad Faozan,  Implementasi Good Coorporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah, La Riba, Jurnal 
Ekonomi Islam, Vol. VII No. 1 Juli  2013.   
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3. Dewan Pengawas Syariah seperti dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk 
memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar 
sesuai dengan prinsip Syariah. 

Ketetapan Dewan Pengawas Syariah yang telah ditetapkan pada Pasal 32 Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sementara itu aturan Dewan 
Pengawas Syariah  untuk penyaluran dalam bentuk Perseroan Terbatas Syariah diatur 
dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
meskipun ketentuan lain mekanisme pengendalian belum diperjelas dan dirumuskan 
dengan jelas oleh lembaga yang sebelumnya memiliki kekuatan pengaturan. Langkah 
review diperlukan untuk menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun 
pada praktiknya sering muncul permasalahan yang berarti aspek pengawasan belum 
optimal. Faktor utama yang membuat fungsi dan peran dewan pengawas syariah di 
Indonesia kurang maksimal yaitu:  
1. Buruknya status hukum akibat dari evaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang 

menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefesienan mekanisme pengawasan syariah 
di dalam perbankan syariah yang ada di Indonesia; 

2. Pengetahuan yang terbatas tentang sumber daya Dewan Pengawas Syariah pada 
bidang akuntansi, audit, hukum bisnis dan ekonomi; 

3. Ketidakefektifan struktur dan mekanisme kerja dari Dewan Pengawas Syariah pada 
saat melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah di bank syariah.  

Selain itu, kemajuan lembaga keuangan syariah kurang didukung dengan 
cukupnya sumber daya yang memadai dari Dewan Pengawas Syariahnya. Oleh sebab itu, 
dengan sebuah fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai 
kesungguhan untuk mengoptimalkan, sebab akan ada yang sangat menghawatirkan 
dalam sebuah prakteknya lembaga pembiayaan syariah di lingkungan masyarakat untuk 
menjadi negatif agar bisa meruntuhkan sebuah kepercayaan masyarakat dalam lembaga 
keuangan yang ada. Dalam konteks bank pembangunan daerah, kinerja DPS juga 
bertanggung jawab secara langsung kepada komisaris yang notabene diduduki oleh 
lembaga eksekutif pemerintah daerah. Artinya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 
dalam sektor LKS akan memiliki DPS yang memiliki tugas lebih kompleks dalam 
pelaporan dan tanggung jawab kerjanya. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik 
mengkaji lebih lanjut mengenai sistem pengawasan bank syariah di dengan status BUMD 
atau yang dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).144 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran dewan pengawas 
syariah dalam melakukan pengawasan kinerja pada perbankan syariah dan bagaimana 
bentuk pelaksanaan dewan pengawas syariah saat pengawasan kinerja pada perbankan 
syariah.  

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Narasumber 
terdiri dari beberapa responden dan pejabat lainnya mengenai masalah ini. Data akan di 
analisis dengan menggunakan adalah secara kualitatif. 
 

                                                           
144 Hafizh Maulana, Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah, SHARE, 
Vol.3. No.1, Januari-Juni 2014. , hlm. 3. 
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3. Dewan Pengawas Syariah seperti dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk 
memberi nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar 
sesuai dengan prinsip Syariah. 

Ketetapan Dewan Pengawas Syariah yang telah ditetapkan pada Pasal 32 Undang-
Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sementara itu aturan Dewan 
Pengawas Syariah  untuk penyaluran dalam bentuk Perseroan Terbatas Syariah diatur 
dalam Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
meskipun ketentuan lain mekanisme pengendalian belum diperjelas dan dirumuskan 
dengan jelas oleh lembaga yang sebelumnya memiliki kekuatan pengaturan. Langkah 
review diperlukan untuk menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun 
pada praktiknya sering muncul permasalahan yang berarti aspek pengawasan belum 
optimal. Faktor utama yang membuat fungsi dan peran dewan pengawas syariah di 
Indonesia kurang maksimal yaitu:  
1. Buruknya status hukum akibat dari evaluasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang 

menyebabkan ketidakefektifan dan ketidakefesienan mekanisme pengawasan syariah 
di dalam perbankan syariah yang ada di Indonesia; 

2. Pengetahuan yang terbatas tentang sumber daya Dewan Pengawas Syariah pada 
bidang akuntansi, audit, hukum bisnis dan ekonomi; 

3. Ketidakefektifan struktur dan mekanisme kerja dari Dewan Pengawas Syariah pada 
saat melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah di bank syariah.  

Selain itu, kemajuan lembaga keuangan syariah kurang didukung dengan 
cukupnya sumber daya yang memadai dari Dewan Pengawas Syariahnya. Oleh sebab itu, 
dengan sebuah fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai 
kesungguhan untuk mengoptimalkan, sebab akan ada yang sangat menghawatirkan 
dalam sebuah prakteknya lembaga pembiayaan syariah di lingkungan masyarakat untuk 
menjadi negatif agar bisa meruntuhkan sebuah kepercayaan masyarakat dalam lembaga 
keuangan yang ada. Dalam konteks bank pembangunan daerah, kinerja DPS juga 
bertanggung jawab secara langsung kepada komisaris yang notabene diduduki oleh 
lembaga eksekutif pemerintah daerah. Artinya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang 
dalam sektor LKS akan memiliki DPS yang memiliki tugas lebih kompleks dalam 
pelaporan dan tanggung jawab kerjanya. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik 
mengkaji lebih lanjut mengenai sistem pengawasan bank syariah di dengan status BUMD 
atau yang dikenal dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD).144 

Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran dewan pengawas 
syariah dalam melakukan pengawasan kinerja pada perbankan syariah dan bagaimana 
bentuk pelaksanaan dewan pengawas syariah saat pengawasan kinerja pada perbankan 
syariah.  

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum normatif. Narasumber 
terdiri dari beberapa responden dan pejabat lainnya mengenai masalah ini. Data akan di 
analisis dengan menggunakan adalah secara kualitatif. 
 

                                                           
144 Hafizh Maulana, Implikasi Kewenangan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Sistem Pengawasan Di Bank Aceh Syariah, SHARE, 
Vol.3. No.1, Januari-Juni 2014. , hlm. 3. 

E. Pembahasan 
1. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Melaksanakan Pengawasan Kinerja pada 

Perbankan Syariah di Indonesia. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 

(PT) setiap perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki 
Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 
mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah kudu ahli di bidang hukum syariah dan juga 
harus mendapatkan pertimbangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas 
keulamaan di Indonesia untuk menjalankan peran pengawasan di semua Lembaga 
Keuangan Syariah dan juga Bank Umum  Syariah, anggota Dewan Pengawas Syariah 
harus memiliki kualifikasi akademi penuh, yaitu ilmu ekonomi keuangan Islam modern 
dan ilmu fiqih muamalat.145  

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran sebagai pengawas kegiatan 
operasional lembaga keuangan syariah berimbang dengan aturan prinsip syariah yang 
disusun oleh Dewan Syariah Nasional.146 Sedangkan tugas pokoknya pada awalnya 
memberi saran serta nasihat kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah dan 
pimpinan unit usaha syariah tentang segala hal yang berhubungan dengan aspek syariah 
dan kedua, sebagai penghubung antara lembaga keuangan Islam serta DSN untuk 
memberikan usul dan rekomendasi pengembangan produk dan layanan bagi lembaga 
keuangan Islam yang sedang mencari kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional.147 
Dewan Pengawas Syariah merupakan perwakilan DSN, sebuah lembaga keuangan 
syariah  memiliki beberapa fungsi: 
a. Melaksanakan pengawasan dengan teratur terhadap lembaga keuangan syariah yang 

sedang di awasi;  
b. Memiliki kewajiban untuk menyamaikan usulan terhadap peningkatan lembaga 

keuangan syariah kepada pimpinan;  
c. Membuat laporan yang isinya tentang aktivitas kegitan kinerja lembaga keuangan 

syariah yang sedang diawasi minimal dua kali dalam satu tahun anggaran kepada 
Dewan Syariah Nasional. 

d. Menyusun permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. 148 
 
Peran utama Dewan Pengawas Syariah  dalam  lembaga keuangan  syariah ialah: 
a. Memberikan saran serta nasihat kepada dewan direksi, kepala unit usaha syariah dan 

manajer cabang dari lembaga keuangan  syariah tentang  hal-hal terkait.  
b. Pemantauan secara aktif dan pasif, terutama dalam melakasnakan fatwa Dewan 

Syariah Nasional serta memberikan nasihat/pemantauan produk/jasa dan kegiatan 
usaha supaya sesuai prinsip syariah.  

                                                           
145 Rahmat Ilyas, PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH, JPS (Jurnal Perbankan Syariah) April 2021, 
Vol.2, No.1: 42-53, ISSN 2721-6241,Hlm. 44 
146 Setiawan Budi Utomo,  Kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari’ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari’ah Nasional 
Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disetasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268 
147 Hasan Sultoni, PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA, Jurnal Eksyar 
(Jurnal Ekonomi Syariah) Vol. 06 No. 02 November  2019: 106 – 115,  e-ISSN 2407-3709 p-ISSN 2355-438X,  hlm. 110 
148 Irwan Misbach, KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA 
KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA, Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi Vol 2 No 1 (2015) : 79 – 93,  Hlm. 86 
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c. Sebagai perantara antar lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional 
untuk menyampaikan usulan dan rekomendasi peningkatan produk dan layanan 
lembaga keuangan syariah yang membutuhkan telaah dan fatwa dari DSN.149 

Pemantauan terhadap seluruh aktivitas bank umum syariah diperlukan untuk 
pengendalian dan pemantauan supaya tidak ada penyimpangan terhadap poin yang 
ingin diraih dan ketentuan yang ditetapkan. Pengawasan juga didefinisikan sebagai 
kegiatan mengoreksi dan memperbaiki aturan dan tujuan yang ditemukan menyimpang. 
Namun fungsi serta tugas dari Dewan Pengawas Syariah belum berfungsi dengan baik. 
Berbagai faktor atau aspek membuat peran Dewan pengawas Syariah mengawasi Bank 
umum Syariah kurang optimal. Pertama, aspek validitas dengan pengecualian bahwa 
semua dewan pengawas syariah memliki dasar hukum yang kuat dan positif untuk 
mempertahankan dewan pengawas syariah mereka. Kedua,  sejauh ini ada aspek 
organisasi dan administrasi. Tidak ada susunan organisasi dewan syariah yang sistem 
pengawasannya tidak berjalan secara efektif. Ketiga, aspek sumber daya manusia dan 
kinerja. Banyak pengurus syariah dipekerjakan bukan karena kualifikasi di atas tetapi 
karena pertimbanagn lain. Namun, mereka dipromosikan ke posisi ini sebagai sarjana 
dan teolog karismatik. Masih banyak bank syariah yang gagal memenuhi persyaratan 
kerja dewan syariah, yang sangat mengahambat pengawas dewan syariah. 
 
2. Bentuk Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah Dalam Melaksanakan Pengawasan 

Kinerja Pada Perbankan Syariah di Indonesia. 
Definisi pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah di Indonesia berbeda 

dengan definisi pengawasan auditor dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, direksi 
tidak akan mengevaluasi laporan keuangan lembaga keuangan secara detail untuk setiap 
jurnal dan jenis laporan kecuali mereka memverifikasi bahwa ketentuan transaksi 
terpenuhi dan dicatat dengan benar.150 Dasar hukum positif pengawasan terdapat pada 
Pasal 29 ayat 1 Undang - Undang No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi 
“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”. Pengawasan Bank 
Indonesia berlaku untuk bank konvensional dan bank syariah. Terdapat pada pasal 5 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang 
mempunyai sebuah keadilan dalam suatu hal pengawasan yang diterangkan dalam 
sebuah OJK yang memiliki fungsi dalam menyediakan sistem pengawasan juga 
pengaturan yang sudah terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang ada didalam sektor 
jasa keuangan. Pada pasal selanjutnya diterangkan dalam sebuah pengawasan, 
pengaturan yang dilaksanakan tentang kelembagaan bank baik kesehatan bank berupa 
aspek-aspek kehati-hatian bank serta pemeriksaan bank. 

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab pengawasan aspek syariah bank 
syariah terletak pada DSN yang tugas utamanya mengkaji, meneliti, dan menyusun 
prinsip dan nilai hukum Islam (Syariah) berfungsi dalam sebuah fatwa sebagai arahan 
dalam melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan 

                                                           
149 Salimul Jihad, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk – Produk Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. BPRS Dinar 
Ashri Mataram), el-Tsaqâfah Volume XVI, Nomor 2, Juli-Desember hlm. 166 
150 Aulia Putri Oktaviani Justri, dkk, BAGAIMANA DEWAN PENGAWAS SYARIAH MELAKUKAN PENGAWASAN OPERASIONAL 
BANK?, Jurnal BanqueSyar’i Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020, hlm 27  
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c. Sebagai perantara antar lembaga keuangan syariah dan Dewan Syariah Nasional 
untuk menyampaikan usulan dan rekomendasi peningkatan produk dan layanan 
lembaga keuangan syariah yang membutuhkan telaah dan fatwa dari DSN.149 

Pemantauan terhadap seluruh aktivitas bank umum syariah diperlukan untuk 
pengendalian dan pemantauan supaya tidak ada penyimpangan terhadap poin yang 
ingin diraih dan ketentuan yang ditetapkan. Pengawasan juga didefinisikan sebagai 
kegiatan mengoreksi dan memperbaiki aturan dan tujuan yang ditemukan menyimpang. 
Namun fungsi serta tugas dari Dewan Pengawas Syariah belum berfungsi dengan baik. 
Berbagai faktor atau aspek membuat peran Dewan pengawas Syariah mengawasi Bank 
umum Syariah kurang optimal. Pertama, aspek validitas dengan pengecualian bahwa 
semua dewan pengawas syariah memliki dasar hukum yang kuat dan positif untuk 
mempertahankan dewan pengawas syariah mereka. Kedua,  sejauh ini ada aspek 
organisasi dan administrasi. Tidak ada susunan organisasi dewan syariah yang sistem 
pengawasannya tidak berjalan secara efektif. Ketiga, aspek sumber daya manusia dan 
kinerja. Banyak pengurus syariah dipekerjakan bukan karena kualifikasi di atas tetapi 
karena pertimbanagn lain. Namun, mereka dipromosikan ke posisi ini sebagai sarjana 
dan teolog karismatik. Masih banyak bank syariah yang gagal memenuhi persyaratan 
kerja dewan syariah, yang sangat mengahambat pengawas dewan syariah. 
 
2. Bentuk Pelaksanaan Dewan Pengawas Syariah Dalam Melaksanakan Pengawasan 

Kinerja Pada Perbankan Syariah di Indonesia. 
Definisi pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah di Indonesia berbeda 

dengan definisi pengawasan auditor dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, direksi 
tidak akan mengevaluasi laporan keuangan lembaga keuangan secara detail untuk setiap 
jurnal dan jenis laporan kecuali mereka memverifikasi bahwa ketentuan transaksi 
terpenuhi dan dicatat dengan benar.150 Dasar hukum positif pengawasan terdapat pada 
Pasal 29 ayat 1 Undang - Undang No.10 Th.1998 tentang Perbankan yang berbunyi 
“Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia”. Pengawasan Bank 
Indonesia berlaku untuk bank konvensional dan bank syariah. Terdapat pada pasal 5 
Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan yang 
mempunyai sebuah keadilan dalam suatu hal pengawasan yang diterangkan dalam 
sebuah OJK yang memiliki fungsi dalam menyediakan sistem pengawasan juga 
pengaturan yang sudah terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang ada didalam sektor 
jasa keuangan. Pada pasal selanjutnya diterangkan dalam sebuah pengawasan, 
pengaturan yang dilaksanakan tentang kelembagaan bank baik kesehatan bank berupa 
aspek-aspek kehati-hatian bank serta pemeriksaan bank. 

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab pengawasan aspek syariah bank 
syariah terletak pada DSN yang tugas utamanya mengkaji, meneliti, dan menyusun 
prinsip dan nilai hukum Islam (Syariah) berfungsi dalam sebuah fatwa sebagai arahan 
dalam melakukan kegiatan transaksi dilembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan 

                                                           
149 Salimul Jihad, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah Terhadap Produk – Produk Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. BPRS Dinar 
Ashri Mataram), el-Tsaqâfah Volume XVI, Nomor 2, Juli-Desember hlm. 166 
150 Aulia Putri Oktaviani Justri, dkk, BAGAIMANA DEWAN PENGAWAS SYARIAH MELAKUKAN PENGAWASAN OPERASIONAL 
BANK?, Jurnal BanqueSyar’i Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020, hlm 27  

fungsi pengawasan, Dewan Pengawas Syariah  melakukan pemeriksaan sesuai dengan 
ketentuan pengawasan UU BI dan juga fatwa DSN MUI. Profil akad dan barang di analisis 
dengan memeriksa dokumen kontrak bank dan profil produk. Selain itu, pelaksanaan 
akad akan terus memantau pelaksanaan di dalam negeri, termasuk mewawancarai 
pegawai bank dan nasabah di dalam negeri. Jika dalam pelaksanaan akad dihormati 
dokumen kontrak dan profil barang, lembar pengawasan akan diterbitkan dan 
dilengkapi sesuai dengan ketentuan syariah sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait 
barang tersebut. Sebaliknya jika terdapat anomali pada dokumen atau dalam 
pelaksanaannya akan segera diperbaiki jika memungkinkan. Jika ini adalah aplikasi di 
tempat dan pembetulan tidak mengharuskan untuk penyesuaian, penyesuaian 
dilaksanakan dan  penyelesaian perbaikan di masa mendatang dicatat dengan kerangka 
waktu yang tetap untuk perbaikan tersebut.151  

Pengawasan  perbankan syariah mempunyai 2 system yaitu pengawasan yang 
dilakukan dari segi keuangan, penghormatan terhadap bank secara umum dilakukan 
dengan prinsip kehati-hatian bank yang dilakukan untuk pengawasan prinsip syariah di 
bidang perbankan. Untuk sementara itu efektifnya pengawasan terhadap Bank Syariah 
adalah jika terpenuhinya sebuah prinsip-prinsip dari pengawasan itu, yaitu: 
1) Objektif, ialah sebuah pengawasan yang dilakukan secara objektif didasarkan sebuah 

bukti yang nyata serta rasional dalam mengungkapkan fakta-fakta yang penting 
dalam penyelesaian tugas serta menghindari akan sebuah prasangka yang subjektif 
dan imparsial tanpa bukti serta data-data yang valid. 

2) Independen, Pengawasan Bank Syariah mempunyai keharusan yang memiliki 
independen. Yang artinya karena adanya hubungan antara kerabat, teman, status 
pekerjaan dan lain-lain tidak boleh ada prasangka atau pengaruh lain terhadap proses 
dan pratik pengawasan. 

3) Kegiatan pemantauan sistem syariah sebaiknya menggunakan metode manajemen 
yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelakasanaan dan pemantauan. Artinya 
inspektur harus mengembangkan rencana yang efektif dan kemudian mengatur serta 
melaksanakan rencana pemantauan. Pada tahap akhir, pemantauan juga harus 
diperhatikan untuk memastikan bahwa hal itu dilakukan secara obyektif dan mandiri.  

4) Korektif, yaitu pengawasan terhadap Bank Syariah memiliki sebuah keharusan adanya 
sebuah manfaat bagi Bank Syariah dan memastikan sebuah tindakan korektif sebuah 
pelaksanaan fungsi dan tugas administratifnya, dikesampingkan kelancaran aspek 
dalam pendukung lainnya.152 

Sebagai bagian dari pengawasannya, Dewan pengawas syariah harus memantau 
setidaknya sebulan sekali dan secara acak memeriksa setidaknya tiga pelanggan untuk 
setiap produk.153 Selain itu, Dewan Pengawas Syariah  juga harus mengawasi segala 
aspek dari kegiatan perbankan, contohnya review kontrak yang dipakai, review 
karakteristik, mekanisme, kondisi, persyaratan, proses produk, sistem dan lainnya. 

                                                           
151 Dani El Qori, Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Marâji': Jurnal Studi Keislaman Volume 1, Nomor 1, September 2014; ISSN 2406-7636; 266-295 
152Mustapa Khamal Rokan, Optimaelisasi Peran Dewan Pengawas Sayriah (DPS) Dalam Perbankan Syariah di Medan, EQUILIBRIUM, 
Volume 5, Nomor 2, 2017, hlm. 298. 
153 Fatma Khalieda, EFEKTIVITAS KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI 
SUMATERA BARAT, Baabu Al-Ilmi ISSN: 2527- 4163 Vol.2 No.1 April 2017, hlm. 42 
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Dalam istilah operasional, layanan kontrol berdasarkan proses kerjanya pada setidaknya 
empat tingkat perencanaan, organisasi, implementasi dan pemantauan. Proses 
manajemen, yang dimulai dengan perencanaan, melibatkan pengaturan dan pemilihan 
program, penetapan tujuan, dan perencanaan. Fase organisasi meliputi staf atau unsur 
sumber daya manusia, sarana, prasarana dan biaya. Meskipun tahap implementasi 
mencakup kegiatan pemantauan, situs ini digunakan untuk memantau, mengevaluasi, 
dan meninjau laporan. Fase terakhir pemantauan meliputi audit, pelanggaran dan 
rekomendasi atau saran. 

Selain itu, Dewan pengawas syariah juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi 
aspek syariah dari bisnis dan pedoman barang yang dikeluarkan oleh bank serta 
memberikan pendapat tentang aspek syariah dalam penerapan secara umum laporan 
transaksi perbankan dan biaya bank serta tinjau barang dan layanan baru yang tersedia. 
Fatwa DSN tidak menawarkan fatwa MUI dan menyampaikan hasil pemantauan Syariah 
kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia paling kurang 6 (enam) bulan 
sekali. Pengawasan terhadap DPS juga harus diukur berdasarkan Bagian E. SEBI 12/13 / 
DPbS / 2010. DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada 
direktur bank Syariah serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam pekerjaan bank 
Islam.154 

Agar seorang pengawas dapat bergerak secara efisien, setidaknya bisa ditetapkan 
lima hal: kedudukan supervisor yang sepenuhnya independen, kedudukan supervisor 
harus lebih tinggi dari yang dipantau, ketersediaan kontrol yang distandarisasi dan 
diaudit. Prosedur di mana otoritas pengawas mempunyai kejujuran tinggi, otoritas 
pengawas mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Jika kelima syarat 
tersebut terpenuhi, maka surveilans dianggap efektif.155 Hal terakhir yang bisa 
menentukan efektivitas surveilans DPS ialah mekanisme pengawasan yang teruji dan 
terstandarisasi. Bentuk penerapan nasehat syariah dalam pengawasan bank umum 
syariah adalah dengan memonitor operasional dan produk perbankannya sesuai dengan 
ketentuan syariah. Untuk memastikan keefektifan semua nasihat yang dikeluarkan oleh 
Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah umumnya ditempatkan pada level 
dewan direksi bank manapun. Oleh karena itu, pengangkatan anggota Dewan Pengawas 
Syariah dilakukan oleh Majelis Umum syariah156. Bentuk nasihat bedah syariah secara 
umum syariah terdiri dari empat pasca kerja, yaitu: 
a. Review dan pedoman internal lembaga keuangan Islam 
b. Menerbitkan fatwa yang memiliki kaitan transaksi pada lembaga keuangan  syariah. 
c. Mereview barang serta kontrak perjanjian yang sedang dijalankan oleh lembaga 

keuangan  syariah. 
d. Memberikan pandangan kesesuaian syariah dengan berkala pada lembaga keuangan  

syariah.157 

                                                           
154https://www.islampos.com/peran-dewan-pengawas-dalam-lembaga-keuangan-syariah-169484/ di akses pada tanggal 24 Desember 2020. 
155Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah, Kencana Pernada Media Grup, Jakarta, 2009, 
hlm. 210 
156 Ahmad Khoirin Andi, Pola dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 3, 
Nomor 1, April 2019 
157 Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII 
No. 3, November 2011, 223. 
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Dalam istilah operasional, layanan kontrol berdasarkan proses kerjanya pada setidaknya 
empat tingkat perencanaan, organisasi, implementasi dan pemantauan. Proses 
manajemen, yang dimulai dengan perencanaan, melibatkan pengaturan dan pemilihan 
program, penetapan tujuan, dan perencanaan. Fase organisasi meliputi staf atau unsur 
sumber daya manusia, sarana, prasarana dan biaya. Meskipun tahap implementasi 
mencakup kegiatan pemantauan, situs ini digunakan untuk memantau, mengevaluasi, 
dan meninjau laporan. Fase terakhir pemantauan meliputi audit, pelanggaran dan 
rekomendasi atau saran. 

Selain itu, Dewan pengawas syariah juga bertanggung jawab dalam mengevaluasi 
aspek syariah dari bisnis dan pedoman barang yang dikeluarkan oleh bank serta 
memberikan pendapat tentang aspek syariah dalam penerapan secara umum laporan 
transaksi perbankan dan biaya bank serta tinjau barang dan layanan baru yang tersedia. 
Fatwa DSN tidak menawarkan fatwa MUI dan menyampaikan hasil pemantauan Syariah 
kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia paling kurang 6 (enam) bulan 
sekali. Pengawasan terhadap DPS juga harus diukur berdasarkan Bagian E. SEBI 12/13 / 
DPbS / 2010. DPS bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada 
direktur bank Syariah serta mengawasi penerapan prinsip syariah dalam pekerjaan bank 
Islam.154 

Agar seorang pengawas dapat bergerak secara efisien, setidaknya bisa ditetapkan 
lima hal: kedudukan supervisor yang sepenuhnya independen, kedudukan supervisor 
harus lebih tinggi dari yang dipantau, ketersediaan kontrol yang distandarisasi dan 
diaudit. Prosedur di mana otoritas pengawas mempunyai kejujuran tinggi, otoritas 
pengawas mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Jika kelima syarat 
tersebut terpenuhi, maka surveilans dianggap efektif.155 Hal terakhir yang bisa 
menentukan efektivitas surveilans DPS ialah mekanisme pengawasan yang teruji dan 
terstandarisasi. Bentuk penerapan nasehat syariah dalam pengawasan bank umum 
syariah adalah dengan memonitor operasional dan produk perbankannya sesuai dengan 
ketentuan syariah. Untuk memastikan keefektifan semua nasihat yang dikeluarkan oleh 
Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah umumnya ditempatkan pada level 
dewan direksi bank manapun. Oleh karena itu, pengangkatan anggota Dewan Pengawas 
Syariah dilakukan oleh Majelis Umum syariah156. Bentuk nasihat bedah syariah secara 
umum syariah terdiri dari empat pasca kerja, yaitu: 
a. Review dan pedoman internal lembaga keuangan Islam 
b. Menerbitkan fatwa yang memiliki kaitan transaksi pada lembaga keuangan  syariah. 
c. Mereview barang serta kontrak perjanjian yang sedang dijalankan oleh lembaga 

keuangan  syariah. 
d. Memberikan pandangan kesesuaian syariah dengan berkala pada lembaga keuangan  

syariah.157 

                                                           
154https://www.islampos.com/peran-dewan-pengawas-dalam-lembaga-keuangan-syariah-169484/ di akses pada tanggal 24 Desember 2020. 
155Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah, Kencana Pernada Media Grup, Jakarta, 2009, 
hlm. 210 
156 Ahmad Khoirin Andi, Pola dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Volume 3, 
Nomor 1, April 2019 
157 Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Syiar Hukum, Vol. XIII 
No. 3, November 2011, 223. 

Adapun tugas Direksi Syariah adalah sebagai berikut: 
1. Direksi adalah pemangku kepentingan dan pemegang rekening investasi yang adil 

dan mengikuti rekomendasi Syariah. 
2. Dewan Direksi dari administrasi untuk mensertifikasi bahwa semua produk berasal 

dari transaksi legal. 
3. Dewan Syariah memastikan dana Zakat dihitung dengan tepat, transparan, serta 

dilaporkan dengan merata pada penerima Zakat. Dewan Islam bertanggung jawab 
untuk menginformasikan Bank Syariah apakah mereka sudah memenuhi peran 
sosialnya di masyarakat.158 

Selain tiga tugas Dewan Pengawas Syariah tersebut, ada tugas lain dari Dewan 
Pengawas Syariah, yaitu melakukan investigasi dan mendapatkan produk baru yang 
rekomen dari bank yang diawasinya. Dewan Syariah bertindak bagai filter pertama pada 
produk sebelum ditinjau dan dipertimbangkan oleh DSN. Pada saat yang sama, Dewan 
Direksi Syariah memiliki tugas sebagai berikut: 
1. Mengawasi aktivitas bank sehari-hari sesuai dengan aturan syariah. 
2. Siapkan laporan rutin (biasanya tahunan) dari bank yang diawasi sesuai dengan 

aturan Syariah.  
3. Riset dan pengajuan proposal produk baru oleh bank di bawah pengawasannya.159 
 
Indah Puspitasari mengemukakan bahwa implementasi lembaga syariah untuk 
mengawasi bank syariah yaitu:  
1. Contoh kegiatan keuangan di Bank Syariah 
2. Memberikan bukti atau fatwa agar Bank Syairah diterbitkan.  
3. Dewan Syariah bertemu setiap bulan untuk melapor ke Dewan Jasa Keuangan dua 

kali sebulan.160 
Penulis menganalisis bahwa Direksi Syariah berperan penting dalam melakukan 

investigasi, inspeksi di tempat dan menertibtkan fatwa atas produk dan aktivitas 
keuangan di bank umum syariah. Sangat penting bagi semua pihak untuk menjaga 
sebuah keyakinan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu, dalam 
sebuah bentuk pengembangan yang berkualitas serta kehati-hatian dalam pelaksanaan 
sebuah praktik lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah. Setidaknya masih banyak 
masyarakat yang belum memahami hukum dan haramnya transaksi dalam Islam, 
sehingga memiliki keyakinan penuh terhadap Dewan Syariah. Jika Dewan Syariah telah 
mengeluarkan Deklarasi Kesesuaian Syari'ah, produk tersebut dapat diasumsikan 
tersedia untuk umum. Laporan Dewan Syariah juga harus secara jelas menyatakan 
bahwa semua keuntungan berasal dari sumber atau dana yang digunakan untuk tujuan 
amal yang dilarang oleh aturan dan prinsip hukum Syariah. Jika terjadi pelanggaran 
ketentuan Komite Syariah dan hukum Syariah, panitia wajib menjelaskan pelanggaran 

                                                           
158 Syukron, A., & Banyuwanngi, S. D. U. (2012). Pengaturan dan Pengawasan pada Bank Syariah. Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum 
Islam, 2(1). 
159 Muhammad Ayub, Undersetanding Islamic Fineance, diterjemahkan oleh Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2009, hlm. 590-591 
160Hasil Wawancara dengan Kepala bagian pengawasan bank otoritas jasa keuangan, Indah Puspitasari, 15 Januari 2021. 
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tersebut dalam laporan. Badan Syariah Pusat mungkin menyetujui kriteria untuk 
menunjuk penasihat Syariah untuk lembaga perbankan Islam 161  

Laporan yang disusun oleh Direksi Syariah, harus memuat unsur-unsur tertentu 
yaitu informasi latar belakang pernyataan Direksi Syariah dan ringkasan temuan serta 
rekomendasi untuk ditindaklanjuti pernyataan Direksi Syariah, harus menguraikan 
apakah kegiatan usaha perusahaan yang sedang diawasi sudah sesuai dan tidak sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar 
perbankan komersial syariah, dengan prinsip syariah, fatwa MUI DSN, ketentuan lain 
tentang manajemen Dana bank umum syariah, sesuai dengan prinsip syariah, Selain 
deklarasi tersebut Dewan Syariah, diharapkan dapat menghasilkan ringkasan hasil 
pemantauan termasuk data hasil pemantauan Dewan Syariah, untuk semua aspek yang 
akan dipantau. Membuat pernyataan atau pendapat dari pimpinan syariah, menyusul 
hasil pengawasan yang dilakukan tahun ini. Bentuk pernyataan Dewan Syariah, dibagi 
menjadi empat kategori sebagai berikut :  
1. Sesuai, Ketika lembaga keuangan Islam yang diatur sesuai dengan hukum fatwa dan 

prinsip hukum Syariah. 
2. Belum sesuai, Merasa kurang puas Dewan Syariah, bisa menyatakan pendapatannya 

"tidak mencukupi" jika DPS membeberkan berbagai praktik di LKS Kemampuan ini 
hanya karena keadaan darurat yang tak terhindarkan.  

3. Tidak sesuai, Pemberitahuan ini tidak akan dikeluarkan jika terdapat praktik yang 
menyimpang dari prinsip hukum Syariah, fatwa MUI dan hukum yang berlaku tanpa 
alasan yang baik. 

4. Tidak memberikan pendapat, merupakan salah satu bentuk keputusan manajemen 
syariah, ketika LKS sengaja tidak memberikan bukti yang diminta oleh pengelola 
syariah. 

Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tidak 
menerapkan prinsip-prinsip penting seperti halnya dengan audit keuangan selama ada 
kegiatan yang melanggar aturan Majelis Syariah, akan memutuskan bahwa praktik 
tersebut tidak tepat. Jumlah lampiran untuk meringkas aturan tergantung pada 
seberapa sering Dewan Syariah, mengawasi lembaga keuangan Islam terkait Seecara 
umum laporan Dewan Syariah tidak jauh berbeda dengan auditor, laporan 
perbedaannya terletak pada standar prinsip materialitas dan juga pada aspek valuasinya.  

Pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan pengendalian langsung dan tidak 
langsung personil pengendalian Pelaksanaan pengawasan ini juga mencakup penilaian 
terhadap kinerja bank syariah, dan pada akhirnya penggantian informasi bank syariah, 
untuk dinilai dengan pengendalian syariah, Ada yang perlu diperhatikan dalam 
pemantauan antara lain:  
1. Menetapkan patokan sebagai kriteria dalam kegiatan pemantauan yang pertama 

adalah menetapkan patokan yang mencapai kriteria dan pola bagaimana pesanan 
dilakukan dan produk diproduksi. Standar ini harus jelas masuk akal dan obyektif 
serta dengan kondisi dan sumber daya yang tersedia sesuai standar.   

                                                           
161Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 85-86. 



141PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

K
AT

A
LO

G
 J

U
R

N
A

L 
M

A
H

A
SI

SW
A

 P
A

SC
A

SA
R

JA
N

A
 U

N
IV

ER
SI

TA
S 

LA
M

PU
N

G

tersebut dalam laporan. Badan Syariah Pusat mungkin menyetujui kriteria untuk 
menunjuk penasihat Syariah untuk lembaga perbankan Islam 161  
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161Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 85-86. 

2. Mengukur dan mengamati proses operasi sesuai dengan rencana yang diberikan dan 
harus selalu memantau secara dekat pelaksanaan kegiatan operasional. Untuk tujuan 
ini catatan harus disimpan dalam proses manajemen sebagai laporan langkah demi 
langkah. Berdasarkan komunikasi tersebut maka pengukuran kinerja harus dilakukan 
secara kuantitatif dan kualitatif Hasil survei ini kan digunakan sebagai bahan 
pelaporan untuk pertimbangan selanjutnya.  

3. Interpretasi serta perbandingan dari hasil yang diperoleh dengan patokan yang 
dipersyaratkan Pekerjaan harus ditinjau dan kemudian diinterpretasikan sesuai 
dengan standar yang menjadi dasar spesifikasi dibuat dan apa tanggung jawabnya. 

4. Mengoreksi pengukuran versus abstraksi pengukuran vertikal tidak hanya terkait 
dengan bukaan kesalahan tetapi juga menjelaskan arti singkatan dan memberi anda 
kemungkinan untuk menetapkan standar tindakan korektif sangat penting dan harus 
dilakukan supaya kesalahan tidak terjadi yang bisa menyebabkan kerugian yang lebih 
besar.  

5. Perbandingan bakat (masalah) dengan kata sifat yang digunakan (kata sifat). Di akhir 
proses implementasi diambil langkah-langkah untuk menentukan hasil yang dicapai 
dengan sumber daya yang dipakai dan patokan yang ditetapkan hasil penilaian ini 
menunjukkan efisiensi dan produktivitas kerja dari sumber daya yang tersedia.162 
 

B. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil kajian, maka bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. DPS bertanggung jawab untuk semua kegiatan transaksi perbankan syariah yang 

harus dimonitor secara optimal oleh lembaga syariah. Adapun tugas utama DPS 
pertama yaitu  sebagai penasihat dan penasihat bagi direksi, sebagai kepala kantor 
syariah dan sebagai kepala cabang syariah, yang bertanggung jawab atas tugas yang 
akan dijalankan. Tujuan yang ingin dicapai dan regulasi yang akan diterapkan 
sehingga dalam implementasi kesepakatan tersebut diperlukan keputusan yang tepat 
berdasarkan hukum Syariah Islam tanpa ada pihak yang diadili atau didiskualifikasi; 
dan kedua, sebagai lembaga perantara antar lembaga keuangan Islam dan DSN untuk 
menyampaikan usulan dan rekomendasi untuk mengembangkan produk dan layanan 
dari lembaga keuangan Islam yang memerlukan pendapat dan saran dari Dewan 
Syariah Nasional. Dalam menjalankan fungsinya, MUI memberikan amanat kepada 
jajaran untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syariah serta menjadi patokan 
untuk mengatur aspek syariah untuk operasional dan produk bank syariah. DPS harus 
menyiapkan laporan setidaknya setiap enam bulan sekali mengenai perkembangan 
dan implementasi di lembaga keuangan syariah, khususnya Bank Syariah yang berada 
di bawah pengawasan.  

2. Bentuk penerapan Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan perbankan syariah 
adalah dengan memonitor fungsi bank dan produknya sesuai dengan ketentuan 
syariah. Untuk menjalankan fungsi pengawasannya, DPS akan melakukan audit sesuai 
dengan ketentuan pengawasan yang diatur dalam UU BI dan Fatwa DSN MUI. 
Menganalisis informasi dan kontrak barang dengan memeriksa dokumen kontrak dan 

                                                           
162Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003, hal. 85-86. 
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informasi barang yang ditertbitkan oleh bank. Pemprosesan kontrak kemudian 
dilakukan dengan mengamati dan memantau pelaksanaan di lokasi, termasuk 
wawancara acak dengan perwakilan penjualan dan pelanggan bank. Apabila 
pelaksanaan akad sesuai dengan dokumeen akad dan profil produk maka akan 
disediakan lembar tindak lanjut dan harus dilengkapi sesuai keteentuan syariah 
sesuai dengan fatwa MUI DSN produk. Begitupun jika ada penyimpangan dalam 
dokumen atau implementasinya, hal ini akan segera diperbaiki jika memungkinkan, 
misalnya. Jika ini adalah implementasi di tempat dan perbaikan tidak memungkinkan 
untuk adaptasi, perbaikan dilakukan catatan dilakukan untuk melakukan perbaikan di 
kemudian hari dengan jangka waktu tertentu untuk melakukan perbaikan. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melihat personal branding Gubernur Arinal Djunaidi 
dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim dalam proses kepemimpinan dan menyusun 
kebijakan publik di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
personal branding yang diterapkan, strategi apa yang digunakan untuk mensukseskan 
visi-misi dan kebijakan apa yang diimplementasikan oleh Gubernur Arinal Djunaidi dan 
Wakil Gubernur Chusnunia Chalim. Berdasarkan dari obyek dan metode analisis yang 
digunakan, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif melihat mengenai Spesialisasi, Kepemimpinan, Kepribadian, Perbedaan/ 
Kekhasan, Visibilitasi, Kesatuan, Keteguhan dan Nama Baik. Hasil penelitian menemukan 
bahwa dalam proses menentukan arah kebijakan pemerintah dipengaruhi dengan 
personal branding dan komunikasi serta sinergiritas dengan semua pemangku 
kepentingan. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah Arinal Djunaidi dan Chusnunia 
Chalim sudah menjalankan peranannya akan tetapi identifikasi masalah, komunikasi dan 
implementasi kebijakan perlu dioptimalkan serta dievaluasi secara rutin sehingga 
kebijakan yang diambil bisa sesuai dengan persoalan masyarakat. 
Kata kunci: Personal Branding dan Pengambilan Kebijakan 
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Chalim sudah menjalankan peranannya akan tetapi identifikasi masalah, komunikasi dan 
implementasi kebijakan perlu dioptimalkan serta dievaluasi secara rutin sehingga 
kebijakan yang diambil bisa sesuai dengan persoalan masyarakat. 
Kata kunci: Personal Branding dan Pengambilan Kebijakan 
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ABSTRACT 

This research is motivated by looking at the personal branding of Governor Arinal 
Djunaidi and Deputy Governor Chusnunia Chalim in the leadership process and 
formulating public policies in Lampung Province. The purpose of this study is to find out 
what personal branding is applied, what strategies are used to make the vision and 
mission a success and what policies are implemented by Governor Arinal Djunaidi and 
Deputy Governor Chusnunia Chalim. Based on the object and the analytical method used, 
this research includes descriptive research with a qualitative approach looking at 
Specialization, Leadership, Personality, Differences / Distinctiveness, Visibility, Unity, 
Firmness and Good Name. The results of the study found that the process of determining 
the direction of government policy was influenced by personal branding and 
communication as well as synergy with all stakeholders. The conclusion in this study is 
that Arinal Djunaidi and Chusnunia Chalim have played their roles but problem 
identification, communication and policy implementation need to be optimized and 
evaluated regularly so that the policies taken can be in accordance with community 
problems. 
Keywords: Personal Branding and Policy Making 
 
PENDAHULUAN 

Perkembangan kajian ilmu adminstrasi negara saat ini terus meningkat secara 
luas. Kajian administrasi dan kebijakan publik yang mempengaruhi keadaan masyarakat, 
kini menuju kearah yang lebih modern dan berkembang dengan baik. Perkembangan 
tersebut dipacu oleh kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi kini menjadi pusat 
perhatian masyarakat secara luas karena melahirkan fenomena globalisasi dalam hal ini 
kepentingan individu, kelompok dan Negara dibawah kepentingan dunia secara 
menyeluruh. Dinamika keilmuan juga terus bergerak mulai dari tingkat kesejahteraan 
masyarakat, struktur demografi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan komunikasi sampai 
pada kekuasaan. Akibatnya struktur politik dan kekuasaan kini sulit untuk dipisahkan 
dari kegiatan publik.  

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang langsung, umum, bebas dan rahasia 
(Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) akan menciptakan konstelasi demokrasi yang 
mengedepan pendidikan politik bagi masyarakat selaku pemilih. Hal tersebut tertuang 
dalam undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-
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undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
Pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar di tanah air sejak tahun 2005, 
memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai 
keinginan dan hati nurani dalam pemilihan kepala daerah yang ada di daerah masing-
masing. Ada yang menarik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 5 (lima) tahunan 
tersebut. Fenomena pasangan kandidat incumbent atau petahana tidak selalu 
mendapatkan kesuksesannya di era pesta demokrasi lokal pemilihan kepala daerah 
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Hal ini dibuktikan ketika Petahana Gubernur 
Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardodan Bachtiar Basri 
kalah dengan penantangnya pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. 

Awal-awal kontestasi Pilkada Gubernur Lampung, sosok Arinal Djunaidi dan 
Chusnunia belum banyak diketahui masyarakat. Hasil surveinyapun jauh dibawah 
kompetitornya. Kemudian ketika masa kampanye semua pasangan calon, partai politik, 
tim pemenangan dan simpatisan terus bergerak melakukan langkah-langkah 
pemenangan jagoannya masing-masing. Sesuai laporan audit dana kampanye keempat 
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, diketahui bahwa Laporan Penerimaan 
Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk pasangan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri 
yakni penerimaan Rp.4.734.450.000,- dan pengeluaran Rp.4.636.841.700,-. Kemudian 
pasangan Herman HN-Sutono yakni penerimaan Rp.9.850.000.000,- dan pengeluaran 
Rp.9.844.900.000,-. Selanjutnya pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim yakni 
penerimaan Rp.9.090.003.855,- dan pengeluaran Rp.9.084.992.771,-. Sementara 
Mustafa-Ahmad Jajuli yakni penerimaan Rp.2.510.400.000,- dan pengeluaran 
Rp.2.510.598.000,-. Sampai pada hari pemungutan suara tiba yakni Rabu, 27 Juni 2020 
masyarakat menyalurkan hak politiknya di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilihan 
tersebut dimenangkan oleh pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.  

Proses dinamika pemenangan pilkada sampai terpilih menjadi kepala daerah 
tersebut mengedepankan personal branding oleh pasangan calon kepala daerah dan 
partai politik sebagai mesin pergerakan agar menarik minat masyarakat. Menurut 
Nursal, (2004:86) personal branding yang kuat akan banyak memberikan keuntungan 
pada individu yang bersangkutan untuk lebih memiliki kelebihan apabila dibandingkan 
kompetitor personal lainnya. Melalui strategi personal branding, calon pemimpin 
memiliki peluang lebih unggul dalam kompetisi. Hal ini penting dilakukan oleh setiap 
kandidat yang akan bersaing untuk merebut hati masyarakat sebagai pemilih. Personal 
branding merupakan strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar 
seorang kontestan memiliki makna tertentu yang mencerminkan keunggulan terhadap 
kontestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif. Dengan personal branding maka 
masyarakat yang semula tidak bersimpati menjadi bersimpati, dari yang tidak peduli 
menjadi peduli. Personal branding efektif untuk memperkuat dukungan masyarakat dan 
meningkatkan elektabilitas.  

Selain personal branding untuk memenangkan pesta demokrasi, personal 
branding Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim yang kuat harus diperlukan bukan hanya 
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undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti 
undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 
Pemilihan kepala daerah secara langsung yang digelar di tanah air sejak tahun 2005, 
memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai 
keinginan dan hati nurani dalam pemilihan kepala daerah yang ada di daerah masing-
masing. Ada yang menarik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah 5 (lima) tahunan 
tersebut. Fenomena pasangan kandidat incumbent atau petahana tidak selalu 
mendapatkan kesuksesannya di era pesta demokrasi lokal pemilihan kepala daerah 
Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung. Hal ini dibuktikan ketika Petahana Gubernur 
Lampung dan Wakil Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardodan Bachtiar Basri 
kalah dengan penantangnya pasangan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim. 

Awal-awal kontestasi Pilkada Gubernur Lampung, sosok Arinal Djunaidi dan 
Chusnunia belum banyak diketahui masyarakat. Hasil surveinyapun jauh dibawah 
kompetitornya. Kemudian ketika masa kampanye semua pasangan calon, partai politik, 
tim pemenangan dan simpatisan terus bergerak melakukan langkah-langkah 
pemenangan jagoannya masing-masing. Sesuai laporan audit dana kampanye keempat 
pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung, diketahui bahwa Laporan Penerimaan 
Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk pasangan M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri 
yakni penerimaan Rp.4.734.450.000,- dan pengeluaran Rp.4.636.841.700,-. Kemudian 
pasangan Herman HN-Sutono yakni penerimaan Rp.9.850.000.000,- dan pengeluaran 
Rp.9.844.900.000,-. Selanjutnya pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim yakni 
penerimaan Rp.9.090.003.855,- dan pengeluaran Rp.9.084.992.771,-. Sementara 
Mustafa-Ahmad Jajuli yakni penerimaan Rp.2.510.400.000,- dan pengeluaran 
Rp.2.510.598.000,-. Sampai pada hari pemungutan suara tiba yakni Rabu, 27 Juni 2020 
masyarakat menyalurkan hak politiknya di tempat pemungutan suara (TPS). Pemilihan 
tersebut dimenangkan oleh pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim.  

Proses dinamika pemenangan pilkada sampai terpilih menjadi kepala daerah 
tersebut mengedepankan personal branding oleh pasangan calon kepala daerah dan 
partai politik sebagai mesin pergerakan agar menarik minat masyarakat. Menurut 
Nursal, (2004:86) personal branding yang kuat akan banyak memberikan keuntungan 
pada individu yang bersangkutan untuk lebih memiliki kelebihan apabila dibandingkan 
kompetitor personal lainnya. Melalui strategi personal branding, calon pemimpin 
memiliki peluang lebih unggul dalam kompetisi. Hal ini penting dilakukan oleh setiap 
kandidat yang akan bersaing untuk merebut hati masyarakat sebagai pemilih. Personal 
branding merupakan strategi komunikasi untuk memasuki jendela otak pemilih agar 
seorang kontestan memiliki makna tertentu yang mencerminkan keunggulan terhadap 
kontestan pesaing dalam bentuk hubungan asosiatif. Dengan personal branding maka 
masyarakat yang semula tidak bersimpati menjadi bersimpati, dari yang tidak peduli 
menjadi peduli. Personal branding efektif untuk memperkuat dukungan masyarakat dan 
meningkatkan elektabilitas.  

Selain personal branding untuk memenangkan pesta demokrasi, personal 
branding Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim yang kuat harus diperlukan bukan hanya 

dalam kompetisi Pilkada, namun juga diperlukan dalam menyusun kebijakan publik 
ketika roda pemerintahannya berjalan. Proses politik sangat erat kaitannya dengan 
komunikasi dan administrasi. Menurut Woodrow Wilson (1974) mengatakan bahwa 
administrasi adalah kelanjutan dari sebuah kebijakan yang artinya administrasi berjalan 
ketika sebuah kebijakan yang dihasilkan dari proses politik. Mempelajari negara dan 
pemerintahannya berarti mempelajari kekuatan dan  kekuasaan. Hal tersebut 
merupakan salah satu dari tujuan atau orientasi dari konstelasi politik yakni kekuasaan. 
Ketika meninjau pengaruh politik terhadap administrasi negara, suatu hal yang perlu 
diperhatikan adalah sistem politik. Sistem politik adalah sistem pola hubungan 
kekuasaan dalam pemerintah dengan konstituennya dalam hal ini masyarakat. Sistem 
politik mencakup hubungan pengembangan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan 
yudikatif. Bagaimana pola hubungan pemerintah dengan stakeholder terkait dan 
mengorganisir masyarakat untuk dapat mengaktifkan kekuasaan diperiodenya. 

Ditahun awal kepemimpinan Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim menjabat, 
terjadi defisit pembiayaan pembangunan sebesar Rp.1,7 Triliun yang disebabkan oleh; 
target pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak tercapai, pembiayaan pinjaman kepada 
PT.Sarana Multi Infrastruktur (SMI), belum dibayarkannya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak 
kepada kabupaten kota. Berdasarkan data, total defisit APBD Pemprov Lampung 2019 
sebesar Rp1,7 triliun. Rinciannya disebabkan dari pendapatan tidak terealisasi sekitar 
Rp350 miliar. Lalu hutang bagi hasil pajak pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp750 
miliar. Ketiga, hutang pada PT SMI sejumlah Rp600 miliar. Menurut Ketua Fraksi Partai 
Golkar DPRD Provinsi Lampung Tony Eka Candra, hal ini harus dievaluasi dan diaudit 
oleh gubernur dan wakil gubernur yang baru. Pihaknya harus melihat mana skala 
prioritas dan mana yang tidak. Tony Eka Candra yakin Arinal Djunaidi dan Chusnunia 
Chalim tahu betul persoalan ini. Kedepan tertib anggaran, tertib administrasi, dan tertib 
pemerintahan, serta tertib skala prioritas pembangunan bisa dilakukan. 

Kemudian dalam 100 hari kepemimpinannya, ada beberapa langkah yang telah 
dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung. Pertama, untuk mewujudkan birokrasi yang 
bersih dan melayani dilakukan upaya konsolidasi internal yang meliputi kepegawaian, 
aset, keuangan dan kelembagaan. Kedua, sesuai amanat Peraturan Pemerintah 12 Tahun 
2017, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mempunyai peran pembinaan 
dan pengawasan penyelengaraan pemerintah daerah. Untuk itu, agar pemerintahan 
lebih efektif dan efisien Gubernur melakukan penataan kelembagaan (right sizing) yang 
disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan melakukan pemisahan atau 
penggabungan organisasi perangkat daerah (OPD). Untuk mendapatkan aparatur yang 
berintegritas, pemilihan aparatur didasarkan pada sistem merit, sehingga bisa 
memberikan pelayanan publik yang baik. 

Guna mengatasi defisit pembiayaan pembangunan sebesar Rp.1,7, tidak hanya 
melakukan konsolidasi internal, pihaknya juga melakukan konsolidasi eksternal dengan 
memperkuat komunikasi intensif dengan seluruh instasi, yakni Forkopimda, lembaga 
pemerintah lainnya seperti KPK, KPPU, OJK juga Bank Indonesia serta dengan BUMN 
dan BUMD juga dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, melakukan 
komunikasi intensif dengan sejumlah kementerian, diantaranya dengan Kementerian 
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Perhubungan, BUMN, Pertanian, PPN/Bappenas, dan Kemenko Marintim untuk 
pembangunan di Lampung. 

Selain itu juga di awal 2020, Indonesia termaksud Provinsi Lampung dilanda oleh 
pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) yang berdampak tidak hanya kepada 
sektor kesehatan tetapi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakatnya. Pandemi Covid-19 
yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan 
kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, 
tak terkecuali Indonesia, termasuk juga Provinsi Lampung. Turunnya kinerja ekonomi 
Lampung ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020, yang tercermin dari laju pertumbuhan 
ekonomi triwulan I tahun 2020 yang hanya mencapai 1,74 persen (y on y), dan kembali 
menurun signifikan pada triwulan II tahun 2020 yang tumbuh minus 3,57 persen (y on y). 
Penurunan kinerja ekonomi yang juga terjadi secara global ini membuat pemerintah 
pusat dan daerah melakukan pembenahan perekonomian secara fundamental dengan 
melakukan transformasi, menjalankan strategi yang tepat untuk pemulihan 
perekonomian. 

Penerapan personal branding banyak dilakukan oleh kepala daerah menjadi 
menarik dan menjadi perhatian untuk diteliti. Setelah mengalami kompetisi 
memperebutkan suara dan simpati masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan kepala 
daerah, maka selanjutnya akan dibawa kearah mana pembangunan Provinsi Lampung 
kedepan. Selain itu, selain mewujudkan visi-misi dan janji kampanyenya, bagaimana 
performance atau kinerja Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dalam memimpin Bumi 
Ruwa Jurai ditengah berbagai persoalan yang ada. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 
mengupas mengenai Personal Branding Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim Dalam 
Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai Personal Branding Arinal Djunaidi 
- Chusnunia Chalim Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. 
Berdasarkan dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan dan lain-lain. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan 
menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas 
maslah yang diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah 
informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian lebih lanjut. Fokus penelitian 
memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pengumpulan data yang 
diambil dari lapangan akan lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke permasalahan-
permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian. Fokus penelitian ini akan selalu 
disempurnakan selama proses penelitian dan bahkan memungkinkan untuk diubah pada 
saat berada di lapangan.  

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Personal Branding Arinal Djunaidi - 
Chusnunia Chalim dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. 
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Perhubungan, BUMN, Pertanian, PPN/Bappenas, dan Kemenko Marintim untuk 
pembangunan di Lampung. 

Selain itu juga di awal 2020, Indonesia termaksud Provinsi Lampung dilanda oleh 
pandemic corona virus disease 2019 (Covid-19) yang berdampak tidak hanya kepada 
sektor kesehatan tetapi sendi-sendi kehidupan sosial masyarakatnya. Pandemi Covid-19 
yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan 
kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, 
tak terkecuali Indonesia, termasuk juga Provinsi Lampung. Turunnya kinerja ekonomi 
Lampung ini terjadi sejak triwulan I tahun 2020, yang tercermin dari laju pertumbuhan 
ekonomi triwulan I tahun 2020 yang hanya mencapai 1,74 persen (y on y), dan kembali 
menurun signifikan pada triwulan II tahun 2020 yang tumbuh minus 3,57 persen (y on y). 
Penurunan kinerja ekonomi yang juga terjadi secara global ini membuat pemerintah 
pusat dan daerah melakukan pembenahan perekonomian secara fundamental dengan 
melakukan transformasi, menjalankan strategi yang tepat untuk pemulihan 
perekonomian. 

Penerapan personal branding banyak dilakukan oleh kepala daerah menjadi 
menarik dan menjadi perhatian untuk diteliti. Setelah mengalami kompetisi 
memperebutkan suara dan simpati masyarakat dalam pesta demokrasi pemilihan kepala 
daerah, maka selanjutnya akan dibawa kearah mana pembangunan Provinsi Lampung 
kedepan. Selain itu, selain mewujudkan visi-misi dan janji kampanyenya, bagaimana 
performance atau kinerja Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dalam memimpin Bumi 
Ruwa Jurai ditengah berbagai persoalan yang ada. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 
mengupas mengenai Personal Branding Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim Dalam 
Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini berupaya menjelaskan mengenai Personal Branding Arinal Djunaidi 
- Chusnunia Chalim Dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. 
Berdasarkan dari obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini 
termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan dan lain-lain. Penelitian kualitatif bersifat menjelaskan, menggambarkan, dan 
menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata dan kalimat sebagai jawaban atas 
maslah yang diteliti. Metode kualitatif lebih bersifat empiris dan dapat menelaah 
informasi lebih dalam untuk mengetahui hasil penelitian lebih lanjut. Fokus penelitian 
memberikan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pengumpulan data yang 
diambil dari lapangan akan lebih spesifik dan tidak terlalu melebar ke permasalahan-
permasalahan yang tidak berkaitan dengan penelitian. Fokus penelitian ini akan selalu 
disempurnakan selama proses penelitian dan bahkan memungkinkan untuk diubah pada 
saat berada di lapangan.  

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana Personal Branding Arinal Djunaidi - 
Chusnunia Chalim dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. 

Menurut Peter Montoya (2002) ada 8 (delapan) hal yang menjadi konsep utama yang 
menjadi acuan dalam membangun suatu personal branding yakni; Spesialisasi (The Law 
of Specialization), Kepemimpinan (The Law of Leadership), Kepribadian (The Law of 
Personality), Perbedaan/Kekhasan (The Law of Distinctiveness), Visibilitasi (The Law of 
Visibility), Kesatuan (The Law of Unity), Keteguhan (The Law of Persistence) dan Nama 
baik (The Law of Goodwill). Pada penelitian kualitatif kegiatan-kegiatan ini dilakukan 
secara sadar, terarah dan senatiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang 
diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfatkan dalam penelitian ini yakni 
sumber data primer diperoleh peneliti dengan cara menggali langsung data-data dari 
informan, hasil observasi lapangan serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dari 
pihak-pihak yang dianggap memahami hal-hal personal branding. Kemudian sumber 
data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen danperaturan-peraturan 
yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan 
Wakil Gubernur Chusnunia Chalim. 

Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni observasi wawancara dan studi kajian dokumentasi. Teknik observasi yang 
dilakukan penelitian ini melalui observasi terbuka (overt observation). Dalam situasi ini 
peneliti teridentifikasi secara jelas dan selama observasi subjek sadar bahwa mereka 
sedang diobservasi. Teknik ini dilakukan untuk mengamati kondisi fisik dan peristiwa 
yang objektif terkait dengan menggunakan media sosial, media cetak, media elektronik, 
dan media luar ruangan. Penelitian ini menggunakan observasi untuk mengetahui 
bagaimana profil tempat penelitian, bagaimana penerapan personal branding. Oleh 
karena itu peneliti menggunakan pengamatan secara langsung selama proses penelitian. 
Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 
kesimpulan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Personal branding adalah sebuah proses memperkenalkan diri kita kepada orang 
lain dengan menonjolkan karakter yang mudah diingat. Apalagi dimasa sekarang ini, 
kegiatan personal branding kian bertambah booming seiring perkembangan teknologi 
informasi. Dengan personal branding secara efektif, seseorang akan dianggap mampu 
dan ahli sesuai bidangnya, serta meningkatkan reputasi dan nama baik di mata 
masyarakat. Tujuan personal branding adalah menjadikan seseorang atau sekelompok 
orang, dalam hal ini Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung 
Chusnunia Chalim, mempunyai identitas atau karakter yang menonjol dan berbeda dari 
yang lain. Setelah menyampaikan pesan tentang identitas, langkah selanjutnya yaitu 
menyebarkan pesan dengan menggunakan media-media yang cocok atau yang 
digunakan oleh khalayak, baik melalui media offline maupun online. Peneliti melakukan 
penerapan Personal Branding Arinal Djunaidi - Chusnunia Dalam Menentukan Arah 
Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung. Ada 8 (delapan) hal yang menjadi konsep 
utama yang menjadi acuan dalam membangun suatu personal branding seseorang. 
(Peter Montoya, 2002) yang digunakan sebagai alat ukur yang digunakan untuk 
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membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan 
rencana, dan pedoman untuk melihat  personal branding, yang terdiri dari: 
 
1. Spesialisasi (The Law of Specialization) 
Ciri khas dari sebuah Personal Brand yang hebat adalah ketepatan pada sebuah 
spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian atau pencapaian 
tertentu. Sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung 
Chusnunia Chalimmemilki tujuan yang sama dalam membangun Bumi Ruwai Jurai 
dengan semangat “Rakyat Lampung Berjaya”. Arinal dengan latar belakang keilmuan 
pertanian dan birokrat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pertanian dalam 
arti luas yang ada di Provinsi Lampung sehigga kebutuhan ketahanan pangan bisa 
terpenuhi. Sementara itu Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim merupakan 
sosok politisi yang pandai memainkan perannya dan sangat dekat dengan masyarakat 
baik secara online dimedia sosial maupun secara tatap muka bertemu langsung. 
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung saling melengkapi dalam 
menjalankan tugasnya. Terbukti keahlian Gubernur di bidang pertanian mampu 
meningkatkan ekonomi produksi meski ditengah pandemi Covid-19.  
 
2. Kepemimpinan (The Law of Leadership) 
Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu dalam 
suasana penuh ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah Personal Brand yang dilengkapi dengan 
kekuasaan dan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang sebagi pemimpin 
yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang. Mewujudkan Lampung yang berjaya 
menjadi fokus prioritas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih 
Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim di periode kepemimpinanya periode 2019-2024. 
Komitmen itu harusnya bukan hanya sekedar konsep di atas kertas. Namun wajib 
diwujudkannya dengan segala perjuangan, dan kerja keras berdasarkan kompetensi, 
segudang pengalaman, jaringan di pemerintah pusat dan tentunya dengan dukungan 
dan persan serta semua komponen masyarakat Lampung. Sebelum menjadi Gubernur 
dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal-Nunik adalah sosok yang memiliki segudang 
pengalaman dalam memimpin organisasi. Arinal Djunaidi mencapai karir tertinggi 
sebagai PNS, yaitu sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sedangkan Nunik 
adalah Bupati Lampung Timur dan sebelumnya sebagai Anggota DPR RI. Untuk 
mewujudkan komitmen visi misi, Arinal intensif membangun komunikasi dengan 
Pemerintah Pusat, bahkan dengan secara langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko 
Widodo.  

Namun sayang ditengah perjalanan kepemimpinan Arinal – Nunik, Indonesia 
termasuk Provinsi Lampung dilanda pandemic Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia. 
Semakin hari semakin banyak warga Lampung yang terpapar covid-19 dan 
mengakibatkan persoalan yang serius dibidang kesehatan dan melanda semua sendi-
sendi kehidupan manusia, bahkan perkonomian dan pembangunan di Lampung 
terdampak. Untuk melakukan penangann covid-19, anggaran-anggaran yang ada di 
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membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan 
rencana, dan pedoman untuk melihat  personal branding, yang terdiri dari: 
 
1. Spesialisasi (The Law of Specialization) 
Ciri khas dari sebuah Personal Brand yang hebat adalah ketepatan pada sebuah 
spesialisasi, terkonsentrasi hanya pada sebuah kekuatan, keahlian atau pencapaian 
tertentu. Sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung 
Chusnunia Chalimmemilki tujuan yang sama dalam membangun Bumi Ruwai Jurai 
dengan semangat “Rakyat Lampung Berjaya”. Arinal dengan latar belakang keilmuan 
pertanian dan birokrat diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pertanian dalam 
arti luas yang ada di Provinsi Lampung sehigga kebutuhan ketahanan pangan bisa 
terpenuhi. Sementara itu Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim merupakan 
sosok politisi yang pandai memainkan perannya dan sangat dekat dengan masyarakat 
baik secara online dimedia sosial maupun secara tatap muka bertemu langsung. 
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung saling melengkapi dalam 
menjalankan tugasnya. Terbukti keahlian Gubernur di bidang pertanian mampu 
meningkatkan ekonomi produksi meski ditengah pandemi Covid-19.  
 
2. Kepemimpinan (The Law of Leadership) 
Masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memutuskan sesuatu dalam 
suasana penuh ketidakpastian dan memberikan suatu arahan yang jelas untuk 
memenuhi kebutuhan mereka. Sebuah Personal Brand yang dilengkapi dengan 
kekuasaan dan kredibilitas sehingga mampu memposisikan seseorang sebagi pemimpin 
yang terbentuk dari kesempurnaan seseorang. Mewujudkan Lampung yang berjaya 
menjadi fokus prioritas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih 
Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim di periode kepemimpinanya periode 2019-2024. 
Komitmen itu harusnya bukan hanya sekedar konsep di atas kertas. Namun wajib 
diwujudkannya dengan segala perjuangan, dan kerja keras berdasarkan kompetensi, 
segudang pengalaman, jaringan di pemerintah pusat dan tentunya dengan dukungan 
dan persan serta semua komponen masyarakat Lampung. Sebelum menjadi Gubernur 
dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal-Nunik adalah sosok yang memiliki segudang 
pengalaman dalam memimpin organisasi. Arinal Djunaidi mencapai karir tertinggi 
sebagai PNS, yaitu sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, sedangkan Nunik 
adalah Bupati Lampung Timur dan sebelumnya sebagai Anggota DPR RI. Untuk 
mewujudkan komitmen visi misi, Arinal intensif membangun komunikasi dengan 
Pemerintah Pusat, bahkan dengan secara langsung berkomunikasi dengan Presiden Joko 
Widodo.  

Namun sayang ditengah perjalanan kepemimpinan Arinal – Nunik, Indonesia 
termasuk Provinsi Lampung dilanda pandemic Covid-19 yang mewabah di seluruh dunia. 
Semakin hari semakin banyak warga Lampung yang terpapar covid-19 dan 
mengakibatkan persoalan yang serius dibidang kesehatan dan melanda semua sendi-
sendi kehidupan manusia, bahkan perkonomian dan pembangunan di Lampung 
terdampak. Untuk melakukan penangann covid-19, anggaran-anggaran yang ada di 

Pemerintah Provinsi Lampung mengalami recofusing dan realoksi anggaran untuk 
penanganan pandemi covid-19. Adanya pandemic menjadi tantangan kepala daerah 
untuk tetap mampu menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan kepada 
masyarakatnya. Meskipun  ditengah pandemi covid-19, dikepemimpinan Arinal – Nunik 
ada catatan-catatan positif yang ditorehkan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 
selama 10 tahun terakhir lebih baik dari pada rata-rata Sumatera dan Nasional meskipun 
dalam kondisi pandemi ekonomi Lampung pada triwulan III/2020 Tumbuh 4,15 persen 
dibandingkan dengan triwulan II/2020 (Q to Q), dengan PDRB atas dasar harga belaku 
yang juga tumbuh sebesar 5 % dari Rp. 89,55 T menjadi Rp. 94,10 T. Pertanian masih 
merupakan lapangan usaha terbesar dengan share sebesar 31,55%. Kemudian Neraca 
Perdagangan Provinsi Lampung periode Januari- Oktober 2020 Surplus 1,286 Miliar 
USD. Artinya dikepemimpinan Arinal-Nunik disisa periodenya harus terus meningkatkan 
kinerjanya dan harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakatnya untuk tetap 
bangkit melawan pandemi covid-19. 
 
3. Kepribadian (The Law of Personality) 
Sebuah Personal Brand yang hebat harus didasarkan pada sosok kepribadian yang apa 
adanya, dan hadir dengan segala ketidak sempurnaannya. Konsep ini menghapuskan 
beberapa tekanan yang ada pada konsep Kepemimpinan (The Law of Leadership), 
seseorang harus memiliki kepribadian yang baik. Sosok Arinal Djunaidi dikenal dengan 
pribadi yang tegas dan disiplin. Tahap demi tahap, karir birokrasi ditekuninya sampai 
menjadi Sekretaris Daerah. Setelah pensiun, Arinal menjajaki keberuntungannya di 
politik sebagai Ketua DPD I Golkar Lampung dan terpilih menjadi Gubernur Lampung. 
Sementara itu Chusnunia Chalim lahir dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dipanggung 
karier politik, Nunik merupakan sosok yang memiliki karakter tangguh, didiplin, ulet dan 
lihai memainkan perannya. Terbukti berbagai jabatan politik bisa didapatkannya mulai 
dari Anggota DPR RI, Bupati Lampung Timur dan Wakil Gubernur Lampung. Nunik 
merupakan sosok politisi yang murah hati, murah senyum, disiplin, teliti dan rendah 
hati. Sampai saat ini pasangan tersebut memiliki karakter yang baik untuk 
masyarakatnya. Saling melengkapi dalam memimpin Provinsi Lampung dengan selamat 
lahir dan batin merupakan kuncinya agar dicintai masyarakatnya dan para pegawainya 
untuk mewujudkan visi misi dan janji kerjanya. 
 
4. Perbedaan/Kekhasan (The Law of Distinctiveness) 
Sebuah Personal Brand yang efektif perlu ditampilkan dengan cara yang berbeda dengan 
yang lainnya dengan tujuan untuk menghindari konflik. Personal branding yang baik dan 
efaktif perlu ditampilkan dengan cara yang berbeda. Setiap pemimpin memiliki 
perbedaan/kekhasannya masing-masing. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 
periode 2019-2024 tentunya memiliki perbedaan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur 
periode sebelum-sebelumnya. Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis 
melalui perumusan strategi, arah kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur 
capaian kinerja,maka dirumuskan pula indicator sebagai tolok ukur kinerja. Pelaksanaan 
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pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan 
keempat dari RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan 
pembangunan RPJPD Provinsi Lampung, tahapan pembangunan periode 2019-2024 
adalah untuk mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. 
Arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. 
RPJMD akan menjabarkan tahapan pembangunan tersebut setiap tahun, yang akan 
menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Sebagai 
seorang birokrat, Arinal harusnya paham betul dengan kompetensi bidang pertanian, 
dikepemimpinannya saat inilah bila ingin menunjukan bahwa Lampung sebagai lumbung 
pangan dan menjadi kebanggaan nasional. Saat ini menjadi peluang besar untuk 
memajukan sektor pertanian secara luas. Petani Lampung memiliki lahan yang luas dan 
bisa menopang kebutuhan nasional. Kalau itu bisa menunjukan korelasi atau relevansi 
sesuai kompetensi dan kinerjanya di bidang pertanian maka luar biasa. Apalagi 60% 
masyarakat Lampung bergerak disektor pertanian dan 40% kebutuhan pangan DKI 
Jakarta bersumber dari Provinsi Lampung. 
 
5. Visibilitasi (The Law of Visibility)  
Untuk menjadi sukses, Personal Brand harus dapat dilihat secara konsisten terus-
menerus, sampai Personal Brand seseorang dikenal. Maka visibility lebih penting dari 
kemampuan (ability)-nya. Untuk menjadi visible, seseorang perlu mempromosikan 
dirinya, memasarkan dirinya, menggunakan setiap kesempatan yang ditemui dan 
memiliki beberapa keberuntungan. Bagi pejabat publik dan tokoh politik visibilitasi atau 
kenampakan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus hingga orang betul-
betul mengenal siapa dia. Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sejak awal maju dalam 
pesta demokrasi Pemilihan Kepala Derah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 
senantiasa tampil dihalayak ramai untuk menyapa masyarakatnya. Setelah terpilih 
menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim 
juga terus gencar melakukan publikasi program kerja dan berbagai akivitas kegiatan di 
berbagai media cetak, elektronik, digital maupun media social. Tim media Gubernur dan 
Wakil Gubernur berasal dari tim di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi 
Lampung dan tim dari Biro Administrasi dan Pimpinan Pemerintah Provinsi Lampung. 
Bahkan secara pribadi, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim aktif dimedia sosial 
Instagram yang secara rutin mempublis aktivitas keseharian baik acara kedinasan 
maupun pribadi. Di Instagram pribadinya Arinal Djunaidi dengan nama akun 
(@arinal_djunaidi) memiliki 62,1 ribu follower/pengikut sementara Chusnunia Chalim 
dengan nama akun (@mbak_nunik) memiliki 123 ribu follower/pengikut. Belum lagi di 
media social kedinasanya seperti di seluruh media sosial Pemerintah Provinsi Lampung 
seperti Instagram, facebook, twitter dan website resminya. Kemudian juga media masa 
seperti media cetak dan eletronik yang ada di Provinsi Lampung.  
Sejauh ini komunikasi sudah cukup baik, hanya persoalannya saat ini ada wabah 
pandemi covid-19 jadi interaksi tatap muka diminimalisir. Sosok Arinal dan Nunik jangan 
sampai alergi bila didekati awak media. Rangkul dan bangun komunikasi yang baik agar 
sinergiritas dalam membangun Lampung bisa seirama. Hasil hasil pembangunan dan 
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pembangunan periode 2019-2024 merupakan tahap pembangunan lima tahunan 
keempat dari RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2005-2025. Sesuai dengan arah kebijakan 
pembangunan RPJPD Provinsi Lampung, tahapan pembangunan periode 2019-2024 
adalah untuk mempertahankan momentum kemajuan dan memantapkan kesejahteraan. 
Arah kebijakan tersebut akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024. 
RPJMD akan menjabarkan tahapan pembangunan tersebut setiap tahun, yang akan 
menjadi pedoman bagi penentuan fokus/tema pembangunan dalam RKPD. Sebagai 
seorang birokrat, Arinal harusnya paham betul dengan kompetensi bidang pertanian, 
dikepemimpinannya saat inilah bila ingin menunjukan bahwa Lampung sebagai lumbung 
pangan dan menjadi kebanggaan nasional. Saat ini menjadi peluang besar untuk 
memajukan sektor pertanian secara luas. Petani Lampung memiliki lahan yang luas dan 
bisa menopang kebutuhan nasional. Kalau itu bisa menunjukan korelasi atau relevansi 
sesuai kompetensi dan kinerjanya di bidang pertanian maka luar biasa. Apalagi 60% 
masyarakat Lampung bergerak disektor pertanian dan 40% kebutuhan pangan DKI 
Jakarta bersumber dari Provinsi Lampung. 
 
5. Visibilitasi (The Law of Visibility)  
Untuk menjadi sukses, Personal Brand harus dapat dilihat secara konsisten terus-
menerus, sampai Personal Brand seseorang dikenal. Maka visibility lebih penting dari 
kemampuan (ability)-nya. Untuk menjadi visible, seseorang perlu mempromosikan 
dirinya, memasarkan dirinya, menggunakan setiap kesempatan yang ditemui dan 
memiliki beberapa keberuntungan. Bagi pejabat publik dan tokoh politik visibilitasi atau 
kenampakan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus hingga orang betul-
betul mengenal siapa dia. Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim sejak awal maju dalam 
pesta demokrasi Pemilihan Kepala Derah Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 
senantiasa tampil dihalayak ramai untuk menyapa masyarakatnya. Setelah terpilih 
menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim 
juga terus gencar melakukan publikasi program kerja dan berbagai akivitas kegiatan di 
berbagai media cetak, elektronik, digital maupun media social. Tim media Gubernur dan 
Wakil Gubernur berasal dari tim di Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi 
Lampung dan tim dari Biro Administrasi dan Pimpinan Pemerintah Provinsi Lampung. 
Bahkan secara pribadi, Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim aktif dimedia sosial 
Instagram yang secara rutin mempublis aktivitas keseharian baik acara kedinasan 
maupun pribadi. Di Instagram pribadinya Arinal Djunaidi dengan nama akun 
(@arinal_djunaidi) memiliki 62,1 ribu follower/pengikut sementara Chusnunia Chalim 
dengan nama akun (@mbak_nunik) memiliki 123 ribu follower/pengikut. Belum lagi di 
media social kedinasanya seperti di seluruh media sosial Pemerintah Provinsi Lampung 
seperti Instagram, facebook, twitter dan website resminya. Kemudian juga media masa 
seperti media cetak dan eletronik yang ada di Provinsi Lampung.  
Sejauh ini komunikasi sudah cukup baik, hanya persoalannya saat ini ada wabah 
pandemi covid-19 jadi interaksi tatap muka diminimalisir. Sosok Arinal dan Nunik jangan 
sampai alergi bila didekati awak media. Rangkul dan bangun komunikasi yang baik agar 
sinergiritas dalam membangun Lampung bisa seirama. Hasil hasil pembangunan dan 

isu-isu terkini akan selalu dipublikasikan setiap waktu secara real time oleh media. Maka 
buatlah kesan yang baik kepada awak media. Baik buruknya citra pejabat publik 
tergantung dengan berita- berita dan informasi yang diterima masyarakat baik melalui 
media massa maupun media sosial. Apalagi saat ini eranya konvergensi media, jadi 
media-media yang ada saat ini sudah multiplatform mengikuti perkembangan teknologi 
digital. Pemerintah Provinsi Lampung melaui Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik 
memiliki anggaran untuk kerjasama kepada awak media. Arinal dan Nunik harus 
manfaatkan fasilitas itu. Bangun branding positif untuk Provinsi Lampung. 
 
6. Kesatuan (The Law of Unity) 
Kehidupan pribadi seseorang dibalik personal brand harus sejalan dengan etika moral 
dan sikap yang telah ditentukan dari merek tersebut. Kehidupan pribadi selayaknya 
menjadi cermin dari sebuah citra yang ingin ditanamkan dalam personal brand. 
Rampersad (2008) berpendapat bahwa sebuah personal branding harus asli dan otentik, 
mampu menggambarkan karakter pribadi seseorang yang sebenarnya. Semua itu perlu 
dibangun atas dasar tujuan hidup seseorang, nilai-nilai yang dia anut, keunikan, 
kemampuan, cita-cita, spesialisasi dan hal-hal apa yang dia suka lakukan. Personal 
branding bukanlah hal yang bisa diperoleh secara mudah. Kehidupan seseorang harus 
sesuai dengan nilai dan gambaran yang dia bangun. Personal Branding yang dibangun 
oleh Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim dalam melaksanakan aktivitasnya dan kerja-
kerja kedinasan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung harus dilakukan 
secara professional dan propordional. Tugas, pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi 
misi dan janji kerja harus benar-benar ditunaikan dengan baik demi “Rakyat Lampung 
Berjaya”. Kepentingan masyarakat harus benar-benar didahulukan dibandingkan dengan 
kepentingan pribadi maupun golongan. Citra diri yang ditanamkan pemimpin harus 
terus positif baik ketika ia bertugas sebagai pejabat publik menjalankan roda 
pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. Citra diri ini yang akan dicontoh oleh 
masyarakat, msyarakat juga bisa memberikan penilaian terhadap kelakuan para 
pemimpinnya. Sejauh ini sudah baik, yang baik dipertahankan dan yang kurang baik 
dievaluasi  agar kedepannya bisa lebih baik. Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 
merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Visi misi dan program kerja 
dijalankan secara bersama-sama dan berbagi peran untuk mensukseskannya sehingga 
pelayanan public dan turunan dari program tersebut bisa dirasakan oleh rakyatnya 
 
7. Keteguhan (The Law of Persistence) 
Setiap personal brand membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan selama proses tersebut 
berjalan, adalah penting untuk selalu memperhatikan setiap tahapan dan trend. Dapat 
pula dimodifikasikan dengan iklan atau public relation. Seseorang harus tetap teguh 
pada personal brand awal yang telah dibentuk, tanpa pernah ragu-ragu dan berniat 
merubahnya. Keteguhan dalam personal branding merupakan salah satu factor penentu 
keberhasilan dari dari branding seseorang. Membangun personal branding memerlukan 
waktu yang sangat lama dan usaha yang begitu keras. Dalam prosesnya, pelaku personal 
branding tentu tidak selalu menghadapi jalan yang mulus. Hal hal yang diluar dugaan  
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seperti kritik yang menjatuhkan dan komentar yang tidak membangun, apalagi diera 
social media seperti saat ini, bisa saja menjadi hambatan yang akan menggagalkan 
branding yang dibangun oleh seseorang. Sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi 
pernah terlibat persoalan yang membuat dirinya menjadi sorotan banyak pihak. Seperti 
ketika beberapa kali bermasalah dengan wartawan. Sementara Wakil Gubernur 
Lampung, Chusnunia Chalim juga pernah mendapat sorotan publik. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim 
alias Nunik terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Penyidik mendalami 
pengetahuan saksi terkait dugaan pemberian uang untuk rencana pencalonan tersangka 
Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung tahun 
2018.  
 
Setiap pemimpin sudah pasti, tak ada yang sempurna. Oleh sebab itu orientasi kedepan 
adalah mengedepankan kualitas, mengedepankan kesantunan, kedepankan keadaban, 
untuk visi misi Rakyat Lampung Berjaya itu menjadi nyata. Komunikasi antara manusia 
dengan manusia bagus, komunikasi manusia dengan Tuhannya juga bagus dan 
komunikasi manusia dengan lingkungannya juga bagus. Ketika ketiga hubungan tersebut 
baik insyallah kita akan baik-baik saja. Siapapun pemimpinnya keutuhan tim kerja 
menjadi hal yang penting. Kemudian bekerjalah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Jaga amanah dengan baik, 
tetap jaga integritas dan profesionalisme kerja. Konsisten dalam menjalankan amanah 
dengan baik itu kuncinya agar setiap pemimpin tetap teguh pada karakter baiknya. 
Masyarakat, media dan semua pihak melakukan kontrol sosial dan pengawasan dalam 
setiap langkah gerak pemimpinnya, masukan, kritik dan saran dari masyarakat harus 
didengar, untuk kebaikan pemimpin dan Provinsi Lampung kedepan. Seorang pemimpin 
menjadi sorotan masyarakat banyak. Seribu kebaikan akan terlupakan bila seorang 
pejabat melakukan satu saja kejahatan.  
 
8. Nama baik (The Law of Goodwill) 
Sebuah Personal Brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan lebih lama, 
jika seseorang dibelakngnya dipersepsikan dengan cara yang positif. Seseorang tersebut 
harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum positif dan 
bermanfaat. Personal branding yang telah dibangun seseorang akan mampu bertahan 
apabila khalayak ramai memandang orang tersebut secara positif. Untuk memperoleh 
citra yang baik dan positif tersebut, pelaku personal branding harus berhasil 
menanamkan nilai-nilai yang dibuatnya. Sampai saat ini sosok Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim masih memiliki nama baik. 
Masyarakat Provinsi Lampung masih percaya atas kepemimpinanya, jajaran  Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait masih terus bekerja untuk mewujudkan 
visi, misi dan program kerja sesuai semangat “Rakyat Lampung Berjaya”. Arinal Djunaidi 
dan Chusnunia Chalim sampai saat ini belum berhadapan dengan persoalan hukum yang 
mengakibatkan kepemimpinannya tercoreng. 
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seperti kritik yang menjatuhkan dan komentar yang tidak membangun, apalagi diera 
social media seperti saat ini, bisa saja menjadi hambatan yang akan menggagalkan 
branding yang dibangun oleh seseorang. Sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi 
pernah terlibat persoalan yang membuat dirinya menjadi sorotan banyak pihak. Seperti 
ketika beberapa kali bermasalah dengan wartawan. Sementara Wakil Gubernur 
Lampung, Chusnunia Chalim juga pernah mendapat sorotan publik. Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim 
alias Nunik terkait penyidikan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018. Penyidik mendalami 
pengetahuan saksi terkait dugaan pemberian uang untuk rencana pencalonan tersangka 
Mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai bakal calon Gubernur Lampung tahun 
2018.  
 
Setiap pemimpin sudah pasti, tak ada yang sempurna. Oleh sebab itu orientasi kedepan 
adalah mengedepankan kualitas, mengedepankan kesantunan, kedepankan keadaban, 
untuk visi misi Rakyat Lampung Berjaya itu menjadi nyata. Komunikasi antara manusia 
dengan manusia bagus, komunikasi manusia dengan Tuhannya juga bagus dan 
komunikasi manusia dengan lingkungannya juga bagus. Ketika ketiga hubungan tersebut 
baik insyallah kita akan baik-baik saja. Siapapun pemimpinnya keutuhan tim kerja 
menjadi hal yang penting. Kemudian bekerjalah sesuai dengan tugas pokok dan 
fungsinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Jaga amanah dengan baik, 
tetap jaga integritas dan profesionalisme kerja. Konsisten dalam menjalankan amanah 
dengan baik itu kuncinya agar setiap pemimpin tetap teguh pada karakter baiknya. 
Masyarakat, media dan semua pihak melakukan kontrol sosial dan pengawasan dalam 
setiap langkah gerak pemimpinnya, masukan, kritik dan saran dari masyarakat harus 
didengar, untuk kebaikan pemimpin dan Provinsi Lampung kedepan. Seorang pemimpin 
menjadi sorotan masyarakat banyak. Seribu kebaikan akan terlupakan bila seorang 
pejabat melakukan satu saja kejahatan.  
 
8. Nama baik (The Law of Goodwill) 
Sebuah Personal Brand akan memberikan hasil yang lebih baik dan bertahan lebih lama, 
jika seseorang dibelakngnya dipersepsikan dengan cara yang positif. Seseorang tersebut 
harus diasosiasikan dengan sebuah nilai atau ide yang diakui secara umum positif dan 
bermanfaat. Personal branding yang telah dibangun seseorang akan mampu bertahan 
apabila khalayak ramai memandang orang tersebut secara positif. Untuk memperoleh 
citra yang baik dan positif tersebut, pelaku personal branding harus berhasil 
menanamkan nilai-nilai yang dibuatnya. Sampai saat ini sosok Gubernur Lampung Arinal 
Djunaidi dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim masih memiliki nama baik. 
Masyarakat Provinsi Lampung masih percaya atas kepemimpinanya, jajaran  Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait masih terus bekerja untuk mewujudkan 
visi, misi dan program kerja sesuai semangat “Rakyat Lampung Berjaya”. Arinal Djunaidi 
dan Chusnunia Chalim sampai saat ini belum berhadapan dengan persoalan hukum yang 
mengakibatkan kepemimpinannya tercoreng. 

 
Namun yang menjadi perhatian ialah ketika pemimpin berbicara dihalayak ramai, 
tentunya sudah harus pandai memilih dan mengatur gestur tubuhnya dan pilihan 
diksinya saat bertutur kata. Pilihan diksinya menjadi penting, berikan diksi yang optimis, 
sejuk, dan baik tentunya akan menghasilkan input yang bagus. Kedepan harus 
mengedepankan kualitas, mengedepankan kesantunan, kedepankan keadaban. Program 
yang sudah baik harus lebih baik lagi. Kemudian pemeranan menjadi penting, karena 
berkolaborasi untuk bersama-sama pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa 
dan dunia usaha harus terus diperlukan untuk menjalankan roda kepemimpinan yang 
baik. Kemudian keutuhan tim kerja menjadi hal yang penting.  
 
Pengambilan Keputusan 

Kemudian mengenai pengambilan keputusan, George. R. Terry mengemukakan 
bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria 
tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin ia menjelaskan dasar - dasar dari 
pengambilan keputusan yang berlaku. Pertama, Intuisi yakni keputusan yang diambil 
berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, 
pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Kedua, Pengalaman yakni kemampuan untuk 
memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah 
penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Ketiga, 
Fakta yakni keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data atau informasi yang cukup 
untuk keputusan yang baik dan solid. Keempat, Wewenangan yakni keputusan yang 
berdasarkan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan 
mengasosiasikan dengan praktik dictatorial. Kelima, Rasional yakni keputusan yang 
bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Keputusan yang dibuat berdasarkan 
pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang 
rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam 
batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu. 

Gubernur Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim sudah 
memaikan peranannya dalam memimpin Provinsi Lampung. Namun ditengah defisit 
anggaran pada tahun pertamanya dan ditahun kedua serta tahun  ketiga 
kepemimpinannya harus menghadapi pandemi covid-19 maka harus lebih serius dan 
maksimal lagi dalam mengambil suatu kebijakan yang dituangkan dalam program-
program sera janji kerja kemudian diimplementasikan. Jajaran organisasi perangkat 
daerah (OPD) dan instansi terkait di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung serta 
Pemerintah Kabupaten/Kota juga wajib bersinergi untuk melalui persoalan yang saat ini 
terjadi sehingga visi-misi Rakyat Lampung Berjaya tersebut benar-benar dirasakan oleh 
masyarakatnya. 
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PENUTUP 
Kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur 

Lampung Chusnunia Chalim disisa periodenya harus terus meningkatkan kinerjanya dan 
harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakatnya untuk tetap bangkit 
melawan pandemi covid-19. Public speaking dan penyampaian informasi mengenai 
berbagai kebijakan harus benar-benar tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat 
secara luas. Kemudian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan latar belakang 
keilmuan pertanian dan birokrat harus mampu mengoptimalkan potensi di sektor 
pertanian yang ada di Provinsi Lampung sehigga kebutuhan ketahanan pangan bisa 
terpenuhi. Sementara itu Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim merupakan 
sosok politisi yang pandai memainkan perannya dan sangat dekat dengan masyarakat 
baik secara online dimedia sosial maupun secara tatap muka bertemu langsung. 
Perpaduan karakter dan latar belakang pengalaman keduanya harus dioptimalkan untuk 
mengimplementasikan program kerja dan visi misinya. Sebagai seorang birokrat, Arinal 
harusnya paham betul dengan kompetensi bidang pertanian, dikepemimpinannya saat 
inilah bila ingin menunjukan bahwa Lampung sebagai lumbung pangan dan menjadi 
kebanggaan nasional. Saat ini menjadi peluang besar untuk memajukan sektor pertanian 
secara luas. Petani Lampung memiliki lahan yang luas dan bisa menopang kebutuhan 
nasional.  

Komitmen untuk mewujudkan Lampung Berjaya yang menjadi fokus prioritas 
pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Arinal Djunaidi-Chusnunia 
Chalim di periode kepemimpinanya periode 2019-2024 wajib diwujudkannya dengan 
segala perjuangan, dan kerja keras berdasarkan kompetensi, segudang pengalaman, 
jaringan di pemerintah pusat dan tentunya dengan dukungan dan persan serta semua 
komponen masyarakat Lampung. Bagi pejabat publik dan tokoh politik visibilitasi atau 
kenampakan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus agar eksistensi dan 
popularitasannya tetap ada di masyarakat. Sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi 
dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim jangan sampai alergi dengan media. 
Sinergiritas yang baik perlu dibangun agar hasil pembangunan dan isu-isu terkini akan 
selalu dipublikasikan kepada masyarakat. Baik buruknya citra pejabat publik tergantung 
dengan berita- berita dan informasi yang diterima masyarakat baik melalui media massa 
maupun media sosial. 

Citra diri yang ditanamkan pemimpin harus terus positif baik ketika ia bertugas 
sebagai pejabat publik menjalankan roda pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. 
Citra diri ini yang akan dicontoh oleh masyarakat, msyarakat juga bisa memberikan 
penilaian terhadap kelakuan para pemimpinnya. Setiap pemimpin sudah pasti, tak ada 
yang sempurna. Oleh sebab itu orientasi kedepan adalah mengedepankan kualitas, 
mengedepankan kesantunan, kedepankan keadaban, agar visi misi Rakyat Lampung 
Berjaya menjadi nyata. Komunikasi antara manusia dengan manusia, komunikasi 
manusia dengan Tuhannya dan komunikasi manusia dengan lingkungannya harus 
berjalan baik. Program yang sudah baik harus lebih baik lagi. Kemudian pemeranan 
menjadi penting, karena berkolaborasi untuk bersama-sama pemerintah, masyarakat, 
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PENUTUP 
Kepemimpinan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dan Wakil Gubernur 

Lampung Chusnunia Chalim disisa periodenya harus terus meningkatkan kinerjanya dan 
harus mampu memberikan motivasi kepada masyarakatnya untuk tetap bangkit 
melawan pandemi covid-19. Public speaking dan penyampaian informasi mengenai 
berbagai kebijakan harus benar-benar tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat 
secara luas. Kemudian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dengan latar belakang 
keilmuan pertanian dan birokrat harus mampu mengoptimalkan potensi di sektor 
pertanian yang ada di Provinsi Lampung sehigga kebutuhan ketahanan pangan bisa 
terpenuhi. Sementara itu Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim merupakan 
sosok politisi yang pandai memainkan perannya dan sangat dekat dengan masyarakat 
baik secara online dimedia sosial maupun secara tatap muka bertemu langsung. 
Perpaduan karakter dan latar belakang pengalaman keduanya harus dioptimalkan untuk 
mengimplementasikan program kerja dan visi misinya. Sebagai seorang birokrat, Arinal 
harusnya paham betul dengan kompetensi bidang pertanian, dikepemimpinannya saat 
inilah bila ingin menunjukan bahwa Lampung sebagai lumbung pangan dan menjadi 
kebanggaan nasional. Saat ini menjadi peluang besar untuk memajukan sektor pertanian 
secara luas. Petani Lampung memiliki lahan yang luas dan bisa menopang kebutuhan 
nasional.  

Komitmen untuk mewujudkan Lampung Berjaya yang menjadi fokus prioritas 
pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih Arinal Djunaidi-Chusnunia 
Chalim di periode kepemimpinanya periode 2019-2024 wajib diwujudkannya dengan 
segala perjuangan, dan kerja keras berdasarkan kompetensi, segudang pengalaman, 
jaringan di pemerintah pusat dan tentunya dengan dukungan dan persan serta semua 
komponen masyarakat Lampung. Bagi pejabat publik dan tokoh politik visibilitasi atau 
kenampakan harus dilakukan secara konsisten dan terus menerus agar eksistensi dan 
popularitasannya tetap ada di masyarakat. Sosok Gubernur Lampung Arinal Djunaidi 
dan Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim jangan sampai alergi dengan media. 
Sinergiritas yang baik perlu dibangun agar hasil pembangunan dan isu-isu terkini akan 
selalu dipublikasikan kepada masyarakat. Baik buruknya citra pejabat publik tergantung 
dengan berita- berita dan informasi yang diterima masyarakat baik melalui media massa 
maupun media sosial. 

Citra diri yang ditanamkan pemimpin harus terus positif baik ketika ia bertugas 
sebagai pejabat publik menjalankan roda pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari. 
Citra diri ini yang akan dicontoh oleh masyarakat, msyarakat juga bisa memberikan 
penilaian terhadap kelakuan para pemimpinnya. Setiap pemimpin sudah pasti, tak ada 
yang sempurna. Oleh sebab itu orientasi kedepan adalah mengedepankan kualitas, 
mengedepankan kesantunan, kedepankan keadaban, agar visi misi Rakyat Lampung 
Berjaya menjadi nyata. Komunikasi antara manusia dengan manusia, komunikasi 
manusia dengan Tuhannya dan komunikasi manusia dengan lingkungannya harus 
berjalan baik. Program yang sudah baik harus lebih baik lagi. Kemudian pemeranan 
menjadi penting, karena berkolaborasi untuk bersama-sama pemerintah, masyarakat, 

akademisi, media massa dan dunia usaha harus terus diperlukan untuk menjalankan 
roda kepemimpinan yang baik. Kemudian keutuhan tim kerja menjadi hal yang penting.  
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